
PEDOMAN UMUM 

DBPABT BN .PBBTA lA 

RBPUBLIK INDONESIA 



'I 

PEDOMAN UMUM 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

INSPEKTORATJENDERAL 

I(EMENTERIAN PERTANIAN 
Gedung B Lantai 2 

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan 
Ps. Minggu -Jakarta Selatan 



SEKAPUR SIRIH 

Assalamu'a/aikum Wr. wb. 

Kita ketahui bahwa perubahan paradigma pengawasan 
internal merupakan tuntutan mutlak di era reformasi seperti 
sekarang in·i. Komitmen dan peran lembaga eksekutif, 
legislatif dan yudikatif begitu kental kita rasakan dalam 
nuansa mempercepat terwujudnya ketertiban administratif 
kepemerintahan demi mewujudkan good governance dan 
clean government di Indonesia. Ditertibkannya peraturan 
dan panduan berkaitan dengan penyempurnaan sistem 
pengawasan intern yang ideal dan aplikatif, telah menjadi 
kebutuhan primer bagi aparatur pemerintah, baik yang berada 
di pusat maupun di daerah. Terlebih saat ini, masih banyak 
kita dijumpai di berbagai media, terkait maraknya berita 
kasus penyimpangan di instansi pemerintah akibat kurangnya 
pengetahuan dan ketidakdisiplinan aparatur negara dalam 
menjalankan roda pemerintahan sesuai ketentuan yang 
berlaku.Salahsatu ketentuanterkiniyang mengatursecara rinci 
perihal pengendaiian intern adalah Peraturan Pemerintah No. 
60Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), yang penerbitannya bertepatan dengan pelaksanaan 
11Gema Sistem Pengendalian Intern Pemerintah · (SPIP} 
Kementerian Pemerintah" yang diprakarsai oleh lnspektorat 
Jenderal Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 
2008 lalu. Sampai dengan saat ini, Gema SPIP tersebut masih 
menggelora yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiat­
an Sosialisasi, Spirit dan Forum SPIP. 

Kondisi ini tentunya perlu disikapi dengan bijak oleh 
para penen~u kebijakan, dengan menyusun langkah-langkah 
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strategis terhadap kebijakan pengawasan yang lebih konkrit 
dan memposisikannya sebagai tolok ukur penerapan stra­
tegi pengawasan internal sesuai kondisi lingkungan kerja 
instansi pengawasan pemerintah. Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) sebe~gai forum pengawas intern yang me­
miliki pandangan visi jauh ke depan, juga senantiasa ber­
upaya secara optimal untuk mengingatkan dan meningkatkan 
motivasi anggotanya agar bersedia berbenah diri secara 
dinamis, namun tetap menjunjung tinggi norma-norma dan 
kode etik yang dimiliki. Dasar inilah yang m~njadi trigger bagi 
lnspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam menyusun 
strategi pengawasan baru yang lebih membumi, namun 
memiliki benang merah yang jelas dan tetap menciptakan 
keselarasan dengan strategi-strategi pengawasan yang dianut 
sebelumnya. 

Lahirnya strategi pengawasan "Green Audits" di lnspek­
torat Jenderal di penghujung _ tahun 2010, merupakan 
solusi terbaik dalam upaya menyelenggarakan tugas dan 
fungsinya secara proporsional dan independen di lingkungan 
Kementerian Pertanian demi terwujudnya "4 Sukses Pem­
bangunan Pertanian". 

Buku ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang 
jelas bagi semua pihak terhadap penafsiran dan pemahaman 
pasal demi pasal yang terkandung di dalam PP No. 60 Ta­
hun 2008 dan penjelasannya. Penjabaran materi ketentuan 
dimaksud telah kami susun sedemikian rupa agar menarik 
untuk disimak dan mudah dimengerti ke dalam 6 materi 
pokok, terdiri dari sebuah Pedoman Umum dan 5 Modul 
SPIP yaitu Modul 1: Lingkungan Pengendalian, Modul 2: 
Penilaian Resiko, Modul 3: Kegiatan Pengendalian, Modul 

. 4: lnformasi dan Komunikasi, dan Modul 5: Pemantauan. 

4 Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian 



Semoga dalam waktu yang tidak lama lagi, seluruh instansi 
pemerintah baik pusat maupun di daerah dapat berkontribusi 
secara aktif dan berkinerja secara baik sesuai ketentuan yang 
berlaku dalam upaya mewujudkan good governance dan clean 
governmnet di Indonesia. Tentu saja dalam penulisan buku ini 
masih terdapat kekurangan yang tidak kami sengaja, untuk itu 
kami mohon maaf. Kami berharap buku ini dapat memberikan 
pemahaman, solusi, sekaligus menjawab kebutuhan dan ke­
ingintahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
di lingkungan Kementerian Pertanian. Terima kasih. 

Salam SPI! 

Smart!. .. Speed! ... Strici! ... 

Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian 5 



KATA PENGANTAR 

Kita semua mengetahui ba-hwa sistem pengendalian 
manajemen atau yang_di instansi pemerintah lebih populer 
dengan pengawasan melekat (Was kat) sampai dengan sa at 
ini gaungnya mulai redup, sehingga saat ini banyak 
ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang 
terstruktur dan masih dirasakan rentan terhadap 
periyalahgunaan wewenang yang berujung terjadinya 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu 
diperlukan penguatan pada proses Management Control 
System dalam upaya pencegahan secara dini harus 
menjadi komitmen kita bersama. 

Sejalan dengan komitmen terseb!Jt, pemerintah telah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
lnspektorat Jenderal Kementerian Perta11ian selaku Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memahami betul bahwa 
Sistem Pengendalian -Intern (SPI) mempunyai peran yang 
sangat strategis guna mempersempit atau mengurangi 
kesempatan berbagai bentuk penyimpangan dan korupsi di 
instansi pemerintah. Dalam kontek ini, lnspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian mencoba memberikan suatu bentuk 
kontribusi dengan· menyusun dan menerbitkan Pedoman 
Umum dan Modul Si~tem Pengendalian Intern di lingkup 
Kementerian Pertanian. 

Pedoman umum dan modul SPI ini disusun merujuk pada 
PP Nomor 60 Tahun 2008 dan beberapa iiterature lain yang 
relevan, yang disesuaikan dengan kondisi terkinl di 
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lingkungan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, guna 
menyamakan persepsi dalam penyusunan dan penerapan 
SPI di setiap unit kerja/satuan kerja, dipandang perlu 
adanya pedoman, dimaksudkan untuk menunjang efisiensi 
dan efektivitas penyusunan dan penerapan SPI di seluruh 
unit kerja/satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian. 
Pedoman ini masih bersifat umum, untuk itu unit kerja/ 
satker diharapkan dapat menjabarkan sesuai dengan Tug as 
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan kondisi serta permasalahan 
yang dihadapi. 

Melalui pedoman umum ini diharapkan dapat memberi­
kan manfaat dan nilai tambah bagi unit kerja/satker 
lingkup Kementerian Pertanian serta para pemangku ke­
pentingan (stakeholder) dalam upaya untuk mencegah 
segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa 
memenuhi prinsip-prinsip good governance di Kementerian 
Pertanian. 

Penyusunan pedoman ini tanpa pretensi bahwa pedoman 
ini merupakan produk final. Perkembangan dan sumbangan 
pemikiran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan ter­
hadap pedoman ini sangat dimungkinkan. Semoga dengan 
disusunnya pedoman SPI ini dapat menjadi tonggak awal 
penerapan SPI di unit kerja masing-masing dalam rangka 
mewujudkan Good Governance di lingkungan Kementerian 
Pertanian. 

Jakarta, 13 Mei 2009 
Menteri Pertanian 

ttd. 

Dr. lr. Anton Apriyantono, MS. 
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PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

Nomor : 23/Permentan/OT.140/5/2009 

tentang 

PEDOMAN UMUM 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 
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Menimbang 

Mengingat 

MENTER I PERT ANI AN 
. REPUBLIK JNOONESIA 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
Nomor : 23/Pennentan/ar .140/5/2009 

tentang 

PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUI;lAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTANIAN 

: a. bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu sistem 
pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di 
lingkungan pemerintah pusat dan penierintah daerah; 

b. bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan yang diiakukan secara terus menerus 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
memadai alas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan. 
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan; 

c. bahwa untuk:. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan 
P.edoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan 
Kementerian Pertanian. 

1. Undang-undang Nomor B Tahun 197 4 ten tang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang­
undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi. 
Kolusi, dan Nepotisme; 

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 
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Menetapkan 

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara: 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah; 

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nornor 
72 Tahun 2004; 

10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 

11. Keputusan Presiden Nomor 66/M Tahun 2008 tentang 
Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian 
Pertanian; 

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dari Tala Ke~a Kementerian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas :=selon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008; 

14 .. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

15. Keputusan Menteri 
Nomor:720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang 
Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian; 

Pertanian 
Pedoman 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:299/Kpts/OT.140/7/2005 
tehtang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 
sebagaimana Ieiah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian 
Nom or: 11/Permentan/OT.140/272007; 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:341/Kpts/OT.140/9/2005 
tentang Kelengkapan Organisasi dan Tala Kerja Kementerian 
Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pertanian Nom or: 12/Permentan/OT.140/2/2007; 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:40/Permentan/OT.140/ 
8/2008 tentang Modul Pakta lntegritas Kementerian Pertanian. 

· MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 
UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN Dl LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PERTANIAN 
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KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

: Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan 
Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Keputusan ini. 

: Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 
merupakan acuan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
di lingkungan Kementerian Pertanian. 

: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : J A K A R T A 
Pada tanggal , : 13 Mei 2009 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 
tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi, susunan 
organisasi dan tata kerja kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden No.: 20 Tahun 2008, Menteri Pertanian ber­
tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan 
pertanian. Pembangunan pertanian ditujukan antara lain 
untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hid up petani; 
mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis 
pada sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya 
pang an lokal; meningkatkan daya saing produk pertanian 
dan ekspor hasil pertanian; mengembangkan aktivitas 
ekonomi pedesaan; dan meningkatkan kesempatan kerja 
dan kesempatan berusaha secara adil melalui pengem­
bangan ekonomi. Pembangunan pertanian dilakukan 
melalui pendekatan otonomi daerah dan dilaksanakan 
oleh provinsi dan kabupaten yang diwujudkan melalui 
penempatan anggaran ke dalam asas dekonsentrasi dan 
pembantuan, sehingga membawa konsekuensi perubahan 
kewenangan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan 
pertanian antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, 
yang berdampak pada jauhnya rentang kendali antara 
pusat, provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan pem­
bangunan 'itu sendiri. 

Kita semua tahu, bahwa sistem pengendalian. intern yang 
tercipta selama ini belum dapat berjalan seperti yang di­
harapkan, masih ditemukan kelemahan khususnya di 
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bidang pelaporan, mulai dari tingkat kabupaten/kota ke 
provinsi, dari provinsi ke pusat atau sebaliknya, sehingga 
informasi dan komunikasi mengenai perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan antara pusat 
dan daerah b2lum efektif. 

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pem­
bangunan pertanian dan mencapai pengelol;3an kegiatan 
yang efektif, efisien, ekonomis dan tertib dalam 
penyelengg araa n pe·meri ntaha n, kea nda I an Ia para n 
keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap 
peraturan perundangan, maka Menteri Pertanian harus 
melakukan pengendalian secara komprehensif atas 
kegiatan tersebut melalui Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP). 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
diharapkan digunakan sebagai acuan dalam pengaturan 
secara menyeluruh mengenai Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah yang telah disusun dan ditetapkan pad a setiap 
unit kerja. Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada 
pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat 
sepanjang kegiatan yang dipengaruhi oleh faktor sumber 
daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang 
memadai, bukan keyakinan mutlak dalam menilai ruang 
lingkup dan keandalan sistem pengendalian intern serta 
pencapaian sasaran suatu institusi/unit kerja. 

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan 
pertanian dan mewujudkan penyelenggaraan pem­
bangunan pertanian dan tata kepemerintahan yang baik 
(good governance) diperlukan s.uatu pedoman penyu­
sunan sistem pengendalian intern pemerintah, sebagai-
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mana diamanatkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008, bahwa menteri/pimpinan lembaga, 
gubernur, dan bupati/walikota bertanggung atas efektivitas 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan 
masing-masing. Berdasarkan pemikiran efektivitas penye­
lenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Ke­
menterian Pertanian diperlukan Pedoman Sistem Pengen­
dalian Intern. 

B. Dasar Hukum 
Pedoman Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Ke­
menterian Pertanian, merujuk pada: 
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­

pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin PNS; 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementrian Negara; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

1 O.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 
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11.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Peme­
rintah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 

12.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Ke­
dudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Orgahisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

13.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tug as Eselon I Kementerian Negara 
Presiden Republik sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presi·den Nomor 21 
Tahun 2008; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 299/KPT.140/7/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pertanian Republik Indonesia Nomor: 11/Permentan/ 
OT.140/2/2007; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 341 /Kpts./OT.140/9 
/2005 tentang Kelengkapan organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan 
Peratur~n Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 
12/Permentan/OT.140/2/2007. 

16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/ 
OT. 140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem 
Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian 
Pertanian. 

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: · 24/Permentan/OT. 
140/5/2009 tentang Pembina Sistem Pengendalian Intern 
di Lingkungan Kementerian PertaniC:m. 
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C. Maksud dan Tujuan 
Penyusunan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern 
di lingkungan Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk 
peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara, dan pengamanan aset negara serta 
bertujuan untuk: 

1. Memberikan panduan bagi Unit Kerja Eselon I, Unit 
Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja lingkup Kementerian 
Pertanian dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
dalam rangka pengelolaan Anggaran Pembangunan dan 
Belanja Negara (APBN), Dana Dekonsentrasi, maupun Dana 
Tugas Pembantuan; 

2. Pedoman/acuan bagi unit eselon I diwajibkan untuk 
menjabarkan dan merinci lebih lanjut pedum ini ke 
dalam Pedoman SPI yang disesuaikan dengan tupoksi 
masing-masing dengan pendekatan. pembangunan 
pertanian. 

3. Panduan/pedoman bagi Auditor lnspektorat Jenderal 
dalam pelaksanaan Pengawasan "Intern dalam melakukan 
penilaian penerapan sistem pengendalian intern di lingkup 
Kementerian Pertanian. 

D. Ruang Lingkup 
· Ruang lingkup Pedoman Umum Sistem Pengendalian 
Intern di lingkungan Kementerian Pertanian, meliputi 
Pendahuluan, Sistem Pengendalian Intern, Organisasi 
Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 
Penutup, yang dicirikan oleh 8 (delapan) unsur pengendali­
an manajemen yaitu pengorganisasian, personil, kebijakan, 
perencanaan, prosedur, pencatatan/akuntansi, pelaporan, 
dan reviu intern, serta lebih mendasar pada 5 (lima) unsur 
SPI sebagai berikut: 
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1. Lingkungan pengendalian 
· Pimpinan lnstansi Pemerintah dan seluruh pegawai 
harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam 
keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku 
positif dan mendukung terha_dap pengendalian intern 
dan manajemen yang sehat. 

2. Penilaian risiko 
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas 
risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar 
maupun dari dalam. 

3. Kegiatan pengendalian 
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa 
arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. 
Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam 
pencapaian tujuan organisasi. 

4. lnformasi dan komunikasi 
lnformasi harus dicatat dan dilaporkan kepada 
pimpinan lnstansi Pemerintah dan pihak lain yang 
ditentukan.lnformasi disajikan dalam suatu bentuk dan 
sarana tertentu serta tepat waktu sehingga 
memungkinkan pimpinan lnstansi Pemerintah secara 
berjenjang melaksanakan pengendalian dan tanggung 
jawabnya. 

5. Pemantauan pengendalian intern 
PemantaLian harus dapat menilai kualitas kinerja baik 
secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan 
memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review 
lainnya dapat segera ditindaklanjuti. 

E. Pengertian 
1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral 

padc;t tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapai-
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nya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuanga·n, pengamanan 
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan per­
undang-undangan. 

2. Sistem Pengendalian Intern Pemer:ntah, yang se­
lanjutnya disingkat SPI, adalah Sistem Pengendalian 
Intern yang diselenggarakan secara m~nyeluruh di 
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan. 
yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan 
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

4. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara 
dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk 
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

5. Organisasi adalah kementerian/LPND/kementerian pe­
merintah daerah atau institusi yang menurut peraturan 
perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan 
A PIP. 

6. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

7. lnstansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara 
pemerintahan pusat atau unsur · penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

8. Pengendalian adalah mengatur, mengarahkan dan 
mengambil tindakan korektif, mengawasi semua 
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tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu 
rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan. 

9. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam 
lnstansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas 
pengendalian intern. 

10.Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas 
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 
tujuan dan sasaran lnstansi Pemerintah. 

11.Kegiatan pengendaiian adalah tindakan yang 
diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan 
pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan 
bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan 
secara efektif. 

12.1nformasi adalah data yang telah diolah yang dapat di­
gunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka 
penyelenggaraan tug as dan fungsi I nstansi Pemerintah. 

13.Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau 
informasi dengan menggunakan simbol atau lambang 
tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung 
untuk mendapatkan umpan balik. 

14.Pemantauan pengendalian intern adalah proses 
penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern 
dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan 
audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. 

15.Pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh atasan 
langsung terhadap penyelenggaraan program dan ke­
giatan satuan kerja, dalam bentuk bimbingan, pelatih­
an, arahan dan supervisi serta pemberian pedoman ter­
hadap seluruh bagian pada satuan kerja secara 
berkelanjutan. 

16.Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan 
unit_pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan 
keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah 
sesuai dengan standar audit. 
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17.1ndependen adalah pelaksanaan tugas yang beQas d_ari 
pengaruh pihak manapun. 

18.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah 
instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi melakukan pengawasan dan terdiri atas: 

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) yang bertanggungjawab kepada presiden. 

b. lnspektorat Jenderal (ltjen)/lnspektorat Utama (lttama)/ 
lnspektorat yang bertanggung jawab kepada menteri/ 
kepala lembaga pemerintah Non Kementerian (LPNK). 

c. lnspektorat Provinsi bertanggung jawab kepada 
Gubernur. 

d. lnspektorat Kabupaten/Kota bertanggung jawab 
kepada bupati/walikota. 

19.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, norma, 
standar, prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

20.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 
hasil/prestasi suatu program/kegiatan dengan norma, 
standar, dan prosedur yang telah ditetapkan dan 
menentukan_ faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan 
dalam mencapai tujuan. 

*** 
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BAB II 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

Sistem pengendalian intern ini dilandasi pada pemikiran 
bahwa sistem ·pengendalian intern melekat sepanjang 
kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, untuk 
memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan 
mutlak. Penyusunan dan pengembangan unsur sistem 
pengendalian intern berfungsi .sebagai pedoman penye­
lenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penye­
lenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan 

· sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan 
aspek biaya dan manfaat (cost and benefit), sumber daya 
manusia, kejelasan kriteria, pengukuran efektivitas dan 
perkembangan teknologi informasi serta dilaksanakan 
secara komprehensif. 

Unsur pengendalian intern dalam pedoman ini mengacu 
pada PP.60 Tahun 2008 yang meliputi, lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 
informasi dan komunikasi dan pemantauan. Uraian 
masing-masing unsur pengendalian intern dimaksud 
dikemukakan sebagai berikut: 

A. Lingkungan Pengendalian 
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi 
pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian 
intern, dimana didalamnya telah terbangun sistem 
pengendalian intern yang efektifyang melekat sepanjang 
kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta 
hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan 
keyakinan mutlak. Guna mendukung terbentuknya sistem 
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pengendalian intern pemerintah yang baik, maka perlu 
dibangun organisasi yang mempertimbangkan aspek 
kebijakan, sumber daya manusia (pesonil), dan prosedur. 
Uraian lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Organisasi 
Organisasi (organization) adalah bentuk per­
sekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja 
bersama-sama (teamwork) dan secara formal terikat 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
D a I a m p e r s e ku t u a n i n i t e r d a p at s e o r a n g at a u 
beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/ 
sekelompok orang yang disebut· bawahan. Tiga 
unsur utama dalam suatu organisasi, yaitu: (a) 
organisasi memiliki kegunaan atau tujuan, 
pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan; (b) terdiri 
dari sekelompok manusia; dan (c) merupakan wadah 
sekelompok orang untuk bekerjasama. 

Pengorganisasian mencakup proses pembentukan 
organisasi yang efektif dan efisien, penyusunan 
struktur, rincian tanggung jawab, penetapan 
kompetensi pejabat, dan rentang kendali antara 
pimpinan/penanggunjawab operasional suatu 
program/kegiatan. 

Guna mendukung terbentuknya sistem intern 
pemerintahan yang baik (good governance}, maka 
perlu dibangun lingkungan pengendalian yang 
mempertimbangkan aspek organisasi, sumberdaya 
manusia, kebijakan dan prosedur. 

Proses pembentukan organisasi yang efektif dan 
efisien harus memperhatikan struktur rincian wewe-
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nang dan tanggung jawab, penetapan kompetensi 
pejabat, dan rentang kendali antara pimpinan 
penanggung jawab operasional suatu program/ 
kegiatan. 
Pengorganisasian yang baik harus memenuhi 
kriteria, antara lain: 
a. Harus mengacu pada upaya menciptakan 

organisasi yang efektif dan efisien; 
b. Harus menggambarkan struktur organisasi harus 

mengacu pada visi, misi dan tujuan organisasi; 
c. Harus menggambarkan wewenang tanggung 

jawab untuk masing-masing jabatan h,arus 
seimbang dengan tugas dan fungsinya; 

d. Penetapan pejabat harus sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan (kompetensi) untuk masing­
masing jabatan; 

e. Pendelegasian wewenang harus diikuti dengan 
tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pembentukan struktur organisasi sekurang-kurang­
nya dilaku_kan dengan: 
a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan 

unit kerja; 
b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab dalam unit kerja; 
c. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang 

pelaporan intern dalam unit kerja; 
d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik 

terhadap struktur organisasi sehubungan 
dengan perubahan lingkungan strategis; dan 

e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, 
terutama untuk posisi pimpinan. 
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2. Kebijakan 
Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pro­
gram kerja pembangunan sektor pertanian wajib 
memiliki kebijakan (ketentuan hukum) yang 
dapat dijadikan landasan bagi pelaksana dalam 
penyei'enggaraan kegiatan agar menghasilkan 
kinerja yang baik. Hal ini berlaku tidak hanya bagi 
lini hierarki dalam organisasi kementerian,· namun 
berlaku pula pada masyarakat pertanian secara 
umum. Titik beratnya adalah mengenai kekuatan 
keputusan birokrat dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya, agar tercipta iklim kepastian yang sesuai 
dengan organisasi dan program yang ·dicanangkan 
oleh pemerintah. 

Untuk itu, didalam penyusunan kebijakan terdapat 
prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu: 
a. Prinsip rasionalitas, mendeskripsikan tingkat 

hubungan keeratan atas hal-hal yang menjadi 
sasaran penyusunan kebijakan dengan penye­
lesaian permasalahan yang dihadapi, men­
deskripsikan tingkat bias penafsiran, serta 
mendeskripsikan tingkat aplikasi penerapan 
suatu kebijakan di lapangan oleh pelaksana 
kebijakan. Kebijakan yang dinilai rasional adalah 
kebijakan yang dap.at diterima secara nalar/ 
logika, berhubungan erat dengan hal/sasaran 
yang ingin dicapai, dapat/mampu diterima dan 
dilaksanakan secara. nyata ·oleh pelaksana 
kebijakan dimaksud, serta tidak menimbulkan 
perbedaan atau bias penafsiran yang tinggi antar 
para pelaksana kebijakan tersebut .. 

b. Prinsip efektivitas, me.ndeskripsikan tingkat 
ketepata n/keberha sT'ran ·penca pa_ia n sa saran 
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kebijakan yang diterbitkan. Penilaian tingkat 
efektivitas suatu kebijakan, memerlukan peng­
kajian tersendiri baik dilakukan pada saat 
.sebelum penyusunan kebijakan dilaksanakan, 
saat sosialisasi pengenalan (acknowledgment) 
kebijakan kepada publik sasaran, maupun 
pada periode setelah diterbitkannya kebijakan. 
lnformasi penilaian secara komprehensif dan 
feedback dari stakeholder terkait, pada dasar­
nya sangat diperlukan bagi pejabat penentu 
kebijakan khususnya di unit eselon I Kemen­
terian Pertanian beserta jajarannya, dalam 
rangka menghasilkan suatu keputusan yang 
tepat sasaran. 

c. Prinsip efisiensi, mendeskripsikan tingkat 
kebutuhan/diperlukannya suatu kebijakan. 
Prinsip ini pada dasarnya ingin memastikan 
bahwa keputusan yang dibuat dalam suatu 
produk kebijakan, sebaiknya memang dibutuh­
kan kehadirannya sesuai tuntutan kondisi yang 
ada. Bila suatu kebijakan disusun tanpa mem­
pertimbangkan kebutuhan atas kehadiran ke­
bijakan itu sendiri, maka hal-hal yang telah 
tertulis didalamnya, berpotensi mengurangi atau 
membelenggu, bahkan mempersulit pelaksanaan 
kebijakan lain yang diterbitkan sebelumnya. 

d. Prinsip produktivitas; mendeskripsikan tingkat 
kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu 
kebijakan. Prinsip ini menekankan bahwa suatu 
kebijakan yang memiliki produktivitas tinggi, 
memiliki makna bahwa kebijakan tersebut 
mempunyai pengaruh kuat terhadap lingkungan 
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dalam pencapaian sasaran kebijakan yang 
dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Bila Eselon I 
menerbitkan suatu produk peraturan perundang­
undangan melahirkan materi kebijakan baru atau 
menyempurnakan kebijakan sebelumnya, dan· 
ternyata produk hukum tersebut dapat menjadi 
jembatan strategis bagi pelaksana kegiatan dan 
menghasilkan efek positif bagi masyarakat 
umum, maka kebijakan penerbitan produk 
hukum dimaksud memang sangat diperlukan 
kehadirannya dan materi yang tersirat didalam­
nya dinilai sudah menguntungkan semua pihak. 

Kebijakan merupakan salah satu sarana pengen­
dalian intern pemerintah.untuk memandu pe­
laksanaan program/kegiatan mengarah pada tujuan 
yang harus dicapai, dengan menjelaskan secara rinci 
hal-hal yang dilakukan. Kebijakan merupakan 
pedoman yang didokumentasikan (Juklak) dan 
berlaku pada setiap aktivitas yang berhubungan 
dengan pencapaian ~ujuan program/kegiatan. 

Be bera pa persyarata n yang ha rus d i perhati ka n 
dalam menyusun kebijakan dari Eselon I adalah : 
a. Kebijakan yang dibuat harus mengacu pada 

tujuan yang ditetapkan oleh Departemen yaitu 
Renstra Departemen Pertanian. 

b. Masing-masing Eselon I dalam menyusun kebijak­
an mengacu pada program yang ditetapkan. 

c. Kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan 
risiko yang mungkin terjadi terhadap pelaksana­
an program/kegiatan. 

d. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan harus dibuat 
secara tertulis danjelas pad a setiap program/kegiatan 
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e. Kebijakan harus dapat secara efektif dikomuni­
kasikan kepada seluruh personil dalam lingkup 
Eselon I. 

f. Kebijakan harus dapat memberikan motivasi 
pencapaian tujuan, program atau target. 

g. Kebijakan harus ditinjau kembali secara berkala 
untuk diselaraskan dengan perubahan ling kung­
an. 

h. Kebijakan harus transparan dan dapat menjadi 
sarana komunikasi timbal balik antara atasan dan 
bawahan. 

i. Kebijakan harus dapat meningkatkan disiplin 
kerja para pegawai. 

j. Kebijakan harus konsisten dengan tujuan 
organisasi. 

Kebijakan dari masing-masing Eselon I, digunakan 
oleh provinsi sebagai pelaksana dana Dekonsentrasi 
maupun Tugas Pembantuan dan Kabupaten/Kota 
sebagai pelaksana Tugas Pembantuan sebagai 
pedoman dalam penyusunan Petunjuk Teknis yang 
disesuaikan dengan kondisi masing-masing Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota, dan memenuhi persyarat­
an sebagai berikut: 
a. Petunjuk Teknis (Juknis) yang dibuat harus 

mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 
yang disusun oleh Eselon I. 

b. Juknis harus dibuat secara tertulis dan merupa­
kan langkah/tahapan dari pelaksanaan program/ 
kegiatan yang akan dilaksanakan. 

c. Juknis yang dibuat tidak multitafsir dan harus 
jelas. 
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d. Juknis yang dibuat dapat secara efektif dikomuni­
kasikan kepada· pelaksana program/kegiatan. 

e. Juknis yang dibuat dapat memberikan motivasi 
pencapaian tujuan, program atau target. 

Juknis harus transparan dan dapat menjadi sarana 
komunikasi timbal balik antara penangungjawab 
kegiatan/atasan dan pelaksana/bawahan. 

3. Sumber Daya Man usia 
Sumber daya manusia (personil) merupakan sub­
sistem dalam suatu organisasi yang diciptakan 
sebagai upaya agar para pegawai dapat dimanfaat­
kan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan 
organisasi, termasuk didalamnya usaha untuk 
meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah 
kerja serta disiplin setiap pegawai dalam melaksana­
kan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan 
pengelolaan personil secara kontinyu dan konsisten, 
diharapkan produktivitas pegawai akan meningkat, 
sehingga tujuan organ isasi yang dijabarkan dalam 
tug as pokok dan fungsi dapat dicapai secara ef~ktif 
dan efisien. 

Untuk dapat menciptakan sistem pembinaan karier 
pegawai, perlu dirancang suatu pola karier pegawai 
yang sesuai dengan misi organisasi, budaya 
organisasi dan kondisi perangkat pendukung sistem 
kepegawaian yang berlaku bagi organisasi, sesuai 
dengan peraturan perundangan pegawai negeri sipil 
yang berlaku. Sistem pembinaan karier pegawai 
diharapkan mampu mengakomodasikan kepenting­
an organisasi dan individu, yang mencakup aktivitas 
yang sang at luas. Aktivitas yang perlu diperhatikan 
sekurang-kurangnya dimulai dari: 
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a. Pola rekruitmen 
Dalam penetapan kebijakan dan prosedur 
rekruitmen, pimpinan unit kerja perlu 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1) Pimpinan lnstansi Pemerintah meng­

komunikasikan kepada pengelola pegawai 
mengenai kompetensi pegawai baru yang di­
perlukan atau berperan serta dalam proses 
penerimaan pegawai. 

2) lnstansi Pemerintah sudah memiliki standar 
atau kriteria rekruitmen dengan penekanan 
pada pendidikan, pengalaman, prestasi, dan 
perilaku etika. 

3) Uraian dan persyaratan jabatan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan oleh instansi yang. 
berwenang. 

4) Penelusuran latar belakang calon pegawai 
dalam proses rekruitmen, perlu dipertimbang­
kan hal-hal sebagai berikut: 
a) Calon pegawai yang sering berpindah 

pekerjaan diberi perhatian khusus. 
b) Standar penerimaan pegawai harus men­

syaratkan adanya investigasi atas catatan 
kriminal calon pegawai. 

c) Referensi dari atasan calon pegawai di 
tempat kerja sebelumnya harus dikonfir­
masi. 

d) ljazah pendidikan dan sertifikasi profesi 
harus d i konfirmasi. 
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b. Pembinaan 
1) Pembinaan dan pengembangan karier 

pegawai 
Perencanaan dan pengembangan karier 
pegawai merupakan rorla yang mengatur 
jenjang dan kepangkatan yang dapat dicapai 
oleh para pegawai, agar setiap pegawai dapat 
mengetahui arah pengembangan kariernya. 
Komponen yang terkait dengan sistem 
pembinaan karier pegawai meliputi : 
a) Misi, Sasaran dan Prosedur Organisasi, 

yang merupakan indikator umum kinerja, 
kebutuhan prasarana dan· sarana termasuk 
kebutuhan kualitatif dan kuantitatif 
sumber daya manusia yang mengawaki­
nya. 

b) Peta jabatan, yang merupakan refleksi 
komposisi jabatan, yang secara vertikal 
menggambarkan struktur kewenangan 
tugas dan tanggung jawab jabatan dan 
secara horisontal menggambarkan pe­
ngelompokan jenis dan spesifikasi tugas 
dalam organisasi. 

c) Standar kompetensi, yaitu tingkat ke­
bolehan, lingkup tug as dan syarat jabatan 
yang harus dipenuhi untuk menduduki 
suatu jabatan agar dapat tercapai sasaran 
organisasi yang menjadi tugas, hak, 
kewajiban dan tanggungjawab dari 
pemangku jabatan. 

d) Alur karier, yaitu pola a.lternatif lintasan 
perkembangan dan kemajuan pegawai 
negeri sepanjang pengabdiannya dalam 
organisasi. Sesuai dengan filosofi bahwa 
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perkem_bangan karier pegawai harus men­
dorong peningkatan prestasi pegawai. 
Pol a karier pegawai baik secara horisontal 
mawpun vertikal selalu mengarah pada 
tingkar posisi yang lebih tinggi, dengan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
(l)Standar penilaian kinerja pegawai, 

yaitu instrumen untuk mengukLJr 
tingkat kinerja pegawai di bandingkan 
dengan standar kompetensi jabatan 
yang sedang dan akan diduduki 
pegawai yang bersangkutan. 

(2)Terdapat program orientasi bagi 
pegawai baru dan program pelatihan 
berkesinambungan untuk semua 
pegawai. 

(3) Promosi, remunerasi, dan pemindahan 
pegawai didasarkan pada penilaian 
kinerja. 

(4) Penilaian kinerja didasarkan pada 
tujuan dan sasaran dalam rencana 
strategis lnstansi Pemerintah 
bersangkutan. 

(5) Nilai integritas dan etika termasuk 
kriteria dalam penilaian kinerja. 

(6) Pegawai diberikan umpan balik dan 
pembimbingan untuk meningkatkan 
kinerja serta diberikan saran perbaikan. 

(7) Supervisi periodik yang memadai 
terhadap pegawai. 

e) Rencana suksesi (Succession Plan), yaitu 
rencana mutasi jabatan yang disusun 
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berdasarkan tingkat potensi pegawai, 
dikaitkan dengan pol a jabatan dan standar 
kompetensi. Rencana suksesi disusun 
dengan memperhatikan perkiraan k·e­
butuhan organisasi mendatang dikaitkan 
dengan perencanaan peg aWai dan hasil 
pengkajian potensi pegawai. 

2) Pendidikan dan latihan 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, yaitu 
upaya untuk menyelaraskan kinerja pegawai 
dan atau orang dari luar organisasi yang akan 
menduduki suatu jabatan dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan. Upaya ini di 
lakukan melalui jalur pendidikan formal dan 
non formal, pelatihan pra jabatan, dan atau 
pelatihan di dalam jabatan. 

c. Penghargaan dan sanksi 
Penghargaan dan sanksi disiplin sebagai tindak­
an pembimbingan sangat penting untuk men­
dorong dan meningkatkan motivasi serta prestasi 
kerja pegawai. Penghargaan diberikan kepada 
pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja 
yang sangat baik. Penghargaan tersebut dapat 
diwujudkan dalam bentuk piagam, bintang, 
lencana, kenaikan pangkat, uang ataupun bentuk 
lainnya. Pemberian penghargaan untuk me­
motivasi pegawai perlu dipolakan dalam suatu 
sistem yang berlaku bagi organisasi yang ber­
sangkutan. Sedangkan untuk pemberian sanksi 
disiplin pegawai diberikan atas pelanggaran 
kebijakan atau kode etik dengan mengacu pada 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
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, 
d. Pengembangan koqe etik PNS 

Kode etik PNS merupakan suatu kumpulan asas 
atau nilai moral yang dimaksudkan untuk meng­
atur tingkah laku moral pada lingkungannya 
masing~masing melalui ketentuan tertulis 
sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi 
seluruh individu. Agar kode etik itu dapat 
berfungsi dengan baik maka kode etik itu harus 
disusun oleh masing-masing organisasi yang 
bersangkutan dengan memperhatikan kondisi riil 
pada lingkungannya. Secara garis besar kodeetik 
terdiri dari etika : bernegara, berorganisasi, 
bermasyarakat, terhadap diri sendiri, dan 
terhadap sesama PNS. Dalam implementasi kode 
etik PNS ini perlu langkah-langkah nyata yang 
sistematis dan kesungguhan dalam pelaksanaan­
nya serta diawasi secara terus-menerus. Setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh PNS bisa 
dikenakan sanksi moral, bahkan dapat pula 
dijatuhi hukuman displin sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan 
displin.PNS. Untuk menegakkan kode etik perlu 
dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang 
merupakan lembaga non-struktural bertugas 
menegakkan pelaksanaan dan menyelesaikan 
permasalahan pelanggaran kode etik. Selain itu, 
kode etik tidak bersifat statis tetapi perlu 
dilakukan evaluasi bila perlu· dilakukan 
penyempurnaan terhadap perkembangan 
lingkungan yang selalu mengalami perubahan. 

e. Pemberhentian Pegawai 
Pemberhentian pegawai merupakan proses 
diputuskannya hubungan kerja antara pegawai 
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dengan organisasi. Pemberhentian pegawai 
dimungkinkan karena antara lain, telah di­
capainya batas usia pensiun, meninggal dunia, 
dan tidak cakap jasmani dan rohani. Untuk 
mendukung keperluan ini, maka pimpinan unit 
kerja harus mampu menciptakan ketentuan yang 
mengatur pemberhentian pegawai dan ketentu­
an tersebut dilaksanakan secara konsisten, sesuai 
dengan perundangan/ketentuan yang berlaku. 

4. Prosedur 
Prosedur adalah rangkaian (urut-urutan) dari 
beberapa perintah a tau statement atau aturan yang 
mewakili aktivitas, yang dilakukan oleh satu atau 
beberapa orang dengan peralatan dan waktu 
tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan 
sesuai dengan kebijakan pimpinan yang telah 
digariskan. Yang dimaksud perintah atau instruksi 
yaitu arahan untuk mengatur atau mengontrol 
seluruh kegiatan pada suatu sistem (jaringan kerja 
dari yang saling berhubungan untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 
sasaran tertentu). 

Prosedur yang baik harus mampu memberikan 
kejelasan bagi personil yang melaksanakan. Dengan 
demikian, prosedur harus dibuat sederhana dan 
mengacu pada tugas pokok dan fungsi, ditetapkan 
secara tertulis, mudah dipahami, dan disosialisasi­
kan kepada pihak yang berkepentingan guna 
memberikan pelayanan prima kepada pengguna 
jasa (stakeholders). 
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, 
Dari sudut pengendalian intern, rilaka prosedur 
adalah langkah-langkah yang diciptakan oleh 
manajemen untuk memberikan keyakinan yang 
memadai bahwa tujuan organisasi akan dicapai. 
Pelaksanaan prosedur dapat dilakukan oleh 
manusia, secara komputerisasi dan dapat pula 
merupakan gabungan antara manusia dan langkah­
langkah komputeris;;~si. 

Pimpinan unit kerja perlu membuat prosedur kerja 
sebagai sarana pengendalian intern. Penyusunan 
prosedur dan implementasinya perlu memperhati­
kan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Dapat menguraikan tahapan secara rinci, target, 

waktu dan keluaran (output) yang diharapkan 
· sesuai dengan masing-masing tahapan. 

b. Prosedur harus memiliki tujuan yang dapat 
diidentifi kasi secara jelas. 

c. Pengorganisasian prosedur harus dapat me­
nunjang tercapainya tujuan. 

d. Penyusunan prosedur harus didukung dengan 
kebijakan yang memadai. 

e. Peraturan perundang-undangan yang terkait 
harus dipertimbangkan dalam penyusunan 
prosedur. 

f. P e n e m p a t a n p e r s o n i I d a I a m p e I a k s a n a a n 
prosedur harus memadai, baik kuantitas maupun 
kualitasnya. 

g. Prosedur harus dibuat sederhana, efisien, 
fleksibel kecuali untuk kegiatan yang bersifat 
mekanis maupun teknis. 

h. Kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah di dalam 
prosedur harus terkoordinasi dan terdapat 
penge·cekan internal di dalamnya. 
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i. Dituangkan secara tertulis dan mudah di­
mengerti, serta dikomunikasikan kepada semua 
pihak yang terkait. 

Hasil pelaksanaan prosedur harus dibuatkan 
laporannya dan dilakukan reviu secara berkala. 

Prosedur dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu 
prosedur teknis dan prosedur administrasi. 

a. Prosedur Teknis 
Prosedur teknis adalah standar prosedur yang 
sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap prosedur 
diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada 
kemungkinan-kemungkinan variasi yang lain. 
Prosedur teknis banyak digunakan pada bidang­
bidang antara lain: teknis, seperti perakitan 
kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan, 
pengoperasian alat-alat; kesehatan, pengoperasian 
alat-alat teknis, medical checkup, dan lain-lain. 
Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 
prosedur teknis dapat diterapkan pada bidang­
bidang antara lain: pemeliharaan sarana dan 
prasarana, pemeriksaan keuangan (auditing), 
kearsipan, korespondensi, dokumentasi, pelayanan­
an kepada masyarakat, kepegawaian, dll. 

b. Prosedur Administratif 
Prosedur administratif adalah prosedur yang 
diperuntukan bagi jenis-jenis pekerjaan yang 
bersifat administratif. Dalam penyelenggaraan 
administrasi kepemerintahan lingkup makro, 
prosedur administratif dapat digunakan untuk 
proses perencanaan, penganggaran, dan lain-lain 
atau secara garis besar proses dalam siklus penye­
lenggaraan administrasi kepemerintahan. Dalam 

42 Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian 



lingkup mikro, prosedur administratif disusun untuk 
proses-proses administratif dalam operasional 
seluruh instansi pemerintah, dari mulai level unit 
organisasi yang paling kecil sampai pada level 
o r g a n i s a s i s e c a r a. u t u h d a I a m m e n j a I a n k a n 
tupoksinya. 

Dua faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentu­
an format penyusunan prosedur yang akan dipakai oleh 
suatu organsiasi adalah: 
a. Berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam 

suatu prosedur 
b. Berapa ·banyak langkah dan sub langkah yang 

diperlukan dalam prosedur 

Format terbaik prosedur adalah yang dapat 
memberikan wadah serta menstranmisikan informasi 
yang dibutuhkan secara tepat dan memfasilitasi 
implementasi prosedur secara konsisten. Format 
prosedur dapat berbentuk: 

a. Langkah sederhana (Simple Steps) 
Simple steps·dapat digunakan jika prosedur yang akan 
disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan 
memerlukan sedikit keputusan. Format prosedur dapat 
digunakan dalam sistuasi dimana hanya ada beberapa 
orang yang akan melaksanakan prosedur yang telah 
disusun. Dan biasanya merupakan prosedur rutin. 
Dalam simple steps ini kegiatan yang akan dilaksanakan 
cenderung sederhana dengan proses yang pendek. 

b. Tahapan berurutan (Hierarchical Steps) 
Format ini merupakan pengembangan dari Simple 
Steps, digunakan sebagai prosedur yang disusun 
panjang, lebih dari 10 langkah dan membutuhkan 
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informasi lebih detail, akan tetapi hanya memerlukan 
sedikit pengambilan keputusan. Dalam hierarchical 
steps langkah-langkah yang telah diidentifikasi 
dijabarkan ke dalam sub-sub langkah secara terperinci. 

c. Grafik (Ghrapic) 
Jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan 
yang panjang dan Iebar maka format ini dapat di­
gunakan. Dalam format ini proses yang panjang harus 
dijabarkan kedalam sub proses yang lebih pendekyang 
hanya terdiri dari beberapa langkah. Hal ini memudah­
kan bagi pegawai dalam melaksanakan prosedur. 
Format ini juga digunakan jika dalam menggambarkan 
suatu kondisi diperlukan adanya suatu foto atau 
diagram. 

d. Diagram Alir (Flowchart) 
Flowchart merupakan format yang biasa digunakan jika 
dalam prosedur diperlukan pengambilan keputusan 
yang banyak (komplek) dan membutuhkan jawaban 
"ya" atau "tidak" yang akan mempengaruhi sub lang­
kah berikutnya. Format ini juga menyediakan mekanis-

. me yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh 
para pegawai melalui serangkaian langkah-langkah 
tertentu hasil dari keputusan yang telah diambil. 

Selanjutnya terhadap prosedur yang telah disusun harus 
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. Prosedur ditingkat 
UPT ditetapkan oleh pimpinan unit kerja, sedangkan untuk 
unit eselon I ditetapkan serendah-rendahnya oleh 
eselon II. 
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B. Penilaian Risiko 
Risiko didefinisikan sebagai "kemungkinan kejadian 
merugikan". Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga 
unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai risiko, 
yaitu: (1) merupakan suatu kejadian, (2) kejadian terse but 
masih merupakan suatu kemungkinan, bisa terjadi bisa 
tidak, dan (3) bila kejadian tersebut terjadi, akan me­
nimbulkan kerugian. 

Kategori risiko dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, 
tergantung dari mana kita melihatnya. Kategori tersebut 
antara lain dapat dilihat dari sudut pandang penyebab 
timbulnya risiko, akibat yang ditimbulkan oleh risiko, 
aktivitas yang dilakukan, dan kejadian yang terjadi. 

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa risiko 
dapat terjadi pada setiap kegiatan dan tahapan kegiatan 
yang dilakukan, baik pada tahap perencanaan (anggaran 
dan preparasi kegiatan), pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi, serta tahap pelaporan dan tindak lanjut. 

Risiko yang tidak dapat terdeteksi atau tidak dapat dikelola 
dengan baik akan mengakibatkan tujuan dari instansi 
pemerintah yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai 
atau pencapaiannya tidak optimal. 

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas 
risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun 
dari dalam. Penilaian risiko dapat dilakukan mulai dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan 
(pemantauan dan evaluasi) kegiatan dengan menciptakan 
strategi operasional yang konsisten dan strategi 
manajemen yang terintegrasi dan rencana penilaian risiko. 
Uraian lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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1. Perencanaan 
Perencanaan (planning) merupakan suatu proses yang 
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 
waktu tertentu secara sistematis dengan memper­
hitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau 
yang mungkin terjadi. Perencanaan memegang 
peranan penting dan vital dalam fungsi manajemen 
yang berfungsi sebagai arah dalam merealisasikan 
tujuan dan sasaran setiap kegiatan. Ada satu ungkapan, 
"you fail to plan, you plan to fail" yang berarti bila kita 
salah dalam perencanaan, sama dengan kita meren­
canakan sebuah kegagalan. Ungkapan tersebut me­
nunjukkan betapa pentingnya pere.ncanaan dalam 
menentukan capaian keberhasilan. 

Tahap perencanaan harus menguraikan mengenai : 
a. Ketepatan kegiatan terhadap sasaran program 
b. Sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program 
c. Ketepatan alokasi kegiatan dan anggaran sesuai 

dengan potensi dan kebutuhan wilayah (provinsi 
dan kabupaten/kota) 

d. Ketepatan ukuran efisiensi dan efektivitas alokasi 
anggaran (unit cost) 

e. Ketepatan penetapan indikator kinerja (input, 
output, outcome, benefit, dan impact) sebagai dasar 
dalam pengukuran kinerja. 

Sarana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
risiko-risiko pelaksanaan kegiatan unit kerja, yaitu TOR. 
Syarat TOR yang baik, yaitu: 
a. memuat tujuan dan sasaran kegiatan yang selaras 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
pada Renstra, 
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b. menguraikan seluruh tahapan pada pelaksanaan ke­

giatan dan alokasi sumberdaya (sdm, keuangan, dan 
fisik) pada masing-masing tahapan tersebut, 

c. menetapkan jadwal pelaksanaan masing-masing 
tahapan, 

d. menguraikan indikator keberhasilan masing-masing 
ta hapan kegiatan, 

e. menetapkan tahapan mana yang menjadi titik-titik 
kritis pelaksanaan kegiatan, 

f. menetapkan risiko yang mungkin timbul dari titik­
titik kritis terse but, serta penyebab dan dampaknya, 

g. memuat rencana upaya penanganan dari risiko­
risiko tersebut. 

Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun mekanis­
me perencanaan program dan anggaran yang lebih 
komprehensif dan memberikan dampak positif ter­
hadap pengembangan sistem perencanaan anggaran 
kinerja yang lebih sistematis. 

Adapun mekanisme perencanaan program/kegiatan 
dan anggaran kinerja yaitu : a) Pemerintah Pusat 
menetapkan kebijakan nasional pembangunan 
pertanian sebagai acuan makro terhadap implementasi 
kegiatan di daerah; b) Pemerintah Provinsi menjabarkan 
kebijakan pusat melalui penilaian dan koordinasi 
terhadap pengembangan wilayah berbasis komoditas 
di wilayahnya dengan melibatkan dan memberdayakan 
Kabupaten/Kota secara menyeluruh dan terintegrasi 
dalam pengembangan aspek di hulu sampai hilir, dan 
unsur penunjangnya; c) Pemerintah Kabupaten/Kota 
menyusun perencanaan program dan anggaran kinerja 
di wilayahnya yang mengacu pada kebijakan nasional, 
dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi 
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terhadap besar, kualitas dan karakteristik (sumberdaya 
a lam, SDM, modal, teknologi, sosial dan budaya). 

Perencanaan dipengaruhi dua unsur penting, yaitu 
mekanisme dan proses penyusunan rencana. Penyusun­
an rencana, program/kegiatan dan anggaran minimal 
mengacu dua unsur berikut: 
a. Mekanisme Penyusunan Rencana, Program dan 

Anggaran 
Mekanisme penyusunan rencana, program/kegiatan 
dan anggaran pembangunan pertanian sebagai 
berikut: 
1) Pemerintah pus at menetapkari kebijakan dan 

merancang perencanaan pembangunan per­
tanian secara nasional yang mencakup: 
a) Tata ruang pengembangan ekonomi dan 

penggunaan sumberdaya alam pertanian 
secara nasional dengan mengacu pada asas 
manfaat, efisiensi dan kelestarian lingkungan. 

b) Memperhatikan keunggulan komparatif 
wilayah, pusat-pus~t pertumbuhan, potensi 
pas a r d a n k o m o d i t·a s sec a r a n as i o n a I g u n a 
pencapaian daya saing nasional. 

c) Pemberdayaan wilayah tertinggal, pem­
berantasan kemiskinandan pemerataan 
pembangunan 

d) Kebijakan nasional ketahanan pangan, 
pengembangan agribisnis dan perdagangan 
internasional, makro ekonomi dan pem­
bangunan prasarana dan sarana lingkup 
nasional. 

2) Provinsi berdasarkan kewenangannya melakukan 
penilaian/perkiraan dan koordinasi untuk me-
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nentukan wilayah pengembangan berbasis 
komoditas di wilayahnya. Wilayah pengembang­
an komoditas yang ditetapkan merupakan suatu 
kawasan yang tidak terkotak-kotak menurut 
kabupaten/kota dan batas administratif, serta 
dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi 
dari hulu sampai hilir. Penetapan wilayah 
pengembangan tersebut merupakan hasil 
kesepakatan dengan kabupaten/kota dan pelaku 
agribisnis. 

3) Kabupaten/kota dalam menyusun rencana, 
program/kegiatan dan anggaran pembangunan 
pertanian di wilayahnya dengan memperhatikan 
dan mengacu pada kebijakan dan rencana 
pembangunan pertanian nasional dan kapasitas 
sumberdaya wilayah. Oleh karena itu kabupaten/ 
kota harus terlebih dahulu melakukan identifikasi 
terhadap: 
a) Besaran, kualitas dan karakteristik sumber­

daya a lam, sumberdaya man usia, sumberdaya 
kapital, sumberdaya teknologi dan sumber­
daya budaya (cultural). 

b) Melakukan penilaian/perkiraan dan analisis 
tentang peluang, kendala dan dampak ter­
hadap perkembangan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. 

c) Menentukan skala prioritas program/kegiatan 
dan anggaran pembangunan pertanian ber­
basis kinerja di wilayahnya berdasarkan 
potensi dan peluang yang ada. 

d) Membangun dan mengembangkan ke­
lembagaan untuk mendukung pelaksanaan 
program dan anggaran pembangunan per­
tanian berbasis kinerja. 
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4) Unit kerja eselon I di pusat selaku koordinator 
program dan anggaran pembangunan pertanian 
berbasis kinerja, disesuaikan dengan basis 
komoditas yang dikembangkan secara terpadu 
dan bersama-sama unit kerja eselon I terkait 
penyusunan usulan rancangan program dan 
anggaran pembangunan pertanian. 

b. Proses Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran 
Pembangunan pertanian merupakan tugas besar 
dan komplek yang melibatkan berbagai instansi dan 
lembaga terkait, sehingga diperlukan kegiatan 
koordinasi untuk memadukan kegiatan pembangun­
an secara harmonis. Sejalan dengan era otonomi 
daerah, maka proses penyusunan rencana, program/ 
kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian 
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
1) Perencanaan partisipatif dilakukan oleh para 

perencana di tingkat lapangan (pelaku agribisnis) 
dalam rangka penyusunan rencana, program/ 
kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian. 
Usulan rencana program/kegiatan dan anggaran 
dapat berasal dari masyarakat pelaku agribisnis 
(petani, kelompok tani, dunia usaha, pemerintah, 
provinsi dan kabupaten/kota). 

2) Rap at koord i nasi perenca naa n pem bang una n 
pertanian di kabupaten/kota merupakan wahana 
menyusun rencana, program/kegiatan dan 
anggaran pembangunan pertanian kabupaten/ 
kota, yang sekaligus merupakan wadah bagi para 
pelaku agribisnis yaitu petani, kelompok tani, 
dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
dan unsur instansi terkait lainnya. 
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3) Rapat koordinasi penyusunan rencana pem­
bangunan pertanian di provinsi merupakan 
wahana menyusun rencana, program/kegiatan 
dan anggaran pembangunan pertanian tingkat 
provinsi dengan mengacu pada kebijakan 
nasional, program pembangunan pertanian 
daerah dan rancangan pembangunan pertanian 
daerah provinsi dan usulan dari kabupaten/kota. 
Dalam rangka mewujudkan kesinambungan 
pembangunan pertanian, maka rancangan 
program/kegiatan dan anggaran harus mem­
perhatikan keterkaitan dan keterpaduan wilayah, 
keterpaduan sub-sistem, keterpaduan subsektor, 
keterpaduan antar sektor dan keterpaduan 
sumber pembiayaan (masyarakat, daerah dan 
pusat). 

4) Rapat koordinasi perencanaan pembangunan 
pertanian regional, merupakan wahana 
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional 
dan perencanaan makro pembangunan per­
tanian, dengan mengacu kepada kebijakan 
nasion~!. Rapat koordinasi ini sekaligus merupa­
kan wahana untuk membangun komitmen 
bersama antara pemerintah dengan provinsi dan 
kabupaten/kota terhadap pelaksanaan pem­
bangunan pertanian. 

5) Yang perlu diperhatikan dalam menyusun 
rencana mulai dari pusat sampai dengan daerah 
perlu dilengkapi dengan analisa risiko (risk 
analysis) dari masing-masing program/kegiatan 
guna memudahkan dalam mendeteksi awal dan 
mengid entifi kasi bag ian-bag ian yang terj ad i 
kecurangan dari perencanaan sampai dengan 
pelaksanaan program/kegiatan. 
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2. Pelaksanaan 
Pimpinan unit kerja harus menerapkan prinsip kehati­
hatian dalam menentukan tingkat risiko mulai dari 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan me­
lakukan identifikasi c:wal terhadap risiko (titik-titik 
kritis) yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. 

Titik-titik kritis (critical point) pelaksanaan kegiatan 
digunakan sebagai panduan dalam melakukan pe­
nilaian risiko yang mung kin terjadi dalam pelaksanaan 
kegiatan. Penetapan titik-titik kritis terse but' merupa­
kan upaya untuk menilai pencapaian tujuan dan sasar­
an kegiatan. 

Penila.ian risiko dilaksanakan dengan identifikasi risiko 
dan analisis risiko pada setiap kegiatan untuk me­
ngetahui kemungkinan terjadinya risiko pada kegiatan 
yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja dan 
keluarannya (output) berupa daftar risiko. 

Penilaian risiko pada tahap pelaksanaan meliputi: 
a. Ketepatan dalam menetapkan pengelola adminis­

trasi dan teknis program/kegiatan. 
b. Konsistensi dalam melaksanakan sesuai dengan 

rencana kerja (Juklak/Juknis dan prosedur/SOP). -
Berdasarkan TOR yang telah dibuat, lakukan penilaian 
risiko dengan langkah-langkah sebgai berikut: 
a. Apakah TOR telah memuat tujuan kegiatan yang 

akan dicapai; 
b. Apakah TOR telah menjabarkan tahapan kegiatan/ 

aktivitas yang akan dilakukan; 
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c. Apakah TOR telah menentukan tahapan kegiatan/ 
aktivitas yang paling dominan pada pencapaian 
tujuan (titik-titik kritis); 

d. Tentukan risiko yang akan terjadi apabila titik.-titik 
kritis tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan; 

e. Menentukan penyebab terjadinya risiko dan dampak 
akan terjadi. 

Berdasarkan penilaian risiko tersebut dibuat daftar 
risiko yang memuat tiga hal penting, yaitu pernyata-an 
risiko dan penyebab risiko dan dampak risiko. 

Sebagai contoh, dalam kegiatan LM3, PMUK, BLM, dan 
penyaluran benih dan pupuk bersubsidi. Terhadap 
pelaksanaan kegiatan tersebut, untuk menilai pen­
capaian tujuan dan sasaran perlu ditetapkan titik-titik 
kritis kegiatan, mulai dari pelaksanaan identifikasi CP/ 
CL, penyaluran dana, pemanfaatan dana, dan keber­
hasilan kinerjanya, sehingga pimpinan unit kerja dapat 
mengantisipasi sedini mungkin terhadap kegagalan 
dari pelaksanaan kegiatan tersebut. 

3. Pemantauan dan evaluasi risiko 
Pemantauan dan evaluasi dilakukan guna menilai 
pencapaian target dan realisasi pelaksanaan suatu 
kegiatan (capaian kinerja), serta kendala-kendala yang 
terjadi di lapangan. Selanjutnya hasil pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat 
digunakan sebagai masukan bagi pimpinan/pengambil 
kebijakan untuk penyempurnaan perencanaan pada 
periode berikutnya, dan meminimalisasikan risiko (titik­
titik kritis) pelaksanaan kegiatan. Dengan kegiatan 
tersebut, suatu program/keg iata n da pat d i uku r dan 
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dievaluasi hasilnya, sehingga diperoleh informasi 
secara kualitatif dan kuantitatif teritang keberhasilan 
atau kegagalan dari suatu program/kegiatan. 
Sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan suatu 
kegiatan diatur sebagai berikut: 
a. Eselon I lingkup Kementerian Pertanian melakukan 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 
kegiatan pada Kementerian Pertanian, mulai dari pusat/ 
UPT pusat di daerah, provinsi (dana dekonsentrasi/ 
tugas pembantuan) dan kabupaten/kota dana tugas 
pembantuan). 

b. Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program dan kegiatan, kabupaten/kota 
(dana tugas pembantuan) dan provinsi (dana 
dekonsentrasi/tugas pembantuan). 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI dimaksudkan 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan, 
permasalahan, kendala dan solusi penyelesaiannya 
serta tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Kegiatan 
ini dilakukan secara berkala dana berjenjang sesuai 
dengan tahapan pelaksanaan kegiatan. Hasil 
monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan tertulis, 
wajib disampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada 
penanggung jawab kegiatan sebagai bentuk per­
tanggungjawaban. 

C. Kegiatan Pengendalian 
Kegiatan Pengendalian merupakan unsur ketiga dari SPI. 
Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas 
pelaksanaan SPI mulai dari tingkat pusat sampai dengan 
daerah. Dalam pelaksanaan SPI, terdapat 3 (tiga) tahapan 
kritis yang perlu mend a pat perhatian khusus, yaitu ta hap 
persiapan penyusunan dan implementasi SPI; serta tahap 
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monitoring dan evaluasi SPI mulai tingkat daerah sampai 
dengan pusat. 

1. Karakteristik kegiatan pengendalian 
Penyelenggar'lan kegiatan pengendalian se_kurang­
kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada 
kegiatan pokok instansi 
Kita pahami bahwa akan terlalu rumit untuk me­
ngendalikan seluruh kegiatan instansi sampai detail, 
ini akan berdampak pada penggunaan energi yang 
sia-sia. Pengendalian diutamakan pada kegiatan 
strategis, yaitu kegiatan yang menonjol dalam aspek 
pembiayaan, maupun dalam aspek yang terkait 
dengan masyarakat banyak. 

b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan 
proses penilaian risiko 
Setiap kegiatan pasti mempunyai risiko untuk 
terjadinya masalah, hanya saja bobot permasalahan 
yang terjadi berbeda antara kegiatan satu dengan 
kegiatan lainnya. Risiko adalah potensi masalah 
yang harus terdeteksi sebelum permasalahan itu 
terjadi. Pengendalian harus disesuaikan dengan 
titik-titik kritis potensi terjadinya masalah. Tindakan­
tindakan pengendalian yang tepat terkait dengan 
efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya, semakin 
tepat ana lisa risiko yang dilaksanakan manajemen, 
semakin efesien dan efektif penggunaan anggaran­
nya. 

c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan 
dengan sifat khusus instansi pemerintah 
Setiap instasi mempunyai tugas dan fungsi masing­
masing sehingga kegiatan-kegiatan yang ditetapkan 
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mempunyai risiko yang berbeda. Risiko impor ternak 
oleh Balai Pembibitan Ternak, berbeda dengan risiko 
pengadaan bibit tanaman oleh satker pada Dinas 
Perkebunan. lmpor ternak mempunyai potensi 
masalah antara lain terbawanya bibit penyakit, 
karena itu pengendalian harus sudah dilakukan 
sejak seleksi ternak di negara asal, sedangkan 
potensi masalah pada pengadaan bibit tanaman, 
antar lain kesesuaian spesifikasi teknis tanaman 
sehingga kegiatan pengendalian relatif lebih mudah 
dan murah. 

d. Kebijakan dan Prosedur harus ditetapkan secara 
tertulis 
Untuk menunjang arahan dari manajemen perlu 
ditetapkan kebijakan dan prosedur secara tertulis. 
Dalam organisasi, kebijakan merupakan alat bantu 
untuk memilih tindakan terbaik dan berbagai 
alternatif yang ada. Oleh karena itu kebijakan akan 
dijumpai dalam organisasi pada hampir seluruh 
tingkatan manajemen. Kebijakan akhirnya menjadi 
salah satu bidang terpenting dalam manajemen, 
karena pengaruhnya yang luas, meliputi seluruh 
aspek pengelolaan organisasi. Dalam manajemen, 
kebijakan merupakan penjabaran keinginan 
organisasi yang harus dicapai. Kebijakan merupakan 
kerangka yang digunakan manajemen organisasi 
membangun strategi untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 

Kebijakan dapat dipandang sebagai pedoman 
tindakan yang mengarahkan aktivitas-aktivitas 
organisasi menuju tercapainya tujuan yang sudah 
ditetapkan. Kebijakan juqa membatasi oerilaku 
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dengan menjelaskan sec(lra rinci hal-hal yang boleh 
atau tidak boleh dilakuk.an. Selanjutnya, kebijakan 
memberi tuntunan bagi pengambilan keputusan 
manajerial dalam format organisasi formal. Dalam 
organisasi formal; kebijakan mencakup penetapan 
pola pengambilan keputusan (decision rules) yang 
dapat digunakan untuk mempertimbangkan ber­
bagai tindakan yang dapat dipilih untuk menjawab 
suatu permasalahan. Kebijakan ikut menjamin 
bahwa perilaku setiap bagian dalam organisasi tetap 
berlandaskan pada dasar yang sama, konsisten, 
seragam, stabil, dan tetap mengarah pada per­
kembangan tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Sedangkan prosedur menjelaskan langkah-langkah 
nyata yang harus dilakukan untuk memenuhi 
kebijakan dimaksud. Dengan demikian, penetapan 
suatu prosedur tertentu harus berada di dalam 
kerangka kerja dari kebijakan yang telah diharapkan. 
Prosedur memberikan pedoman atau arah yang jelas 
tentang apa yang harus dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan manajemen. Tanpa prosedur'yang jelas, 
suatu pekerjaan mungkin akan terlaksana secara 
tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan 
unit organisasi lain, karena keduanya merasa berhak 
untuk rilelaksanakannya. Di lain pihak, mung kin ada 
pekerjaan lain yang atau terlambat dikerjakan, 
karena tidak satupun unit organisasi yang merasa 
mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya, 
atau tidak terangkainya pekerjaan yang satu dengan 
yang lain secara tepat. 

Dengan demikian jelas bahwa kebijakan dan 
prosedur harus ditetapkan secara tertulis, tidak 
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hanya merupakan kesepa·katan atau kebiasaan. 
Selain. menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, 
kebijakan dan prosedur juga dapat dipakai sebagai 
dasar hukum, karena peianggaran-pelanggaran 
prosedur dapat berdampak terhadap permasalahan 
hukum. Pelanggaran terhadap prosedur tindak 
karantina dapat berakibat adanya kerugian negara, 
apabila treatmen-treatmen tertentu tidak di­
laksanakan sehingga menimbulkan terbawanya 
bibit penyakit. Untuk itu kebijakan dan prosedur 
selain harus tertulis akan lebih baik apabila disahkan 
atau ditanda-tangi 6leh pejabat yang berwenang. 

e. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur 
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 
masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharap­
kan 
Kegiatan pengendalian dilakukan evaluasi dengan 
maksud untuk mengetahui bahwa kegiatan 
pengendalian tersebut apakah masih efektif atau 
tidak untuk dilaksanakan. Nilai dasar dari Sistem 
Pengendalian Intern adalah adanya keyakinan ter­
hadap sistem pengendalian yang ada apakah masih 
dapat menjamin pelaksanaan .kegiatan dapat ber-. 
jalan Ia ncar untuk mencapai tujuan, karena itu perlu 
adanya review terhadap kegiatan-kegiatan 
pengendalian pada saat tertentu. ·Evaluasi dapat 
dilakukan setiap saat manakala hasil analisa risiko 
terhadap proses pelaksanaan kegiatan yang sedang 
berjalan masih ditemukan potensi masalah yang 
akan timbul. Evaluasi terhadap kegiatan pengendali­
an dapat pula dilaksanakan sete·lah adanya review 
atas capaian kinerja dilaksanakan. Hasil review 
capaian kinerja tentunya tidak hanya berupa output 
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atau produksi, tentunya disertai dengan analisis 
terhadap masalah yang menyebabkan capaian 
kiner"ja tidak seratus persen. Dengan adanya ke­
yakinan bahwa kegiatan pengendalian yang ada 
sudah andal, tetapi ternyata masih .ditemukan 
permasalahan-permasalahan dalam capaian kinerja 
maka kegiatan pengendalian tersebut harus 
direview, diperbaiki untuk menangkal masalah 
sejenis agar tidak muncul kembali. 

2. Aktivitas Pengendalian 
Aktivitas pengenda lia n d) im plementasi ka n da lam 
kegiatan-kegiatan nyata u'ntuk memastikan bahwa 
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen 
telah diikuti oleh seluruh pegawai yang terkait. 
Aktivitas pengendalian tersebut meliputi : 
a. Review atas Kinerja lnstansi Pemerintah yang ber-

sangkutan; 
b. Pembinaan sumber daya manusia; 
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 
d. Pengendalian Fisik atas Aset; 
e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran 

kinerja; 
f. Pemisahan fungsi; 
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat' waktu atas tran-

saksi dan kejadian; 
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; 
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian 

Intern serta transaksi dan kejadian penting. 

Seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Pertanian 
bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan 
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Sistem Pengendalian Intern di lingkungannya 
masing-masing. Kegiatan pengendalian dilakukan 
terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan 
dengan tujuan untuk: 
a. Mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan 

program dan kegiatan; 
b. Mengetahui sedini mung kin hambatan yang terjadi 

atau mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan serta memberikan jalan 
pemecahannya; 

c. Mencegah atau mengurangi terjadinya pe­
nyimpangan-penyimpangan; 

d. Mengevaluasi apakah pencapaian hasil sesuai 
dengan yang telah ditetapkan; 

e. Memperoleh masukan-masukan bagi penyempurna­
an program dan kegiatan yang akan datang; dan 

f. Mengevaluasi tujuan satker yang tercantum dalam 
DIPA. 

Dalam rangka penanganan risiko yang ada disetiap 
kegiatan, maka pengendalian dilaksanakan oleh: 

a. Pimpinan Unit Eselon I 
Pengendalian terse but dilaksanakan secara melekat 
oleh setiap Unit Eselon I sesuai bidang tugasnya 
masing-masing. 

Bentuk-bentuk pengendalian yang dilakukan 
adalah: 
1) Pemberian pedoman tentang pertanggung­

jawaban, pelaporan, dan evaluasi program/ 
kegiatan di tingkat UPT Pusat dan satker di 
daerah. 

2) Bimbingan terhadap penyusunan prosedur dan 
tata kerja program dan satker di daerah. 
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3) Pelatihan dalam rangka meningkatkan ke­

mampuan sumberdaya manusia pelaksana 
program/kegiatan di tingkat UPT Pusat dan satker 
di daerah. 

4) Arahan terhadap penyusunan rencana, program/ 
kegiatan di tingkat UPT Pusat dan satker di 
daerah. 

5) Penyeliaan/Supervisi tentang efektifitas penerap­
an pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan 
diberikan kepada pengelola program dan satker 
di daerah. Penyeliaan dapat dilakukan dengan 
cara pemantauan terhadap pelaksanaan 
program, satker dan kegiatan melalui kunjungan 
lapangan dan melalui sistem pelaporan. 

b. Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Atasan 
Langsung PPK Dana Dekonsentrasi 
Gubernur menetapkan pejabat pengelolaan 
keuangan dana dekonsentrasi untuk melakukan 
pengendalian terhadap pelaksanaan satker 
dekonsentrasi yang meliputi: 
1) Pengendalian terhadap pengelolaan satker baik 

administrasi maupun teknis yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

2) Pengendalian dilakukan terhadap penyusunan 
rencana operasional dan pelaksanaan rencana 
operasional terutama mengenai pengujian 
terhadap kesesuaian pengadaan barang jasa 
sesuai jumlah, jenis, mutu, tempat, waktu, harga, 
dan ditaatinya standar mutu teknis kegiatan; dan 

3) Melakukan pengendalian sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam satu tahun pada setiap satker 
yang menjadi tanggungjawabnya. 
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c. Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Atasan Lang­
sung PPK Tugas Pembantuan 
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan usulan 
pejabat pengelolaan keuangan dana tugas pem­
bantuan untuk ditetapkan oleh Kementrian/Lem­
baga untuk rrielakukan pengendalian terhadap 
pelaksanaan Satker Tugas Pembantuan yang me­
liputi: 
1) Pengendalian terhadap pengelolaan satker baik 

administrasi maupun teknis yang menjadi tang­
gungjawabnya; 

2) Pengendalian dilakukan terhadap penyusunan 
rencana operasional dan pelaksanaan rencana 
operasional terutama mengenai pengujian 
terhadap kesesuaian pengadaan barang jasa 
sesuai jumlah, jenis, mutu, tempat, waktu, harga, 
dan ditaatinya standar mutu teknis kegiatan; 

3) Melakukan pengendalian sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam satu tahun pada setiap satker 
yang menjadi tanggungjawabnya. 

D. lnformasi dan Komunikasi 
Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, 
mencatat dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk 
dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komuni­
kasi yang efektif, pimpinan unit kerja harus menyediakan 
dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komuni­
kasi, mengelola, mengembangkan dan memperbarui 
sistem informasi secara terus-menerus. Bentuk penyeleng­
garaan komunikasi antara lain melalui pencatatan dan 
pelaporan. 
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1. Pencatatan 

Pencatatan merupakan proses pendokumentasian 
transaksi/kejadian secara sistematis yang relevan 
dengan kepentingan organisasi instansi. Pencatatan 
juga mencakup proses pengolahan data yang diperoleh 
menjadi informasi dalam bentuk keluaran olahan data 
atau laporan. 

Dalam proses pengolahan data dilakukan klasifikasi 
data transaksi/kejadian yang melibatkan fakto~ 
manusia, sistem yang bersifat manual ataupun 
otomatik. Di lingkungan lnstansi Pemerintah, pencatat­
an m e I i p uti keg i at a n tat a per s u rat a n, p em b u k u a n I 
akuntansi, administrasi kepegawaian, administrasi 
barang dan jasa dan dokumentasi kegiatan lainnya. 

Efektivitas pengendalian yang memadai di bidang 
pencatatan akan menjamin keandalan proses peng­
olahan data menjadi keluaran yang bebas dari kekeliruan 
dan kesalahan yang fatal/signifikan. 

Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, 
mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam 
bentuk dan waktu yang tepat. Pencatatan yarig baik 
harus memenuhi beberapa kriteria berikut: 
a. Sistem pencatatan harus dirancang sesuai den.gan 

kebutuhan dan kondisi organisasi. 
b. Prosedur pencatatan keuangan dan manualnya 

harus disusun dengan baik dan cermat. 
c. Sistem pencatatan harus didukung dengan 

kebijakan pimpinan yang jelas dan memadai. 
d. Pencatatan harus menggunakan dokumen sumber, 

formulir, tabulasi, daftar-daftar statistik dan buku­
buku yang dirancang secara memadai. 

e. Pencatatan harus lengkap dan informatif. 
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f. Pencatatan harus menaati sistem dan prosedur kerja 
yang telah ditetapkan. 

g. Pencatatan harus diselenggarakan secara akurat dan 
tepat waktu atas transaksi dan kejadian. 

h. Pencatatan harus diselenggarakan secara 
sederhana, konsisten, runtut dan terintegrasi. 

i. Dipisahkan dari fungsi penguasaan dan fungsi 
penyimpanan, direview secara berkala. 

j. Adanya pembatasan akses atas sumber daya dan 
pencatatannya. 

k. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pen­
catatannya. 

I. Sebagai dokumentasi yang ba.ik atas Sistem 
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian 
penting. 

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif 
pimpinan lnstansi Pemerintah harus sekurang-kurang­
nya, menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk 
dan sarana komunikasi (pencatatan) dan mengelola, 
mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi 
secara terus menerus. 

lnformasi harus dicatat dan dilaporkan kepada 
pimpinan lnstansi Pemerintah dan pihak lain yang di­
tentukan. lnformasi disajikan dalam suatu bentuk dan 
sarana tertentu serta tepat waktu sehingga me­
mungkinkan pimpinan lnstansi Pemerintah melaksana­
kan pengen-dalian dan tanggung jawabnya. 

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 
dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa hanya 
transaksi dan kejadian yang valid yang dilaksanakan. 
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Syarat dan ketentuan otorisasi sesuai dengan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan 
yang akurat dan tepat waktu bertujuan agar tersedia 
informasi yang relevan dan terpercaya untuk peng­
ambilan keputusan. 

Klasifikasi yang tepat dan pencatatan yang segera di­
lakukan agar informasi yang diperoleh tetap relevan, 
bernilai, dan bermanfaat bagi pimpinan lnstansi 
Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam 
pengambilan keputusan. Klasifikasi yang tepat atas 
transaksi dan kejadian mencakup pengaturan dan 
format informasi pada dokumen sumber dan catatan 
ikhtisar (summary record) sebagai sumber pelaporan. 
Siklus transaksi atau kejadian mencakup otorisasi, 
pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam 
pencatatan ikhtisar. 

2. Pelaporan 
Pimpinan unit kerja/satuan kerja selaku kuasa peng­
guna anggaran/barang berkewajiban menyusun dan 
menyampaikan laporan kinerja yang merupakan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 
dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), baik dana dekonsentrasi maupun tugas 
pembantuan provinsi dan kabupaten/kota lingkup 
Kementerian Pertanian. Pimpinan unit kerja perlu 
mengklasifikasikan jenis-jenis laporan yang dibuat 
berdasarkan tingkat kerahasiaannya, yang dilengkapi 
dengan dengan aksesbilitas terhadap jenis-jenis laporan 

. tersebut. 

Laporan kinerja dimaksud terdiri dari laporan keuangan 
dan substansi teknis kegiatan. Laporan Keuangan 
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terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Laporan Barang 
Milik Negara. Sedangkan laporan substantif teknis, 
terdiri dari laporan target dan realisasi fisik kegiatan, 
laporan akhir/tahunan dan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah (LAKIP). 

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk me­
nyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan SPI 
secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan SPI 
dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian 
kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggar­
an yang dikaitkan dengan pencap.aian tujuan dan 
sasaran instansi pemerintah.lnstansi pemerintah yang 
bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan 
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingka.t 
kinerja yang dicapainya, yang dituangkan dalam 
Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi (LAKIP), Laporan 
Pelaksanaan Kegiatan, dan Laporan Keuangan (Realisasi 
Anggaran, Laporan Sistem Akuntansi lnstansi/SAI dan 
Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara/ 
SABMN), laporan monitoring dan evaluasi, serta laporan 
tahunan. 

Penyusunan laporan-laporan tersebut harus mengikuti 
prinsip-prinsip laporan pad a umumnya, yaitu harus di­
susun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. 
Disamping itu perlu memperhatikan beberapa prinsip, 
yaitu: 

a. Prinsip lingkup pertanggungjawaban 
Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan 
lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing­
masing dan memuat kegagalan maupun keberhasil­
an pelaksanaan program/kegiatan. 
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b. Prinsip prioritas 
Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan 
relevan bagi pehgambilan keputusan dan per­
tanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk 
upaya-upaya tindak lanjutnya. 

c. Prinsip manfaat 
Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya 
penyusunannya dan laporan harus mempunyai 
manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. 

Sehubungan dengan itu perlu pula diperhatikan 
beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat 
waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti 
(jelas dan cermat)~ dalam bentuk yang berdaya banding 
tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, 
pad at dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan. 

Agar laporan SPI dapat lebih berguna sebagai umpan 
balik bagipihak-pihak yang berkepentingan, maka dan 
isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan 
masing-masing instansi pemerintah. Format laporan SPI 
ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan 
cara penyajian yang dimuat dalam laporan SPI sehingga 
memudahkan pembandingan ataupun eva·luasi akun­
tabilitas yang harus dilakukan. 

Penanggungjawaq SPI Pusat maupun daerah wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pe­
laksanaan SPI di masing- masing unit kerjanya secara 
berkala sesuai dengan tahapan kegiatannya, yaitu: 

a. Laporan Triwulan 
Laporan triwulan menginformasikan jenis-jenis 
laporan seperti tersebut diatas yang berisikan per­
kembangan pelaksanaan, permasalahan, kendala 
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dan solusi penyelesaiannya serta tingkat keberhasil­
an yang telah dicapai dalam pelaksanaan program/ 
kegiatan dalam tahun anggaran. Laporan triwulan 
disampaikan paling lam bat tanggal 10 pad a bulan 
April, Juli, Cktober tahun berjalan dan Januari tahun 
berikutnya. 

b. Laporan Tahunan 
Laporan tahunan menginformasikan jenis-jenis 
laporan tersebut diatas yang berisikan per­
kembangan pelaksanaan, permasalahan, kendala 
dan solusi penyelesaiannya serta tingkat ke­
berhasilan yang telah dicapai dalam_ pelaksanaan 
program/kegiatan dalam tahun anggaran. Laporan 
tahunan disampaikan paling lambat tanggal 15 
Januari tahun berikutnya. 

Laporan SPI disampaikan melalui mekanisme pelaporan 
yang melibatkan pihak yang berwenang membuat, 
menerima, dan pengguna laporan SPI. lnstansi yang 
harus dan berwenang membuat laporan SPI adalah 
Eselon I, Kepala UPT, Pejabat SKPD yang membidangi 
pertanian baik provinsi maupun kabupaten/kota. 

Laporan-laporan tersebut disampaikan secara berjenjang 
mulai dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang 
ditujukan kepada : Unit Eselon I dengan tembusan 
lnspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. 

E. Pemantauan Pengendalian Intern 
Kegiatan pemantauan dimaksud adalah pemantauan 
pengendalian intern. Pemantauan harus dapat menilai 
kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan 
bahwa rekomendasi ~asil audit dan review lainnya dapat 
ditindaklanjuti. 
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Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan ber­
kelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomen­
dasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan ber­
kelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem 
Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu 
dalam kegiatan instansi pemerintah, diselenggarakan 
melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pem­
bandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait · 
dalam pelaksanaan tugas. 

Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem 
Pengendalian Intern dengan ruang lingkup dan frekuensi 
tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektifitas 
prosedur pemantauan yang berkelanjutan, diselenggara­
kan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian 
efektivitas SPI, yang dilakukan oleh aparat pengawasan 
intern pemerintah (APIP) atau pihak eksternal pemerintah 
dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. 

Dalam melakukan evaluasi terpisah, apabila diperlukan 
evaluator dapat menggunakan metode atau alat lain yang 
sesuai seperti pembandingan (benchmarking), kuisioner, 
bagan arus (flowchart) dan teknik kuantitatif. 

lnspektorat Jenderal melakukan pengendalian melalui 
audit dan non audit. Pengawasan melalui audit, di­
laksanakan secara pre-emptif, preventif dan represif. 
Secara preemptif dan preventif dimaksudkan untuk 
mendeteksi secara dini (early warning system) terjadinya 
penyimpangan dan menjaga agar tidak terjadi pe­
nyimpangan dalam tahap awal suatu kegiatan dan men­
cegah terjadinya risiko bawaan atau risiko pelaksanaan. 
Sedangkan audit yang bersifat rep res if (post audit) adalah 
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audit yang dilakukan ketika periode kegiatan sedang 
berlangsung atau sudah selesai. 
Beberapa jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan 
lnspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui audit, 
non audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. 
Agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif harus didukung 
dengan auditor yang memiliki kompetensi dan mematuhi 
kode etik dan standar audit pemerintah. 
1. Kompetensi Keahlian Auditor 

Pelaksanaan audit dilakukan oleh pejabat yang mem­
punyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang 
telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai 
auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor 
tersebut dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan 
program sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor. 

2. Kode Etik dan Standar Audit 
Untuk menjaga perilaku pejabat pengawas dan untuk 
menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan lnspektorat 
Jenderal Kementerian Pertanian, seluruh auditor setiap 
melaksanakan tugas wajib mematuhi kode etik dan 
standar audit pemerintah yang telah disusun. 

3. Laporan Hasil Audit 
Setelah melaksanakan tugas pengawasan, tim yang 
ditugaskan membuat laporan hasil pengawasan dan 
menyampaikannya kepada pimpinan instansi yang 
diawasi. 

Para pimpinan instansi pusat, UPT maupun daerah 
berkewajiban mengambil langkah--langkah tindaklanjut 
sesuai rekomendasi hasil pengawasan, untuk perbaikan 
kualitas manajemen. Tindak.lanjut hasil pengawasan 
dimaksud dapat berupa : 

70 Pedoman Umuni Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian 



r 
1. Tindakan administratif 

Tindak lanjut tindakan administratif adalah tindakan 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang kepegawaian, ter­
masuk penerapan hukuman disiplin dimaksud dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Rekomendasi 
yang terkait dengan penerapan hukuman disiplin agar 
segera ditindakianjuti dengan menginstruksikan Tim 
Etika untuk melakukan pemeriks·aan dengan dilengkapi 
Berita Acara Pemeriksaan. 

2. Penyelesaian Kerugian Negara 
Tindak lanjut Kerugian Negara, dilaksanakan melalui 
Penggantian Kerugian Negara secara damai, Tuntutan 
Ganti Rugi dan Tuntutan Perdata, tuntutan perbenda­
haraan, tindakan pengaduan tindak pidana dan tindak­
an penyempurnaan aparatur pemerintah dibidang 
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. 

*** 
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BAB Ill 

ORGANISASI SATUAN PELAKSANA 
DAN TATALAKSANA PENGENDALIAN INTERN 

A. Struktur Organisasi 
Dengan dibangunnya struktur organisasi diharapkan 
pelaksanaan dan penerapan SPI di lingkungan Kemen­
terian Pertanian dapat berjalan secara efektif dan 
efisien. Struktur organisasi dirancang untuk efektivitas, 
efisiensi, tranparansi dan akuntabilitas SPI, maka struktur 
organisasi SPI dirancang ramping, dengan tanggungjawab 
pengendalian, monitoring, evaluasi, pembinaan yang 
dilakukan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi 
dan kabupaten/kota. 

Pada setiap tingkatan dibangun jalinan kerjasama dengan 
instansi terkait, guna mendukung pembangunan dan 
penerapan SPI di lingkungan Kementerian Pertanian, 
sehingga tujuan dan sasaran program pembangunan 
pertanian dapat tercapai. 

Pelaksanaan dan penerapan SPI diwujudkan dalam bentuk 
organisasi SPI mulai dari Pusat sampai dengan daerah guna 
memfasilitasi koordinasi pelaksanaan SPI yang terintegrasi 
dari hulu sampai hilir. 

Untuk menjamin arus monitoring dan evaluasi penyusun­
an dan penerapan SPI mulai pusat, provinsi, kabupaten/ 
kota dan UPT jalinan struktur organisasi SPI dapat di­
gambarkan sebagai berikut: 
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ORGANISASI SPI KEMENTERIAN PERTANJAN 

Organisasi SPI Provinst 
Kabupaten/Kota 
Dana Dekonsentrasi!TP 

Penanggung Jawab 
SPI Kemtan 

- ·; Pembina 
SPI Kemtan 

- . - . - , - . _ . - . - . _ . ...., Pelaksana 

...... l 
i 

' SPI Es-1 

i Pelaksana 
-' - . - . - . - . - ' - . - . - . - . - . :;.., 51'1 UPT Pusat 

; Pelaksana 
- · 7 SPI Oaerah 

Gb. 1. Struktur Organisasi SPIIingkup Kementerian Pertanian 

Struktur organisasi SPIIingkup Kemente~ian Pertanian secara 
lengkap dapat dilihat pada lampiran, dengan penjelasan 
sebagai berikut: 

1. Tingkat Pusat 
a. Menteri Pertanian (Mentan) selaku penanggung 

jawab SPI Kementerian Pertanian; 
b. lnspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di­

tunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku 
Pembina SPI Kementerian Pertanian; 

c. Pimpinan Unit Eselon I (Sekretariat Jenderal, Direktur 
Jenderal, dan Kepala Badan) selaku penanggung 
jawab pelaksanaan SPI di lingkungan unit kerjanya 
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5e5uai dengan tuga5 pokok_ dan fung5i organi5a5i 
yang dipimpinnya; 

d. Pejabat E5elon II (Kepala Biro, Sekretariat Direktorat 
Jenderal, Sekretariat ln5pektorat Jenderal, Sekretariat 
Badan, dan Kepala Pu5at) 5elaku Pelak5ana Harian 
(exs-officio) SPI di lingkungan unit kerjaliya 5e5uai 
dengan tuga5 pokok dan fung5inya, yang 
opera5ionali5a5inya dilak5anakan oleh Kepala 
Bagian yang menangani Monitoring dan Evalua5i 
(MONEV). 

2. Tingkat Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal 
Pusat 
Kepala UPT 5elaku penanggung jawab pelak5anaan dan 
penerapan SPI di unit kerjanya 5e5uai dengan tuga5 
pokok dan fung5i ma5ing-ma5ing. 

i 

3. Tingkat Provinsi 
a. Gubernur 5elaku penanggung jawab ata5 keber­

ha5ilan penerapan dan pelak5anaan SPI guna men­
d u kung pen cap a ian t u juan dan 5 a 5 a ran p em­
bangunan_ perta·nian di wilayahnya. 

b. Kepala Dina5/Badan/UPT Provin5i yang membidangi 
pertanian 5elaku pelak5ana harian SPI guna men­
dukung pencapaian tujuan dan 5a5aran pem­
bangunan pertanian di wilayahnya. 

4. Tingkat Kabupaten/Kota 
a. Bupati/Walikota 5elaku penanggung jawab ata5 

keberha5ilan penerapan dan pelak5anaan SPI guna 
mendukung pencapaian tujuan dan 5a5aran pem­
bangunan pertanian di wilayahnya. 

b. Kepala Dina5/Badan/UPT Kabupaten/Kota yang 
membidangi pertanian 5elaku pelak5ana harian SPI 
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guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 
pembangunan pertanian di wilayahnya. 

B. Kewenangan dan Uraian Tugas 
1. lnspektorat Jenderal 

lnspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai 
Pembina SPI lingkup Kementerian Pertanian mem­
punyai tugas sebagai berikut: 
a. Menyusun Pedoman Umum dan Modul Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) Kementerian Pertanian 
dan menyusun Pedoman SPI lnspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian; 

b. Menunjuk dan menetapkan organisasi satuan 
pelaksana PI (Satlak PI) lnspektorat Jenderal Ke­
menterian Pertanian; 

c. Melakukan sosialisasi penerapan SPI Kementerian 
Pertanian; 

d. Pembinaan Penerapan/pelaksanaan SPI Kementerian 
Pertanian, antara lain: 
1) Bimbingan 
2) Supervisi dan 
3) Pelatihan penyusunan SPI. 

e. Pengawasan pelaksanaan dan penerapan SPI; 
f. Review/Penilaian/Evaluasi kinerja SPI dan selanjut­

nya membuat laporan secara berkala (per semester) 
kepada Menteri Pertanian sebagai Penanggung 
jawab SPI di Kementerian Pertanian. 

2. Eselon I 
Pimpinan eselon I lingkup Kementerian Pertanian 
bertanggung jawab atas pelaksanaan SPI di lingkungan 
unit kerjanya. Pelaksanaan pengendalian oleh pim­
pinan unit eselon I didelegasikan kepada pimpinan 
unit eselon II dan pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) 
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untuk melakukan pengendalian secara berkala dan 
evaluasi SPI dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 
setahun pada masing-masing unit kerja yang menjadi 
tanggung jawabnya, mempunyai tugas dan tanggung 
jawab sebagai berikut: . 
a. Menunjuk dan menetapkan Satuan Pelaksana PI 

(Satlak PI) di unit kerjanya; 
b. Menyusun pedoman SPI; 
c. Sosialisasi Penerapan pedoman SPI; 
d. Bimbingan SPI dalam rangka meningkatkan kemam- · 

puan sumber daya man usia pelaksana SPI di daerah; 
e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPI; 
f. Review SPI; 
g. Supervisi tentang efektivitas penerapan pedoman, 

bimbingan, arahan dan pelatihan diberikan kepada 
pelaksana SPI UPT di daerah. Supervisi dapat dilaku­
kan dengan cara pemantauan terhadap pelaksanaan 
SPI melalui kunjungan dan melalui sistem pelaporan. 

3. Unit Pelaksana Teknis 
Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kemen­
terian Pertanian bertanggung jawab pelaksanaan · 
SPI di lingkungan kerjanya. Kepala UPT melakukan 
pengendalian secara berkala dan evaluasi pelaksanaan 
dan penerapan SPI dilakukan sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali setahun pada masing-masing unit kerja yang 
menjadi tanggung jawabnya, mempunyai tugas dan 
tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Menetapkan satuan pelaksana PI (Satlak PI) di unit 

kerjanya; 
b. Menyusun pedoman SPI UPT sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi, sebagai acuan/pedoman 
pelaksana SPI; 
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c. Sosialisasi dan menerapkan pedoman SPI di ling­
kungan unit kerjanya; 

d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 
pelaksana SPI di unit kerja; 

e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPI di unit 
kerjanya untuk menilai tingkat efektivitasnya; 

f. Menyusun laporan berkala (per triwulan) pelak­
sanaan SPI di unit kerjanya dan mengirim kepada. 
pimpinan unit kerja eselon I yang menjadi atasan 
langsungnya, dengan tembusan kepada lnspektorat 
Jenderal selaku Pembina SPI Kementerian Pertanian. 

4. Dinas Provinsi 
Gubernur menunjuk Kepala SKPD yang membidangi 
pertanian sebagai pelaksana harian SPI untuk 
melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan SPI 
untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 
meliputi: 
a. Pengendalian terhadap penyusunan dan penerapan 

SPI; 
b. Menunjuk dan penetapkan satuan pelaksana PI 

(Satlak PI) di unit kerjanya; 
c. Menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) SPI 

mengacu pada Pedoman Umum SPI Kementerian 
Pertanian sebagai acuan pelaksanaan SPI di unit 
kerjanya, dan pendistribusikan ke kabupaten/kota 
sebagai pedoman penyusunan Petunjuk Teknis 
(Juknis) di tingkat kabupaten/kota; 

d. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
SPI secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 
setahun pada masing-masing unit kerja yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pe­
laksanaan SPI di lingkungan unit kerjanya kepada 
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Gubernur selaku atasan langsungnya dengan 
tembusan kepada Menteri Pertanian c.q. Unit Eselon 
I yang bersangkutan dengan tembusan kepada 
lnspektorat Jenderal selaku .Pembina SPI Kemen­
terian Pertanian. 

5. Dinas Kabupaten/Kota 
Bupati/Walikota menunjuk kepada SKPD yang mem­
bidangi pertanian sebagai pelaksana harian SPI untuk 
melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan SPI 
untuk dana tugas pembantuan, meliputi: 
a. Pengendalian terhadap penyusunan dan penerapan 

SPI; 
b. Menunjuk dan menetapkan Satuan Pelaksana PI di 

unit kerjanya; 
c. Menyusun petunjuk teknis (Juknis) berdasarkan pe­

tunjuk pelaksanaan (Juklak) SPI me-ngacu dan 
Pedoman Umum SPI yang dikeluarkan oleh lnspek­
torat Jenderal sebagai acuan pelaksanaan SPI di unit 
kerjanya; 

d. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
SPI secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 
setahun pada masing-masing unit kerja yang men­
jadi tanggung jawabnya. 

e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelak­
sanaan SPI di lingkungan unit kerjanya kepada 
bupati selaku atasan langsungnya dengan tembusan 
kepada Gubernur, dan Menteri Pertanian c.q. Unit 
Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan 
kepada lnspektorat Jenderal selaku Pembina SPI 
Kementerian Pertanian. 
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6. Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) 
Satlak PI yang dibentuk pada masing-masing unit kerja 
mempunyai tugas membantu pimpinan untuk 
melaksanakan Pengendalian Intern lingkup unit 
kerjanya, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut: 
a. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, me­

mantau, merekomendasikan dan pembinaan serta 
penyusunan laporan atas pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Intern; 

b. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian 
intern; 

c. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksana­
an dengan APIP; 

d. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut 
hasil audit dari APIP; 

e. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja 
lingkup intern satuan kerja; 

f. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan 
program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/ 
jasa serta SAl (SAK dan SIMAK-BMN) pada tingkat 
Unit Kerja/UPT/Satker Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan; 

g. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas pe­
nyusunan LAKIP pada Satker Intern; 

. h. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas 
pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan 
langsung/kepala satker; 

i. Membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
(penyusunan pedomam SPI, pendampingan 
penyusunan juklak/juknis/SOP); 

j. Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pe­
ngendalian Intern di tingkat Satklak PI UPT dalam 
lingkup unit kerjanya melalui koordinasi dan pe­
mantauan tingkat lapangan; 
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k. M.embina dan menilai pelak-sanaan Sistem Pe­

ngendalian Intern di Satker Dekonsentrasi dan Tug as 
Pembantuan dalam aspek pengelolaan kegiatan, 
anggaran dan laporan keuangan melalui koordinasi 
dan pemantauan tingkat lapangan; 

I. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pe-
. ngendalian intern kepada Pimpinan Unit Kerja yang 
me-muat rekomendasi konkrit atas perbaikan 
pelaksanaan program/kegiatan/anggaran/SAI (SAK 
dan SIMAK-BMN)/Laporan Keuangan serta memberi­
kan saran penerapan penghargaan terhadap 
prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan 
yang terjadi. · 

Guna memantau dan evaluasi pelaksanaan dan penerapan 
Sistem Pengendalian Intern mulai dari pusat, provinsi, 
kabupaten/kota, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat 
di daerah di lingkup Kementerian Pertanian dibentuk 
organisasi, sebagai berikut: 
1 ~ Menteri Pertanian selaku penanggung jawab SPI 

lingkup Kementerian Pertanian menunjuk dan me­
netapkan lnspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
selaku Pembina SPI lingkup Kementerian Pertanian. 
lnspektorat Jenderal berkewajiban melakukan pem­
binaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan 
evaluasi secara nasional mulai dari penyusunan dan 
penerapan $PI di lingkungan Kementerian Pertanian. 

2. Pimpinan Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian 
bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menunjuk 
dan menetapkan penanggung jawab dan pelaksana SPI 
dilingkup unit kerjanya, serta melakukan pengendalian, 
pengawasan, monitoring dan evaluasi penerapan SPI di 
lingkungannya dan UPT di daerah. 
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3. Gubernur bertanggung jawab terhadap penerapari SPI 
di tingkat provinsi dan berkewajiban untuk menunjuk 
dan menetapkan penanggung jawab SPI dilingkup 
Dinas Pertanian dan m.elakukan pengendalian, 
pengawasan, monitoring. dan evaluasi secara regional 
penerapan SPI. · 

4. Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pene­
rapan SPI di tingkat kabupatep/kota dan berkewajiban 
untuk menunjuk dan menetapkan penanggung jawab 
SPI dilingkup Dinas Pertani~n dan· melakukan 
pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi 
secara regional penerapan SPl. 

C. Penganggan\n 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan SPI, setiap unit 
kerja agar meng a lo ka sik~m a ng g a ran da Ia m Dl P.A 
masing-masing. 

D. Penghargaan . 
Dalam rangka memberikan p,enghargaan bagi unit 
pelaksana SPI yang ada di unit 'eselon 1 maupun unit 
pelaksana teknis (UPT), perlu dilakukan penilaian ter­
hadap pelaksanaan SPI dengan berpedoman pada 
checklist yang terdapat pada Modul SPI Kementerian 
Pertanian, adapun kriteria penilaiannya sebagai be­
rikut: 

No Klasifikasi Nilai Kateqori 

1. Em as > 85 Sanoat Baik 

2. Perak 71-85 Baik 

3. Perunggu 55-70 Cukup 

4. Tembaga <55 Kurang 

Terhadap unit kerja dan nilai/bobot penilaian yang baik aka~ 
diberikan penghargaan be'rupa t_he best of the years dan bag1 
personil pelaksana pengelola SPI di masing-masing unit kerja 
penghargaan berupa the best of solid performance. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian 
Pertanian (SPIDP) ini disu:sun untuk dijadikan sebagai 
pedoman bagi apll!aratur di pusat, provinsi, maupun di 
kabupaten I kota serta seluruh instansi I unit kerja ter­
kait dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian 
sehingga kinerjanya dapat dilaksanakan dengan efektif, 
efisien dan akuntabel. 

Pedoman ini bersifat dinamis untuk mengakomodasi ber­
bagai hal yang terkait penyusunan dan implementasi 
system pengendalian intern Kementerian Pertanian dalam 
penyelenggaraan pembangunan pertanian. 

Penyusun menyadari bahwa pedoman ini masih terdapat 
beberapa kelemahan, sehingga masukan dari berbagai 
pihak sangat diharapkan demi penyempurnaannya, 
Pedoman ini aka.n die~aluasi secara berkala sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan yang ada. 

Menteri Pertanian 

ttd. 

Dr. I r. Anton Apriyantono, MS. 
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LAMP IRAN 

STRUI<TUR ORGANISASI 
TIM PEMBINA SPI KEMENTERIAN PERTANIAN 

STRUJ<TUR ORGANISASI 
TIM PEMBINA SPI KEMENTERIAN PERTANIAN 

.... M¥it! ........... ¥3M·W:rMWI81 
~~11~r~u~Jg)~w~~ ::. ; ;; • . . · •· .·: . · . ..····••.·· .. ·· · 

·~~~r~~·: ,:::· ·.:; .. :.. . . . ; 
~~Kr£!t~@t ~(!ta~~ 11~ lja~la.n {sgtit 
.• ·K~~u? . 

..... , ;~kt;~·~~i; ••.. ··.······. · .. 
·;o ' i~id.l~ib~llrb' ' 

.· ~~~~~t~~~&~~r~~ · · 
• ;_ ~ia~;;~·EvaiL.a~i;, ·· ·· ·· ·• 

r.;. __ ''·' '-~-~~-~~$. ~t~:~~,!-f:,·-:~(~_:_:. :·· .. ~:· 
Catatan: 
Organisasi SPI Departemen Pertanian ditetapkan dengan SK. Mentan 
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STRUI<TUR ORGANISASI 

SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PIJ 

INSPEKTORAT JENDERAL 

Ketua 

Sekr~taris 
Anggota 

Catatan: 

STRUI<TUR ORGANISASI 
SATLAI< PI INSPEI<TORAT JENDERAL 

Sekretaris ltjen 

.. Kepala B~giaijPerencanaan 
1. Wakillnspektorat I 
2. Wakil lnspektorat II 
3. Wakillnspektorat Ill 
4. Wakil Jnspektorat IV 
5. Wakil lnspektorat Khusus 
6. Wakil Sekretariat 

1. Disesuaikan dengan kondisi eselon I yang bersangkutan 
2. Ditetapkan dengan SK.Irjen 
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STRUKTUR ORGANISASI 
SATLAK PI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN . 

STRUJ<TUR ORGANISASI 
SATLAK PI SEKRETARIAT JENDERAL 

Ketua 

. Sekretaris 

Anggota 

(jumlah personil gasal} 

Catatan: 
Ditetapkan dengan SK. Sekjen 

Kepala Biro Keuangan & Perlengkapan 

·. · i<abagcVarrg'ivlembidangi Evaluasi da!r . · · 
· . • Pelapora~ · 

1. Wakil Biro/Pusat 

2; Wakil Biro/Pusat 

3. Wakil Biro/Pusat 

4. Wakil Biro/Pusat 

5. Wakil Biro/Pusat 
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STRUI<TUR ORGANISASI 
SATLAK PI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN 

STRUKTUR ORGANISASI 
SATLAK PI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN 

~ .. 

Ketua 

Sekretaris · 

Sekretaris Ditjen/Badan 

KabagYang Membidangi Evaluasidan·. 
Pelaporan. · · 

Anggota 1. Wakil Direktorat/Pusat 

(junilah personil gasal) 2. WakiiDirektorat/Pusat 

3. Wakil Direktorat/Pusat 

4. Wakil Direktorat/Plisat . 

5. Wakil dari Sekretariat 

Catatan: 
1. Disesuaikan dengan kondisi eselin I yang bersangkutan 
2. Ditetapkan dengan SK. Dirjen/Ka. Badan 
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STRUI<TUR ORGANISASI 
SATLAK PI PUSAT LINGKUP SEKRETARIAT JENOERAL 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

STRUI<TUR ORGANISASI 
SATLAK PI PUSAT LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

PenanggungJawab 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

(jumlah personil gasal) 

Catatan: 
Ditetapkan dengan SK. Kepala Pusat 

Sekretaris Jenderal 

Kepala Pusat 

Kabag Yang Membidangi Evaluasi dan 
Pelaporan 

1. 

2. 

3. 
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Ketua 

STRUI<TUR ORGANISASI 
SATLAK PI UPT (ESELON II) LINGKUP KEMTAN 

STRUKTUR ORGANISASI 
SATLAK PI UPT (ESELON IIJ LINGKUP KEMTAN 

Kepala Tata Usaha 

skkr~tri'ris ... . . . : ~ 

"; .. -; 

· KasubagY~ng Mimangarii Evaluasi & Pelapo;a~ \'t 

Anggota 

:atatan: 

1 . 

. :· ,, 2; 

3. 

·. ·.. . . ..· .· .. ·· .···· ... , ._, ...... · .. ,,:,_-:: ,.;:·,_ ··:.:.:,;;··. 

I. Disesuaikan dengan kondisi eselon II yang bersangkutan 
~- Ditetapkan dengan Ka. UPT 
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STRUKTUR ORGANISASI 
SATLAK PI UPT (ESELON IIi) 

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

STRUKTUR ORGANISASI 
SATLAK PI UPT (ESELON Ill) LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

Ketua Merangkap Anggota Kepala Tatausaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

2 ...... . 

Catatan: 
1. Disesuaikan dengan kondisi eselon I yang bersangkutan 
2. Ditetapkan dengan SK. Ka. UPT 
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STRUI<TUR ORGANISASI 
SATLAK PI UPT (ESELON IV) LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

Penanggung Jawab Pelaksanaan PI di Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon IV melekat 
pada Pimpinan UPT yang bersangkutan 
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GAMBARAN UMUM 

A. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 
Modul ini disusun untuk memenuhi r11eteri pembelajaran 
pada Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengelola 
Unit Kerja dan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian 
Pertanian. ' 
Tujuan pembelajaran umum modul ini adalah setelah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, peserta mampu 
menyusun dan mengimplementasikan lingkungan pe­
ngendalian dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengen­
dalian Internal Kementerian Pertanian. 

B. "J:'ujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pendidik­
an dan pelatihan diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi variabel yang berpengaruh dalam 

penerapan Sistem Pengendalian Intern Kementerian 
Pertanian khususnya dari aspek lingkungan pengen­
dalian. 

2. Mengetahui peran unsur-unsur lingkungan 
pengendalian. 

3. Mengetahui karakteristik dan aspek lingkungan 
perigendalian pada penerapan Sistem Pengendalian 
Intern Kementerian Pertanian. 

4. Mengetahui persyaratan unsur-unsur lingkungan 
pengendalian. 

5. Mampu menyusun dan nienerapkan lingkungan 
pengendalian pada unit kerja atau satuan kerja 
masing-masing. 
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C. Diskripsi Singkat Struktur Modul 
Mata ajaran pendidikan dan pelatihan ini membekali 
peserta dengan pengertian, pemahaman, dan konsep­
konsep lingkungan pengendalian, yang terdiri atas lima 
bab materi bahasan yang dibagi dalam bab sebagai 
berikut: 
Gambaran Umum 
Bab I Pendahuluan 
Bab II 
Bablll 
BabiV 
Bab V 
Bab VI 

Organisasi 
Kebijakan 
Sumber Daya Manusia 
Prosedur 
Penilaian terhadap Lin.gkungan 
Pengendalian 

D. Metodologi Pembelajaran 
Metodologi pembelajaran yang diterapkan mengguna­
kan andragogi agar peserta mampu memaha·mi dengan 
cepat tentang substansi lingkungan manajemen. 
Metode ini, peserta dipacu untuk berperan serta secara 
aktif melalui komunikasi dua arah. Metode pembelajar­
an ini jwga menerapkan kombinasi proses belajar 
mengajar dengan ceramah,·tanya jawab, dan dikusi 
serta praktek penyusunan dan penerapan pengendali­
an lingkungan. 

lnstruktur akan membantu peserta dalam memahami 
materi dengan ceramah dan dalam proses ini peserta 
diberi kesempatan untuk mengajukan tanya jawab. 
Agar proses pendalaman materi dapat berlangsung 
dengan baik, dilakukan pula diskusi kelompok sehingga 
peserta benar-benar dapat secara aktif terlibat dalam 
proses belajar mengajar. 

1 00 Modul Pelatihan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian 



A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Lingkungan pengendalian adalah unsur pertama dalam 
sistem pengendalian intern pada PP 60 Tahun 2008. 
Unit kerja/satuan kerja (satker) harus memiliki suatu 
lingkungan pengendalian yang relevan dan dapat di­
andalkan baik informasi maupun nonkeuangan, yang 
berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan 
internal. 

Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib menciptakan dan 
memelihara lingkungan pengendalian yang menimbul­
kan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan 
Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, 
melalui: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen 
terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, 
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan ke­
bijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya 
manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern 
pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang 
baik dengan lnstansi Pemerintah terkait. 

Guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap 
lingkungan pengendalian yang telah dibangun oleh 
unit kerja/satuan kerja, diperlukan suatu langkah dan 
mekanisme pengujian, dimaksudkan untuk mencocok­
an data yang saling terkait dari 2 (dua) atau lebih dari 
instansi pemerintah yang berbeda, sehingga dihasilkan 
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informasi kinerja dan non keuangan yang handal dan 
dapat dipercaya. 

· Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah, pengaturan secara inenyeluruh mengenai 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah 
ditetapkim. Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada 
pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat 
sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya 
manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang 
memadai, bukan keyakinan mutlak. 

B. Pengertian 
Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah 
kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan 
kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian 
intern. , 
Dalam menerapkan unsur lingkungan .. pengendalian 
intern, pimpinan lnstansi Pemerintah bertanggung 
jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan 
praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan 
lnstansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa 
unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian 
integral dari kegiatan lnstansi Pemerintah. 

Terhadap penegakan integritas dan nilai etika, komitmen 
terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, 
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan 
yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, per­
wujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah 
yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan 
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lnstansi Pemerintah terkait, akan diuraikan dalam bab-bab 
berikut pada modul ini. 

*** 
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BAB II 
ORGANISASI 

A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari dan mengerjakan latihan-latihan 
yang terdapat dalam bab irii, maka diharapkan akan 
memahami: 
1. Pengertian dan lingkup bahasan organisasi 
2. Syarat-syarat organisasi yang baik 
3. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 
4. Prosedur 
5. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

B .. Organisasi 
1. Pengertian 

Organisasi (organization) adalah bentuk persekutu­
an antara dua orang atau lebih yang beke·rja ber­
sama-sama (teamwork) dan secara formal terikat 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Dalam persekutuan ini terdapat seorang atau be­
berapa orang yang disebut atasan dan seorang/se­
kelompok orang yang disebut bawahan. Tiga unsur 
utama dalam suatu organisasi, yaitu: (a) organisasi 
memiliki keguhaan atau tujuan, pencapaian tujuan 
yang sudah ditetapkan; (b) terdiri dari sekelompok 
manusia; dan (c) merupakan wadah sekelompok 
orang untuk bekerjasama. 

2. Pengorganisasian 
Salah satu fungsi manajemen adalah pengorgani­
sasian, merupakan sesuatu kegiatan merupakan 
tahapan awal yang sangat penting dan berdampak 
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positif terhadap pelaksanaan kinerja organisasi. 
Dalam tahap pengorganisasian tersebut harus 
disusun mekanisme alur pekerjaan dan tanggung 
jawab beban kerja yang dibebankan disetiap 
program, sehingga hal ini dapat menjadi acuan 
pelaksanaan dan pedoman penilaian pimpinan. · 
Pengorganisasian mencakup: proses pembentukan 
organisasi yang efektif dan efisien, penyusunan 
struktur, rincian tanggung jawab, penetapan 
kompetensi pejabat, dan rentang kendali antara 
pimpinan operasional. Penetapan misi dan tujuan 
dibentuknya organisasi sebagai arah membuat 
manajemen sehat. Selain itu adanya pen'ilaian atas 
risiko pekerjaan yang dilakukan, pencatatan 
informasi yang disajinkan dengan penerapan 
teknologi, ketepatan akurasi waktu, serta peman­
tauan perkembangan informasi dan komunikasi 
selalu dilakukan atas kinerja yang berkualitas akan 
mempengaruhi semua. 

Pengorganisasian suatu kegiatan berbasis kinerja 
sangat positif, terutama dalam menjamin pelaksana­
an tugas secara transparan, akuntabilitas, penegak­
an hukum, dan perlakuan yang adil dan kesetaraan. 

Pengorg~anisasian merupakan proses pembentukan 
organisasi sehingga cakupannya lebih luas dan lebih 
dinamis daripada istilah organi~asi itu sendiri. 
Melalui pengorgani~asian, bentuk suatu organisasi 
pemerintah dapat didesain sesuai dengan kebutuh­
an dan tuntutan perkembangan. Kemampuan 
menyesuaikan diri dan tanggap terhadap adanya 
suatu perubahan merupakan salah satu ciri dari 
good governance. 
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Proses pengorganisasian merupakan kumpulan 
beberapa kegiatan antara lain, 
a. penyusunan struktur organisasi 
b. merinci, mengelompokkan kegiatan-kegiatan 

sejenis 
c. pembagian tugas atau pekerjaan diantara 

anggota organisasi 
d. menggambarkan hubungan antara atasan dan 

bawahan 
e. menciptakan prosedur pelaksanaan kegiatan 
f. · penetapari wewenang serta tanggung jawab dan 

lain sebagainya. 

3 .. Syarat Organisasi Yang Baik 
Pengorganisasian mencakup proses pembentukan 
organisasi yang efektif dan efisien, penyusunan 
struktur, rincian tanggung jawab, penetapan kompe­
tensi pejabat, dan rentang kendal.i antara pimpinan 
operasional. Sebagai pertimbangan, penyusunan 
struktur organisasi dan uraian tugasnya harus 
mengacu pada visi dan misi, serta tujuan dibentuk­
nya organisasi sebagai arah membuat manajemen 
sehat. Selain itu, adanya penilaian atas risiko pe­
kerjaan yang dilakukan, pencatatan informasi yang 
disajikan dengan penerapan teknologi, ketepatan 
akurasi waktu, serta pemantauan perkembangan 
informasi dan komunikasi, yang didalamnya 
termasuk fungsi manajerial atau pengelola sumber 
daya yang dimiliki berupa manusia, fisik,·teknologi 
dan dana, guna memanfaatkan peluang yang di­
peroleh dan menghadapi tantangan. 

Organisasi hendaknya memenuhi persyaratan 
berikut agar tujuan organisasi dapat tercapai, yaitu: 
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a. Proses pembentukan organisasi harus mengacu 
pada upaya menciptakan organisasi yang efektif 
dan efisien. Struktur organisasi yang dirancang 
harus mencerminkan suatu sistem hubungan 
kerja yang mengintegrasikan unit-unit kerja yang 
terpisah tetapi memilik satu tujuan. 

b. Penyusunan struktur organisasi harus mengacu 
pada visi, misi dan tujuan organisasi. Tugas, 
fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap 
unit kerja dalam organisasi harus dijabarkan se­
cara jelas, dan harus mampu menampung 
seluruh kegiatan dalam rangka mencapai misi 
dan tujuan organisasi. 

c. Pendefinisian wewenang dan tanggung jawab 
untuk masing-masing jabatan harus seimbang 
dengan tug as dan fungsinya. Untuk menghindari 
pelampauan tanggung jawab atau sebaliknya 
perlu adanya kejelasan dari masing-masing jabat­
an. Uraian tugas masing-masing jabatan harus 
dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan ke­
pada pihak-pihak yang terkait. Demikian pula 
untuk kegiatan-kegiatan yang dominan perlu di­
buatkan prosedur pelaksanaan yang distandari­
sasikan. Guna mendukung operasionalisasi 
organisasi diperlukan suatu struktur organisasi 
yang dilengkapi dengan uraian tugas (jobs 
discription) yang jelas, sehingga dapat di­
gunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan 
dan sarana pengendalian bagi pimpinan. 

d. Penetapan pejabat harus sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan (kompetensi) untuk masing­
masing jabatan. Dalam menempatkan seseorang 
pada suatu jabatan harus benar-benar mem­
perhatikan kesesuaian antara kompetensi yang 
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diperlukan dengan kornpetensi yang dimiliki oleh 
pegawai yang diposisikan, sehingga akan terdpta 
ketepatan dalam penempatan pegawai. 

e. Pendelegasian wewenang harus diikuti dengan 
tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Pimpinan hendaknya memiliki 
bawahan langsung dalam jumlah yang 
proporsional dengan tugas, fungsi, tanggung 
jawab dan kewenangannya dengan menciptakan 
suatu rentang kendali yang layak dan sesuatu 
dengan kondisi organisasi. Sebagian.wewenang 
yang dimilikinya perlu didelegasikan kepada 
bawahan disertai dengan tanggung jawab yang 
memadai. 

*** 
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BAB Ill 
KEBIJAKAN 

A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan memahami 
tentang: 
1. Pengertian dan lingkup bahasan kebijakan 
2. Peran kebijakan dalam penyusunan pengendalian 

intern 
3. Karakteristik dan aspek penting kebijakan 
4. Model-model pengembangan sistem yang 

menyusun kebijakan 
5. Syarat-syarat kebijakan yang baik 
6. Cara menyusun sa.rana evaluasi untuk menilai 

kekuatan kebijakan dalam keseluruhan 
pengendalian intern. 

B. Pengertian 
Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang 
mempunyai .tujuan tertentu yang diikuti dan 
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pe­
l a ku gu·na memeca h ka n suatu masala h (James E. 
Ander). 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan­
ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau 
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan 
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan ke­
terpaduan dalam perwujudan sasarah, tujuan, serta visi 
dan misi organisasi. 
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Dalam organisasi, kebijakan merupakan alat bantu 
untuk memilih tindakan terbaik dari berbagai alternatif 
yang ada. Oleh karena itu kebijakan akan dijumpai 
dalam organisasi pada seluruh bagian manaje_men. 
Kebijakan merupakan salah satu bidang kajian yang 
penting dalam manajemen, karena pengaruhnya luas, 
meliputi seluruh aspek pengelolaan orgnisasi. Dalam 
manajemen, kebijakan merupakan penjabaran keingin­
an organisasi yang harus dicapai. 

Kementerian .Pertanian dalam melaksanakan ·program 
kerja pembimgunan sektor pertanian wajib memiliki 
kebijakan (ketentuan hukum) yang · dapat dijadikan 
landasan bagi pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan 
agar menghasilkan kinerja optimal sesuai tujuan, visi dan 
misi pembangunan Kementerian Pertanian. Hal ini berlaku 
tidak hanya bagi lini hierarki dalam organisasi kementerian, 
namun berlaku pula pada masyarakat pertanian secara 
umum. 

Terdapat tiga pandangan mengenai hakekat kebijakan, 
yaitu: 
1. Kebijakan merupakan konsep yang melihat 

organisasi sebagai suatu totalitas proses dan fungsi 
yang saling terkait. Menurut pandangan ini, 
kebijakan ditetapkan untuk menyatukan berbagai 
proses dan fungsi yang ada dalam organisasi, tujuan 
organisasi akan tercapai apabila setiap proses dapat 
terwujud dengan baik dan serasi. 

2. Kebijakan sebagai konsep sinergistik yang meng­
integrasikan setiap bagan organisasi, agar susunan 
dan tata kerjanya seiring dengan dinamika yang di­
inginkan organisasi. Kebijakan harus ditetapkan 
untuk mendapatkan efek sinergi sehingga setiap pe-
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laksanaan proses dan fungsi tertentu dalam 
organisasi dapat mendorong berlangsungnya proses 
dan fungsi lainnya. Pandangan ini lebih melihat 
penetapan kebijakan ,sebagai suatu usaha 
koordinasi yang akan menciptakan nilai tam bah 
pada setiap usaha proses dan fungsi yang ada. 

3. Kebijakan sebagai konsep umum yang memandang 
bahwa organisasi berbeda dalam satu lingkungan 
atau sistem yang lebih besar. Pandangan ini 
mengharuskan penetapan kebijakan dalam suatu 
organisasi dengan mempertimbangkan faktor­
faktor eksternal yang akan berpengaruh pada keber­
hasilan pelaksanaannya, kebijakan harus dibuat 
selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam 
lingkungan sekitar organisasi, para pembuat ke­
bijakan juga harus memperhitungkan pengaruh ke­
bijakan yang dibuat oleh organisasi lain yang 
terdapat dalam sistem. Misalnya, untuk menetapkan 
suatu kebijakan jam kerja dan hari kerja, harus 
memperhitungkan pula hari besar yang dirayakan 
masyarakat sekitar, dan juga jumlah jam dan hari. 
yang dite~apkan organisasi yang sejenis, kebiasaan/ 
budaya (culture) masyarakat setempat, dan lain-lain. 

Melihat ciri-ciri operasionalnya dalam pengelolaan 
organisasi, kebijakan dapat diamati dalam berbagai 
sudut pandang. Fungsi kebijakan, antara 'lain: 
1. Sebagai pedoman tindakan yang mengarahkari 

aktivitas-aktivitas organisasi menuju tercapainya 
tujuan dan sasaran yang. telah ditetapkan. 

2. Membatasi perilaku dengan menjelaskan s.ecara 
rinci hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 

3 .. Tuntunan bagi pengambilan keputusan manajerial 
dalam format organisasi formal. oa·lam organisasi 
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formal, kebijakan mencakup penetapan pola 
pengambilan keputusan (decision rule) yang dapat 
digu·nakan u ntuk mempertimbang kan berbagai 
tindakan yang dapat dipilih untuk menjawab suatu 
permasalahan. 

Di dalam organisasi, kebijakan dijumpai dalam bentuk 
pedoman yang didokumentasikan dan berlaku pada 
setiap aktivitas yang berh-ubungan den~'an organisasi, 
baik ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal). 

C. Tujuan Penetapan Kebijakan 
Tujuan penetapan kebijakan se._!=ara u mum ad ala h 
sebagai pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi ·unit 
organisasi/personil pelaksana program/kegiatan yang 
berstatus lebih rendah agar dipefoleh satu kesatuan 
pemahaman/persepsi dan tindakan di lapangan se­
hingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat di-
capai secar9 optimal. · 

. Kebijakan sesuai dengan jenisnya dibagi menjadi dua 
yaitu kebijakan regulatif dan, alokatif. Kebijakan 
regulatif dirancang untuk menjamin kepatuhan ter­
hadap standar atau prosedur tertentu sedangkan 
kebijakan alokatif bertujuan mengalokasikan sumber­
daya tertentu pada sasaran kebijakan. 

D. Karakteristik Kebijakan 
Karakterisrtik kebijakan meliputi: 
1. Kebijakan ditetapkan dalam rangka untuk mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi; 
2. Materi kebijakan tidak boleh bertentangan dengan 

nilai-nilai (value) yang ada disekitarnya. 
3. Kebijakan harus sederhana dan dapat dilaksanakan 

(aplicab!e). 
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E. Syarat Kebijakan yang Baik 
Beberapa persyaratan harus diperhatikandalam 
menyusun kebijakan agar sistem pengendalian internal 
dapat terselenggara dengan baik, yaitu: 
1. Kebijakan harus Jelas dan harus dibuat tertulis. 
2. Kebijakan harus dapat secara efektif dikomunikasi­

kan kepada seluru h personil dalam organisasi. 
3. Kebijakan harus dapat memberikan motivasi 

pencapaian tujuan, program atau target yang di­
tetapkan. 

4. Kebijakan harus ditinjau kembali secara berkala 
untuk diselaraskan dengan perubahan lingkungan 
organisasi. 

5. Kebijakan harus transparan dan dapat menjadi sara­
na komunikasi timbal balik antara atasan dengan 
bawahan. 

6. Kebijakan harus dapat meningkatkan disiplin kerja 
para karyawan. 

7. Kebijakan haruskonsisten dengan tujuan organisasi. 

F. Prinsip-prinsip Penetapan Kebijakan 
Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi 
penentu kebijakan dalam menyusun suatu keputusan. 
Prinsip-prinsip yang wajib terkandung dalam suatu 
keputusan kebijakan adalah prinsip rasionalitas, 
efe ktivitas, efisi ens i, dan prod u ktivitas, d ijelas ka n 
sebagai berikut: 
1. Prinsip rasionalitas, mendeskripsikan tingkat 

hubungan keeratan atas hal-hal yang menjadi 
sasaran penyusunan kebijakan dengan penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi, mendeskripsikan ting­
kat bias penafsiran, serta ·mendeskripsikan tingkat 
aplikasi penerapan suatu kebijakan di lapangan oleh 
pelaksana kebijakan. Kebijakan yang dinilai rasional 
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adalah kebijakan yang dapat diterima secara nalar/ 
logika, berhubungan erat dengan hal/sasaran yang . 
ingin dicapai, dapat/mampu diterima dan di­
laksanakan secara nyata oleh pelaksana kebijakan 
yang dimaksud, serta tidak menimbulkan perbedaan 
atau bias penafsiran yang tinggi antar para pe­
laksana kebijakan tersebut. 

2. Prinsip efektivitas, mendeskripsikan tingkat ke­
tepatan/keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan 
yang di-terbitkan. Penilaian tingkat efektivitas suatu 
kebijakan, memerlukan pengkajian tersendiri baik 
yang dilakukan pada saat sebelum penyusunan 
kebijakan dilaksanakan, saat sosialisasi pengenalan 
(acknowledgment) kebijakan kepada publik sasaran, 
maupun pada periode setelah diterbitkannya ke­
bijakan. lnformasi penilaian secara komprehensif 
dan feedback dari stackhoder terkait, pada dasarnya 
sangat diperlukan bagi pejabat penentu kebijakan 
khususnya di unit eselon I Kementerian Pertanian 
beserta jajarannya, dalam rangka .menghasilkan suatu 
keputusan yang tepat sasaran. 

3. Prinsip efisiensi, mendeskripsikan tingkat ke­
but.uhan/diperlukannya suatu kebijakan. Prinsip ini 
pada dasarnya ingin memastikan bahwa keputusan 
yang dibuat dalam suatu produk kebijakan, sebaik­
nya memang dibutuhkan kehadirannya sesuai tun­
tutan kondisi yang ada. Bila suatu kebijakan disusun 
tanpa mempertimbangkan kebutuhan atas ke­
hadiran kebijakan itu sehdiri, maka hal-hal yang 
telah tertulis didalamnya, berpotensi mengurangi 
atau membelenggu, bahkan mempersulit pe­
laksanaan kebijakan lain yang diterbitkan sebelum­
nya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pejabat 
pembuat keputusan, agar berhati-hati dalam 
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menerbitkan suatu kebijakan, yang pada dasarnya 
sudah tersirat jelas (terfasilitasi) pada kebijakan­
kebijakan terkait yang berlaku sebelumnya. 

4. Prinsip produktivitas, mendeskripsikan tingkat 
kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu 
kebijakan. Prinsip ini menekankan bahwa suatu 

· kebijakan yang memiliki produktivitas tinggi, 
memiliki makna bahwa kebijakan tersebut mem­
punyai pengaruh kuat terhadap lingkungan dalam 
pencapaian sasaran kebijakan yang dilakukan oleh 
pelaksana kebijakan. Bila Eselon I menerbitkan suatu 
produk peraturan perundang-undangan melahirkan 
materi kebijakan baru atau·menyempurnakan 
kebijakan sebelumnya, dan ternyata produk hukum 
tersebut dapat menjadi jembatan strategis bagi 
pelaksana kegiatan dan menghasilkan efek positif 
bagi masyarakat umum, maka kebijakan penerbitan 
produk hukum dimaksud memang sangat diperlu­
kan kehadirannya dan materi yang tersirat didalam­
nya dinilai sudah menguntungkan semua pihak. 

Dalam upaya .merumuskan kebijakan yang tepat, maka 
pejabat penentu kebijakan perlu memperhatikan 
tahap-tahap perumusan kebijakan berikut ini. 

1. Perumusan masalah kebijakan (policy problems) 
Pert a ma-ta ma; tim penyusu n kebijakan d ibentu k 
melalui penerbitan Surat Keputusan oleh pejabat 
yang berwenang, dengan beranggotakan orang­
orang yang kompeten dibidangnya. Hal ini penting 
diutarakan karena penyusunan suatu peraturan 
perundang-undangan menuntut wawasan ilmu 
yang sangat luas dan wawasan teknis yang wajib 
diketahui oleh tim penyusun kebijakan. 
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Tim berupaya mengumpulkan __ data yang dimiliki 
saat ini dan informasiterbaru.dari sumber lain yang 
terkait dengan hal-hal ya_n~f menjadi pokok pikiran 
.pembahasan kebijakan dimaksud. Kegiatan ini dapat 
ber~pa mengu~dartg pihak"'"pihak (stakeholders) dan 
pakar atau n~ra·sumb.er lain. Hasil pengumpulan data 
dan infor.masi d,irl)~ksud, kemudian dilakukan 
inventar(sasi unt~k mendapatkan himpunan data 
dan infdrmasi·yang benar, lengkap dan memiliki 
keterkait~ ·erat, untuk selanjutnya dijadikan bahan 
dasar analisis pertimb~ngan penyusunan kebijakan 
yang diinginkan. 

2. Penyusunan agenda pemerintah (poli<y agenda) 
Keterkaitan materi kebijakan yang disLisun wajib ber­
hubungan secara :linier dengan kebijakan pemerintah 
yang sudah ada. 'Oieh karenanya, tim penyusun ke­
bijakan harus me!nperhatikan perkembangan terkini 
atas penerbitan berbagai kebijakan berbentukperaturan 
perundang-undan:gan yang telah dikeluarkan oleh 
pemerfntah, sehingga terlihat dukungan penuh unit 
kerja eselon I lingkup Kementerian Pertaniqn dalam. 
menyukseskan program pembangunan pertanian yang 
ada:· Hindari me'faetapkan atau meinutuskan . suatu 
hal yang sumber~· informasi!data dar latar belakang 
permasalahannya .tidak didukung oleh ketentuan yang 

telah ada. 

3. Konsep usulan kebijakan 
Setelah dilakukan analisis yang mendalam dan 
dilakukan secara cermat oleh tim penyusun ke­
bijakan, maka dm dapat menyampaikan konsep 
usula n kebija kan tersebut kepada pejabat yang 

· kompeten dan berkedudukan lebih tinggi. Pejabat 
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penerima konsep usulan kebijakan melakukan 
pembahasari dengan pejabat setingkat eselon II 
terkait, guna menyempurnakan materi kebijakan 
yang telah diusulkan tersebut dalam bentuk 
pendapat dan arahan lebih lanjut. Arahan tersebut 
kemudian ditindaklanjuti segera oleh tim setelah 
menerima penyerahan konsep usulan kebijakan dari 
pejabat setingkat eselon II dimaksud. 

4. Pengesahan kebijakan _ 
Untuk kasus-kasus tertentu, sebaiknya konsep final 
usulan kebijakan dapat disosialisasikan kepada 
pihak-pihak yang akan melaksanakannya atau yang 
akan berpotensi menerima dampaknya: Hal ini 

· bertujuan untuk mendapatkan informasi penting 
yang mungkin terlewatkan pada saat pembahasan 
sebelumnya, dengan harapan konsep final usulan 
kebijakan dimaksud menjadi lebih sempurna. 
Setelah dilakukan penyempurnaan lebih lanjut, 
maka konsep final usulan kebijakan tersebut telah 
siap untuk disampaikan kepada pejabat yang 
kompeten me.nandatanganinya (Menteri, pejabat 
setingkat eselon I atau eselon II). 

Dokumen kebijakan yang telah ditandatanga.ni dan 
sah diberlakukan, sebaiknya ditembuskan kepada 
unit kerja setingkat eselon Ill yang membidangi 
kearsipan di lingkup eselon I selaku penyusun ke­
bijakan dimaksud, menembuskan berkas kebijakan 
kepada Biro hukum dan Hubungan Masyaraka serta 
Pusat Data dan lnformasi, yang keduanya berada 
pada lingkup Sekretariat Jenderal Kernenterian 
Pertanian. 
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5. Pelaksanaan kebijakan 
Pelaksanaan kebijakan yang resmi terbit dilakukan 
oleh semua pihak yang terkait dengan materi di 
dalam kebijakan dimaksud. Keputusan kebijakan 
merupakan hasil pemikiran bersama dan dinilai 
telah menampung berbagai kepentingan semua 
pihak. Untuk itu, pelaksanaan atas berlakunya ke­
bijakan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi 
kita semua yang terlibat. 

6. Penilaian kebijakan 
Kebijakan yang telah diterbitkan s·ebaiknya 
dilakukan pemantuan oleh tim penyusun kebijakan 
tersebut, menggunakan metode survei yang umum 
dan baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. 
Tujuan melakukan survei pemantauan adalah 
semata-mata untuk mengevaluasi keberhasilan dari 
berbagai sudut pandang, khususnya terhadap ter­
ciptanya prinsip-prinsip penyusunan kebijakan yang 
telah disampaikan pada awal pembahasan. 
Perlu diperhatikan bahwa apabila terjadi kontra 
kebijakan dalam penyelenggaraan kewajiban­
kewajiban yang diamanatkan di dalam kebijakan 
yang baru diterbitkan, pihak pelaksana kebijakan 
tetap mengacu kepada produk hukum perundang­
undangan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi. 
Misalkan pada suatu produk hukum perundang­
undangan yang dihasilkan/disahkan oleh eselon I 
lingkup Kementerian Pertanian terjadi kontra kepen­
tingan dengan keputusan Menteri Pertanian maka 
secara otomatis kebijakan yang diikuti adalah Ke­
putusan Menteri Pertanian. 
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G. Sumber Kebijakan 
Kebijakan merupakan salah satu sarana pengendalian 
Intern Pemerintah untuk memandu pelaksanaan 
program/kegiatan mengarah pada tujuan yang harus 
dicapai, dengan menjelaskan secara rinci hal-hal yang 
dilakukan. 
Kebijakan dapat berasal dari berbagai sumber berupa 
Keputusan Menteri, lnstruksi Menteri dan Surat Edaran 
Menteri dan dapat pula berupa penjabaran oleh Eselon 
I terhadap produk hukum atau ketentuan-ketentuan 
yang materinya sama. 

Kebijakan merupakan pedoman yang didokumentasi­
kan (Juklak) dan berlaku pada setiap aktivitas yang ber­
hubungan dengan pencapaian tujuan program. 

Kebijakan yang digunakan dalam suatu organisasi 
dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain: 
1. Kebijakan merupakan suatu tradisi yang merupakan 

warisan sejarah/tradisi. Kebijakan ini dapat menjadi 
bagian dari budaya organisasi yang berpengaruh 
terhadap perilaku seluruh anggota organisasi. 

2. Kebija ka n be rasa I da ri persepsi seseora ng yang 
mempunyai kekuasaan yang ditetapkan dan harus 
diterima oleh anggota organisasi yang lain atau 
kebijakan. Terutama terdapat pada organisasi­
organisasi yang proses pengambilan keputusannya 
dilakukan dengan metode sentralisasi yang ketat, 
seperti ABRI atau organisasi yang dikelola oleh 
seseorang.yang tidak dapat atau tidak ingin 
mendelegasikan kewenangannya kepada orang lain. 

3. Kebijakan merupakan cerminan dari filosofi dan 
pilihan manajemen puncak dan biasa disebut se­

. bagai kebijakan pilihan. Pilihan dibuat oleh mana-
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jemen puncak biasanya terkait dengan tujuan dasar 
organisasi da·n cara operasi yang dianggap mana­
jemen akan men·gantar pada tercapainya tuju.ah~ 
Pilihan manajem¢n ini biasanya akan ditekarikan 
pad a hal-hal, seperti kejujuran (integritas), kewajar-

. ah, efisiensi, efektivitas, manfaat, mutu pekerjaan, 
pengabdian pada kepentingan umum, dan kesetia­
an pada pelayanan langganan. 

Dal-am organisasi pemerintahan, kebijakan dapat 
berasal dari berbagai sumber. Wujud kebijakan·dapat 
pula berupa keputusan menteri, instruksi menteri dan 
surat edaran mente.ri. Kebijakan dapat pula berupa 
produk hukum atau ketentuan yang materinya sama 
yang dijabarkan oleh pejabat eselon dibawahnya, 
seperti direktur jenderal, gubernur, kepala dinas, 
bupati, dan camat. 

Terlepas dari sum her mana kebijakan diturunkan, 
bag-aimana proses manajemen yang lain, penetapan 
kebijakan akan menjadi efektif setelah melalui tiga 
tahapan langkah dalam bentuk siklus yang kontinyu. 
Dalam tiga tahapan · ini, peran setiap saran a pengen­
dalian intern merupakan unsur yang sangat pokok 
untuk menjamin terciptanya kebijakari· yang me­
ngarahkan seluruh organisasi pada pencapaian tujuara · 
dan sasaran. Ketiga tahapan proses penetapan ke­
bijakan, yaitu: (1) pen~ntuan pol a, (2) pemecahan 
masalah, dan (3) imp,lementasi. 

Ketiga tahapan proses penetapan kebijakan dapat 
diuraikan sebagai be:rikut: 
1. Tahapan penentuan pola 

Proses penentu~n pola menitikberatkan pada 
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tujuan, misi dan arah yang hendak dicapai organisa­
si. Pada tahapan ini diperlukan suatu metode yang 
dapat digunakan untuk menetapkan akan seperti 
apa organisasi ini dimasa mendatang, sehingga akan 
dapat ditemukan apa yang semestinya dilakukan. 
Oleh karena itu diperlukan proses perencanaan yang 
sehat, ditaatinya prosedur kerja, dan terdapatnya 
supervisi dan reviewulang atas pekerjaan seseorang 
agar pola yang akan diikuti organisasi adalah pola 
yang tepat. Pola kebijakan yang tepat adalah pola 
yang tidak lagi memerlukan perubahan besar_pada 
saat implementasi kebijakan dilaksanakan dan 
ternyata kondisi di lapangan tidak 100 persen sam a 
dengan asumsi yang pernah dibuat untuk me­
netapkan kebijakan. 

2. Tahapan pemecahan masalah 
Dalam tahap ini diusahakan membuat kebijakan 
menjadi efektif, yang ditandai dengan saratnya 
muatan analisis. Analisis dilakukan untuk menilai 
seberapa besar sumbangan kebijakan yang dipilih 
terhadap tercapainya tujuan serta biaya dan dampak 
yang harus ditanggung organisasi. Peranan laporan 
dan pencatatan sang at dibutuhkan pad a tahapan ini 
untuk dapat menyediakan data dan informasi yang 
tepat, sehingga risiko tidak tepatnya kebijakan 
dikemudian hari dapat dihindarkan. 

3. Tahap implementasi 
lmplementasi kebijakan adalah bagian yang dalam 
porsi besar harus dilaksanakan oleh orang lain, 
walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa 
seseorang melaksanakan kebijakan yang diputus­
kannya sendiri. Untuk menjadikan orang lain 
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melaksanakan kebijakan yang tetapkan, berbagai 
langkah pengendalian harus dilaksanakan. Melalui 
organisasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan. Hal lain yang dapat dilakukan agar 
pegawai mau melaksanakcn kebijakan yang telah 
ditetapkan adalah melalui pembinaan personil yang 
baik. 

Dalam penyusunan kebijakan dibedakan antara ke­
bijakan terhadap kepegawaian dan kebijakan terhadap 
pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
1. Kebijakan terhadap kepegawaian 

Kebijakan terhadap kepegawaian sejak rekrutmen 
sampai dengan pemberhentian pegawai. Hal-hal 
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
a. Pimpinan lnstansi Pemerintah mengkomunikasi­

kan kepada pengelola pegawai mengenai 
kompetensi pegawai baru yang diperlukan atau 
berperan serta dalam proses penerimaan pegawai. 

b. lnstansi Pemerintah sudah memiliki standar atau 
kriteria rekrutmen dengan penekanan pada pen­
didikan,pengalaman, prestasi, dan perilaku etika. 

c. Uraian dan persyaratan jabatan sesuai dengan. 
standar yang ditetapkan oleh instansi yang ber­
wenang. 

d. Terdapat program orientasi bagi pegawai baru 
dan program pelatihan berkesinambungan untuk 
semua pegawai. 

e. Promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai 
didasarkan pada penilaian kinerja. 

f. Penilaian kinerja didasarkan pada tujuan dan 
sasaran dalam rencana strategis lnstansi 
Pemerintah bersangkutan. 
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g. Nilai integritas dan etika termasuk kriteria dalam 
penilaian kinerja. 

h. Pegawai diberikan umpan balik dan pem­
bimbingan untuk meningkatkan kinerja serta 
diberikan s.aran perbaikan. 

i. Sanksi disiplin atau tindakan pembimbingan di­
berikan atas pelanggaran kebijakan atau kode 
etik. 

j. Pemberhentian pegawai dilakukan sesuai dengan 
ketentuan perundang-:undangan. 

Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam 
proses rekrutmen. Hal-hal yang p·erlu dipertimbang­
kan adalah sebagai berikut: 
a. Calon pegawai yang sering berpindah pekerjaan 

diberi perhatian khusus. 
b. Standar penerimaan pegawai harus mensyarat­

kan adanya investigasi atas catatan kriminal 
calon pegawai. 

c. Referensi dan atasan calon pegawai di tempat 
kerja sebelu mnya harus dikonfirmasi. 

d. ljazah pendidikan dan sertifikasi profesi harus 
d ikonfi rmasi. 

Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai 
berikut: 
a. Pimpinan lnst;;~nsi Pemerintah memberikan 

panduan, penilaian, dan pelatihan di tempat 
kerja kepada pegawai-pegawai untuk me­
m a s t i k a n · k e t ep pta n p e I a k s a n a a n p e k e r j a a n, 
mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong 
berkurangnya tindakan pelanggaran. 
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b. Pimpinan lnstansi Pemerintah memastikan 
bahwa pegawc;~i memahami dengan baik tugas, 
tanggung jawah, dan harapan pimpinan lnstansi 
Pemerintah 

2. Kebijakan terhadap pelaksanaan program/ 
kegiatan 
Beberapa persya'ratan yang harus diperhatikan 
dalam menyusun kebijakan dari Eselon I adalah : 
a. Kebijakan yang'dibuat harus mengacu pada tujuan 

yang ditetapkan oleh Kementerian yaitu Renstra 
Kementerian. ' 

b. Masing-masin.g Eselon da.lam menyusun 
kebijakan mengacu pada program utama 
Kementerian Pertanian yaitu Program Ke­
tahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis 
dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan 
juga program· pendukung yaitu Peningkatan 
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Ne­
gara s~rta Penyelenggaraan kepemillipinan 
keneqaraan da:n kepemerintahan. 

c. Kebijakan yang:dibuat harus mempertimbangkan 
risiko yang muhg kin terjadi terhadap pel a ksana­
an program/kegiatan. 

d. Setiap pelaksahaan program harus dilengkapi 
dengan kebijakan-kebijakan yang jelas dan harus 
dibuat secara tertulis. 

e. Kebijakan harus dapat secara efektif dikomuni­
kasikan kepada seluruh personil dalam lingkup 
Eselon I. 

f. Kebijakan hart;Js dapat memberikan m.otivasi 
pencapaian tuj~an, program atau target. 
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g. Kebijakan haru-s_ditinjau kembali secara berkala 
untuk diselaraskan dengan perubahan lingkung­
an. 

h. Kebijakan harus transparan dan dapat menjadi 
-saran a komuniketsi timbal balik an tara. atasan dan 
bawahan. 

i. Kebijakan harus dapat men.ingkatkan disiplin 
kerja para pegawai 

j. Kebijakan harus konsisten dengan tujuan 
organisasi. 

H. Kebijakan Eselon I 
Kebijakan dapat berasal dari berbagai sumber antara 
lain Keputusan Menteri, lnstruksi Menteri dan Surat 
Edaran Menteri yang mem~rlukan penjabaran lebih 
lanjut. Penjabaran lebih lanjut atas berbagai produk 
hukum dari Me_nteri Pertanian dilaksanakan oleh unit 
kerja Ese_lon I lingkup Kementerian Pertanian sebagai 
penanggung jawab program. Selain itu, kebijaka.ri dapat 
juga merupakan penjabaran dari program/kegiatan 
yang menjadi tanggung jawab Eselon I atau dikenal 
dengan Pedoman Pelaksanaan (Pedoman Umum) untuk · 
setiap program/kegiatan yang berhubungan dengan 
pencapaian tujuan program/kegiatan. Secara berjenjang 
kebijakan Eselon I dapat juga menjadi sumber kebijakan 
unit kerja yang lebih rendah atau unit kerja vertikal daerah 
di daerah dan satuan kerja pelaks-ana program/kegiatan 
di daerah. 

Kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut d~Hi 
kebijakan yang lebih tinggi dan ketentuan formal iain 
yang lebih tinggi.tidak diperbolehkan bertentangan se­
cara substansial. 
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Kebijakan dari masing-masing Eselon I, digunakan oleh 
Propinsi sebagai pelaksana dana Dekonsentrasi 
maupun Tugas Pembantuan dan Kabupat~n sebagai 
pelaksana Tug as Pembantuan sebagai pedoman dalam 
penyusunan Petunjuk Teknis yang disesuaikan dengan 
kondisi masing-masing Propinsi maupun Kabupaten, 
dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Petunjuk Teknis (Juknis) yang dibuat harus mengacu 

pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun 
oleh Eselon I. 

2. Juknis harus dibuat secara tertulis dan merupakari 
langkah/tahapan dari pelaksanaan program/ 
kegiatan yang aks.n dilaksanakan. · 

3. Juknis yang dibuat tidak multitafsir dan harus jelas. 
4. Juknis yang dibuat dapat secara efektif dikomuni­

kasikan kepaoa pelaksana program/kegiatan. 
5. Juknis yang dibuat dapat memberikan motivasi 

pencapaian tujuan, program atau target. 
6. Juknis harus transparan dan dapat menjadi sarana 

komunikasi timbal balik antara penangungjawab 
kegiatan/atasan dan pelaksana/bawahan. 

Kebijakan harus disusuh secara tertulis agar dapat men­
jadi dokumen dan dapat dipelajari serta disosialisasik,an 
kepada pelaksana. Kebijakan berupa Pedoman 
Pelaksanaan Program/Kegiatan disusun dengan materi 
sekurang-kurangnya mencakup; lat~r belakang, maksud 
dan tujuan, sasaran, landasan hukum dan konsep/ 
teknis dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Selain itu, kebijakan harus ditetapkan secara formal 
oleh pimpinan unit kerja sebagai penanggung jawab 
dan pengelola program/kegiatan. 
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Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam 
menyusun kebijakan Eselon I. - · 
1. Kebijakan harus mengacu pada tujuan yang ditetapkan 

dalam Renstra Kementeriah Pertanian. 
2. Masing-rnasing Eselon I dalam menyusun kebijakan 

niengacu pad a program utama Kementerian Pertanian 
yaitu Program Ketahanan Pangan, Pengembangan 
Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, 
serta program pendukung yaitu Peningkatan Pe­
ngawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 
serta Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan 
Kepemerintahan. 

3. Kebijakan harus mempertimbangkan risiko yang 
mungkin terjadi terhadap pelaksanaan program/ 
kegiatan. 

4. Setiap pelaksanaan program/kegiatan harus di­
lengkapi dengan kebijakan-kebijakan yang jelas dan 
harus dibuat secara tertulis. 

5. Kebijakan harus dapat secara efektif dikomuni­
kasikan kepada seluruh personil dalam lingkup 
Eselon I. 

6. Kebijakan harus dapat memberikan mo.tivasi pen­
capaian tujuan, program atau target. 

7. Kebijakan harus ditinjau kembali secara berkala 
untuk diselaraskan dengan perubahan lingkungan. 

8. Kebijakan harus transparan dan dapat menjadi 
sarana komunikasi timbal-balik antara atasan dan 
-bawahan. 

9. Kebijakan harus dapat meningkatkan disiplin kerja 
para pegawai. 

1 O.Kebijakan harus konsisten dengan tujuan organisasi. 
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I. Petunjuk Teknis 
Kebijakan dari masing-masing Eselon I, digunakan oleh 
provinsi sebagai pelaksana dana Dekonsentrasi mau­
pun Tugas Pembantuan dan Kabupaten/Kota sebagai 
pelaksana Tug as Pembantuan sebagai pedoman dalam 
penyusunan Petunjuk Teknis yang disesuaikan dengan 
kondisi masing-masing Provinsi maupun Kabupaten/ 
Kota. PetunjukTeknis agar dapat memberikan gambar­
an kinerja yang akan dilakukan harus memuat indikator 
kinerja meliputi masukan (input), keluaran (output), 
hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak 
(impact) dan disusun dengan materi sekurang-kurang­
nya mencakup; latar belakang, maksud dan tujuan, 
sasaran, landasan hukum dan teknis dari program/ 
kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada pun persyaratan 
penyusunan Petunjuk Teknis sebagai berikut: 
1. PetunjukTeknis (Juknis) yang dibuat harus mengacu 

pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun 
oleh Eselon I. 

2. Juknis harus dibuat secara tertulis dan merupakan 
langkah/tahapan dari pelaksanaan program/ke­
giatan yang akan dilaksanakan. 

3. Juknis yang dibuat tidak multitafsir dan harus jelas. 
4. Juknis yang dibuat dapat secara efektif dikomuni­

kasikan kepada pelaksana program/kegiatan. 
5. Juknis yang dibuat dapat memberikan motivasi 

pencapaian tujuan, program atau target. 
6. Juknis harus transparan dan dapat menjadi sarana 

komunikasi timbal balik antara penangungjawab 
kegiatan/atasan dan pelaksana/bawahan. 

*** 
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BAB IV 
SUMBER DAYA MANUSIA 

A. Penegakan lntegritas dan Nilai Etika 
Untuk menumbuhkembangkan semangat dan etos 
kerja aparatur negara yang bertanggung jawab 
bermoral, berdisiplin, profesional, produktif dan untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik serta memantap­
kan dan memelihara persatuan bangsa dan menjaga 
integritas nasional yang lestari, maka perlu peningkat­
an penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur 
negara secara intensif dan menyeluruh. 

Pimpinan Unit Kerja perlu menyusun dan menerapkan 
aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang 
standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan 
praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan 
kepentingan, guna penegakan integritas dan nilai etika 
di lingkungan unit kerjanya, dengan mempertimbang­
kan hal-hal sebagai berikut: 
1. Aturan perilaku tersebut sifatnya menyeluruh dan 

langsung berkenaan dengan hal-hal seperti 
pembayaran yang tidak wajar, kelayakan pengguna­
an sumber daya, benturan kepentingan, kegiatan 
poI iti k peg awa i, g ratifi kas i, dan pe nera pan ke­
cermatan profesional. 

2. Secara berkala pegawai menandatangani pernyata­
an komitmen untuk menerapkan aturan perilaku ter­
sebut. 

3. Pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan 
mengetahui perilaku yang dapat diterima dan tidak 
dapat diterima, hukuman yang akan dikenakan 

Moduli 131 



terhadap perilaku yang tidak dapat diterima dan 
tindakan yang harus dilakukan jika yang bersangkut­
an mengetahui adanya sikap perilaku yang tidak 
dapat diterima. 

Suasana etis dibangun pada semua tingkat pimpinan 
Unit Kerja dan dikomunikasikan di lingkungan Unit 
Kerjanya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Pimpinan lnstansi Pemerintah membina serta men­

dorong terciptanya budaya yang menekankan 
pentingnya nilai-nilai integritas dan etika. Hal ini 
bisa dicapai melalui komunikasi lisan dalam rapat, 
diskusi, dan melalui keteladanan dalam kegiatan 
sehari-hari. 

2. Pegawai memperlihatkan adanya dorongan sejawat 
untuk menerapkan sikap perilaku dan etika yang 
bHik. 

3. Pimpinan lnstansi Pemerintah melakukan tindakan 
yang cepat dan tepat segera setelah timbulnya ge-
jala masalah. · 

Pekerjaan yang terkait dengan masyarakat, anggota 
badan legislatif, pegawai, rekanan, auditor, dan pihak 
lainnya dilaksanakan dengan tingkat etika yang tinggi, 
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Laporan keuangan, anggaran, dan pelaksanaan 

program yang disampaikan kepada badan legislatif, 
I ntansi Pemerintah, dan pihak yang berkepentingan 
disajikan dengan wajar dan akurat. 

2. Pimpinan mengungkapkan masalah dalam instansi 
yang bersangkutan serta menerima komentar dan 
rekomendasi pada saat auditor dan evaluator me­
lakukan tugasnya. 

132 Modul Pelatihan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian 



3. Atas kekurangan tagihan dari rekanan atau kelebih­
an pembayaran dari pengguna jasa segera dilakukan 
perbaikan. 

4. lnstansi Pemerintah memiliki proses penanganan 
tuntutan dan kepentingan pegawai secara cepat dan 
tepat. 

Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap 
penyimpangan atas kebijakan dan prosedur atau atas 
pelanggaran aturan perilaku, dengan mempertimbang­
kan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pimpinan lnstansi Pemerintah mengambil tindakan 

atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan 
perilaku. 

2. Jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh 
pegawai di lingkungan lnstansi Pemerintah menge­
tahui konsekuensi dari penyimpangan dan 
pelanggaran yang dilakukan. 

Pimpinan intansi pemerintah menjelaskan memper­
tanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian 
atas pengendalian intern, dengan mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Terdapat pedoman yang mengatur situasi, frekuensi 

dan tingkat pimpinan yang diperkenankan melaku­
kan intervensi dan pengabaian. 

2. lntervensi atau pengabaian terhadap pengendalian 
intern didokumentasikan secara lengkap termasuk 
alasan dan tindakan khusus yang diambil. 

3. Pengabaian pengendalian intern tidak boleh dilakukan 
oleh pimpinan lnstansi Pemerintah tingkat bawah 
kecuali dalam keadaan darurat dan segera dilaporkan 
kepada.pimpina~ lnstansi Pemerintah yang lebih tinggi, 
serta didokumentasikan. 
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Pimpinan lnstansi Pemerintah menghapus kebijakan 
atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak 
etis, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 
1. Pimpinan lnstansi Pemerintah menetapkan tujuan 

yang realistis dan dapat dicapai dan tidak menekan 
pegawai untuk mencapai tujuan lain yang tidak 
realistis. 

2. Pimpinan lnstansi Pemerintah sesuai dengan ke­
wenangannya memberikan penghargaan untuk 
meningkatkan penegakan integritas dan kepatuhan 
terhadap nilai-nilai etika. 

3. Kompensasi dan kenaikan jabata·n atau promosi 
didasarkan pada prestasi dan kinerja. 

B. Komitmen Terhadap Kompetensi 
Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi kegiatan yang di­
butuhkan untuk menyelesaikan tug as dan fungsi pada 
masing-masing posisi pada Unit Kerjanya, dengan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menganalisis tugas yang perlu dilaksanakan atas 

suatu pekerjaan dan memherikan pertimbangan 
serta pengawasan yang diperlukan. 

2. Menetapkan dan memutakhirkan uraian jabatan 
atau perangkat lain untuk mengidentifikasi dan 
mendefinisikan tugas khusus. 

Pimpinan Unit Kerja menyusun standar kompetensi 
untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing 
posisi pada Unit Kerjanya, dengan mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang di­

perlukan untuk setiap jabatan diidentifikasi dan 
diberitahukan kepada pegawai. 
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2. Terdapat proses untuk memastikan bahwa pegawai 
yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah 
memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan 
yang diperlukan. 

Pimpinan Unit Kerja menyelenggarakan pelatihan dan 
pembimbingan untuk membantu pegawai memper­
tahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya, 
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Terdapat program pelatihan yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan pegawai. 
2. lnstansi Pemerintah sudah menekankan perlunya 

pelatihan berkesinambungan dan memiliki mekanis­
me pengendalian untuk membantu memastikan 
bahwa seluruh pegawai sudah menerima pelatihan 
yang tepat. 

3. Pimpinan lnstansi Pemerintah memiliki keahlian 
manajemen yang diperlukan dan sudah dilatih 
untuk memberikan pembimbingan yang efektif bagi 
peningkatan kinerja. 

4. Penilaian kinerja didasarkan pada penilaian atas 
faktor penting pekerjaan dan dengan jelas meng­
identifika.si pekerjaaan yang telah dilaksanakan 
dengan baik dan yang masih memerlukan pening­
katan. 

5. Pegawai mendapat pembimbingan yang obyektif 
dan konstruktif untuk peningkatan kinerja. 

Pimpinan Unit Kerja memiliki kemampuan manajerial 
dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan 
lnstansi Pemerintah. 
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C. Kepemimpinan yang Kondusif 
Pimpinan lnstansi Pemerintah harus memiliki sikap 
yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengam­
bilan keputusan dan menerapkan manajemen berbasis 
kinerja. Selain itu mendukung fungsi tertentu dalam 
penerapan SPIP, antara lain pencatatandan pelaporan 
keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan 
pegawai, dan pengawasan baik intern maupun ekstern, 
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pimpinan instansi pemerintah menyelengga·rakan 

akuntansi dan anggaran untuk pengendalian kegiat­
an dan evaluasi kinerja. 

2. Penyelenggara akuntansi yang didesentralisasi 
memiliki tanggung jawab membuat Iaporan kepada 
pejabat keuangan pusat. . 

3. Penyelenggaraan manajenien keuangan, akuntansi 
dan anggaran dikendalikan oleh pejabat pengelola 
keuangan sehingga terdapat sinkronisasi dengan 
barang milik negara. 

4. Pimpinan instansi pemerintah menggunakan fungsi 
manajemen informasi untuk mendapatkan data 
operasional yang penting dan mendukung upaya 
penyempurnaan sistem informasi sesuai perkem­
bangan teknologi informasi. 

5. Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan 
penggunaan yang tidak sah dan membangun inter­
aksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatan 
yang lebih rendah. 

6. Pimpinan lnstansi Pemerintah memberi perhatian 
yang besar pada pegawai operasional dan 
menekankan pentingnya pembinaan sumber daya 
manusia yang baik. 

7. Pimpinan lnstan·si Pemerintah memandang penting 
dan merespon informasi hasil pengawasan. 
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Pimpinan Unit Kerja memiliki sikap yang positif dan 
responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan 
keuangan, penganggaran, program dan kegiatan, 
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pimpinan lnstansi Pemerintah mengetahui dan ikut 

berperan dalam isu penting pada laporan keuangan 
serta mendukung penerapan prinsip-prinsip dan 
estimasi akuntansi yang konservatif. 

2. Pimpinan lnstansi Pemerintah mengungkapkan 
semua informasi keuangan, anggaran, dan program 
yang diperlukan agar kondisi kegiatan dan keuang­
an lnstansi Pemerintah tersebut dapat dipahami 
sepenuhnya. 

3. Pimpinan instansi pemerintah menghindari 
penekanan pada pencapaian hasil-hasil jangka 
pendek. 

4. Pegawai tidak menyampaikan laporan pencapaian 
target yang tidak tepat atau tidak akurat. 

5. Fakta tidak dibesar-besarkan.:dan estimasi anggaran 
tidak ditinggikan sehingga menjadi tidak wajar. 

Pimpinan Un.it Kerja tidak melakukan mutasi pegawai 
yang berlebihan di fungsi-fungsi kunci, seperti pe­
ngelolaan kegiatan operasional dan program, akuntansi 
atau pemeriksaan intern, yang mungkin menunjukkan 
adanya masalah dengan perhatian lnstansi Pemerintah 
t e r h a d a p p e n g e n d a I i a .n i n t e r n , d e n g a n m e m p e r­
timbangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Tidak adanya mutasi pimpinan lnstansi pemerintah 

yang berlebih, yang berkaitan dengan masalah­
masalah pengendalian intern. 

2. Pegawai yang menduduki posisi penting tidak keluar 
(mengundurkan diri) dengan alasan yang tidak 
terduga. 
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3. Adanya tingkat perputaran (turnover) pegawai yang 
tihggi, yang dapat melemahkan pengendalian 
intern. 

4. Perputaran pegawai yang tidak berpola yang 
mengindikasikan kurangnya perhatian pimpinan 
lnstansi Pemerintah terhadap pengendalian intern. 

D. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 
Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai 
dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka 
pencapaian tujuan lnstansi Pemerintah. Hal-hal yang 
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1. Wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dengan 

jelas di dalam lnstansi pemerintah dan dikomunika­
sikan kepada semua pegawai. 

2. Pimpinan lnstansi Pemerintah memiliki tanggung 
jawab sesuai kewenangannya dan bertanggung 
jawab atas keputusan yang diambilnya. 

3. Pimpinan lnstansi Pemerintah riiemiliki prosedur 
yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan 
tanggung jawab yang didelegasikan. 

Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa 
wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya ter­
kait dengan pihak lain dalam lnstansi Pemerintah yang 
bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan 
adalah sebagai berikut: 
1. Uraian tugas secara jelas menunjukkan tingkat 

wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan 
pad a jabatan yang bersangkutan. 

2. Uraian tugas dan evaluasi kinerja merujuk pada 
pengendalian intern terkait tug as, tanggung jawab, 
dan akuntabilitas. 
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Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa 
pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait 
dengan penerapan SPIP. Hal-hal yang perlu diper­
tim bang kan adalah sebagai berikut: 
1. Pegawai, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawabnya, diberdayakan untuk mengatasi masalah 
atau melakukan perbaikan. 

2. Untuk penyelesaian pekerjaan terdapat kese­
imbangan antara pendelegasian kewenangan yang 
diterima dengan keterlibatan pimpinan yang lebih 
tinggi. 

E. Kebijakan dan Praktik Pembinaan Sumber Daya 
Manusia 
Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999, antara lain dinyatakan bahwa 
kelancaran penyelenggaraan tug as pemerintahan dan 
pelaksanaan pembanggunan nasional sangat ter­
gantung pada kemampuan aparatur negara, khususnya 
Pegawai Negeri Sipil. Karena itu, dalam rangka men­
capai tujuan ·pembangunan nasional, untuk mewujud­
kan masyarakat yang taat hukum, berperadaban 
modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi 
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur 
aparatur negara yang bertugas sebagai abdi 
masyarakat yarig menyelenggarakan pelayanan secara 
adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi ); 
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang­
undang Dasar 1945 

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan 
dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil 
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guna, diperlukan sistem pembinaan Pegawai Negeri 
Sipil yang mampu memberikan keseimbangan 
terjaminnya hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, 
dengan misi tiap satuan organisasi pemerintah untuk 
memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu disusun 
·pola karier yang memungkinkan potensi Pegawai 
Negeri Sipil dikembangkan seoptimal mungkin dalam 
rangka misi organisasi peinerintah yang akhirnya 
pencapaian tujuan nasional dapat dilaksanakan secara 
lebih efektif. 
1. Sistem Pembinaan Kader Pegawai 

Sistem pembinaan karier pegawai harus disusun 
sedemikian rupa, sehingga menjahlin terciptanya 
kondisi objektif yang dapat mendorong peningkat­
an prestasi pegawai. Hal tersebut dapat dimungkin­
kan apabila penempatan pegawai negeri sipil di­
dasarkan atas tingkat keserasian antara persyaratan 
jabatan dengan kinerja pegawai yang bersangkutan. 

Sistem pembinan karier pegawai pada hakekatnya 
adalah suatu upaya sistematik, terencana yang men­
cakup struktur dan proses yang menghasilkan ke­
selarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan 
organisasi. 

Komponen yang terkait dengan sistem pembinaan 
karier pegawai meliputi: 
a. Misi, sasaran, dan prosedur organisasi, yang me­

rupakan indikator kinerja, kebutuhan prasarana . 
dan sarana termasuk kebutuhan kualitatif dan 
kuantitatif sumber daya manusia yang meng­
awakinya. 

b. Peta jabatan, yang merupakan refleksi komposisi 
jabatan, yang secara vertikal menggambarkan 
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struktur kewenangan tug as dan tanggung jawab 
jabatan dan secara horisontal menggambarkan 
pengelompokan jenis dan spesifikasi tugas 
dalam organisasi. 

c. Standar konferensi, yaitu tingkat kebolehan, 
lingkup tug as dan syarat jabatan yang· .rarus di­
penuhi untuk menduduki suatu.jabat'an agar 
dapat tercapai sasaran organisasi yang menjadi 
tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari 
pemangku jabatan. 

d. Alur karier, yaitu pola alternatif lintasan perkem­
bangan dan kemajuan pegawai negari sepanjang 
pengabdiannya dalam organisasi. Sesuai dengan 
filosofi bahwa perkembangan karier pegawai 
harus mendorong peningkatan prestasi pegawai. 

Alur karier adalah pola gerakan posisi pegawai 
baik secara horisontal maupun vertikal selalu 
mengarah pada tingkat posisi yang lebih tinggi. 
1) Standar penilaian kinerja pegawai, yaitu 

instrumen untuk mengukur tingkat kinerja 
pegawai di bandingkan dengan standar 
konipetensi jabatan yang sedang dan akan di­
duduki pegawai yang bersangkutan. 

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, yaitu 
upaya untuk menyelaraskan kinerja pegawai 
dan atau orang dari luar organisasi yang akan 
menduduki suatu jabatan dengan standar 
kompetensi yang ditetapkan. Upaya ini di 

· lakukan melalui jalur pendidikan, pelatihan 
pra jabatan, dan atau pelatihan di dalam jabat­
an. 

3) Rencana Suksesi (Succession Plan}, yaitu 
rencana mutasi jabatan yang disusun ber-
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dasarkan tingkat potensi pegawai, dikaitkan 
dengan pol a jabatc::n dan standar kompetensi. 
Rencana suksesi disusun dengan memperhati­
kan perkiraan kebutuhan organisasi men­
datang dikaitkan dengan perencanaan 
pegawai dan hasil pengkajian potensi 
pegawai. 

Oleh karena itu tahapan pembinaan karier sesuai 
makna Keputusan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan PP nom or 100 Tahun 2000 jo PP nom or 
13 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: 
a. Perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional 

maupun dari jabatan fungsional ke struktural 
baik secara horisontal, vertikal maupun diagonal 
serta perpindahan wilayah kerja; 
1) Perpindahan jabatan secara horisontal adalah 

perpindahan jabatan pad a tingkat eselon dan 
pang kat jabatan yang sam a; 

2) Perpindahan jabatan secara vertikal adalah 
perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan 
(promosi); 

3) Perpindahan jabatan secara diagonal adalah 
perpindahan jabatan dari jabatan struktural 
ke fungsional dan sebaliknya. 

b. Dengan mengacu pada peraturan perundang­
undangan kepegawaian yang ada, pol.a karier 
bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dijelaskan 
dengan tahapan sebagai berikut: 
1) Tahapan Pengadaan pegawai merupakan 

usaha mendapatkan pegawai dari pasar kerja · 
masyarakat melalui sistem seleksi yang di­
dasarkan atas persyaratan jabatan. 
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2) Tahapan orientasi merupakan usaha pelatihan 
dengan cara memberikan tugas khusus yang 
terprogram dalam waktu tertentu sehingga 
pegawai: 
a) Mempunyai gambaran secara umum 

tentang kegiatan organisasi; 
b) Mempunyai gambaran tentang upaya 

yang harus dilaksanakan untuk pe­
ngembangan kemampuan dasarnya men­
jelang tugas yang akan dipangkunya. 

Dalam tahap ini, tugas dan tanggungjawab pe­
laksana pengembangan pegawai melakukan me­
monitor bakat, minat dan potensi pegawai tersebut 
guna penetapan pegawai selanjutnya secara tepat. 
a. Pelatihan Pra Tugas merupakan suatu catatan 

mengenai prestasi kerja dan potensi pegawai 
yang bersangkutan selanjutnya diidentifikasi 
pendidikan dan pelatihan teknis yang dibutuh­
kan, yang diikuti dengan penilaian dan seleksi 
guna penetapan pegawai yang sejauh mungkin 
sesuai dengan bakat dan minatnya. 

b. Penetapan dalam rangka Pengembangan Potensi 
merupakan pengamatan bakat dan minat 
pegawai tersebut, pegawai diarahkan untuk di­
tugaskan dalam jabatan-jabatan yang memerlu­
kan syarat kualifikasi teknis dan kemampuan pe­
ngenalan kegiatan manajemen. Penugasan pada 
tahap ini diatur sedemikian rupa, sehingga pegawai 
yang bersangkutan memperoleh serangkaian 
pembekalan melalui kursus dan pengalaman baik 
teknis operasional maupun manajerial. 

c. Penugasan dalam rangka Pemantapan Profesi 
ditinjau secara selektif pegawai ditugasi: 
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1) Sebagai Pejabat Struktural sesuai dengan ke­
mampuannya guna mendapatkan kehlampu­
an manajerial yang bersangkutan agar dapat 
meniti jenjang jabatan yang lehih tinggi, atau 

2) Sebagai Pejabat Fungsional untuk dcpat me­
nerapkan dan mengembangkan kemampuan 
sesuai bidang keahliannya. 

d. Tahapan Pematangan Profesi ditinjau secara 
selektif pegawai ditugaskan pada jabatan yang 
lebih tinggi dengan spesifikasi sebagai berikut: 
1) Untuk jabatan struktural, bagi mereka yang 

mempunyai kemampuan untuk mengarahkan 
dan menetapkan kebijakan dibidang tugas 
masing-masing, sejalan dengan misi organisasi 
dan arah kebijaksanaan pimpinan organisasi. 

2) Untuk jabatan fungsional yang mempunyai 
tingkat pengetahuan, kemampuan menalar, 
menilai dan memecahkan masalah yang 
dihadapi secara ilmiah. 

2. Pola Karier Pegawai. 
Untuk dapat menciptakan sistem pembinaan karier 
pegawai, perlu dirancang suatu pola karier pegawai 
yang sesuai dengan misi organisasi, budaya 
organisasi dan kondisi perangkat pendukung sistem 
kepegawaian yang berlaku bagi organisasi, sesuai 
dengan peraturan perundangan pegawai negeri sipil 
yang berlaku. 

Pola Karier Pegawai Negeri Sipil adalah pola 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambar­
kan alur pengembangan karier yang menunjukan 
keterkaitan dan keserasi~m antara jabatan, pang kat, 
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pendidikan dan p_elati~an jabatan, kompetensi, serta 
masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak 
pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu 
sampai dengan pensiun (PP No. 100 Tahun 2000 jo 
PP No. 13 Tahun 2002). 

Memperhatikan definisi tersebut di atas, tampak 
bahwa bagaimanapun bentuknya pola karier 
cenderung disusun untuk kepentingan pegawai, 
walaupun harus tetap diarahkan agar pol a karier ter­
se but dititik beratkan pada optimalisasi kontribusi 
pegawai kepada organisasi. 

Pola karier pada umumnya mempunyai satu atau 
lebih dari beberapa tujuan di bawah ini: 
a. Untuk lebih mendayagunakan setiap jenis ke­

mampuan profesional yang disesuaikan dengan 
kedudukan yang dibutuhkan dalam setiap unit 
organisasi; 

b. Pemanfaatan seoptimal mungkin sutnber daya 
manusia pada setiap satuan organisasi sesuai 
dengan kompetensinya dan terarah pada misi 
organisasi; 

c. Membina kemampuan, kecakapan, keterampilan 
secara efesien dan rasional, sehingga potensi, 
energi, bakat dan motivasi pegawai tersalur 
secara obyektif kearah tercapainya tujuan 
organisasi; 

d. Dengan spesifikasi tugas yang jelas dan tegas 
serta tanggung jawab, hak dan wewenang yang 
telah terdistribusikan secara seimbang dari 
seluruh jenjang organisasi, diharapkan setiap 
pemangku jabatan dapat mencapai tingkat hasil 
yang maksimal; 
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e. Dengan tersusunnya Pola Karier Pegawai dan 
telah teraturnya pengembangan karier, maka 
setiap pegawai akan mendapatkan gambaran 
mengenai jabatan-jabatan, kedudukan dan jalur 
yang mungkin dapat dilalui dan dicapai, serta 
persyarata n-persya rata n yang harus d ipenu hi 
guna mencapai jabatan dimaksud. Dengan 
tersusunnya pola karier pegawai setiap pegawai 
akan dapat diperhatikan perkembangannya 
demikian pula bagi mereka dimungkinkan 
peningkatan jabatan mulai dari jabatan yang 
paling rendah sampai ketingkat yang lebih tinggi 
secara obyektif dan adil; 

f. Pola karier pegawai merupakan dasar bagi setiap 
pimpinan organisasi dalam rangka pengambilan 
keputusan yang berkait dengan sistem mana­
jemen kepegawaian; 

g. Bila terdapat perpaduan yang serasi antara 
kemampuan, kecakapan/keterampilan dan 
motivasi dengan jenjang penugasan, maka 
jabatan yang tersedia akan menghasilkan 
manfaat dan kapasitas kerja yang optimal. 
Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil pada 
setiap satuan organisasi pemerintah diharapkan 
dapat lebih profesional dalam mengantisipasi 
tantangan yang dihadapi pada saat ini. 

3. Pemantapan Sistem Pendidikan dan Latihan, 
meliputi: 
a. Pengembangan standar pendidikan dan pelatih-

an sesuai dengan persyaratan jabatan. 
1) DIKLAT Manajemen Berjenjang terutama 

untuk Jabatan Struktural 

146 Modul Pelatihan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian 



2) DIKLATTeknis dan Fungsional terutama untuk 
Jabatan Fungsional. · · 

b. Pengembangan Sistem ldentifikasi Kebutuhan 
akan DIKLAT (IKAD) dikaitkan dengan pe­
menuhari persyaratan Jabatan dari/atau pem­
binaan karier. 

c. Pengembangan Sistem Evaluasi Pasca DIKLAT 
(EPAD) yang berkaitan dengan evaluasi: 
1) Kesesuaian DIKLAT dengan penempatan; 
2) Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan 

pelaksanaan pekerjaan; 
3) Kemampuan pegawai dalam menyerap materi 

Diklat dikaitkan dengan pelaksanaan tugas. 
d. Pegembangan Sistem Manajemen penyeleng­

garaan DIKLAT terpadu. 

4. Kebijakan Pola Karier Pegawai 
Dalam rangka penyusunan karier pegawai, 
organisasi dipandang sebagai satuan kegiatan yang 
berorientasi pada misi dan fungsi organisasi, tidak 
didasarkan pada struktur organisasi. 
a. Adapun penyusunan Pola Karier melalui pen­

dekatan misi dan fungsi organisasi berdasarkan 
pertimbangan bahwa misi pemerintahan relatif 
tetap, walaupun struktur organisasi pemerintah­
an dapat berubah. Sedangkan pendekatan 
melalui struktur organisasi relatif lebih rentan, 
karena selalu disesuaikan dengan perubahan 
strategi organisasi dan kondisi lingkungan 
organisasi yang selalu berubah; 

b. Pendekatan Okupasional merupakan suatu 
dimensi organisasional, spesifikasi pegawai 
didasarkan pada standar kompetensi jabatan, 
karena spesifikasi keahlian dengan pendekatan 
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latar belakang pendidikan belum menjamin 
. kesesuaiannya. Dengan standar kompetensi 
jabatan yang terlingkup di dalamnya, tidak hanya 
standar kinerja namun dipengaruhi pula oleh 
misi, sistem manajemen dan budaya !<erja 
organisasi. Sesuai dengan arah Undang Undang 
nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, wewenang instansi pusat cenderung 
mengarah pada perumusan kebijakan, pe­
rencanaan strategik, regulasi, fasilitas, motivasi 
dan pengendalian. Sedangkan wewenang 
Pemerintah Daerah cenderung pada manajemen 
·operasional dan atau pelayanan kepada 
masyarakat. Oleh karena itu spesifikasi keahlian 
yang harus dimiliki cenderung pada lintas 
disiplin. Sedangkan keahlian, kebutuhan akan 
spesialistik relatif terbatas. Sesuai dengan konsep 
bahwa pola karier pegawai didasarkan atas misi 
dan fungsi organisasi, maka pengelompokan 
jabatan tidak didasarkan pada struktur 
organisasi, melainkan didasarkan atas rumpun 
jabatan. 

5. Rumpun jabatan 
R u m p u n j a bat a n ad a. I a h h i m p u n a n j a bat a n y a n g 
mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat 
satu sama lain, dalam rangka melaksanakan fungsi 
organisasi. 

Kriteria penentuan rumpun jabatan adalah sebagai 
berikut: 
a. Terintegrasi dalam kelompok kegiatan yang 

mempunyai saluran teratur dalam melaksanakan 
fungsi tiap satuan organisasi. 
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b. Memiliki sifat tugas yang sama: 
1) Memiliki kemampuan, dan/atau persamaan 

obyek pekerjaan. 
2) Memiliki kemiripan dan/atau persamaan 

metode pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan 
penentuan peringkat jabatan yang seharus­
nya merupakan bag ian dari klasifikasi jabatan 
nasional hingga saat ini belum ditetapkan. 

6. Peringkat jabatan 
Peringkat jabatan adalah pengelompokan jabatan 
berdasarkan persamaan tingkat-tingkat pekerjaan 
serta rlilai relatif tiap jabatan. Hingga saat ini 
peringkat jabatan pimpinan (jabatan struktur) 
ditentukan berdasarkan eselonisasi jabatan yang 
diatur oleh PP nomor 100 Tahun 2000 jo PP nom or 
13 Tahun 2002 beserta tambahan dan perubahan­
nya. Sedangkan untuk jabatan fungsional ditetap­
kan berdasarkan UU nomor 8 Tahun 1974 jis UU 
nomor 43 Tahun 1999 dan PP nomor 16 Tahun 1994 
dan Keputusan Presiden, nom or 87 Tahun 1999 yang 
realisasinya masih terbatas. Namun demikian 
mengingat klasifikasi jabatan memerlukan upaya 
yang memakan waktu untuk menyelesaikannya, 
kiranya dalam penyusunan konsep Pola Karier 
Pegawai Negeri Sipil peringkat jabatan struktural 
masih mengacu pada ketentuan eselonering dan 
peringkat jabatan fungsional yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 

7. Pendekatan Individual 
a. Pengadaan Pegawai konsekuensi dari penerapan 

penempatan pegawai berdasarkan standar 
kompetensi, maka pengangkatan pertama 
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--------------

Pegawai Negeri Sipil harus ditempuh melalui 
tahapan sebagai beriku~: 
1) Seleksi calon pe.gawai dilakukan melalui 

~ptitude test mengenai bakat, minat, 
temperamen, _disamping test menge_nai 
pengetahuan dasar yang berkaitan dengan 
syarat jabatan yang akan diduduki. Dengan 
demikian identifikasi tentang potensi pegawai 
telah dideteksi sejak rekrutmen. 

2) Pendidikan dan pelatihan antara (bridging 
course) yang cukup mendalam meliputi 
pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang 
hal yang berkaitan dengan lingkup tugas, 
budaya kerja, serta wawasan yang diperlukan 
di lingkungan Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan. 

3) Pemantauan potensi calon pegawai. Selama 
masa magang (masa percobaan antara 1 s/d 2 
Tahun) calon pegawai ditempatkan pada pel­
bagai unit yang rei evan dengan latar belakang. 
pendidikan, hasil aptitude test dan hasil ujian 
dari Diklat antara sebelum penempatan 
definitif. 

b. Standar Kompetensi Jabatan perlu dilaksanakan 
anal isis jabatan yang dilanjutkan dengan evaluasi 
jabatan. Untuk melakukan evaluasijabatan dalam 
rangka menetapkan standar kompetensi perlu 
ditetapkan faktor-faktor yang digunakan sebagai 
tolakukur untuk menetapkan nilai pekerjaan (job 
value). 

Sebagai contoh, faktor-faktor yang digunakan 
untuk evaluasi jabatan antara lain: 
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1) ling kat kompleksitas tug as; 
2) Tingkat tanggung jawab; 
3) Tingkat pengetahuan, keterampilan dan 

keahlian dikaitkan dengan tingkat kinerja 
yang ditetapkan; · 

4) Kondisi lingkungari. 
Penentuan faktor-faktor tersebut lazimnya 
disesuaikan dengan karakteristik dan misi 
organisasi. 

Apabila penyusunan· standar kompetensi 
dilaksanakan melalui prosedur baku dibutuhkan 
waktu panjang dan biaya yang cukup tinggi.­
Untuk dapat mengimplementasikan konsep pol a 
karier yang disusun, perlu ditempuh "terobosan" 
yang pragmatis dengan memperlakukan pe­
netapan dimensi kinerja, yang dikaitkan dengan 
k rite r i a k o m pete n s i m a s i n g - m a s i n g t i n g ka t 
manajemen, tanpa harus menyusun standar 
kompetensi setiap jabatan, 

c. Pengkajian Kinerja Pegawai 
Pengkajian kinerja pegawai digunakan instrumen 
penilaian kinerja melalui dimensi pekerjaan. 
Dimensi pekerjaan adalah faktor-faktor pekerjaan 
yang menggambarkan ciri/kekhasan suatu 
jabatan yang dipergunakan sebagai tolak ukur 
untuk penetapan standar kompetensi dan dasar 
penilaian kinerja pemangkunya serta keperluan 
manajemen pegawai lainnya. 

Untuk melakukan pengkajian kinerja salah satu 
upayanya adalah perlu dibentuk, "forum" sebagai 
wadah penilaian kinerja (assessment center) yang 
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berfungsi sebagai penyiap bahan pengambilan 
keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT) sesuai dengan PP 
nomor 100 Tahun 2000 jo PP nomor 13 Tahun 
2003. 

Dalam rangka mendukung manajemen unit 
kerja/organisasi, personil/sumberdaya manusia 
sangat memegang peranan penting dalam 
pencapaian tujuan dan kinerja. Beberapa hal 
penting yang perlu mendapatkan perhatian dari 
pimpinan, yaitu: 
1) Prakondisi untuk penyusun pola pembinaan 

karier pegawai adalah perlu disusunnya: 
b) Klasifikasi jabatan PNS 
c) Standar Kompetensi Jabatan PNS 
d) Standar penilaian yang berorientasi 

Kinerja. 
2) lnstrumen yang mutlak harus dipersiapkan 

untuk menyusun pola karier PNS adalah: 
a) Misi, sasaran organisasi yang dapat dijadi­

kan dalam prosedur organisasi yang jelas 
dengan menegakkan prinsip-prinsip rasio­
nalisasi, efektivitas dan efisiensi; 

b) Peta jabatan yang mengacu pada misi 
sasaran, struktur kewenangan organisasi 
dan spesifikasi jabatan. 

c) Alur karier yang disusun berdasarkan peta 
jabatan 

d) Rencana suksesi (sucsession plan) yang 
terbuka bagi PNS sesuai dengan 
Kompetensi jabatannya. 
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3) Penjelasan mengenai Dimensi Kinerja. 
a) Perencanaan dan pengorganisasiar; 

Kecakapan untuk mengembangkari sasar­
an secara · realistik, menentukan arah .ke­
giatan secara efektif, · kemampuan 
memberikan tugas kepada pawahan dan 
dalam penggunaan sumber daya dan 
waktu. 

b) Pengeinbangan keputusan 
Kemampuan untuk pengambilan keputus­
an .dengan penuh keyakinan dan tepat 
waktu. 

c) Pelimpahan wewenang/pekerjaan 
Kemampuan untuk membagf beban kerja 
dan tanggung jawab secara berimbarig 
kepada bawahan serta · meng'koordinasi­
kan pe.laksaannya. 

d) Kemampuan analisis 
Kecakapan untuk mendekati masalah 
secara menyeluruh dengan teliti dan 
sistematis . 

. e) P.enyesuaian (adaptasi) · 
Kecakapan untuk memahami dan 
menyesuaikan dengan gagasan, tata cara 
dan permasalahan baru. 

f) Kemampuan Pengawasan 
Kemampuan u ntu k mengawasi/me-. 
ngendalikan sehingga tercipta suasana 
kerja yang produktif, membimbing dan 
mengarahkan bawahan serta mendorong 
orang lain untuk berbuat yang terbaik. 

g) Prakarsa · 
Kemampuan untuk bekerja tanpa bim­
bingan dan mengembangkan rencana-
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rencana, metode dan gagasan untuk 
mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 

4) Kerjasama 
Kemampuan untuk bekerja secara kelompok 
demi tercapainya sinergi organisasi. 

5) Komunikasi/neg.osiasi 
Kemampuan untuk berbicara dan menyakin­
kan orang lain, bernegosiasi serta kecakapan 
untuk menulis secara jelas dan ringkas. 

6) Kemampuan teknis 
Kecakapan memahami substansi, informasi, 
tata cara dan teknik-teknik yang diperlukan 
u n t u k me I a k san aka n tug a ·s yang men j ad i 
tanggung jawab. 

7) Kemampuan administrasi 
Penguasaan kebijakan administratif, tata cara 
dan peraturan serta kemampuan penerap­
annya secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen 
sampai dengan pemberhentian pegaw~i. Hal-hal yang 
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1. Pimpinan lnstansi Pemerintah mengkomunikasikan 

kepada pengelola pegawai mengenai kompetensi 
pegawai baru yang diperlukan atau berperan serta 
dalam proses penerimaan pegawai. 

2. lnstansi Pemerintah sudah memiliki standar atau 
kriteria rekrutmen dengan penekanan pada pen­
didikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku etika. 

3. Uraian dan persyaratan jabatan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 

4. Terdapat program orientasi bagi pegawai baru dan 
program pelatihan berkesinambungan untuk semua 
pegawai. 
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5. Promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai 
didasarkan pada penilaian kinerja. 

6. Penilaian kinerja didasarkan pada tujuan dan 
sasaran dalam rencana strategis lnstansi Pemerintah 
bersangkutan. 

7. Nilai integritas dan etika termasuk kriteria dalam 
penilaian kinerja. 

8. Pegawai diberikan umpan balik dan pembimbingan 
untuk meningkatkan kinerja serta diberikan saran 
perbaikan. 

9. Sanksi disiplin atau tindakan diberikan atas. 
pelanggaran kebijakan atau kode etik. 

1 O.Pemberhentian pegawai dilakukan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

Pimpinan unit perlu melakukan penelusuran latar 
belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Hal­
hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Calon pegawai yang sering berpindah pekerjaan 

diberi perhatian khusus. 
2. Standar p~nerimaan pegawai harus mensyaratkan 

adanya investigasi atas catatan kriminal calon 
pegawai. 

3. Referensi dan atasan calon pegawai di tempat kerja 
sebelumnya harus dikonfirmasi. 

4. ljazah pendidikan dan sertifikasi profesi harus 
d ikonfi rmasi. 

Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Pimpinan lnstansi Pemerintah memberikan panduan, 

penilaian, dan pelatihan di tempat kerja ke-
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pada pegawai untuk memastikan ketepatan 
pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahpaham­
an, serta mendorong berkurangnya tindakan 
pelanggaran. 

2: Pimpinan lnstansi Pemerintah memastikan bahwa 
pegawai memahami dengan baik tugas, tanggung 
jawab, dan harapan pimpinan lnstansi Pemerintah. 

*** 
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A. Pengertian 

BABV 
PROSEDUR 

Prosedur adalah rangkaian (urut-urutan) dari beberapa 
perintah atau statemen· atau aturan yang mewakili 
aktivitas, yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang 
dengan peralatan dan waktu tertentu untuk mencapai 
tujuan yang diharapkan sesuai dengan kebijakan 
pimpinan yang telah digariskan. Dengan kata lain, 
prosedur merupakan pedoman yang sangat spesifik 
dan secara rinci menggambarkan langkah-langkah 
secara kronologis yang harus dilakukan untuk men­
capai tujuan atau bagian dari tujuan. 

Prosedur diciptakan manajemen pada dasarnya 
mempunyai tujuan mengendalikan personil dalam 

· organisasi sehingga menjamin tercapainya tujuan 
secara ekonomis dan efisien. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa filosofi diciptakan prosedur adalah 
mengarahkan personil organisasi dalam bertindak 
secara sistematis gun a mendukung tercapainya tujuan 
organisasi. 

B. Peranan Prosedur 
Dari segi pelaksana, prosedur rilemberikan pedoman 
atau arah yang jelas tentang apa yang harus dilakukan 
untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Tanpa 
prosedur yang jelas, suatu pekerjaan mung kin akan. 
terlaksana. secara tump~ng tindih antar.a satu unit 
organisasi dengan organisasi lain, karena keduanya 
merasa berhak urituk melaksanakannya. Di lain pihak, 
mungkin ada pekerjaan laihyang tidak atau terlambat 
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dikerjakan, karena tidak satu pun unit organisasi yang 
merasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya, 
atau tidak terangkai' pekerjaan yang satu dengan yang 
lain secara tepat. Jadi prosedur erat pula kaitannya 

dengan pembagian 'tungsi dalam organisasi. 

Prosedur yang baik harus mampu memberikan 
kejelasan bagi personil yang melaksanakan. Dengan 
demikian, prosedur harus dibuat sederhana dan 
mengacu pada tugas pokok dan fungsi, ditetapkan 
secara tertulis, mud'ah dipahami, dan disosialisasikan 
kepada pihak yang berkepentingan g~na memberikan 
pelayanan prima kepada pengguna jasa (stakeholders). 

Dari sudut pengeridalian intern, prosedur adalah 
langkah-langkah yang diciptakan oleh manajemen 
untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
tujuan organisasi akan dicapai. Pelaksanaan prosedur 
dapat dilakukan oleh manusia, seca_ra komputerisasi 
dan dapat pula merupakan gabungan antarq manusia 
dan langkah-langkah komputerisasi. 

C. Penyusunan Prosedur 
Prosedur sangat memegang peranan penting dalani 
organisasi karena prosedur merupakan langkah­
langkah tertentu yang diciptakan manajemen untuk 
memberikan keyakinan yang mem.ad.qi bahwa tujuan 
organisasi akan tercapai. Dengan d·eniikian, masalah 
penting berikutnya adalah cara atau proses penyusun­
an prosedur yang baik agar prosedur tersebut benar­
benar dapat diandalkan sebagai salah satu sarana 
pengendalian intern dan dapat memberikan keyakinan 
yang memadai daram rangka pencapaian tujuan 
organ isasi secara efisien. 
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Faktor pertama yang perlu dipertimbangkan adalah 
·melakukan identifika5i ata5 tujuan apa yang hendak 
dicapai dari pro5edur yang akan dibuat. Seperti 
diketahui, pro5edur merupakan langkah-langkah 
kongkrit dari kebijakan, 5edangkan kebijakan merupa­
kan· pernyataan atau pedoman untuk mencapai tujuan 
organi5a5i, maka dapat dikatakan bahwa tujuan 
pro5edur haru5 5ejalan dan mendukung tujuan 
organi5a5i. 

Sebagai contoh; dalam 5Uatu in5tan5i pemerintah 
Kecamatan/Kelurahan yang melayani pembuatan dan 
perpa nja ng an Ka rtu Ta nda Pend ud u k (KTP). Tujua n 
yang hendak dicapai adalah "mengutamakan kepua5an 
m a 5 y a r a kat". K e b i j a k a n y a n g d if o r m u I a 5 i k a n u n t u k 
tujuan ini adalah; "memberikan pelayanan pembuatan 
KTP kepada ma5yarakat dengan cepat dan nyaman". 
Langkah pertama dalam menciptakan pro5edur 
pelayanan KTP adalah mengidentifika5i tujuan pro5edur 
yang mendukung tujuan unit tadi. Dalam hal ini tujuan 
pro5edur yang dapat diciptakan adalah; Kecepatan dan 
kenyamanan di dalam proses pembuatan KTP. 
Dengan teridentifikasinya tujuan pro5edur tersebut 
maka langkah-langkah yang dibuat dalam prosedur 
penguru5an KTP akan terarah, mi5alnya: 
1. Mengambil formulir permohonan KTP di-loket A. 
2. Mengi5i formulir terse but. 
3. Menyertakan formulir tersebut ke loket B disertai 

dengan keterangan RT/RW dan foto ukuran 2 x 3 
sebanyak 3 lembar. 

4. Berda5arkan tanda terima yang diperoleh dari loket 
B maka pemohon harus membayar di loket C. 

5. Dalam waktu 3 hari KTP dapat diambil di loket A 
kembali. 
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Langkah-langkah tersebut cukup jelas, ringkas 
sehingga tidak memerlukan waktu lama (cepat) dan 
cukup memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang 
memohon KTP karena yang bersangkutan cukup 
berurusan dengan petugas di loket A sampaai dengan 
C (tidak perlu menemui kepala Camat/Kelurahan untuk 
minta.tanda tangan sendiri misalnya). Dalam hal ini 
prosedur yang dibuat cukup mendukung tujuan unit 
dan kebijakan yang telah digariskan karena tujuan 
prosedur telah teridentifikasi dengan tepat yaitu: 
"Kecepatan dan kenyamanan dalam proses pembuatan 
KTP". Tanpa identifikasi tujuan yang tepat, prosedur 
yang dibuat akan bertele-tele, sehingga tidak efisien, 
misalnya: 
1. Pemohon KTP harus meminta sendiri tanda tang an 

Kepala Camat/Kelurahan. 
2. Loket pengambilan formulir dan pengambilan KTP 

yang sudah jadi dipisahkan sehingga ada loket ke-4 
(loket D). 

Faktor kedua yang harus diperhatikan dalam pe­
nyusunan prosedur adalah pengorganisasian dari 
penyusunan prosedur tersebut. Pengorganisasian 
dimaksud-kan untuk memberikan kejelasan mengenai 
pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan 
wewenang serta menggambarkan hubungan antara 
satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga dapat 
pula disusun suatu struktur organisasi yang memadai. 

Dalam kasus pembuatan KTP tersebut, dari analisis 
pengorganisasian diperoleh struktur organisasi unit 
pemrosesan KTP, yaitu terdiri dari 3 loket (A, B, dan C). 
Tug as, fungsi, tanggung jawab dan wewenang petugas 
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masin·g-masiDg loket telah dapat ditetapkan dengan 
jelas, yaitu: 
§ Petugas loket A 

§ Petugas loket B . 

§ Petugas loket C 

membagi formulir perriwhonan 
KTP dan menyerahkan KTP 

. yang sudah jadi. 
memproses permohonan KTP 
(meneliti data pemohon, me­
ngetik KTP, meminta tanda 
tangan Kepala Camat/Kelurah­
an dsb). 
menerima pembayaran biaya 
pengurusan KTP. 

Det:lgan pengorganisas·ian yang jelas, kegiatan akan. 
terkoordinasi dengan baik. Tidak ada tumpang tindih 
kegiatan atau sebaliknya tidak ada satu kegiatan yang 
tidak dilaksanakan. 

D. Persyaratan Prosedur 
Pimpinan unit kerja perlu membuat prosedur kerja 
sebagai ·sarana pengendalian intern. Penyusunan 
prosedur dan .implementasinya pe.rlu memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Dapat"menggambarkan kebijakan secara ekspllsit. 
2. PrbsedLir ha·rus memiliki tujuan yang dapat di­

. identifikasi secara jelas. 
3. Pengorganisasian prosedur harus dapat menunjang 

tercapainya tujuan. 
4. Penyusunan prosedur harus didukung dengan 

kebijakan yang memadai. 
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait harus 

dipertimbangkan dalam penyusunan prosedur .. 
6. Penempatan personil dalam pelaksanaan prosedur 

harus memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. 
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7. Prosedur harus d'buat sederhana, efisien, tidak kaku · 
dan aman, kecuali untuk kegiatan yang bersifat 
mekanis maupun teknis. . 

8. Kegiatan-kegiatan atau langka.h-langkah di dalam 
p r o s e d u r h a r u 's t e r I< o o r d i n a s i d a n t e i' d a p a t 
pengecekan intelrnal di dalamnya. 

9. Dituangkan seca.ra tertulis dan mudah dimengerti, 
serta dikomuni~asikan kepada semua pihak yang 
terkait. 

Hasil pelaksanaan Rrosedur harus dibuatkan laporan­
nya dan dilakukan reviu secara berkala~ 

E. Jenis Prosedur 
1 

Prosedur dapat dib~dakan menjadi 2 jenis, yaitu : 
1. Prosedur Teknis: 

Prosedur teknis adalah standar prosedur yang 
sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap prosedur 
diuraikan denga!n sangat teliti sehingga tidak ada 
kemungkinan-kemungkinan variasi yang lain. 
Prosedur teknis: banyak digunakan pada bidang­
bidang antara: lain: teknis, seperti perakitan 
kendaraan berrnotor, pemeliharaan kendaraan, 
pengoperasian alat-alat; kesehatan, pengoperasian 
alat-alat teknis; medical checkup; dan lain-lain. 
Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 
pro-sedur teknis dapat diterapkan pada bidang­
bidang antara :lain: pemeliharaan sarana dan 
prasarana, pemeriksaan keuangan (auditing), ke­
arsipan, korespo:ndensi, dokumentasi, pelayananan 
kepada masyarakat, kepegawaian, dll. · 

2. Prosedur Administratif 
P r o s e d u r a d m i1n i s tr at if a d a I a h p r o s e d u r y a n g 

I 

diperuntukan baqi jenis-jenis pekerjaan vanq 
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bersifat ·administratif. Dalam· penyelenggaraan 
administrasi kepemerintahan lingkup makro, 
prosed u r ad m i n i strati f d a pat d i g u n a k a.n u n t u k 
proses perencanaan, penganggaran, dan lain-lain 
atau secara garis besar: proses dalam siklus 
penyelenggaraan administrasi kepemerintahan. 
Dalam lingkup mikro, prosedur administratif disusun 
untuk proses-proses administratif dalam operasional 
seluru h instansi pemerintah, d'ari mulai level unit 
organisasi yang paling kecil sampai pada level 
organ isasi secara utuh dalam mer1jalankan tupoksi:­
~ya. 

F. Format 
Dua faktor yang· dapat dijadikan dasar dalam penen­
tuan format penyusunan prosedur yang akan dipakai 
oleh suatu organsiasi adalah: 
1. Berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam · 

suatu prosedur. 
2. Berapa banyak langkah dan sub langkah yang 

diperlukan dalam prosedur. 

Format terbaik prosedur adalah yang dapat mem- · 
berikan wadah serta menstranmisikan informasi yang 
dibutuhkan secara tepat dan memfasilitasi implemen=­
tasi prosedur secara konsisten. Format prosedur dapat 
berbentuk: 
1. Langkah sederhana (simple steps) 

Simple steps dapat digunakan jika prosedur yang 
akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan 
memerlukan sedikit keputusan. Format prosedur 

· dapat diguilakan dalam sistuasi dimana hanya ada 
beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur 
yang telah disusun~ Dan biasanya merupakan 
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prosedur rutin. Dalam simple steps ini kegiatan yang 
akan dilaksanakan cenderung sederhana dengan ' 
proses yang pendek. 

2. Tahapan berurutan (Hierarchica/steps) 
Format ini rnerupak'an pengembangan dari simple 
steps, digunakan s~bagai prosedur yang disusun 
panjang, lebih dari ·1 0 langkah dan membutuhkan 
informasi lebih detail, akan tetapi hanya memerlu­
ka n sed i kit peng;am bila n keputusan. Dala m 
hierarchical steps:langkah-langkah yang telah 
diidentifikasi dijaba:rkan ke dalam sub-sub langkah 
secara terperinci. 

· 3. Grafik (Graphic) 
Jika prosedur yang .disusun menghendaki kegiatan 
yang panjang dan Iebar maka format ini dap-at . 
digunakan. Dalam format ini proses yang panjang 
harus dijabarkan kedalam sub proses yang lebih 
pendek yang hanya terdiri dari beberapa langkah. 
Hal ini memudahkan bagi pegawai dalam me­
laksanakan prosedu:r. Format ini juga digunakan jika 
dalam menggambarkan suatu kondisi diperlukan 
adanya suatu foto atau diagram.· 

4. Diagram Alir (Flowchart) 
Flowchart merupakan format yang piasa digunakan 
jika dalam prosedur diperlukan pengambilan ke­
putusan yang banyak (komplek) dan membutuhkan 
jawaban "ya" atau "tidak"yang akan mempengaruhi 
sub langkah berikutnya. Format inl j(jga nienyedia­
ka·n mekanisme yang mudah untuk diikuti dan 
dilaksanakan oleh p'ara pegawai melallli serangkaian 
langkah-langkah tertentu hasil dari keputusan yang 
telah diambil. ' 

· 164 Modul Pelatihan Sistem Pengen:dalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian 



G. Pengesahan Prosedur 

Prosedur ditingkat UPT 9itetapkan oleh pimpinan unit 
kerja, sedangkan untuk unit eselon I ditetapkan 
serendah-rendahnya oleh eselon II. _ 

*** 
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BAB VI 
PENILAIAN TERHADAP 

LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

Penilaian terhadap unsur lingkungan pengendalian 
dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas lingkungan 
pengendalian yang telah dibangun dan untuk memberi 
keyakinan bahwa lingkungan pengendalian suatu unit 
kerja/satker telah tepat dan memadai untuk mendukung 
implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan 
keuangan, pengamanan aset negara dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

A. Sarana dan Aspek Penilaian . 
Sarana penilaian yang diperlukan dalam lingkungan 
pengendalian disajikan pada tabel di bawah ini : 

Tabel Kebutuhan Penilaian Lingkungan Pengendalian 

No Unsur/Sub Unsur Aspek Penilaian 

1. Oganisasi a. Ada/tidaknya bagan organisasi tertulis di instansi 
_yang bersangkutan. 

b. Kesesuaian organisasi dengan IUgas pokok. dan 
rungsi unit kerja/satker. 

c.· Ada/tidaknya mekanisme dan alur pekerjaan serta 
tanggungjawab. 

d. Ada/tidak.nya rentang kendali bagi pimpinan dalam 
organisasi. 

e. Kompetensi penonil yang menduduki jabatan 

f. Pemantauan terhadap operasiorialisasi organisasi 
pada unit kerja/satker datam pelaksanaan keglatan 

g. Ad<i/tidak uraian tugas (Job Discription) 

h. Ada/tidaknya sistem hubungan kerja yang 
terlntegrasi. 

1: Ketepatan pengisian personil dalam organisasi 

j. Ada /tidaknya definis.i wewenang dan 

pendelegasian. 

k. Ada/tidaknya kegiatan sosialisasi organisasi dan 
uraian tvgasnya kepada seluruh personil yang 
didalamnya. 

I. Ada/tidaknya evaluasi secara berkala ter~adap 
organisasi yang telah ada. 

m. Rekomendasi hasil evaluasi tersebut digunakan 
untuk. perbaikan organisasi. 

Dokumen yang Diperlukan 

SK.Mentan No.1 1/Permentan/ 
OT.140/2f2007 Tahun 2007 
tcntang Organisasi dan Tat a 
Kerja Kemtan 

SK. Di~en/l(epala Badan/Ka.UPT 
tentang Organisasi Unit Kerja. 

Penetapan Tim/Penanggung 
Jawab Kegiatan 

Kumpulan Peraturan atau 
kriteria lainnya yang berkaitan 
Organisasi 
Oaftar Nominatif Pegawai dan 
Daftar Urutan Kepangkatan 

laporan Hasil Evaluasi 
Kepegawaian/ Organisasi 
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2. 

3. 

KebUakan 

Sumbcrdaya 
Manusia 

a. Ada!tidaknya kebijakan tertulis pada unit 
kerja/satker ybs. 

b. Kcsesuaian kebijakan dengan tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan 

c. Kebijakan telah disosialisasikan dan 
dikomunikasikan kepada personil di unit 

kerja/satker. 

d. Ada/tidaknya KAK!TOR sebagai acuan dalam 
pemantauan kebijakan. 

e. Susunan Tim dan Kompetensi Tim yang melakukan 
pemantauan kebijakan. 

Kebija~an telah disusun secara sederhana agar 
dapat dilaksanakan. 

g. Kebijakan telah dapat memberikan motivasi bagi 
PNS dalam pencapaian tujuan unit kerja/satker. 

h. Kebijakan dapat meningkatkan disiplin pegawai. 

Ketepatan penggunaan perangkilt kerja pendukung 
dalam petaksanaan kebijakan. 

j. Kebijakan dapat diterima secara raslonal di semua 
lapisan level organisasi. 

k. Kebijakan telah mendiskripsikan tlngkat 
ketepatan/keberhasilail pencapaian sasaran 
keb~akan. 

Keb~~kan telah disahkan dan gunakan sebagai 
pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan. 

m. Ada/tidaknya pengelolaan sumber kcb~akan seperti 
kepegawaian, pelaksanaan program. 

n. KebUakan telah dijabarkan kedalam Juklak dan 
Juknis kegiatan. 

a. Ada/tidaknya sarana penegakan integritas dan nilai 
etika 

b. Seluruh Pejabat structural/pengelola anggaran telah 
melaporkan LHKPN ke KPK. 

c. Penerapan kompetensi SDM dalam organisasi unit 
kcrja/satker 

d. Ada/tidanya pertimbangan risiko bagi pimpinan 
dalam mengambil keputusan dalam menerapkan 
manajemen berbasis kinerja. 

e. · Ada/tidaknya pendelegasian wewenang dan 
tanggungjawab. 

Ada/tidanya uraian tug as dari masing-masing 
personil pada unit kerja/satker. 

g. Ada/tidaknya pembinaan karir dan pola karlr 
pegawai pada unit kerja/satker. 

h. Ada/tidaknya penetapan sistem DIKtAT bagi 
pegawai. 

i. Ada/tidaknya rumpun jabatan dan perangkat 
jabatan bagi pegawai. 

j. Ada/tidaknya kompetensi pegawai, khususnya 
mckanisme penerimaan PNS dan pengkajian kinerja 
pegawai. 

Prosedur pemantauan 

KAK/TOR untuk masing-masing 
. Pemantauan 

Penetapan Tim/Petugas 
Pemantau 

Kumpulan Peraturan atau 
kriteria lainnya 

Laporan Hasil Pemantauan 

Laporan TL hasil Pemantauan 

Dokumen: 
mekanisme penerimaan 
pegawai 

Dokumen penempatan dan 
pengkajian kinerja pegawai. 

Dokumen penetapan sistem 
Diktat 

Daftar Nominatif Pegawai 

Daftar Urutan Kepangkatan 
(DUK) 
Dokumen penyerahan lHKPN ke 
KPK. 
Ookumen pegawai yang telah 
menandatangani pakta 
integritas 

~4-. __ ~P~ro_s_e_du~'--------~~··--~A~d~a/~t~ld~ak~n~y~a~p~ro~s~ed~u~r~te~r~tu~li~sd~l~in~s~ta~n~sl~y~bs~--~ Dokumen: 
b. Kesesuaian prosedur dengan kebutuhan SK. Diljen/Kepala Badan tentang 

organisasl. Prosedur 

c. Efektifitas prosedur sebagai acuan kegiatan KAK/TOR untuk masing-masing 

d. Ada/tidaknya prosedur sebagai acuan dalam Kegiatan. 
masing-masing kegiatan Kumpulan Peraturan a tau 

.~riterla tentang prosedur 
e. Prosedur telah disusun secara sederhana, tidak Laporan Has !I Evaluasi 

bertele-tele, danjelas. pelaksanaan prosedur 

Prosedur telah ditunjang dengan keb~akan secara Laporan TL hasil Evaluasi 
tertulis. prosedur. 

g. Prosedur telah disusun secara efislen. tidak kaku 
dan flcksible. 
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osialisa~ikan dan h. Prosedur telah dis 
dikomunikasikan k 

kerja/satker dan p 
epada seluruh pegawai unit 

engguna. 

edur tertulis penerimaan APIP Ada/tidaknya pros 
dan tindak lanjut h 
kerja. 

j. Ada/ tidaknya eva 
terhadap prosedu 

asil pemeriksaan pada unit 

luasi berkala dan l'erjenjang 
r yang ada. 

ajian kondisi, kendala dan k. Adaltidaknya peny 
rekomendasi dalam 
prosedur. 

laporan hasil evaluasi 

edur dituangkan dalam laporan Hasil evaluasi pros 
dan digunakan seb agai bah3n penyempurnaan. 

asarkan 4 (em pat) sub unsur 
an 

B. Pelaksanaan Penilaian 
Penilaian dilakukan berd 
lingkungan pengendali 
prosedur, sumberdaya m 
masing sub unsur diber 
justifikasi nilai penting (s 

an pengendalian, yang ju 
sub unsur diuraikan da 
dengan bobot yang dit 
dengan masing-masing 
lengkap pelaksanaan pen 

yang mel_iputi organisasi, 
an usia, dan kebijakan. Masing-
i bobot tertentu berdasarkan 
ignifikansi) terhadap ling kung-
mlah seluruhnya 100%. Setiap 

lam beberapa item penilaian 
entukan sesuai relevansinya 
sub unsur terse but. Rincian 
ilaian disajikan dalam Tabel di 

bawah ini: 

Tabel Uraian Penilaian 

NO URAIA N 

A. ORGANISASI 

1. Pimpinan telah menetapkan bag an orgaOisas i di unit kerja/satker yang bersangkutan. 

2. Kesesuaian organisasi dengan tugas pokok da n fungsi unit kerja/satker. 

3. Organisasi dilengkapi mekanisme dan alur pe kerjaan. 

4. Bagan organisasi dilengkapi dengan rentang k endali bagi pimpinan dalam organisasi. 

5. Organisasi diisi dengan per so nil berkompeten dalam menduduki jabata'l. 

6. Pimpinan melakukan pemantauan terhad 
kerja/satker dalam pelaksanaan kegiatan 

ap operasionalisasi organisasi pada unit 

7. Organisasi dilengkapi dengan struktur organi sasi dan uraian tug as (Job Discripeion) 

8. Organisasi didukung dan dilengkapi dengan 
antar bag ian secara vertikal maupun horisont 

sistem hubungan kerja yang terintegrasi 

9. Organisasi dilengkapi dengan defisini wewen 

10. Struktur organisasi dan uraian tugasnya 
karyawan yang didalamnya. 

al. 

ang dan pendelegasiannya. 

disosialisasikan kepada seluruh 

11. Pelaksanaan evaluasi secara berkala terh adap organisasi yang telah 
penyempurnaan. 

12. Rekomendasi hasil evaluasi tersebut digunak an untuk perbaikan organisasi. 

B. KEBIJAKAN: 

person ill 

ada guna 

1. Pimpinan menetapkan kebijakan tertulis gu 
dan fungsi pada unit kerja/satker ybs. 

na mendukung pelaksanaan tugas pokok 

2. Kebijakan telah sesuai dengan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. 

YA TIDAK 
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3. Keb.ijakan telah disosialisasikan/dikomunikasikan kepada personil di unit kerja/satker. 

4. Pimpinan telah menetapkan KAK/TOR sebagai acuan dalam pemantauan kebijakan. 

5. Pimpinan telah menyusunan dan menetapkan Tim berdasarkan kOmpetensi untuk 
melakukan pemantauan penerapan kebijakan. 

6. Kebijakan disusun secara sederhana/efektif digunakan sebagai acuan pelaksanaan 
kegiatan/program .. 

7. Kebijalt.an telah dapat memberika~ motivasi bag! PNS dalam pencapaian tujuan unit 
kerja/satker. 

8. Kebijakan dapat meningkatkan disiplin pegawai. 

9. Ketepatan penggunaan perangkat kerja pendukung dalar,r pclaksanaan kebijakar1. 

10. Kebijakan dapat diterima secara rasional di semua lapisan level organisasi. 

1 1. Kebijakan telah mendiskripsikan tingkat keti!patan/keberhasilan pencapaian sasaran 
kebijakan. 

12. Kebijakan telah disahkan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan/program. 

13. Kebijakan telah digunakan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan/program. 

14. Pengelolaan sumber kebijakan seperti kepegawalan, pelaksanaan program. 

15. Kebijakan telah dijabarkan kedalam Juklak/Juknis kegiatan. 

C. SUMBERDAYA MANUSIA: 
1. Pimpinan menyediakan sarana guna menegakan integritas/nilal etika di unit 

kerja/satker. 

2. Seluruh Pejabat structural/pengelola anggaran telah melaporkan LHKPN ke KPK. 

3. Pimplnan menerapan kompetensi SDM dalam organisasi di unit kelja/satker. 

4. Pimpinan menggunakan pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusiin dalam 
menerapkan manajemen berbasis kinerja. 

5. Pimpinan menerapkan sistem pendelegasian wewenang/tanggung jawab dalam 
melaksanakan roda organisasi. 

6. Pimpinan mensosialisasikan uraian tugas kepada masing-masing personil pada unit 
kerja/satker. 

7. Pimpinan melakukan pembinaan karir/pola karir pegawai pada unit kerja/satker. 

B. Pimpinan penetapcin sistcm DIKlAT bagi pegawai guna meningkatkan 
kcmampuan/profesionalisme. 

9. Pimpinan menerapkan/menet<~pkan rumpunjabatan/perangkatjabatan bagi pegawai. 

10. Pimpinan menetapkan kompetensi pegawai. mulai dari mekanisme penerimaan PNS 
sampai dengan pengkajian kinerja pegawai. 

11. Pimpinan melakukan pemantauan/evaluasi terhadap penguasaan/implementasi uraian 
tugas Oobs description) masing·masing personrl. 

12. Pimpinan dalam menetapkan personil yang mengelola keuangan/asset Negara 
berdasarkan kompetensinya. 

D. PROSEDUR: 

1. Pimpinan menetapkan prosedur tertulis (sop) di unit kerja/satker yang bersangkutan. 

2. SOP dibuat lengkap seluruh kegiatan sesuai dengan Tupoksl. 

3. Kesesuaian prosedur dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan 
kegiatan dan tupoksi dari unit kerja. 

4. Erektiritas prosedur seb3gai acuan kegiatan 

5. Prosedur telah disusun secara sederhana. tldak bertele-tele. danjelas dan fleksibel. 

6. Prosedur telah ditunjang dengan kebijakan secara tcrtulis. 

7. Prosedur disosialisasikan/dikomunikasikan kepada seluruh karyawan/pegawai pada unit 
kerja/satker dan pengguna. 

B. Prosedur telah memuat pencatatan. pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan. 
pengelolaan keuangan/asset. 

9. Prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada unit kerja/satker telah dibuat. 

10. Pimpinan melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang terhadap prosedur yang 
ada. 

11. Format/outline laporan meliputi kondisi, kendala dan rekomendasi. 

12. Hasil evaluasi prosedur dituangkan digunakan pimpinan unit kerja/satker sebagai bahan 
penyempurnaan prosedur. 

*** 
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GAMBARAN UMUM 

A. Tujuan lnstruksi Umum (TIU} 
Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan peserta 
sosialisasi/pelatihan dapat memahami tentang penilai"' 
an risiko dalam pelaksanaan kinerja instansi, yang 
terdiri dari identifikasi risiko dan penanganan risiko. 
Dalam pembahasan tentang penilaian risiko akan 
dibuat secara praktis sehingga mudah dimengerti dan 
diaplikasi. 

B. Tujuan lnstruksi Khusus (TIK} 
Untuk masing-masing Bab dengan pokok bahasannya 
dirumuskan Tujuan lnstruksi Khusus (TIK) sebagai 
berikut: 
1. Pokok bahasan identifikasi risiko terhadap pen­

capaian tujuan kegiatan, diharapkan peserta sosiali­
sasi/pelatihan memahami pengertian risiko dan 
mampu merumuskan penyebab, dampak yang 
mungkin ·terjadi, serta upaya-upaya penanganan 
risiko untuk pencapaian tujuan kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 

2. Pokok bahasan analisis risiko terhadap pelaksanaan 
kegiatan, diharapkan peserta sosialisasi/pelatihan 
dapat memahami dampak dari risiko yang telah 
diidentifikasi terhadappencapaian tujuan kegiatan 
yang akan dilaksanakan. 

3. Pokok bahasan pemantauan dan evaluasi terhadap 
risiko pelaksanaan kegiatan, diharapkan peserta 
sosialisasi/pelatihan memahami mekanisme 
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pemantauan dan evaluasi terhadap risiko yang telah 
teridentifikasi. 

C. Metodologi 
Modul ini disampaikan dengan metode andragogi, di­
m ana waktu· yang digunakan terbagi dalam tiga 
kelompok yang masing-masing dialokasikan dalam 
waktu sepertiganya, yaitu cerc;lmah, diskusi, dan latihan: 
Peserta pelatihan/sos.ialisasi membaca sell.iruh modul 
yang ada dan menjawab soal-soal yang disertakan.pada 
setiap akhir bab,. serta mengerjakan kasus latihan yang 
diberikan secara bert.ahap sesuai dengan materi yang 
disampaikan. 

* * * 
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A. Pengertian. 

BABI 
PENDAHULUAN. 

Risiko didefinisikan sebagai "kemungkinan kejadian 
merugikan". Berdasarkan definisi tersebut:, terdapat 
tiga unsur penting dari sesuatu yang dianggap sebagai 
risiko, yaitu. 
1. Merupakan suatu kejadian. 
2. Kejadian tersebut masih merupakan suatu kemung­

kinan, bisa terjadi bisa tidak. 
3. Bila kejadian tersebut terjadi, akan menimbu/kan 

kerugian. 

B. Kategori Risiko 
Kategori risiko dapat dilihat dari berbagai sudut 
pandang, tergantung dari mana kita melihatnya. 
Kategori tersebut antara lain dapat dilihat dari sudut 
pandang penyebab timbulnya risiko, akibat yang 
ditimbulkan .oleh risiko, aktivitas yang dilakukan, dan 
kejadian yang terjadi. 

Ditinjau dari penyebab terjadinya, risiko dapat dikate­
gorikan menjadi risiko keuangan dan risiko operasional. 
Risiko keuangan adalah risiko yang disebabkan oleh 
faktor-faktor keuangan seperti· harga, tingkat bunga, 
dan mata uang asing. Sedangkan risiko operasional 
adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non­
kewangan, yaitu manusia, teknologi, dan ala_m. 

Ditinjau dari akibat yang ditimbulkan, risiko dapat di­
kategorikan menjadi risiko murni dan risiko spekulatif. 
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Risiko murni adalah risiko yang terjadi dari suatu 
kejadian yang hanya .berakibat timbulnya kerugian dan 
tidak memungkinka~ terjadinya keuntungan, misalnya 
pad a kejadian kebakaran. Ada pun risiko alternatif ada­
lah risiko yang tida~ saja memungkinkan terjadinya 
kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya 
keuntungan, misalnya risiko pada kegiatan investasi. 

Ditinjau dari aktivitas yang dilakukan, terdapat ber­
bagai macam risiko s~suai dengan aktivitas yang dilaku­
kan, karena terdapat perbagai aktivitas yang menimbul­
kan risiko. Aktivitas-~ktivitas yang dapat.menimbulkan 
risiko antara lain aktivitas perencanaan, pengadaan, 
perjalanan dinas, da~ lain-lain. 

Sarna seperti di atas:, ditinjau dari kejadian, terdapat 
berbagai macam risiko sesuai dengan kejadian yang 
dilakukan. Kejadian ~erupakan turunan dari aktivitas, 
karena pada suatu aktivitas biasanya terdapat beberapa 
kejad.ian, misalnya p~da aktivitas pengadaan terdapat 
kejadian penyusunar Harga Perkiraan Sendiri (HPS), 
aanwijzing, evaluasi,!dan lain-lain. 

Suatu risiko dapat dhinjau dari berbagai sudut pan­
dang, akan tetapi tinjauan dari sudut pandang kejadian 
merupakan tinjauan terbaik, karena har:tya dengan 
menyatakan risiko b:erdasarkan kejadian baru dapat 
diketahui cara-cara apa yang dapat dilakukan untuk 
mengelola risiko tersebut. 

Berdasarkan penjela~an di atas diketahui bahwa risiko 
dapat terjadi pada: setiap kegiatan dan tahapan 
kegiatan yang dilakukan baik pada tahap perencanaan 
laoggaran dan persiapan kegiatan), pelak.sanaan, 
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monitoring dan evaluasi, serta tahap pelaporan dan 
tindak lanjut. - -

Risiko yang tidak dapat terdeteksi atau tidak dapat 
dikelola dengan baik akan mengakibatkan tujuan dari 
instansi pemerintah yang telah ditetapkan tidak dapat 
tercapai atau pencapaiannya tidak optimal. 

Tujuan instansi pemerintah tersebut tertu~ng dalam 
rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, dan 
sasaran. Visi, misi, tujuan, dan sa saran· dari instansi 
pemerintah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 

· strategi mencapai tujuan yang berupa kegiatan­
kegiatan strategis pada masing-masing unit kerja 
lingkup instansi pemerintah tersebut. Kegiatan­
kegiatan strategis tersebut masing-masing memuat 
tujuan yang harus selaras atau mendukung pencapaian 
tujuan instansi pemerlntah. Dengan demikian rencana 
strategis merupakan prasyarat agar pengelolaan risiko 
dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan 
sasaran instansi pemerintah. 

* * * 
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BAB II 
PENILAIAN RISIKO 

·Pad a bag ian sebeluinnya telah dijelaskan bahwa visi, misi, 
tujuan, dan sasaran dari. instansi pemerintah: tersebut 
selanjutnya dijabarkan dalam strategi mencapai tujuan 
yang berupa kegiatan-kegiatan. strategis pada masing­
masing unit kerja lingkup instansi pemerintah tersebut. 
Dengan demikian penanganan risiko atas kegiatan­
kegiatan yang dilakukan pada unit kerja menjadi faktor 
yang sangat penting dalam mendukung pencapaian visi, 
misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah. 

Pengelolaan risiko ini tidak dapat dilakukan secara parsial 
oleh masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan, tetapi 
perlu dilakukan secara komprehensif agar pengelolaan 
risiko dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu 
diperlukan suatu manajemen pengelolaan risiko. 

Manajemen pengelolaan risiko adalah cara bagaimana me­
nang ani semua risiko yang ada di dalar!l instansi 
pemerintah tanpa memilih risiko-risiko tertentu saja, tetapi 
pada semua risiko yang mengancam pencapaian visi, misi, 
tujuan, dan sasaran instansi pemerintah. 

Tahapan-tahapan pada proses penilaian risiko terdiri ·dari 
. identifikasi risiko dan penanganan risiko. Tahapan-tahapan 
tersebut ditambah dengan prOS€S evaluasi merupakan 
suatu siklus pengelolaan risiko, seperti digambarkan pada 
gam bar berikut. 
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PROSES 

Gambar 1. Siklus Penilaian Risiko 

SUMBER DATA 

OUTPUT 

····• Renstra 
Daftar Tujuan 

TOR Kegiatan 

·•. Daftar Risiko 

Penilaian risiko dilaksanakan dengan identifikasi risiko 
dan analisis risiko pada setiap kegiatan untuk me­
ngetahui kemungkinan terjadinya risiko pada kegiatan 
yang dila,kukan oleh unit kerja/satuan kerja dan ke­
luarannya (output) berupa daftar risiko. 

Sarana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
risiko-risiko pelaksanaan kegiatan unit kerja, yaitu TOR. 
Syarat TOR yang baik, yaitu: 
1. Memuat tujuan dan sa saran kegiatan yang selaras 

dengah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
pada renstra, 

2. Menguraikan seluruh tahapan pada pelaksanaan 
kegiatan dan alokasi sumberdaya (SDM, keuangan, 
dan fisik) pada masing-masing tahapan tersebut, 

3. Menetapkan jadwal pelaksanaan masing-masing 
tahapan, 

4. Menguraikan indikator keberhasilan masing-masing 
tahapan kegiatan, 
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5. Menetapkan tahapan mana yang menjadi titik-:titik. 
kritis pelaksanaan kegiatan, 

6. Menetapkan risiko yang mungkin timbul dari titik­
titik kritis terse but, serta penyebab dan dampaknya, 

7. Memuat rencana upaya penanganan dari risiko­
risiko tersebut. 

BerdasarkanTOR yang telah dibuat, lakukan penilaian 
risiko ·dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Apakah TOR telah memuat tujuan kegiatan yang 

akan dicapai; 
2. Apakah TOR telah menjabarkan tahapan kegiatan/ 

aktivitas yang akan dilakukan; 
3. Apakah TOR telah menentukan tahapan kegiatan/ 

aktivitas yang paling dominan pada pencapaian 
tujuan (titik:-titik kritis). 

4. Tentukan risiko yang akan terjadi apabila titik-titik 
kritis tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ke­
tentuan. 

5. Menentukan penyebab terjadinya risiko dan dampak 
akan terjadi. 

Berdasarkan ·penilaian risiko tersebut dibuat daftar 
risiko yang memuat tiga hal penting, yaitu pernyataan 
risiko dan penyebab risiko serta dampak risiko. 
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Contoh daftar risiko dapat dilihat pad a gam bar 1; 

DAFTAR RISIKO 

' (NAMA UNIT KERJA ESE LON I) 

UNITKERJA ; 

NAMA PIMPINAN : 
NIP : 
KEGIATAN : 
TUJUAN : 
AKTIVITAS : 

No. Risiko Penyebab Dampak 

1. 
2. 

Disusun Tanggal : 

Penyusun ; 

(Nama, NIP dan tanggal) 

Diperiksa Tanggal : 

Pemeriksa : 

(Nama, NIP dan Tanda Tangan) 

Gambar 1. Formulir daftar risiko 

Contoh Kasus : 
Pada pelaksanaan Pengadaan Sapi Betina Brahman 
Cross yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 
genetik dalam rangka mendukung Percepatan Pencapaian 
Swasembada Daging Sapi (P2SDS) langkah-langkah 
yang dilakukan adalah : 
1. Membuat TOR kegiatan yang memuat tujuan dan 

sasaran kegiatan yang selaras dengan Renstra serta · 
dilengkapi dengan indikator kinerja dari input, 
output, outcome, benefit dan impact. 

2. Membuat ·Petunjuk Teknis (Juknis) tentang 
pemeliharaan sa pi betina Brahman Cross yang didalamnya 
memuat antara lain spesifikasi sapi bibit Brahman 
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Cross, peningkatan mutu genetik serta pemelihara­
an ternaknya. 

3. Menyusun tahapan kegiatan/aktivitas yang akan · 
dilakukan dengan : 
a. Menetapkan Panitia Pengadaan yang dilengkapi . 

dengan uraian tugas yang didalamnya memuat 
pembuatan Rencana Kerja dan Syarat-syarat 
(RKS), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun 
persyaratan teknis ternak yang diadakan. 

b. Melakukan proses pengadaan untuk mendapat­
kan pemenang lelang. 

c. MenunjukTim Selektoryang kompeten, bertugas 
untuk melakukan seleksi ternak sesuai dengan 
spesifikasi ternak yang telah ditentukan. 

d. Seleksi ternak. 
e. Seleksi CP/CL kelompok penerima ternak. 
f. Penetapan kelompok penerima ternak. 
g. Distribusi ternak ke masing-masing kelompok 

yang telah ditetapkan. 
h. Pembibitan/pemeliharaan ternak oleh kelompok. 
i. Recording, dan 
j. Pelaporan. 

4. Menentukan tahapan kegiatan yang ·paling 
dom,inan/titik-titik kritis pada pencapaian tujuan. 
Dari tahapan kegiatan tersebut, dapat ditetapkan 
beberapa titik kritis, antara lain: 
a. Penyusunan/pembuatan persyaratan teknis, 
b. Proses pengadaan. 
c. Seleksi ternak. 
d. Penetapan kelompok penerima ternak. 
e. Pembibitan/pemeliharaan ternak. 
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5. Menentukan penyebab terjadinya kerugian yang 
akan terjadi. 
a. Penyebab kem~halan harga adalah pembuatan 

HPS tidak akurat. 
b. Penyebab dari'ternak yang dipilih tidak sesu'ai 

dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan 
adalah selektor tidak melaksanakan pekerjaan 
dengan akurat: 

6. Memprediksi ker~gian yang akan terjadi apabila 
tahapan kegiatan'yang paling dominan tidak dapat 

. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, antara lain : 
a. Proses pengadaan, prediksi kerugian adanya 

kemahalan harga. 
b. Seleksi ternak:, prediksi kerugian ternak tidak 

sesuai dengan.spesifikasi yang ditetapkan. 

Daftar risiko tersebut ap;abila digabung dengan daftar risi­
ko yang memuat tahapan kegiatan seleksi ternak, dan 

I 

penetapan kelompok, a~an menghasilkan daftar.risiko ke-
giatan pengadaan ter~ak sekaligus daftar risiko pada 
satker dan unit kerja perianggung jawab pengadaan ternak 
tersebut. Sementara bila daftar risiko tersebut digabung 
dengan daftar risiko aktivitas-aktivitas lain yang di­
laksanakan oleh unit k~rja tersebut akan menghasilkan 
daftar risiko pelaksanaan kegiatan pada unit kerja tersebut 
atau daftar risiko unit kerja tersebut. 

*** 
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BAB Ill 
PENANGANAN RISIKO 

Penanganan risiko adalah upaya-upaya atau rencana 
upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menangani risiko 
yang telah teridentifikasi. Upaya-upaya tersebut didasar­
kan pada daftar risiko yang telah dibuat khususnya dengan 
mengupayakan menghilangkan penyebab terjadinya 
risiko yang akan terjadi yang kita kenai dengan meng­
gunakan metode preventif yaitu dilakukan dengan cara 
membuat/memperbaiki sistem dan prosedur, me­
ngembangkan sumberdaya manusia, serta memasang atau 
memperbaiki fasilitas fisik. Penjelasan dari masing-masing . 
cara tersebut dapat dijabarkan seperti di bawah ini. 

Upaya-upaya penanganan risiko dapat dilakukan antara 
lain melalui 3 (tiga) cara, yaitu: 

1. Membuat/memperbaiki sistem dan prosedur 
Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya risiko yang 
disebabkan oleh tidak adanya atau tidak berjalannya 
sistem dan prosedur. 

Risiko tersebut misalnya "terjadinya kemahalan harga" 
yang· disebabkan tidak adanya a tau tidak berjalannya 
prosedur dan pengendalian/pengawasan. Risiko-risiko 
tersebut dapat dihindari atau dikurangi kemungkinan 
terjadinya dengan meningkatkan pengawasan/pengen­
dalian dalam pembuatan HPS sehingga prosedur pem-, 
buatan HPS dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentu­
an. 
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2. Mengembangkan SDM 
Pengembangan SDM diarahkan untuk mengatasi risiko­
risiko yang disebabkan tidak kompetennya orang yang 
melaksanakan aktivitas dimana risiko tersebut muncul, 
misalnya ternak yang diterima tidak sesuai dengan 
spesifikasi teknis yang dipersyaratkan sehingga 
pengem-bangan SDM dapat dilakukan misalnya melalui 
pemberian pelatihan-pelatihan/tutorial kepada 
.Selektor yang bertugas melakukan seleksi ternak. 

3 .. Memasang/memperbaiki fasilitas fisik 
Pemasangan/perbaikan fasilitas fisik dijalankan untuk 
mengatasi risiko-risiko yang disebabkan oleh Rurang­
nya· dukungan fasilitas fisik yang ada misalnya risiko 
yang disebabkan oleh "kandang yang bocor'' a tau "tidak 
adanya lokasi untuk exercise dapat diatasi dengan me­
lakukan perbaikan kandang yang bocor atau menyedia­
kan lahan untuk exersice. 

Hal penting yang harus diperhatikan dalam penanganan 
risiko yaitu biaya yang diperlukan untuk melakukan pena­
nganan risiko harus lebih kecil dari dampak yang akan 
timbul dari risiko yang ditangani. 

Contoh Soal. 
Pada contoh soal sebelumnya telah diketahui besar 
probabilitas dan dampak dari risiko yang telah diidentifi­
kasi. Langkah selanjutnya pimpinan unit kerja merumus­
kan rencana upaya-upaya penanganan terhadap risiko­
risiko tersebut. 

Misalnya, untuk risiko "kemahalan harga ", rencana upaya 
yang dilakukan yaitu "memantau pelaksanaan pembuatan 
HPS apakah telah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam 
Kepp~es, bahwa harus didasarkan pada survey harga dari 
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beberapa produsen/re~anan penyedia ternak sapi 
Brahman Cross serta telah 'memperhitungkan keuntungan 
yang wajar. 

Upaya-upaya penanganan tersebut dituangkan dalam 
tabel penanganan risiko: 

UNIT KERJA 

NAMA PIMPINAN 

NIP 
KEGIATAN 
TUJUAN 

AKTIVITAS 

No. Risiko 

label: Penanganan Risiko 

DAFTAR PENANGANAN RISIKO 

{NAMA UNIT KERJA ESE LON I) 

Untuk menin.gkatkan mutu genetik ternak dalam rangka mendukung 

Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) 
Proses Pengadaan 

Penyebab Penanganan 

1. Kemahalan Harga Pembuatan HPS tidak Memantau pelaksanaan 
didasarkan pada survey yang survey harga 
akurat 

Disusun tanggal: 

Penyusun: 

(Nama, NIP,Tandatangan) 

Diperiksa tanggal : 
Pemeriksa 

(Nama, NIP, Tandatangan) :. 

Daftar penanganan risiko tersebut apabila digabung 
dengan daftar penanganan risiko pada tahapan kegiatan 
seleksi ternak, dan penetapan kelompok, akan menghasil­
kan daftar penanganan risiko kegiatan pengadaan ternak 
serta sekaligus daftar penanganan risiko pada satker dan 
unit kerja penanggung jawab pengadaan ternak tersebut. 
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Sementara bila daftar: penanganan risiko terse~ut di­
gabung dengan dafUn- penanganan risiko aktivitas­
aktivitas lain yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut 
akan menghasilkan daftar penanganan risiko pelaksanaan 
kegiatan pad a unit kerja tersebut atau daftar risiko unit 
kerja tersebut: 

*** 
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BAB IV 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RISIKO 

Pemantauan dan evaluasi merupakan proses penelusuran 
dan eva luas i yang s istematis d a ri h asil kerja proses 
penanganan risiko yang telah dilakukan dan digunakan 
sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan 
risiko yang lebih baik di kemudian hari. 

Dalam rangka mengefektifkan kegiatan pemantauan dan 
evaluasi, pada awal tahun anggaran berjalan, setiap unit 
kerja/satker menyampaikan rekapitulasi risiko dan upaya 
penanganan pada kegiatan-kegiatan yang·akan dilaksana­
kannya kepada unit pengendalian intern (SPI internal) unit 
kerja Eselon 1-nya kemudian pimpinan unit pengendalian 
intern (SP! internal) Eselon I tersebut menyampaikan 
rekapitulasi tersebut kepada lnspektorat Jenderal. Hasil 
:)enilaiantersebut disampaikan dalam bentuk rekapitul.asi 
;eperti pada Lampiran 1 disertai dengan peta risiko. 

3erdasarkan rekapitulasi terse but lnspektorat Jenderal me­
akukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan pada unit 
::erja/satker tersebut dengan fokus pad a kegiatan dengan 
Jampak risiko tinggi. Hasil pemeriksaan lnspektorat 
enderal diarahkan untuk memperbaiki kinerja unit kerja/ 
atker dan evaluasi terhadap efektifitas dari penilaian 
isiko yang dilakukan oleh unit kerja/satker. 

*** 
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BABV 
PENILAIAN PELAKSANAAN 

PENILAIAN RISIKO 

Penilaian terhadap unsur penilaian risiko dilakukan untuk 
mengukur tingkat efektivitas penilaian risiko yang dilaku­
kan dan memberi keyakinan bahwa pemantauan yang 
dilakukan oleh lnstansi Pemerintah telah dilakukan secara 
tepat dan memadai, baik terhadap implementasi SPIP, 
pencapaian tujuan qrganisasi, keandalan laporan keuang­
an, pengamanan asset negara dan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

1. Sarana dan Aspek Penilaian 
Sarana penilaian yang diperlukan dalam rangka 
penilaian risiko disajikan pada tabel di bawah ini: 

label Sa~ana dan Aspek Penilaian 

No Unsur /Sub Unsur Aspek Penilaian Dokumen yang Diperlukan 

1. Penilaian Risiko 1. Ada/tidaknya TOR untuk setiap kegiatan - Rcnstra 

KAKITOR untuk masing-

2. TOR yang dibuat telah memuat tujuan dan masing kegiatan. 

kegiatan yang selaras dengan Renstra. - Juklakljuknis masing-masing 

3. TOR yang dibuat telah menguraikan tahapan kegiatan. 

kegiatan yang akan dilaksanakan dan dilengkapi - Daftar Risiko 

dengan alokasi sumberdaya (SDM, Keuangan dan 
Fisik) 

4. TOR yang dibuat telah dilengkapi denganjadwal 
pelaksanaan masing-masing kegiatan. 

5. Masing·masing tahapan kegiatan dalam TOR 
telah dilengkapi dengan indikator keberhasilan. 

6. TOR telah menetapkan titik·titik kritis dari 
tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dan 
merupakan aktivitas yang paling dominan dalam 
pencapaian tujuan. 

7. Risiko terhadap titik kritis tahapan kegiatan telah 
ditetapkan. 

B. Risiko yang ditetapkan telah memenuhi unsur 
Kejadian, kemungkinan dan menimbulkan 
kerugian. 

9. Risiko yang ditetapkan telah dilengkapi dengan 
penyebab terjadinya risiko serta dampak yang 
akan terjadi. 
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10. Penilaian risiko telah dituangkan dalam daftar 
risiko dan telah disahkan oleh penyusun maupun 
pemeriksa SPIP. 

2. Penanganan 1. Daftar penanganan risiko telah ditiuat untuk Dokumen: 
Risiko masing masing risiko yang telah ditetapkan. - Daftar Penanganan Risiko 

2. Penanganan risiko telah yang dibuat telah - Kumpulan Prosedur 
menghilangkan/memperkecil penyebab Penanganan Risiko 
teljadinya risiko 

3. J e!ah dibuat prosedur terhadap penanganan 
....,. 

risiko dari masing·masing titik kritis kegiatan. 

4. Penanganan risiko telah dituangkan dalam 
Dartar penanganan risiko dan telah disahkan 
oleh penyusun kegiatan maupun pemeriksa SPIP. 

3. Pemantauan dan 1. Adaltidaknya mekanisme atau prosedur Dokumen: 
Evaluasi Risiko mengenai pemantauan dan evaluasi risiko. - Rekapitulasi risiko dan upaya 

2. Satker/unit kerja telah membuat rekapitulasi penanganan risiko. 

risiko dan upaya penanganan risiko - Jadwal Pemantauan dan 

3. Satker/unit kelja telah menetapkanjadwal Evaluasi Risiko. 

pemantauan dan evaluasi risiko. - Laporan Pemantauan dan 

4. SPIP unit kerja/satker telah melakukan Evaluasi Risiko. 

pemantauan evaluasi risiko yang telah - Laporan Tindak Lanjut Peman-

dituangkan dalam rekapitulasi risiko dan upaya tauan dan Evaluasi Risiko. 

penanganan risiko. 

5. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Risiko telah 
dibuat dilengkapi dengan saran/rekomendasi. 

6. Saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti. 

2. Pelaksanaan Penilaian 
Penilaian dilakukan berdasarkan 3 sub unsur lingkup 
penilaian risiko meliputi penilaian risiko, penanganan 
risiko dan pemantauan dan evaluasi risiko. Masing­
masing sub unsur diberi bobot tertentu berdasarkan 
justifikasi nilai penting (signifikansi) terhadap penilaian 
risiko, yang jumlah seluruhnya 100%. Setiap sub unsur 
diuraikan dalam beberapa item penilaian dengan bobot 
yang ditentukan sesuai relevansinya dengan masing­
ma·sing sub unsur tersebut. Rincian lengkap pelaksana­
an penilaian disajikan dalam Tabel di bawah ini : 

Tabel Pelaksanaan Penilaian 

NO. URAIAN VA TIDAK 

A. PENILAIAN RISIKO: 

1. Apakah setiap kegiatan telah dibuatkan TOR 

2. Apakah setiap TOR yang dibuat telah memuat tujuan dan kegiatan yang selaras 
dengan Renstra. 

3. Apakah TOR yang dibuat telah menguraian tahapan kegiatan yang akan 
dilaksanakan dan dilengkapi dengan alokasi sumberdaya (SDM, Keuangan dan 
Fisik) -- ·----
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4. Apakah TOR yang dibuat telah dilengkapi denganjadwal pelaksanaan masing-

masing kc6iatan. 

5. Apakah masing-masing tahapan kegiatan telah dilengkapi dengan indikator 
keberhasilan. 

6. Apakah TOR telah menetapkan titik-titik kritis dari tahapan kegiatan yang akan 
dilaksanakan dan merupakan aktivitas yang paling dominan dalam pencapaian 
tujuan. 

7. Apakah telah diteta~kan risiko terhadap titik kritis tahapan kegiatan. 

8. Aoakah dalam penetapan risiko telah memenuhi unsur Kejadian. kemungkinan 
dan menimbulkan kerugian. 

9. Apakah risiko yang ditetapkan telah dilengkapi dengan penyebab terjadinya 
risiko serta dampak yang akan terjadi. 

10. Apakah penilaian risiko telah dituangkan dalam daftar risiko dan telah disahkan 
oleh penyusun maupun pemeriksa SPIP. 

B. PENANGANAN RISIKO: 

1. Apakah daftar penanganan risiko telah dibuat untuk masing masing risiko yang 
telah ditetapkan. 

2. Apakah penanganan risiko telah yang dibuat telah menghilangkan/memperkecil 
penyebab terjadi~ya risiko 

3. Apakah telah dibuat prosedur terhadap penanganan risiko dari masing-masing 
titik kritis kegiatan. 

4. Apakah_P:_n!_'lllan_a_n risikotel~h dituangkandala_rn Daf!ar Pena~l!anan Risiko dan 

telah disahkan oleh penyusun kegiatan maupun pemeriksa SPIP. 

c. PEMANTAUAN DAN EVALUASI RISIKO: 

1. Apakah mekanisme atau prosedur mengenai pemantauan dan evaluasi risiko 
telah dibuat 

2. Apakah Satker/unit kerja telah membuat rekapitulasi risiko dan upaya 
pen~nganan tisiko 

3. Apakah Satker/unit kerja telah menetapkan jadwal pemantauan dan evaluasi 

risiko. 

4. Apakah SPIP unit kerja/satker telah melakukan pemantauan evaluasi risiko yang 

telah dituangkan dalam rekapitulasi risiko dan upaya penanganan risiko. 

5. Apakah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Risiko telah dibuat dilengkapi dengan 
saran/rekomendasi. 

6. Apakah saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti 

*** 
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GAMBARAN UMUM 

Modul ini disusun sebagai bahan sosialisasi Sistem 
Pengendalian Intern Pernerintah (SPIP) terhadap seluruh 
jajaran Eselon I dan jajaran Unit Kerja serta Satuan Unit Kerja 
(Satker) lingkup Kementerian Pertanian. Modul ini terdiri dari 
penguatan dan kegiatan pengendalian, yang merupakan 
suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. 

A. Tujuan lnstruksi Umum (TIU) 
Pada hakekatnya seluruh pejabat struktural adalah 
merupakan seorang pemimpin dan sekaligus seorang 
manajer, karena itu seorang pejabat struktural se­
lain harus mampu menjadi pemimpin juga harus me­
mahami unsur-unsur manajemen diantaranya adalah 
pengendalian secara baik. Dengan demikian tujuan 
instruksi umum, dalam modul ini yaitu diharapkan 
mampu memahami tentang penguatan dan kegiatan 
pengendalian Intern di lingkungan organisasi yang 
dipimpinnya. 

B. Tujuan lnstruksi Khusus (TIK) 
Setelah mempelajari modul irii, diharapkan mampu : 
1. Menjelaskan pengertian dan konsep dasar peng­

awasan serta memahami jenis-jenis pengawasan yang 
dilaksanakah oleh lnspektorat Jenderal Kementerian 
Pertanian. 

2. Menjelaskan tujuan pengawasan sehingga memahami 
peranan lnspektorat Jenderal dalam Sistem Pengen­
dalian Intern di Kementerian Pertanian. 
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3. Memahami konsep Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
sehingga mampu menindaklanjuti rekomendasi 
hasil pengawasan. 

4. Menjelaskan penguatan dan kegiatan pengendalian 
guna mendukung penerapan pengendalian yang 
baik dalam organisasi. 

C. Metodologi 
Penyampaian materi sosialisasi ini menggunakan 
pendekatan sistem klasikal maupun non klasikal 
dengan metode : 
1. Ceramah; 
2. Diskusi; 
3. Latihan/praktek. 

* * * 
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A. Pengertian 

BABI 
PENDAHULUAN 

Unsur Sistem Pengendalian Intern yang ketiga adalah 
kegiatan perigendalian. Kegiatan pengendalian intern 
adalah kebijakan dan prosedur ·yang dapat membantu 
memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan I nstansi 
Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah. 
diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Aktivitas 
pengendalian adalah tindakan-tindakan yang di­
implementasikan untuk memastikan bahwa arahan 
manajemen telah diikuti. Arahan manajemen diwujud­
kan dalam kebijakan dan prosedur secara tertulis, yang 
memungkinkan diambilnya tindakan-tindakan dengan 
mempertimbangkan risiko yang terdapat dalam seluruh 
jenjang dan fungsi dalam organisasi. Tindakan-tindakan 
pengendalian tersebut d itatalaksanakan mel a lui ke­
bijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen atau 
dengan kata .lain fungsi pengendalian melekat atau 
"built-in" dalam setiap tata laksana kegiatan. 

B. Karakteristik 
Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu 
lnstansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang 
diterapkan pada lnstansi lain. Perbedaan penerapan ini 
antara lain disebabkan oleh perbedaan : 
1. Visi, misi, dan·tujuan; 
2. Lingkungan dan cara beroperasi; 
3. Tingkat kerumitan organisasi; 
4. Sejarah atau latar belakang dan budaya; serta 
5. Risiko yang dihadapi. 
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' Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-
kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan 

pokok I nstansi 
Kita pahami bahwa akan terlalu rum it untuk me­
ngendalikan selutuh kegiatan lnstansi sampai detail, 
ini akan berdampak pada penggunaan energi yang 
sia-sia. Pengend:alian diutamakan pada kegiatan 
strategis, yaitu ke'giatan yang menonjol dalam aspek 
pembiayaan, m~upun dalam aspek yang terkait 
dengan masyaral<at banyak. 

2. Kegiatan Penge~dalian harus dikaitkan dengan 
proses penilaian risiko 
Setiap kegiatan pasti mempunyai risiko untuk ter­
jadinya masalah; hanya saja bobot permasalahan 
yang terjadi berbeda antara kegiatan satu dengan 
kegiatan lainnya. Risiko adalah potensi ·masalah 
yang harus terde~eksi sebelum permasalahan itu ter­
jadi. Pengendalian harus disesuaikan dengan titik­
titik kritis potensi terjadinya masalah. Tindakan­
tindakan pengendalian yang tepat terkait dengan 
efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya, semakin 
tepat analisa risiko yang dilaksanakan manajemen, 
semakin efesien dan efektif penggunaan anggaran­
nya. 

3. Kegiatan Pengendalian yang dipilih disesuaikan 
dengan sifat khu:sus lnstansi Pemerintah 
Setiap lnstasi mempunyai tugas dan fungsi masing­
masing sehingga:kegiatan-kegiatan yang ditetapkan 
mempunyai risiko yang berbeda. Risiko impor ternak 
oleh Balai Pembibitan Ternak, berbeda dengan risiko 
pengadaan bibit tanaman oleh Satker pada Dinas 
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Perkebunan. lmpor ternak mempunyai potensi 
masalah antara lain terbawanya bibit penyakit, 
karena itu pengendalian harus sudah dilakukan 
sejak seleksi ternak.di negara asal, sedangkan 
potensi masalah pada pengadaan bibit tanaman 
antara lain kesesuaian spesifikasi teknis _tanaman 
sehingga kegiatan pengendalian relatif lebih mudah 
dan murah. 

4. Kebijakan dan Prosedur harus ditetapkan secara 
tertulis 
Untuk menunjang arahan dari manajemen perlu di­
tetapkan kebijakan dan prosedur secara tertulis. 
Dalam organisasi, kebijaka_n merupakan alat bantu 

· untuk memilih tindakan terbaik dan berbagai 
alternatif yang ada. Oleh karena itu kebijakan akan 
dijumpai dalam organisasi pada .hampir seluruh 
tingkatan manajemen. Kebijakan akhirnya menjadi 
salah satu bidang terpenting dalam manajemen, 
ka.rena pengaruhnya yang luas, meliputi seluruh 
aspek pengelqJaan organisasi. Dalam manajemen, 
kebijakan merupakan penjabaran keinginan 
organisasi yang harus dicapai. Kebijakan merupakan 
kerangka yang digunakan manajemen organisasi 
membangun strategi untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 

Kebijakan dapat dipandang sebagai pedoman 
tindakan yang mengarahkan aktivitas-aktivitas 
organisasi menuju tercapainya tujuan yang sudah · 
ditetapkan. Kebijakan juga ·membatasi perilaku 
dengan menjelaskan secara rinci hal-hal yang boleh 
atau tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kebijakan 
memberi tuntunan bagi pengambilan keputusan 
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manajerial dalam ;format organisasi formal. Dalam 
organisasi formal~ kebijakan mencakup penetapan 
pola pengambilari keputusan (decision rules) yang 
dapat digunakan 'untuk mempertimbangkan ber­
bagai tindakan yahg dapat dipilih untuk menjawab 
suatu permasalahan. KebiJakan ikut menjamin 
bahwa perilaku setiap bagian dalam organisasi 
t eta p be r I a n d a s~k a n p a d a d a sa r y a n g sa m a, 
konsisten, seragam, stabil, dan tetap mengarah pada 
perkembangan te~capainya tujuan yang diinginkan. 

Penjelasan mengenai langkah-langkah nyata yang 
harus dilakukan Lintuk memenuhi -kebijakan yang 
dimaksud. Dengim demikian, penetapan suatu 
prosedur tertentu; harus berada di dalam kerangka 
kerja dari kebijakah yang telah diharapkan. Prosedur 
memberikan pedo:man atau arah yangjelas tentang 
apa yang harus dilakukan untuk memenuhi ke­
butuhan manajemen. Tanpa prosedur yang jelas, 
suatu pekerjaan mungkin ?kan terlaksana secara 
tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan 
unh organisasi lalri, karena keduanya merasa berhak 
untuk melaksanak~nnya. Di lain pihak, mung kin ada 
pekerjaan lain yarg terlambat dikerjakan, karena 
tidak satupun uni't organisasi yang merasa mem­
punyai kewajibal') untuk melaksanakannya, atau 
tidak terangkainya pekerjaan yang satu dengan 
yang lain secara tepat. -

: 

Deng an dem i kia~n jel as ba hwa kebija ka n dan 
prosedur harus d:itetapkan secara tertulis, tidak 
hanya merupakan kesepakatan atau kebiasaan. 
Selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, ke~ 
bijakan dan pros~dur juga dap-at dipakai sebagai 
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dasar hukum, karena pelanggaran-pelanggaran 
prosedur dapat berdampak terhadap permasalahan 
hukum. Misalnya/contohnya pelanggaran terhadap 
prosedur tindak karantina dapat berakibat adanya 

. kerugian negar~, apabila treatment-treatment 
tertentu tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan 
terbawanya bibit penyakit. Untuk itu kebijakan dan 
prosedur selain harus tertulis akan lebih baik apabila 
disahkan atau ditandatangi oleh pejabat yang 
berwenang. 

5. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur 
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih 
sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan 
Kegiatan pengendalian dilakukan evaluasi dengan 
maksud untuk mengetahui apakah kegiatan pe­
ngendalian tersebut masih efektif atau tidak untuk 
dilaksanakan. Nilai dasar dari Sistem Pengendalian 
Intern adalah adanya keyakinan te'rhadap sistem 
pengendalian yang ada apakah masih dapat men­
jamin pelaksanaan kegiatan dapat berjalari lancar 
untuk mencapai tujuan, karena itu perlu adanya 
review terhadap kegiatan-kegiatan pengendalian 
pada saat tertentu. Evaluasi dapat dilakukan setiap 
saat manakala hasil analisa resiko terhadap proses 
pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan masih 
ditemukan potensi masalah yang akan timbul. 
Evaluasi terhadap kegiatan pengendalian dapat pula 
dilaksanakan setelah adanya review atas capaian 
kinerja yang dilaksanakan. Hasil review capaian 
kinerja tentunya tidak hanya berupa output atau 
produksi, namun harus disertai dengan analisis 
terhadap masalah yang menyebabkan capaian 
k i n e r j a t i d a k s e rat u s . p e r s e n . D e n g a n a d a n y a 
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keyakinan bahwa .kegiatan pengendalian yang ada 
sudah andal, tet~pi ternyata masih ditemukan 
permasalahan-per!nasalahan dalam capaian kinerja 
maka kegiatan p~ngendalian tersebut harus di­
review dan diperbaik~ untuk menangkal masalah 
sejenis agar tidak r:nuncul kembali. 

* * * 
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BAB II 
KEGIATAN PENGENDALIAN 

Aktivitas pengendalian diimplementasikan dalam kegiat­
an-kegiatan nyata untuk memastikan bahwa kebijakan dan 
prosedur yang ditetapkan manajemen telah diikuti oleh 
seluruh pegawai yang terkait. Aktivitas pengendalian ter­
sebut meliputi: 

A. Review atas Kinerja lnstansi Pemerintah yang 
bersangkutan 
Pimpinan puncak wajib memantau pencapaian kinerja 
dengan membandingkan rencana sebaga·i tolak ukur 
kinerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangka n oleh · 
pimpinan lnstansi dalam melakukan review adalah 
sebagai berikut : 
1. Keterlibatan dalam penyusunan rencana strategis 

dan rencana kerja tahunan. · 
2. Keterlibatan dalam pengukuran dan pelaporan hasil 

yang dicapai. 
3. Secara berkala membandingkan kinerja dengan 

rencana. 
4. lnisiatif signifikan dari lnstansi Pemerintah dipantau 

pencapaian targetnya dan tidak lanjut yang telah 
diambil. 

Pada reviewmanajemeh pada tingkat kegiatan, hal-hal 
yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan review 
adalah sebagai berikut: 
1. Pimpinan lnstansi pada setiap tingkatan kegiatan 

me review I a p or a n kin e r j a, men g an a I isis k e­
cenderungan, dan mengukur perbandingan hasil 
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dengan target, anggaran prakiraan, dan kinerja 
periode yang lalu. 

2. Pejabat pengelolq keuangan dan pejabat pelaksana 
tug as 6perasional- me review serta membandingkan 
kinerja keuangan, anggaran, d"n operasional 
dengan hasil yang direncanakan atau diharapkan. 

3. Kegiatan pengendalian tepat yang telah dilaksana­
kan, antara lain s~perti rekonsiliasi dan pengecekan 
ketepatan informasi. 

B. Pembinaan Sumber, Daya Manusia 
Pengendalian melalui pembinaan sumber daya manu­
sia, dilakukan melalui beberapa aktivitas, meliputi: 
1. Mengkomunikasikan secara jelas dan konsistensi ke­

pada seluruh pegawai tentang visi, misi, tujuan, nilai, 
dan strategi instansi yang telah tercermin dalam 
r e n c a n a s t rate g ·i s, r e n c a n a k e r j a t a h u n a n, d a n 
pedoman pandu~n kerja lainnya, dengan m·aksud . 

. agar seluruh pegawai memahaminya. 
2. Menyusun stra1tegi pembinaan sumber daya 

man usia yang utu,h dalam bentuk rencana strategis, 
rencana kerja tah:unan, dan dokumen perencanaan 
sumber daya ma:nusia lainnya yang meliputi ke­
bijakan, program,[ dan praktek pengelolaan pegawai 

I 

yang akan menjadi panduan bagi lnstansi 
Pemerintah tersebut. 

3. Menyusun strat.egi perencanaan sumber daya 
man usia yang spesifik dan eksplisit, yang d ikaitkan 
dengan keseluru,han rencana strategis, dan yang 
memungkinkan: dilakukannya identifikasi ke­
butuhan pegawaLbaik pada saat ini maupun di masa 
mendatang. 

4~ Menyusu n persya ratan ja bat a ri dan menetapkan 
I 

kinerja yang di
1
harapkan untuk setiap posisi 

pimpinan. ! 
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5. Pimpinan membangun kerjasama tim, mendorong 
penerapa·n visl lnstansi Pemerintah, dan mendorong 
adanya umpan balik dari pegawai. 

6. Sistem manajemen kinerja lnstansi Pemerintah 
mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan lnstansi 
Pemerintah yang dirancang sebagai panduan bagi 
pegawai dalam mencapai visi dan misi yang telah 
ditetapkan. 

7. Menyusun prosedur untuk memastikan bahwa 
pegawai dengan kompetensi yang tepat yang di­
rekrut dan dipertahankan. 

8. Pegawai telah memberikan orientasi, pelatihah dan 
kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab, meningkatkan kinerja, meningkat­
kan kemampuan, serta memenuhi tuntutan ke­
butuhan organisasi yang berubah-ubah. 

9. Membuat sistem kompensasi cukup memadai untuk 
mendapatkan, memotivasi, dan mempertahankan 
pegawai serta insentif dan penghargaan disediakan 
untuk mendorong pegawai melakukan tugas 
dengan kemampuan maksimal. 

1 O.Me nyusu n. program keseja hteraa n dan fas il it as 
untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen 
pegawai. 

ll.Pengawasan atasan dilakukan secara ber­
kesinambungan untuk memastikan bahwa tujuan 
pengendalian intern bisa dicapai. 

12.Memberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang 
bermakna, jujur dan konstruktif untuk membantu 
pegawai memahami hubungan antara kinerjanya 
dan capaian tujuan lnstansi Pemerintah. 

l3.Pimpinan melakukan kaderisasi untuk memastikan 
· tersedianya pegawai dengan kompetensi yang 
diperlukan. 
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C. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem lnformasi 
Pengendalian atas pengelolaan sistem inforr.1asi di­
lakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan 
informasi. Pengendalian dilakukan melalui pe­
ngendalian umum dan pengendalian aplikasi. 

1. Pengendalian Umum, dilakukan melalui: 
a. Pengamanan Sistem lnformasi, meliputi kegiatan­

kegiatan: 
1) lnstansi secara berkala melaksanakan pe­

nilaian risiko secara periodik yang kom­
prehensif. Hal-hal yang perlu dipertimbang­
kan adalah penilaian risiko dilaksanakan dan 
didokumentasikan secara teratur pada saat 
sistem, fasilitas, atau kondisi lainnya berubah. 
Selain itu, penilaian risiko tersebut sudah 
mempertimbangkan sensitivitas dan ke­
andalan data serta penetapan risiko akhir dan 
persetujuan pi m pi nan I nstansi Pemeri nta h 
didokumentasikan. 

2) Pimpinan mengembangkan rencana yang 
secara jelas menggambarkan program peng­
amanan serta kebijakan dan prosedur yang 
mendukungnya. 

3) Pimpinan menetapkan organisasi untuk 
mengimplementasikan dan mengelola 
program pengamanan. 

4) Pimpinan menetapkan uraian tanggung 
jawab pengamanan secara jelas. 

5) Mengimplementasikan kebijakan yang efektif 
atas pegawai yang terkait dengan program 
pengamanan. 

6) Memantau efektivitas program pengamanan 
dan melakukan perubahan program peng-
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. amanan jika dip~rlukan. Hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan oleh pimpinan adalah se­
cara berkala menilai kelayakan kebijakan 
pengamanan dan kepatuhan terhadap ke­
bijakan tersebut, serta tindakari korektif di- · 
terapkan dan diuji dengan segera dan efektif 
serta dipantau secara terus-menerus. 

b. Pengendalian atas Akses 
Pengendalian atas akses dilakukan melalui 
aktivitas, sebagai berikut : 
1) Mengklasifikasikan sumber daya sistem 

informasi berdasarkan kepentingan dan 
sensitivitasnya. Hal-hal yang perlu di-

. pertimbangkan adalah klasifikasi sumber daya 
dan kriteria terkait sudah ditetapkan dan 
dikomunikasikan kepada pemilik sumber 
daya. Selain itu, pemilik sumber daya me­
milah-milah sumber daya informasi berdasar­
kan klasifikasi dan kriteria yang sudah di­
tetapkan dengan memperhatikan penetapan 
dan penilaian risiko serta mendokumentasi­
kannya. 

2) Pemilik sumber daya mengidentifikasi peng­
guna yang berhak dan otorisasi akses ke 
informasi secara formal. 

3) Menetapkan pengendalian fisik dan pengen­
dalian log is untuk mencegah dan mendeteksi 
akses yang tidak diotorisasi. 

4) Memantau akses ke sistem informasi, me­
lakukan investigasi atas pelanggaran, dan 
mengambil tindakan perbaikan dan penegak­
an disiplin. 

Modullll 217 



c. Pengendalian atas Pengembangan dan Perubah­
an Perangka(,Lunak Aplikasi, dilakukan melalui 
aktivitas fitur :pemrosesan sistem informasi dan 
modifikasi program diotorisasi. Seluruh perang­
kat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan 
sudah diuji da,n disetujui. Selain itu, menetapkan 
prosedur untuk memastikan terselenggaranya 
pengendalian:atas kepustakaan perangkat lunak 
(software lib~aries) termasuk pemberian label, 
pembatasan akses, dan penggunaan kepustaka­
an perangkat lunak yang terpis.ah. 

d. Pengendalian 'atas Perangkat Lunak Sistem, di­
lakukan denga.n cara membatasi. akses ke perang-. 
kat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab 
pekerjaan darl otorisasi akses tersebut didoku­
mentasikan. Selain itu akses ke dan penggunaan 
perangkat lunak sistem dikendalikan dan di­
pantau serta rnengendalikan perubahan yang 
dilakukan terh;adap perangkat lunak sistem. 

e. Pemisahan tugas yang tidak dapat digabungkan 
sudah diident,ifikasi dan kebijakan untuk me­
misahkan tUQas tersebut sudah ditetapkan. 
Pengendalian atas akses sudah ditetapkan untuk. 
pelaksanaan pemisahan tugas serta pengendali­
an atas kegiati:tn pegawai melalui penggunaan 
prosedur, sup~rvisi, dan review. 

f. Kontinuitas Pelayanan 
Untuk menjamin pelayanan tetap kontinu, 
aktivitas pengendalian yang harus dilakukan 
adalah: 
1) lnstansi m:elakukan penilaian, pemberian 

prioritas, dcm mengidentifikasikan sumber 
daya pendukung atas kegiatan komputerisasi 
yang kritis dan sensitif. 
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2) lnstansi sudah mengambil langkah-langkah 
pencegahan dan minimalisa.si potensi ke­
rusakan dan terhentinya operasi komputer 
antara lain melalui penggunaan prosedur 
back-up datq dan program, _penyimpanan 
back-.up data di tempat lain, pengendalian 
atas lingkungan, pelatihan staf, serta penge­
lolaan dan pemeliharaan perangkat keras. 

3) Pimpinan lnstansi sudah mengembangkan 
dan mendokumentasikan rencana kompre­
hensif untuk mengatasi kejadian tidak ter­
duga (contingency plan), misalnya langkah 
pengamanan apabila terjadi bencana alam, 
sabotase, dan terorisme. 

4) lnstansi secara berkala menguji rencana untuk 
mengatasi kejadian tidak terduga dan melaku­
kan penyesuaian jika diperlukan. 

g. Pengendalian Aplikasi 
Pengendalian aplikasi sistem pengelolaan 
informasi dilakukan dengan aktivitas pengendali­
an sebagai berikut: 
1) Pengendalian Otorisasi 

a) lnstansi mengendalikan dokumen sumber, 
dengan mempertimbangkan akses ke 
dokumen sumber yang masih kosong 
dibatasi dan dokumentasi sumber diberi­
kan nomor urut tercetak (prenumbered). 

b) Mengesahkan dokumen sumber, dengan 
mempertimbangkan dokumen sumber 
yang penting memerlukan tanda tangan 
otorisasi. Untuk sistem aplikasi batch, 
harus digunakan lembar kendali batch 
yang menyediakan informasi seperti 
tanggal, nomor, kendali, jumlah dokumen; 
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dan jumlah kendali (control totals) dari 
field kunci. Selain itu review independen 
terhadap data dilakukan sebelum'data 
dientry;ke dalam sistem aplikasi. 

c) Membatasi akses ke terminal entrydat'a. 
d) File induk dan laporan khusus digunakan 

·I 

untuk rremastikan bahwa seluruh data 
yang d iproses telah diotorisasi. 

2) ·Pengendali::m Kelengkapan, dilakukan dengan 
mengentry~an memproses ke dalam komputer . 
s e I u r u h t r:a n s a k s i y a n g t e I a h d i o to r i s a s i 
serta merekonsiliasi data untuk memverifikasi 
kelengkapan data. 

3) Pengendalian Akurasi, dilakukan dengan men­
desain entry data, memvalidasi data dan 
editing dilaksanakan untuk mengidentifikasi 
data yang :salah serta mencatat data salah 
untuk dilaporkan, diinvestigasi, dan diper­
baiki. Selaif) itl! perlu mereview Laporan ke­
luaran un~uk mempertahankan akurasi dan 
validitas data. 

4) Pengendalian terhadap Keandalan Pemrosesan 
dan File Data, dilakukan melalui penyunsunan 
prosedur untuk memastikan bahwa 
hanya prog·ram dan file data versi terkini yang 
digunakan· :Selama pemrosesan. Selain itu 
harus ada program yang memiliki prosedur 
untuk memverifikasi bahwa versi file 
koniputer yang sesuai yang digunakan selama 
pemrosesan dan program yang memiliki 
prosedur untuk mengecek internal file header 
labels seb;el urn pemrosesari. Dan terdapat 
aplikasi yan,g mencegah perubahan file secara 
be.rsamaan:. 
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D. Pengendalian Fisik atas Aset. 
Pimpinan instansi menetapkan, mengimplementasikan, 

.dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, 
kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada 
seluruh pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan 
adalah sebagai berikut: 
1. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah 

ditetapkan, diimplementasikan, dan dikomu nikasi­
kan ke seluruh pegawai. 

2. lnstansi telah rnengembangkan rencana untuk 
identifikasi dan pengamanan a~et infrastruktur. 

3. Aset yarig berisiko hilang, dicuri, rusak, digunakan 
tanpa hak seperti uang tunai, surat berharga, per­
lengkapan, persediaan, dan peralatan, secara fisik 
diamankan dan akses ke a set terse but dikendalikan. 

4. Aset seperti uang tunai. surat berharga, perlengkap­
an, persediaan, dan peralatan secara periodik di­
hitung dan dibaridingkan dengan catatan pengen­
dalian, setiap perbedaan diperiksa secara teliti. 

5. Uang tunai dan surat berharga yang dapat di­
uangkan dijaga dalam tempat terkunci dan akses ke 
aset tersebut secara ketat dikendalikan. 

6. Form u I i r seperti bla n ko. cek dan Su rat Peri nta h 
Membayar, diberi nomor urut tercetak (prenum- . 
bered}, secara fisik diamankan, dan akses ke formulir 
tersebut dikendalikan. 

7. Penanda tangan cek mekanik dan stempel tanda 
tangan secara fisik dilindungi dan aksesnya di­
kendalikan dengan ketat. 

8. Peralatan yang berisiko dicuri diamankan dengan 
dilekatkan atau _dilindungi dan aksesnyadikendali­
k.an dengan ketat. 

· 9. ldentitas aset dilekatkan pad a meube/air, peralatan 
dan inventarisasi kantor lainnya. 
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1 O.Persediaan dan perlengkapan disimpan ditempat 
yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari ke­
rusakan. 

11.Seluruh fa5ilita5 qilindungi dari a pi dengan meng­
gunakan alarm kebakaran dan 5i5tem pemadam ke-
bakaran. · 

' 12.Ak5e5 ke gedu ng dan fasilitas dikendalikan dengan 
pagar, penjaga, atau pengendalian fi5ik lainnya. 

13.Ak5e5 ke fa5ilita5 ·di luar jam kerja dibata5i dan di-
kendalikan. : 

Selain hal ter5ebut p.impinan in5tansi haru5 menetap­
kan, mengimplementa5ikan, dan men·gkomunika5ikan 
rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery 
plan) kepada 5eluruh pegawaL 

E. Penetapan dan Review atas lridikator- dan Ukuran 
Kinerja 
Aktivita5 untuk mengendalikan capaian kinerja 
organi5a5i meliputi :: 
1. Menetapkan ukuran dan indikator kinerja untuk 

tingkat I n5tansi P~merintah, kegiatan, dan pegawai. 
2. Mereview dan melakukan validasi secara periodik 

atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator 
kinerja. 

3. Mengevalua5i faktor penilaian pengukuran kinerja 
untuk meyakinkah bahwa faktor ter5ebut seimbang 
dan terkait deng~n mi5i, sa5aran, dan tujuan serta 
mengatur insentif yang pantas untuk mencapai 
tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan 
perundang-u ndahgan. 

4. Membandingkan" data capaian kinerja 5ecara teru5-
m e ne r u s d e n g a n 5 a 5 a r a ri y a n g d it eta p k a n d a n 
seli5ihnya dianalisis lebih lanjut. 
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F. Pemisahan Fungsi 
Pimpinan instansi menjamin bahwa seluruh aspek 
utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 
1 (satu) orang. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan 

. adalah sebagai berikut: 
1. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan 

seluruh aspek utama transaksi atau kejadian. 
2. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau 

kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang 
terkait dengan otorisasi, persetujuan,. pemrosesan 
dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, 
review, dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan 

·dan penanganan aset. 
3. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah 

orang untuk memberikan keyakinan adanya checks 
and balances. 

4. Jika memungkinkan, tidak seorang pun diperboleh­
kan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, 
dan aset berisiko tinggi lainnya. 

5. Saldo Bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak 
memiliki tanggung jawab atas penerimaan, penge­
luaran, dan penyimpanan kas. 

6. P·impinan lnstansi Pemerintah mengurangi ke­
sempatan terjadinya kolusi-kolusi kiuena adanya 
kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidak­
efektifan pemisahan fungsi. 

G. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting 
Pimpinan instansi menetapkan dan mengkomunikasi­
kan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai · 
berikut : 
1. Terdapat pengendalian untuk memberikan keyakin­

an bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid · 
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diproses dan dien.try, sesuai dengan keputusan dan 
arahan pimpinan !nstansi Pemerintah. 

2. Terdapat pengendalian u"ntuk memastikan bahwa 
hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientry 
adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan 
hanya oleh pegawai sesuai lingkup otorisasinya. 

3. Otorisasi yang se~ara spesifik memuat kondisi dan 
syarat otorisasi di~omunikasikan secara jelas kepada 
pimpinan dan pe~awai lnstansi Pemerintah. 

4. Terdapat persyara:tan otorisasi yang sejalan dengan 
arahan dan dalary~ batasan yang ditetapkan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan pimpin:an instansi. 

,_ 

H. Pencatatan yang A~urat dan TepatWaktu atas 
Transaksi dan_ Kejadia:n 
Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat 
dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, ber­
nilai, dan berguna bagi pimpinan lnstansi Pemerintah 
dalam mengendalika:n kegiatan dan dalam pengambil­
an keputusan. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat 
dilaksanakan untuk s~luruh siklus transaksi atau kejadi­
an yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, 
dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar. 

I 

I. Pembatasan akses atas s~mber Daya dan 
Pencatatannya 
Pimpinan lnstansi rilemberikan akses hanya kepada 
pegawai yang berwenang dan melakukan review atas 
pembatasan tersebut secara berkala. 
Hal'"hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai 
berikut: 
1. Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan 

dikendalikan denga·h membatasi akses ke sumber 
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daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai 
yang berwenang. 

2. Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan 
· secara periodik direview dan dipelihara. 

3. Pimpinan lnstansi mempertimbangkan faktor-faktor -
seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan, kemu­
dahan ditu-karkan ketika menentukan tingkat pem­
batasan akses yang tepat. 

J. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya d~n 
Pencatatannya 
Pimpinan lnstansi Pemerintah menugaskan pegawai 
yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan 
sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu 
atas penugasan tersebut secara berkala. Hal-hal yang 
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1. Pertanggungjawaban atas penyimpanan, peng­

gunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan 
pegawai khusus. 

2. Penetapan pertanggungjawaban akses untuk 
penyimpanan sumber daya secara periodik direviu 
dan dipelihara. 

3. Pembandingan berkala antara sumber daya dengan 
pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentu­
kan kesesuaiannya dan jika tidak sesuai, dilakukan 
audit. 

4. Pimpinan lnstansi Pemerintah menginformasikan 
dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas 
akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada 
pegawai dalam organisasi dan meyakinkan bahwa 
petugas tersebut memahami tanggungjawabnya. 
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K. Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian 
Intern serta Transaksi dan Kejadian Penting 
Pimpinan lnstansi Pemerintah memiliki, mengelola, 
memelihara, dan secara berkala memutakhirkan doku­
mentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian 
Intern serta transaksi dan kejadian penting. Hal-hal 
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup 

Sistem Pengendalian Intern lnstansi Pemerintah dan 
seluruh transaksi dan kejadian penting. 

2. Dokumentasi tersedia setiap saat untuk diperiksa. 
3. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern 

mencakup identifikasi, penerapan; dan evaluasi atas 
tujuan dan fungsi I nstansi Pemerintah pad a tingkat­
an kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin 
dalam kebijakan administratif, pedoman akuntansi, 
dan pedoman lainnya. 

4. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern men­
cakup dokumentasi yang menggambarkan sistem 
informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan 
data, serta pengendalian umum dan pengendalian 
aplikasi. 

5. Terdapat dokumentasi atas transaksi dan kejadian 
penting yang lengkap dan akurat sehingga me­
mudahkan penelusuran transaksi dan kejadian 
penting sejak otorisasi dan inisiasi, pemrosesan, 
hingga penyelesaian. 

6. Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan 
maupun elektronis yang berguna bagi pimpinan 

. lnstansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan 
dan bagi pihak lain yang terlibat dalam evaluasi dan 
analisis kegiatan. 

7. Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan di­
pelihara secara baik serta dimutakhirkan secara berkala. 
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BABIII 
PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN 

KEGIATAN PENGENDALIAN 

Penilaian terhadap unsur kegiatan pengendalian dilakukan 
untuk mengukur tingkat efektivitas dan memberi keyakin­
an bahwa kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh 
lnstansi Pemerintah telah dilakukan secara tepat dan 
memadai baik terhadap implementasi SPIP, pencapaian 
tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, peng­
amanan aset negara dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

A. Sarana dan Aspek Penilaian 
Sarana penilaian yang diperlukan dalam rangka ke­
giatan pengendalian inter.n disajikan pada tabel di 
bawah ini: 

No Unsur/Sub Unsur Aspek Penilaian Dokumen yang Diperlukan 

Kegiatan a. Ada/tidaknya visi, misi organisasi secara - Renstra lntansi Pemerintah 
Pengendalian tertulis di unit kerja/satker yang - KAK{fOR untuk masing-

bersangkutan. masing kegiatan 

b. Visi, misi dan tujuan mengacu pada tugas - Penetapan Tim/Petugas 
pokok dan fungsi dari unit kerja/satker. Pemantau kegiatan 

c. Efektifitas kegiatan pengendalian sebagai pengendalian 

acuan kegiatan di unit kerja/satker. - Kurnpulan Peraturan atau 

d. Ada/tidaknya KAK{fOR sebagai acuan dalam kriteria lainnya 

masing-masing kegiatan sebagai saran a - Prosedur tertulis 

untuk penilaian risiko - Dokumen Kebijakan tertulis 

e. Ada/tidaknya prosedur dan kebijakan pada - TOR/KAK Kegiatan 

unit kerja/satker guna mendukung Oakum en Keuangan 

pelaksanaan kegiatan, dan tupoksi. - Dokumen Kepegawaian 

f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi - Dokumen Perencanaan 

terhadap pelaksanaan kegiatan 
pengendalian. 

g. Pelaksanaan review atas kinerja dari unit 
kerja/satker secara berkala dan 
berkelanjutan. 

h. Pelaksanaan pembinaan sumber daya 
man usia pad a unit kerja/Satker. 

i. Pengendalian atas pengelolaan sistem 
informasi, seperti pengamanan sistem 
informasi, pengendalian atas akses dan 
pengembangan serta perubahan perangkat 
lunak di unit kerja/satker. 
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j. Pengendaiian atas pengelolaan sistem 
informasi, seperti membatasan akses 
berdasarkan tanggung jawab. 

k. Ada/tidaknya pemisahan tugas sesuai 
dengan pemisahan tungsi yang ditetapkan. 

I. Ada/tidaknya pengendalian terhadap 
kelengkapan, akurasi dan pemrosesan data. 

m. Ada/tidaknya pengendalian aplikasi seperti 
pengendalian otorisasi, pengesahan 

dokumen sumber. 

n. Pengendalian atas fisik (asset) dan keuangan. 

0. Pengendalian atas indikator dan ukuran 
kinerja. 

p. Ada/tidaknya personil yang ditunjuk dan 
ditetapkan untuk melakukan pemantauan 
indicator dan ukuran kinerja. 

q. Ada/tidaknya pemisahan fungsi dari masing-
masing bagian dan kegiatan 

r. Ada/tidaknya otorisasi atas transaksi dan 
kejadian penting pada unit kerja/satker. 

s. Ada/tidaknya pencatatan yang akurat dan 
tepat atas transaksi dan kejadian di unit 
kerja/satker. 

t. Ada/tidaknya pembatasan akses atas sumber 
daya dan pencatatan 

u. Ada/tidaknya akuntabilitas terhadap sumber 
daya dan pencatatannya. 

v. Ada/tidaknya dokumentasi yang baik alas SPI 
terhadap transaksi dan kejadian penting di 
unit kerja/satker, 
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B. Pelaksanaan Penilaian 
Penilaian dilakukan berdasarkan 2 (dua) unsur lingkup 
kegiatan pengendalian intern yang meliputi aktivitas 
pengendalian dan pendukung pengendalian. Masing­
masing sub unsur diberi bobot tertentu berdasarkan 
justifikasi nilai penting (signifikansi) terhadap peman­
tauan pengendalian intern, yang jumlah seluruhnya 
100%. Setiap sub unsur diuraikan dalam beberapa item 
penilaian dengan bobot yang ditentukan sesuai 
relevansinya dengan masing-masing sub unsur ter­
sebut. Rincian lengkap pelaksanaan penilaian disajikan 
dalam tabel di bawah ini : 

Tabel Pelaksanaan Penilaian 

NO. URAIAN 

KEGIATAN PENGENDALIAN: 

1. Pimpinan telah menetapk.an visi, misi organisasi secara tertulis di unit kerja/ satker yang 

bersilngkutan. 

2. Visi, misi dan tujuan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari unit kerja/ satker. 

3. Kegiatan pengendalian dapat digunakan secara efektii sebagai acuan kegiatan di unit 

kerja/satker. 

4. Penanggungjawab kegiatan telah menyusun KAK/TOR sebagai acuan dalam masing­

masing kegiatan sebagai sarana untuk penilaian resiko 

5. Pimpinan menetapkan prosedur dan kebijakan pada unit kerja/satker guna mendukung 
pelaksanaan kegiatan, dan tupoksi. 

6. Pelaksanaan pemantauan/ evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian telah 
berjalan baik dan efektif. 

7. Pelaksanaan review atas kinerja dari unit kerja/ satker secara berkala/ berkelanjutan. 

8. Pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia pada unit kerja/ Satker. 

9. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, seperti pengamanan sistem informasi, 
pengendalian atas akses dan pengembangan serta perubahan perangkat lunak di unit 

kerja/Satker. 

10. Pengendatian atas pengelolaan sistem informasi, seperti pembatasan akses berdasarkan 
tanggungjawab. 

11. Pimpinan telah melakukan pemisahan tugas sesuai dengan pemisahan fungsi yang 
ditetapkan. 

12. Pimpinan telah melakukan pengendalian terhadap kelengkapan pemrosesan data. 

13. Pimpinan telah melakukan pengendalian terhadap akurasi pemrosesan data. 

14. Pimpinan telah melakukan pengendalian ·'aplikasi seperti pengendalian otorisasi, 

pengesahan dok.umen sumber, serta pengendalian fisik dan keuangan di unit k.erja. 

1S. Pimpinan telah melakukan pengendalian atas indikator dan ukuran kinerja. 

16. Pimpinan menunjuk/ menetapkan personil untuk melakukan pemantauan indikator/ 

ukuran kinerja. 

17. Pimpinan melakukan pemisahan fungsi dari masing-masing bagian/ kegiatan 

18. Pimpinan menunjuk/ menetapkan otorisasi atas transaksi/ kejadian penting pada unit 

kerja/Satker. 

19. Pencatatan yang ak.urat/tepat atas transaksi/ kejadian di unit kerja/ satker. 

20. Prosedur tetap pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan telah dibuat. 

21. Akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatannya. 

22. Dokumentasi yang baik atas SPI terhadap transaksi/ kejadian penting di unit kerja/ 

Satker. 

VA TIDAK 
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GAMBARAN UMUM 

A. Tujuan Pembelajaran Umum 
lnformasi dan komunikasi adalah kajian deskriptif. 
Konsepnya dikembangkan dari hasil pembelajaran, dan 
pengamatan terhadap apa yang dilakukan manajemen 
organisasi khususnya dalam bidang informasi dan 
komunikasi dalam mengarahkan organisasinya untuk 
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam 
praktiknya, sistim informasi dan komunikasi merupakan 
salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Peme­
rintah (SPIP), sangat bervariasi baik kedalam maupun 
formalitasnya. Variasinya sangat akan tergantung dari 
tujuan yang akan dicapai, ukuran/bentuk organisasi, 
serta budaya dan karakteristik dari masing-masing unit 
kerja. Oleh karenanya, sistem informasi dan komunikasi 
hanya akan membantu jika dipandang sebagai sesuatu 
yang:.secara khusus dirancang dan diterapkan dalam 
organisasi untuk suatu tujuan tertentu. Sistem infor­
masi dan komunikasi dalam SPIP tidak boleh dipandang 
sebagai kriteria normatif yang dapat d icontoh penerap­
annya secara umum walaupun dari suatu organisasi. 

Pol a pikir yang sam a harus digunakan dalam pelaksana­
an evaluasi penerapan SPIP khususnya unsur informasi 
dan komunikasi. Semua harus memandang juga bahwa 
sistem informasi dan komunikasi selalu lebih spesifik 
sesuai dengan tuntutan SPIP yang sedang dievaluasi. 
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan dapat me­
mahami bagaimana cara merancang, menerapkan dan 
mengevaluasi sistem informasi dan komunikasi serta 
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evaluasi untuk melihat peluang dan kendala organisasi 
dalam mencapai tuj.uannya. 

! 

B. Tujuan Pembelajar·an Khusus 
Set~lah mempelajari modul ini, dih·arapkan akan me­
mahami: 
1. Arti penting siste:m informasi dan komunikasi dalam 

penerapan SPIP :bagi unit kerja/organisasi sesu·ai 
dengan PP No.60 Tahun 2008; 

2. Perkembangan, konsep sistem informasi dan 
komunikasi_ dalar:n SPIP; 

3. Variasipenerapan sistem informasi dan komunikasi 
dalam SPIP menu,rut tujuan, bentuk, ukuran dan per­
imbangan kekliasaan dalam suatu unit kerja/ 
organisasi. 

4. Arti penting danketerbatasan sistem informasi dan 
komunikasi dalam SPIP; 

5. Pendekatan eval:uasi pengendalian organisasi oleh 
yang berkepent,ingan yaitu manajemen, auditor, 
pengatur dan pemangku kepentingan (stakeho/­
ders)yang memiliki kepentingan langsung maupun 
tidak langsung. : 

6. Aspek-aspek ya'ng mempermudah pelaksanaan 
evaluasi sistem 'informasi dan komunikasi dalam 
SPIP. 

C. Deskripsl Singkat Struktur Modul 
Modul ini berisi dua: kelompok bab yang berbeda sifat­
nya. Kelompok bab yang pertama memuat definisi" dan 
deskripsi fakta yang:melatar-belakangi pengembangan 
konsep pengendal;ian intern. Karena sifatnya yang 
hanya merupakan papa ran maka kelompok bab ini di-. 
susun dengan pendekatan deskriptif. Agar dapat 
dicapai pemahaman yang maksimal terhadap isi bab-

, 
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bab ini, pada setiap akhir bab diberikan cohtoh sebagai 
bahan untuk membantu dalam menguasai materi. 

Kelompok bab yang kedua adalah kelompok bab yang 
menjelaskan unsur-unsur SPI P. Sebagai konsep deskrip­
tif, dengan mengingat fakta bahwa organisasi selalu 
memilik keunikan, berbeda antara satu dengan yang 
lain, maka tidak terdapat suatu bentuk unsur SPIP yang 
ideal. Setiap unit kerja/organisasi harus merancang se­
cara khusus bentukan srstem pengendalian intern yang 
paling tepat dengan karakteristik unit: kerja/ 
organisasinya. Karen a sifatnya yang demikian, maka di­
pilih cara dengan menggunakan diskusi, konsultasi 
untuk mendefinisikan suatu organisasi contoh yang 
hendak dibahas sesuai bentuk sistem pengendaliannya. 

Sistimatika penyajian Modullnformasi dan Komunikasi 
dapat disajikan sebagai berikut: 

Gambaran Umum Tujuan umum, Tujuan Khusus, dan 
Diskripsi Singkat Modul 
Bab I Pendahuluan 

Pencatatan 
Pelaporan 

Bab II 
Bab Ill 
BabiV Penilaian Terhadap Pelaksanaan lnformasi dan 

Komunikasi 

D. Metodologi Pembelajaran 
Untuk mempelajari modul ini, sebagian besar dapat di­
lakukan dengan membaca catatan pengantar yang ada 
pada masing-masing bab, kemudian contoh-contoh 
kasusnya. 

Untuk lebih mempercepat proses pemahaman, pem­
baca dapat melakukan konsultasi secara intensif kepada 
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tim Pembina SPIP, dengan demikian diharapkan akan 
membantu memberi.kan pemahamari dan pemecahan 
masalah secara sistematis dalam memberikan pe­
mahaman mengenai uraian yang terdapat dalam 
catatan.pengantar, bagi pembaca jika ditemukan per-
masafahan. : · 

! 

Contoh kasus disert~kan dalam modul ini diharapkan 
dapat membantu mempercepat pemahaman serta 

I . 

niemberikan bentukan. Hal tersebut dapat merangkai-
kan seluruh unsur S

1

istem informasi dan komunikasi 
dalam si.stem pengendalian intern yang efektif dan 
efisien. 

*** 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Unsur pengendalian intern keempatpada PP 60 Tahun 
2008 adalah informasi dan komunikasi. Satuan kerja 
(satker) harus memiliki informasi yang relevan dan 
dapat diandalkan baik informasi maupun nonkeuang­
an, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa 
eksternal dan internal. lnformasi tersebut harus di­
rekam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan 
pengguna lainnya di seluruh unit kerja yang ber-

. sangkutan dalam bentuk dan kerangka waktu, sehingga 
yang bersangkutan dapat melaksanakan pengendalian 
intern dan tanggung jawab operasional. 

Satuan Kerja (Satker) semakin dituntut untuk mem­
perlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan 
fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi banyak 
dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyampai­
kan informasi secara terbuka, seimbang dan merata 
bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). 
Dengan penguasaan informasi yang seimbang akan 
mempengaruhi pihak-pihak yang terkait dengan satker 
dapat mengambil keputusan yang wajar. Dalam 
kenyataannya, sampai dengan era saat ini masih banyak 
terjadi kesenjangan informasi (asymmetrical 
information) antara pengguna la'poran/informasi, ter-. 
utama pihak ma~ajemen yang mempunyai akses 
langsung dengan subyek yang diinformasikan dengan 
konstituen yang berada diluar manajemen. 
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Terdapat dua sisi negatif dari kesenjangan informasi. 
Pertama, pihak yang r:nenguasai informasi akan mudah 
bertindak untuk keuntungan dirinya, dengan kerugian 
pihak lain (moral hazard problem). Kedua, pihak lain 
yang kurang memiliki informasi akan cenderung apatis 

.dan tidak percaya· pada apa yang diinformasikan 
kepadanya. 

Upaya untuk mengatasi akibat buruk dari kesenjangan 
informasi tersebut, s~tker diwajibkan untuk menyiap­
kan, menyusun dan menyampaikan informasi kinerja 
secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai per-

. wujudan normatif p~rtanggungjawaban dari satker. 
Penyampaian informasi ini dimaksudkan sebagai peng­
ungkapan/komunikas!i capaian kinerja dari satker dalam 
satu tahun anggaran ~erdasarkan komitmen yang telah 
ditetapkan sebelumhya antara penanggung jawab 
kegiatan dengan pimpinan satker, sebagai pertang­
gungjawaban da·Q m~njelaskan terhadap keberhasilan 
dan kegagalan pencapaian kinerja. 

Pimpinan satuan kerj~ (satker) wajib mengidentifikasi, 
mencatat dan meng:omunikasikan informasi dalam 
bentuk dan waktu yahg tepat. Untuk menyelenggara­
kan komunikasi yang efektif, pimpinan unit kerja harus 
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan 
sarana komunikasi, rnengelola, mengembangkan dan 
memperbarui sistem i'nformasi secara terus-menerus. 

' 
B. Pengertian lnformasi dan Komunikasi 

1. lnformasi ' 
lnformasi adalah data yang telah dfolah yang dapat 
digunakan untuk ;pengambilan keputusan dalam 
rangka penyeleng'garaan tugas dan fungsi satker. 
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lnformasi dapat ditinjau dari 2 (dua) hal yaitu: 
a. lnformasi dari sumber internal dan eksternal 

didapat dan disampaikan kepada pimpinan 
satker sebagai bagian dari pelaporan institusi, 
sehuhungan dengan pencapaian kinerja operasi 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah 
sebagai berikut: 
1) lnformasi internal yang penting dalam men­

capai tujuan satker, termasuk informasi yang 
berkaitan dengan faktor-faktor keberhasilan 
yang kritis, dan diidentifikasi secara teratur di­
laporkan kepada pimpinan satker. 

2) Satker sudah mendapatkan dan melaporkan 
kepada pimpinan, semua informasi eksternal 
relevan yang dapat mempengaruhi tercapai­
nya misi, maksud, dan tujuan satker, terutama 
yang berkaitan dengan perkembangan per­
aturan perundang-undangan serta perubahan 
politik dan ekonomis. 

3) Pimpinan satker di semua tingkatan harus 
memperoleh informasi internal dan eksternal 
yang diperlukan. 

b. lnformasi terkait diidentifikasi, diperoleh dan di­
distribusikan kepada pihak yang berhak dengan 
rincian yang memadai, bentuk, dan waktu yang 
tepat, sehingga memungkinkan mereka dapat 
melaksanakan tug as dan tanggung jawabnya se­
cara efisien dan efektif. Hal--hal yang perlu 
dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1) Pimpinan satker sudah menerima informasi 

hasil analisa yang dapat membantu dalam 
mengidentifikasi tindakan khusus yang perlu 
di laksanaka n. 
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2) lnformasi ~udrlh disiapkan dalam bentuk 
rincian yan:g tepat sesuai dengan tingkatan 
pimpinan satker. 

3) lnformasi y~ng relevan diringkas qan disajikan 
secara memadai sehingga memungkinkan di­
lakukanny~ pengecekan secara rinci sesuai 
keperluan. 

' 
4) lnformasi disediakan tepat waktu agar dapat 

dilaksanakannya pemantauan kejadian, ke­
giatan, dan transaksi sehingga memungkin­
kan dilakukan tindakan korektif secara cepat. 

5) Pimpinan b~rtanggung jawab terhadap suatu 
program, : wajib meneri·ma informasi 
operasional. dan keuangan untuk membantu 
mengukur· dan menentukan pencapaian 
rencana kin:erja strategis tahunan dan target 
satker sehl:J bu ngan denga n perta ngg u n g­
jawaban penggunaan sumber daya. 

6) lnformasi operasional tersedia bagi pimpinan 
satker sehingga mereka dapat menentukan 
pelaksanaaf, program sudah sesuai dengan 
peraturan p'eru ndang-u ndangan. 

7) lnformasi keuangan dan anggaran yang 
memadai s~dah disediakan guna mendukung 
pe-yusunan: pelaporan keuangan internal dan 
eksternal. · 

lnformasi yang berkualitas adalah informasi yang 
dapat mengubah: opini penggunanya mengenai 
suatu subyek tertentu. Hal tersebut berkaitan 
dengan kepentingannya dalam rangka · pengambil­
an keputusan. lnformasi yang disajikim secara ber­
kualitas merupakan salah satu sumber penting bagi 
para pengambil :keputusan untuk menetapkan 
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berbagai upaya yang diperlukan untuk perbaikan-
. perbaikan di masa mendatang. lnformasi dapat 
mengubah opini manusia dan rrianusia pun dapat 
mengubah bentuk dan substansi informasi. 
lnformasi yang baik ada.lah informasi yang dapat 
memberikan nilai tam bah (value added) kepada para 
pengguna dalam proses pengambilan keputusan 
dan pengukuran capaian kinerja secara obyektif 
dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas. 

Permasalahan komunikasi informasi dalam sistem 
informasi dapat dikategorikan pada tiga tingkatan, · 
yaitu: 
a. Tingkat teknis, seberapa akurat informasi dapat 

dikirimkan 
b. Tingkat semantik (presentasi), seberapa akurat/ 

tepat simbol-simbol yang dikirim menyampaikan 
· sesuatu arti yang dikehendaki. 

c. Tingkat efektivitas, seberapa cocok dan tepat 
pesan-pesan penting untuk memotivasi peng-
ambilan keputusan. 

Pada dasarnya informasi berasal dari sumber 
informasi yang dikirim melalui media komunikasi 
(communication channel) kepada penerima. Di 
tengah-tengah aktivitas pengiriman itu dapat terjadi 
distorsi-distorsi (gangguan) yang mungkin akan 
mengganggu penyampaian dan kualitas informasi. 
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah pengendali­
an dan pengamanannya. Pengendalian dan peng­
amanan yang dilaksanakan diberbagai tingkatan 
dapat saja berbeda-beda, dari yang bersifat teknis, . 
semantik hingga pada tingkat efektivitas sebuah 
informasi. 
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Kebutuhan akan i,nformasi pada dasarnya disebab­
kan oleh adanya ketidakpastian dan adanya pilihan­
pilihan yang ters~dia. Oleh karenanya, pendekatan 
teori informasi dan komunikasi ini juga terkait 
dengan teori pengambilan keputusan dan ilmu 
pengetahuan mengenai perilakli manusia .. 

Terdapat empat karakteristik kualitatif yang mem­
buat informasi oerguna bagi pemakai, yaitu: (a) 
dapat difahami, (b) rei evan, {c) hand a I dan (d) dapat 

I , 

diperbandingkan. lnformasi yang handal (reliable 
information) sangat diperlukan untuk melakukan 
evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi 
risiko. Untuk it~, diperlukan beberapa hahl:ial 
sebagai berikut: (a) penetapan metode pengukuran 
secara hati.:hati, dan (b) ditampilkan secara benar, 
akurat dan tidak bias. 

2. Komunik~si 
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau 
i n form as i den g ,a n men g g u n aka n s i m b o I at au 
lambang tertentu baik secara langsung maupun 
tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 
Komunikasi dapa:t di bagi 2 (dua) jenis yaitu: 
a. Pimpinan sat~er harus memastikan terjalinnya 

komunikasi internal yang efektif. Hal-hal yang 
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1) Pimpinan ~atker sudah memberikan arahan 

yang jelas kepada seluruh tingkatan 
organisasi bahwa tanggung jawab pe­
ngendalial)1 intern adalah masalah penting 
dan harus diperhatikan secara serius. 

2) Tugas yang dibebankan kepada pegawai 
sudah d ikomu nikasikan dengan_ jelas dan 
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sudah dimengerti aspek pengendalian 
internnya, peranan masing-masing pegawai, 
dan hubungan pekerjaan antar pegawai. 

3) Pegawai sudah diinformasikan bahwa,jika ada 
hal yang tidak diharapkan terjadi dalam 
pelaksanaan tugas, perhatian harus diberikan 
bukan hanya kepada kejadian tersebut, tetapi 
juga pada penyebabnya, sehingga kelemahan 
potensial pengendalian intern bisa di­
identifikasi dan diperbc:liki sebelum kelemah­
an tersebut menimbulkan kerugian lebih 
lanjut terhadap satker. 

4) Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa 
diterima serta konsekuensinya sudah di­
komunikasikan secara jelas kepada pegawai. 

5) Pegawai memiliki sa luran komuni kasi 
i n f o r m a s i k e at a s s e I. a i n m e I a I u i at a s a n 
langsungnya, dan ada keinginan yang tulus 
dari pimpinan satker untuk mendengar 
keluhan sebagai · bagian dari proses 
manajemen. 

6) Ada!lya mekanisme yang memungkinkan 
informasi mengalir keseluruh bagian dengan 
Ia ncar dan menjamin adanya komunikasi yang 
Ia ncar antar kegiatan fungsional. 

7) Peg awa i mengeta h u i ad a nya sa luran 
komunikasi informal atau terpisah yang bisa 
berfungsi, apabila jalur informasi normal 
gagal digunakan. 

8) Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak 
akan ada tindakan 'balas dendam' (reprisal) 
jika melaporkan informasi yang negatif, 
perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan. 
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9) Adanya m~kanisme yang memungkinkan 
peg a w a i :men y a·m p a i k an r e k o tn end as i 
penyempurnaan kegiatan, dan pimpinan 
satker memberikan penghargaan terhadap 
rekomend~si yang baik berupa hadiah 
langsung atau bentuk penghargaan lainnya. 

1 O)Pimpinan satker sering berkomunikasi dengan 
aparat pengawasan internal pemerintah, dan 
terus melaporkan kepadanya mengenai 
kirierja, risi~o, inisiatif penting, dan kejadian 
penting lainnya. 

b. Pimpinan satker harus memastikan bahwa sudah. 
terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang 
memiliki dampak signifikan terhadap program, 
proyek, opera~i dan kegiatan lain terrriasuk peng­
anggaran dan pendanaannya. Hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1) Adanya sa lUran komunikasi yang terbuka dan 

efektif den:gan masyarakat, rekanan, konsul­
tan, dan· aparat pengawasan intern 
pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa 
memberik'an masukan yang signifikan ter­
ha d a p ku~litas pelayanan satker. 

2) Semua pihak eksternal yang berhubungan 
dengan satker sudah diinformasikan me­
ngenai kode etik yang berlaku bahwa tindak­
an yang tidak benar, seperti pemberian komisi 
tidak diperkenankan. 

3) Komunik~si dengan eksternal sangat 
d i do r o n g .t u n t u k d a pat men get a h u i be r-
fungsinya.p~ngendalian intern: . 

4). Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan menge­
nai layanan satker, ditindaklanjuti dengan 
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baik karena dapat menunjukkan adanya per­
masalahan dalam pengendalian. 

5) Pimpinan lnstansi Pemerintah memastikan 
bahwa saran dan rekomendasi aparat peng­
awasan intern pemerintah, auditor, dan 
evaluator lainnya sudah dipertimbangkan 
s e pen u h n y a d an d it in d a k Ian jut i den g a n 
memperbaiki masalah atau kelemahan yang 
diidentifikasi. 

6) Komunikasi dengan badan legislatif, satker 
pengelola anggaran dan perbendaharaan, 
satker lain, media, dan masyarakat harus berisi 
informasi sehingga misi, tujuan, risiko yang 
dihadapi satker lebih dapat dipahami. 

C. Bentuk dan Sarana Komunikasi 
Guna mendukung kelancaran informasi dan komunikasi 
dalam pelaksanaan kegiatan pada satker diperlukan 

..., format (bentuk) dan saran a 
1. Pimpinan satker menggunakan berbagai bentuk dan 

sarana dalam mengkomunikasikan informasi pen­
ting kepa_da pegawai dan lainnya. Hal-hal yang 
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: · 
a. Pimpinan satker harus menggunakan bentuk dan 

sarana komunikasi efektif, berupa buku pedoman 
kebijakan dan prosedur, surat edaran, memoran­
dum, papan pengumuman, situs internet dan 
intranet, rekaman video, e-mail, dan arahan lisan. 

b. Pimpinan melakukan komunikasi dalam bentuk 
tindakan positif saat berhubungan dengan 
pegawai di seluruh organisasi dan memperlihat­
kan dukungan terhadap pengendalian intern. 

2. Satker mengelola, mengembangkan, dan memper­
barui sistem informasi untuk meningkatkan keg una-
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an dan keandalan komunikasi informasi secara terus 
menerus. Hal-hal:yang perlu dipertimbangkan ada­
lah sebagai berik~t: 
a. Manajemen si'stem in.formasi dilaksanakan ber­

d a sa rk a n s u.a t u r e n c a n a s t rat 2 g i s s i s t e m 
informasi yang .merupakan bagian dari rencana 
strategis satk~r secara keseluruhan. 

b. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi ber­
kembangnya kebutuhan informasi. 

c. Sebagai bag ian dari manajemen informasi, satker 
telah memantau, menga.nalisis, mengevaluasi, 
dan memanfaatkan perkemban_gan dan kemaju­
an teknologi uhtuk dapat memberikan pelayanan 
lebih cepat dain efisien. 

d. Pimpinan satker secara terus menerus memantau 
mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi ke­
layakan isi, k~tepatan waktu, keakuratan, dan 
kemudahan aksesnya. 

3. Dukungan pimpir:tan satker terhadap pengembang­
an teknologi inf~rmasi (TI) ditunjukkan dengan 
komitmennya dalam menyediakan pegawai dan 
pendanaanyangmemadai terhadap upc;tya_pe­
nge_mbangan r1:: 

Salah satu sarana (nformasi dan komunikasi yang 
dimaksud dalam modul ini lebih difokuskan pada 
penc~tatan dan pelaporan pada satker. Uraian tentang 

. pencatatan dan pelaporan lebih rinci akan disampaikan 
pada bab berikut pa9a modul ini. 

*** 
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----------

A. Tujuan 

. B_AB II 
PENCATATAN 

Setelah mempelajari bab ini, menjawab pertanyaan dan 
mengerjakan latihan-latihan yang terdapat pada bab 
ini, maka pembaca akan memahami: 
1. Fungsi pencatatan 
.2. Sistem pencatatan 
3. Aspek Penting Pencatatan 
4. Pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatan 
5. Akuntabilitas terhadap sumberdaya dan pencatatan 

B. Fungsi Pencatatan 
Pencatatan merupakan fungsi untuk mendokumentasi­
kan transaksi/kejadian atau peristiwa yang terjadi pada 
suatu unit kerja/organisasi dari unit terendah sampai 
dengan unit tertinggi. Catatan sangat diperlukan 
karen a memungkinkan para pihak yang berkepenting­
an untuk me.ndapatkan informasi, membaca, mem- · 
pelajari kembali peristiwa atau fakta yang telah terjadi. 
Dari sisi sistem pengendalian, pencatatan memberikan 
sumbangan kepada manajemen untuk melakukan 
pemantauan terhadap aktivitas operasional. Sementara 
itu, dari sisi teknis pencatatan diperlukan karena ber­
bagai kepentingan seperti daya ingat manusia dan 
kemampuan individual atau organisasi yang terbatas, 
dan tidak selalu dapat diandalkansebagai bukti adanya 
transaksi atau peristiwa kejadian dalam suatu unit 

. kerja/organisasi, terutama untuk peristiwa-peristiwa 
yang telah lama terjadi. Disamping itu, catatan juga 
diperlukan mengingat kemampuan organisasi untuk 
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memproses setiap informasi dan data sesegera mung­
kin sehingga memerlukan penyimpanan sementara. 

Dalam proses pengolahan data dilakukan klasifikasi 
data transaksi/kejadian yang melibatkan faktor 
man usia, sistem yang bersifat manual ataupun otomatis 
di lingkungan satker. Pencatatan meliputi kegiatan tata 
persu rata n, pembu kuan/a ku nta nsi, ad min istrasi ke­
pegawaian, administrasi barang dan jasa serta 
dokumentasi kegiatan lainnya. 

Efektivitas pengendalian yang memadai di bidang pen­
catatan akan menjamin keandalan proses pengolahan 
data menjadi keluaran yang bebas dari kekeliruan dan 
kesalahan yang fatal/signifikan. 

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif 
pimpinan satker harus sekurang-kurangnya, menyedia­
kan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana 
komunikasi (pencatatan), mengelola, mengembang­
kan, serta memperbarui sistem informasi secara terus 
menerus. 

lnformasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pim­
pinan satker dan pihak lain yang ditentukan. lnformasi 
disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat 
waktu sehingga memungkinkan pimpinan satker 
melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 
dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa hanya 
transaksi dan kejadian yang valid yang dilaksanakan. 
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Syarat dan ketentuan otorisas! sesLJai dengan ketentuan 
da Ia m peratu ran peru ndang-u nda nga n. Pencatata n 
yang akurat dan tepat waktu bertujuan agar tersedia 
informasi yang relevan dan terpercaya untuk peng­
ambilan keputusan. 

Klasifikasi dan pencatatan segera dilakukan agar 
informasi yang diperoleh tetap relevan, bernilai, dan 
bermanfaat bagi pimpinan satker dalam mengendali­
kan kegiatan dan mengambil keputusan. Klasifikasi 
yang tepat atas transaksi dan kejadian mencakup 
pengaturan informasi pada dokumen sumber dan catat­
an ikhtisar (summary record) sebagai sumber pelapor­
an. Siklus transaksi atau kejadian mencakup otorisasi, 
pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam 
pencatatan ikhtisar. 

C. Sistem Pencatatan 
Pencatatan dapat diselenggarakan secara manual, 
dengan mesin ketik atau dengan komputer. Yang perlu 
diperhatikan dalam menyelenggarakan pencatatan 
adalah harus diselenggarakan secara memadai dan 
harus mencerminkan kegiatan yang benar-benar terjadi 
(tidak ada penyimpangan) dan merekam data atau 
informasi yang relevan dan cukup. Untuk menjamin 
bahwa tujuan ini dapat dicapai, biasanya unit kerja/ 
organisasi membakukan kegiatan pencatatan ini dalam 
suatu sistem pencatatan. Supaya integritas pencatatan 
dapat terjaga, catatan yang dihasilkan harus dapat 
dipercaya keandalannya. Beberapa persyaratan dalam 
sistem pencatatan yang harus dipenuhi: 
1. Data dan infomasi yang dikumpulkan mempunyai 

makna dan berguna; 
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2. Data dan infomasi yang dikumpulkan dapat diper­
caya; 

3. Data dan infomasi yang dikumpulkan disusun 
dengan aturan yang jelas; 

4. Data dan infomasi yang dikumpulkan dijag.a dan 
dipelihara supaya tetap mutakhir. 

Jika pencatatan dilakukan melalui pemrosesan data 
secara otomatis (menggunakan komputer), beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi: 
1. Otorisasi transaksi yang tepat, editing yang cukup, 

penjagaan yang cukup terhadap input yang sensitif 
untuk menjamin akurasi, ketepatan, kelengkapan 
dan ketepatan waktu informasinya; 

2. Data dijaga untuk menghindarkan pemakaian dan 
perubahan tanpa hak dan kemungkinan hilang; 

3. Pengendalian yang tepat untuk menghindarkan 
penggunaan sistem tanpa hak; 

4. Keluaran (output) dihasilkan secara akurat, lengkap 
dan tepat waktu. 

Hasil suatu sisterri pencatatan akan berbentuk 
dokumen-dokumen yang merupakan penyimpanan 
data. Dokumen-dokumen ini dalam organisasi ber­
fungsi untuk: 
1. Menetapkan hasil suatu proses, kegiatan atau 

operasi; 
2. Memantau proses, kegiatan atau operasi beserta hak 

dan kewajibannya; 
3. Untuk melaksanakan proses, kegiatan atau operasi; 
4. Untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

proses, kegiatan atau operasi. 
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Secara sistematis yang relevan dengan kepet"1tingan 
organisasi instansi. Pencatatan juga mencakup proses 
pengolahan data yang diperoleh informasi dalam 
bentuk keluaran olahan data atau laporan. 

D. Aspek Penting Pencatatan 
Agar pencatatan dapat berfungsi sebagai salah satu 
unsur pengendalian intern yang efektif, maka pencatat­
an harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
1. Sistem pencatatan harus dirancang sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi organisasi; 
2. Prosedur pencatatan keuangan dan manualnya 

harus disusun dengan baik dan cermat; 
3. Sistem pencatatan harus didukung dengan kebijak­

an pimpinan yang jelas dan memadai; 
4. Pencatatan harus menggunakan dokumen sumber, 

formulir, tabulasi, daftar-daftar statistik dan buku­
buku yang dirancang secara memadai; 

5. Pencatatan harus lengkap dan informatif; 
6. Pencatat.~n harus menaati sistem dan prosedur kerja 

y~ng telah ditetapkan; 
7. Di.selengg_arakan secara akurat dan tepat waktu atas 

tr,ansaksi dan kejadian; 
8; Diselenggarakan secara sederhana, konsisten, 

runtut dan terintegrasi; 
9. Dipisahkan dari fungsi penguasaan dan fungsi 

penyimpanan, direview secara berkala; 
1 O.Adanya pembatasan akses atas sumber daya dan 

pencatatannya; 
11.Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatat­

annya; 
12.Sebagai dokumentasi yang baik atas Sistem Pe­

ngendalian Intern serta transaksi dan kejadian 
penting; 
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1 3. Pencatatan harus qipisahkan dari fungsi penguasaan 
penyimpanan; dan 

1 4.Pencatatan harus aireview secara berkala. 

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi 
dan kejadian dapat dkirikan sebagai berikut: 
1. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat 

dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, 
bernilai, dan berg:una bagi pimpinan satker dalam 
mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan 
keputus.an. . 

2. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan 
untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang 
mencakup otorisa,si, pelaksanaan, pemrosesan, dan 
klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar. 

E. Pembatasan Akses Atas Sumber Daya 
dan Pencatatannya : . 
Pimpinan satker memberikan akses hanya kepada 
pegawai yang berwe:nang dan melakukan review atas 
pembatasan tersebut secara berkala. Hal--hal yang 
perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1. Risiko penggunaat:~ secara tidak sah atau kehilangan 

dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber 
daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai 
yang berwenang.; 

2. Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan 
secara periodik direview dan dipelihara. 

3. Pimpinan satker mempertimbangkan faktor-faktor 
seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan 

4. Kemudahan dituk~ukan ketika menentukan tingkat 
pembatasan akses yang tepat. 
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F. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan 
Pencatatannya 
Pimpinan satker menugaskan pegawai yang ber­
tanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya 
dan pencatatannya serta melakukan review atas 
penugasan tersebut secara berkala. Hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
1. Pertanggungjawaban atas penyimpanan, peng­

gunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan 
pegawai khusus. 

2. Penetapan pertanggungjawaban akses untuk pe­
nyimpanan sumber daya secara periodik direview 
dan dipelihara. 

3. Perbandingan berkala antara sumber daya dengan 
pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentu­
kan kesesuaiannya dan, jika tidak sesuai, dilakukan 
audit. 

4. Pimpinan satker menginformasikan dan meng­
komunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas 
sumber daya dan catatan kepada pegawai dalam 
organisasi dan meyakinkan bahwa petugas tersebut 
memahamitanggung jawabnya. 

*** 
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BABIII 
PELAPORAN 

A. Tujuan lnstruksi Khusus 
Setelah mempelajari bab ini diharapkan akan me­
mahami: 
1. Pengertian; 
2. Fungsi Laporan 
3. Ciri Mutu dan Karakteristik Laporan 
4. Syarat Pelaporan 
5. Jenis-jenis Laporan 
6. Prinsip-prinsip Laporan 
7. Klasifikasi Laporan 
8. Laporan Sistem Pengendalian Intern 

B~ Pengertian . 
Laporan adalah bentuk media output (keluaran) yang 
dihasilkan oleh suatu informasi. Laporan merupakan 
salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh unit 
kerja/organisasi. Dari sudut pandang sistem pe­
ngendalian intern, laporan adalah sarana untuk me­
yakinkan bahwa setiap anggota organisasi men­
dapatkan informasi yang jelas mengenai apa yang 
harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan 
sasaran suatu unit kerja/organisasi. Bagi anggota 
organisasi fungsi laporan: 1) sekedar menginformasi­
kan, 2) meyakinkan, hingga 3) menggerakan mereka 
untuk melakukan sesuatu. 

Berdasarkan derajat formalitasnya, laporan dapat 
berbentuk laporan lisan maupun laporan tulisan. lsi 
laporan dapat menyajikan informasi mengenai apa 
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yang telah terjadi (what}, dimana kejadiannya (where}, 
kapan terjadinya (when}, mengapa hal itu terjadi (why}, 
siapa yang terlibat dalam kejadian (who) dan bagai­
mana hal tersebut terjadi (how). 

C. Fungsi Pelaporan 
Pada dasarnya laporan dapat dijadikan dasar bagi 
anggota organisasi untuk mengambil keputusan. Oleh 
karena itu diperlukan suatu syarat mutu tertentu agar 
laporan dapat secara aman digunakan. -Setiap 
organisasi biasanya membangun suatu sistem pelapor­
an yang digunakan untuk menjamin konsistensi mutu 
laporan. Penyusunan sistem pelaporan·melalui langkah­
langkah sebagai berikut: identifikasi masalah, 
perumusan alternatif laporan, pengumpulan dan 
anal isis data, dan pemilihan alternatif pelaporan. 

Suatu laporan dan mekanisme pelaporannya jika 
dipandang dari segi m_anajemen merupakan pe­
laksanaan fungsi-fungsi manajemen, khususnya dalam 
menjalankan fungsi pemantauan (monitoring) pelaksa­
naan aktivitas dan pengendalian (controlling). Laporan 
tertulis merupakan alat komunikasi yang lebih bersifat 
formal dan dapat dijadikan referensi yang baik bagi 
pihak-pihak lain yang akan menindaklanjuti atau meng­
gunakannya sebagai umpan balik atau perbandingan 
(benchmarking). 

D. Ciri Mutu dan Karakteristik Laporan 
Laporan yang disusun dan disampaikan kepada pihak 
lain pada dasarnya bukan untuk pihak manajemen 
suatu unit kerja/satker. Laporan dikatakan bermanfaat 
apabila dapat menyajikan informasi yang kredibel bagi 
penggunanya. Dengan informasi yang kredibel maka 
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pengguna akan terpengaruh dalam melakukan peng­
ambilan keputusannya yang terbaik. 

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) ciri mutu (standar 
minimal) pelaporan yang harus dipenuhi, yaitu laporan 
harus dapat dimengerti, relevan dan dapat dipercaya. 
Ciri-ciri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dapat dimengerti 
Muatan mutu yang paling dasar yang harus ada 
dalam laporan adalah dapat dimengerti. Untuk men­
capai mutu ini, maka laporan harus dibuat dengan 
format dan bahasa teknis. Disisi lain, ada pembatas­
an dalam prinsip pelaporan, yaitu format dan istilah 
teknis sehingga suatu laporan menjadi sulit di­
mengerti oleh setiap orang. Hal ini tergantung dari 
variasi dan latar belakang pengguna laporan. Lapor­
an dapat dibuat dengan tujuan khusus atau dengan 
tujuan umum. Tujuan ini akan membedakan ketat 
atau longgarnya pemakaian format dan istilah teknis 
yc:mg digunakan dalam pelaporan. 

2. Relevan 
Suatu laporan dikatakan relevan untuk mengambil 
keputusan apabila isi laporan tersebut mampu mem­
buat keputusan yang diambil menjadi berbeda 
antara sebelum dan sesudah membaca laporan ter­
sebut. Secara sederhana, laporan dikatakan relevan 
jika isinya sesuai dengan tujuan dan kepentingan 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, semakin 
beragam kepentingan pemakai suatu laporan maka 
akan semakin sulit merumuskan isi laporan. Untuk 
mengatasinya maka dibuat standar"isasi yang me­
rujuk pada kepentingan seluruh pemakai laporan 
secara umum. 
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lsi laporan haru:s memiliki muatan prediktif yang 
membuat pengambil keputusan mampu mem­
prediksi sesuatd yang akan terjadi di masa depan. 
Selain itu, isi laporan juga harus memuat umpan 
balik yang mempuatpengambil keputusan mampu 
belajar dari apa yang sudah terjadi. Persyarata·n lain 
yang harus diperwhi dalam suatu laporan agar tetap 
relevan yaitu ~etepatan waktu penyampaian 
laporan. · 

3. Dapat.dipercaya 
· Muatan mutu laporan lainnya agar dapat berguna 

bagi pengambil: keputusan yaitu ·dapat dipercaya. 
Pemakai laporan harus dapat menyandarkan risiko 
keputusannya p~~da laporan yang digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputusan. Agar laporan dapat 
dipercaya maka i,sinya harus dapat diuji kebenaran­
nya. Prinsip tidak memihak dalam proses penulisan 
laporan (netralitas) akan menambah derajat dapat 
dipercayanya su~tu laporan. Hal lain yang dapat me­
nambah tingkat: kepercayaan suatu laporan yaitu 
adanya itikat baik yang terkandung dalam proses 
penyajian laporan. 

Untuk dapat menyajikan laporan denga·n kualitas baik, 
suatu satker perlu memperhatikan beberapa karak-
teristik laporan sebagai berikut: · 
1. Memfokuskan pada hal-hal kunci (Focusing on 

Critical Thing) . 
Laporan yang baik hendaknya fokus pada aspek­
aspek kunci yang menunjukkan pencapaian kinerja 
unit kerja/satker.;Untuk itu perlu dijelaskan menge­
nai hal-hal yang mendasari aspek-aspek kritikel yang 

' 
telah diambil oleh unit kerja/satker dalam menjalan- · 

' 
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kan tupokasinya untuk mencapai kinerja yang telah 
disepakati. Fokus kinerja unit kerja/satker adalah 
mengarahkan daya upaya untuk mencapai sasaran 
dan tujuan melalui pelaksanaan kegiatan ·dan 
program tahunan yang telah dibiayai Negara. 

2. Mengkaitkan dengan tujuan dan hasil-hasilnya 
(Relating Goals and Result) 
Laporan menyampaikan informasi mengenai penca­
paian kinerja dengan membandingkan antara reali­
sasi dengan yang direncakanan. Ukuran pencapaian 
kinerja unit kerja/satker tidak hanya terbatas·pada 
pencapaian tahunan secara ·parsial, tetapi juga 
menginformasikan perkembangan kinerja yang 
d icapai pad a tahun sebelu m nya dan terhada p 
rencana strategis yang telah ditetapkan. Agar dapat 
bermanfaat, informasi harus relevan untuk me­
menuhi kebutuhan pemakai laporan da.lam proses 
pengambilan keputusan.lnformasi memiliki kualitas 
relevan kalau dapat mempengaruhi kebutuhan 
pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 
peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka 
dimasa lalu. · 

3. Menempatkan hasil dalam konteknya (Putting Result 
in Context) 
Laporan menjelaskan posisi unit kerja/satker dalam 
pencapaian target tahunan dan target jangka 
pa·njang. Laporan harus menjelaskan interpretasi 
qata. Pencapaian kinerja tersebut dikaitkan dengan 
komitmen dalam rencana kinerja da"n rencana 

· kinerja anggaran (HKA). · /. 
4. Mengaitkan sumberdaya dengan h(;\.sil·yang dicapai 

(Relating Resources to Results) . 
Penjelasan mengenai pencapaian kinerja yang di-

ModullV 263 



kaitkan dengan penggunaan 5um_~er daya menjadi 
. pokok penting dalam 5ebuah laporan. Anali5a yang 

haru5 dilakukan berkaitan dengan ukuran efi5ien5i 
dan efektivita5 pelak5anaan tupok5i dari unit kerja/ 
5atker. Efi5ie;,5i berkaitan dengan jumlah output. 
(keluaran) yang dicapai oleh unit kerja/5atker 
dengan memanfaatkan atau mengaloka5ikan 5e­
jumlah 5umberdaya tertentu. Sedangkan efektifita5 
merupakan keberha5ilan unit kerja/5atker dalam 
mereali5a5ikan rencana yang telah ditetapkannya. 

5. Menyajikan perbandingan informa5i (Presenting 
Comparative Information) 
Laporan yang baik tak hanya menjela5kan kinerja 
tahunan akan tetapi juga memperlihatkan trend 
dengan periode ma5a lampau, dan predik5i dima5a 
mendatang. Di5amping itu, laporan hendaknya 
membandingkan capaian kinerja unit kerja/5·atker 
yang lain. Hal ini untuk mendapatkan gambaran 
mengenai po5i5i unit kerja/5atker dalam pencapaian 
kinerja jangka panjangnya dan kemungkina.n untuk 
meningkatkan kinerja 5ebagaimana diperlihatkan 
oleh organi5a5i yang lebih unggul. 

6. Mengqrahkan pada kehandalan i5u (Addressing the 
Reliability Issue) 
Laporan haru5 dida5arkan pada data-data yang 
handal dan valid. Keandalan data akan mendukung 
kredibilita5 informa5i yang dikandungnya.lnforma5i 
yang kredibel berguna untuk mendukung keputu5-
an-keputu5an yang akan diambil oleh penggunanya. 
Agar berman fa at, i n form a 5 i j ug a h a r u 5 hand a I 
(reliable). lnforma5i memiliki kualita5 handal jika 
beba5 dari pengertian yang menye5atkan, beba5 dari 
ke5alahan yang material dan dapat dihandalkan 
pemakaiannya karena beri5i data/informa5i yang 
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obyektif, akurat dan tepat waktu. Akurasi dapat 
terjadi pada waktu pengukuran maupun pengolah­
an data. Akurasi dapat ditingkatkan melalui kehati­
hatian dalam memperoleh dan memproses data dan 
menyampaikannya kepada pengguna laporan. 
Pengendalian dan ukuran-ukuran keamanan data 
yang terbangun dalam sistem informasi san gat di­
yakini sebagai cara yang efektif untuk memperoleh 
keakuratan suatu ·informasi. 

7. Bermanfaat bagi masyarakat (Benefits to the 
community) 
Laporan yang bermanfaat adalah laporan yang 
mengandung informasi tentang hasil yang dicapai, 
menunjukkan kontrib.usi pada pencapaian tujuan 
yang telah ditetapkan, dan membandingkan dengan 
biaya yang digunakan untuk mencapai kinerja 
tersebut. Bermanfaat bagi masyarakat artinya meng­
informasikan capaian outcome yang diukur dari 
berfungsinya output bagi perbaikan kehidupan 
masyarakat. . 

8. B_erpandangan jauh ke depan (Forward looking) 
Laporan ~endaknya mampun menggambarkan 
kontribusi suatu unit kerja/satker terhadap kehidup- · 
an masyarakat. Unit kerja/satker juga perlu men­
jelaskan kegagalan dalam pencapaian komitmen 
(rencana kinerja) yang telah ditetapkan. lnstansi 
pemerintah melaporkan tantangan dan arah ke­
bijaksanaan masa depan terutama yang berkaitan 
dengan kegagalan-kegagalan di tahun sebelumnya. 

E. Syarat Pelaporan 
Penulisan laporan sangat berpengaruh pada daya tarik 
dari suatu laporan. Penulisan laporan yang singkat, 
sistematis, dan jelas akan mendorong pembaca laporan 
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untuk membacanya' sampai selesai sehingga maksud 
dan tujuannya dapat dimengerti secara baik oleh 
pembaca/pengguna laporan. Halla in yang perlu diper­
hatikan adalah penggunaan tata bahasa yang baik dan 
ringkas serta persuasif akan sc.ngat membantu dalam 
menarik minat pembaca untuk menuntaskan membaca 
laporan. Dalam menulis laporan sebaiknya menghindar­
kan penggunaan istilah yang terlalu teknis. Bahasa yang 
berlebihan (hyperbola) dan cenderung memberikan · 
kesan kurang/tidak 9byektif harus dihindarkan, karena 
pembaca/penggur~a laporan yang bervariasi dan 

. I 

berasal dari latar ~elakang pengetahuan dan pe-
ngalaman yang berbeda. · 

Agar laporan dapat digunakan sebagai alat pengendali­
an intern, terdapat' beberapa syarat yang harus di­
penuhi oleh suatu sistem pelaporan antara lain: 
1. Laporan harus mengandung kebenaran, obyektif, 

dan dapat dibuktJkan; 
2. Laporan harus jel;as dan cermat; 
3. · Laporan harus lartlgsung tepat sasaran; 
4. Laporan harus lengkap; 
5. Laporan harus tegas dan konsisten; 
6. Laporan harus tepat waktu; 
7. Laporan harus ditujukan kepada penerima yang 

tepat; . 
8. Pembuatan laporan harus mempertimbangkan 

faktor manfaat dan biaya; 
9. Laporan harus m~njelaskan pengaruh negatif yang 

mungkin timbul; 1 

1 O.Laporan harus dibuat oleh pihak yang kompeten. 
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F. Prinsip-Prinsip Laporan 
Laporan harus mengikuti prinsip laporan, yaitu harus 
disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. 
Disamping itu perlu memperhatikan beberapa prinsip, 
yaitu: 

·~ . 

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban (respon-
sibility center), hal-hal yang dilaporkan harus 
proporsional dengan lingkup kewenangan dan 
tanggung jawab masing-masing dan memuat ke­
gagalan maupun keberhasilan pelaksanaan 
program/kegiatan; Laporan harus dibuat sesuai 
dengan tanggungjawab yang diberikan dan 
individu-individu atau unit-unit harus diminta. 
melaporkan hal-hal yang menjadi tanggung 
jawabnya. , 

2. Prinsip prioritas (pengecualian), yang dilaporkan 
adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi peng­
ambi Ian ke.putusa n dan pertangg u ngjawa ban 
instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak­
lanjutnya. Jika kinerja tidak bisa dilaporkan secara 
kuantitatif, maka laporan harus dirancang untuk 
menekankan pengecualian atau hal-hal yang mem­
butuhkan perhatian manajemen. 

3. Prinsip manfaat, manfaat laporan harus lebih besar 
daripada biaya penyusunannya dan harus mem­
punyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kerja. 
Biaya mengakumulasikan data dan menyiapkan 
laporan harus dibandingkan dengan manfaat yang 
akan diperoleh. · 

4. Prinsip perbandingan, laporan dapat memberikan 
gambaran keadaan yang dilaporkan dibandingkan 
dengan periode-periode lain atau unit kerja/satker 
lainnya. 
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5. Prinsip akuntabilitas, sejalan dengan prinsip 
pertanggungjawaban dan prinsip prioritas diatas, 
maka prinsip ini mensyaratkan bahwa yang ter­
utama laporan adalah hal-hal yang dominan yang 
membuat sukses atau gagalnya pelaksanaan ren­
cana. 

Sehubungan dengan itu perlu pula diperhatikan 
beberapa ciri laporan yang baik, yaitu relevan, tepat 
waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti 
(jelas dan cermat), d,alam bentuk yang berdaya banding 
tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, 
padat dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan, 
serta ekonomis. Selain itu, laporan harus dibuat sangat 
sederhana dan konsisten dengan sifat subyek yang 
menjadi masalah dan berisi informasi yang melayani 
kebutuhan penggunanya. Klasifikasi dan terminologi 
umum harus digunakan sebanyak mungkin untuk 
menghindari kebingungan. 

Penerima laporan harus ditanyai secara periodik untuk 
mengetahui apakah mereka masih membutuhkan 
laporan yang diterima atau ada yang bisa dari laporan 
terse but. 

G. Klasifikasi Laporan 
Pada dasarnya laporan dapat diklasifikasikan dalam dua 
kelompok yaitu, laporan yang ditujukan kepada pihak 
internal (manajemen) dan pihak eksternal. Secara lebih 
rinci laporan dapat dikategorikan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan penerima laporannya; · 
2. Berdasarkan tujuannya; 
3. Berdasarkan lingkupnya; 
4. Berdasarkan kepadatannya; 
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5. Berdasarkan kejadian (pembuatannya); 
6. Berdasarkan kerangka waktu (time frame); 
7. Berdasarkan metode dan formatnya; 
8. Berdasarkan fungsi operasionalnya. 

Berdasarkan pengelompokan diatas, ·maka yang perlu · 
mendapat pe..rhatian adalah pengelompokan berdasar­
kan penerima laporan dan berdasarkan tujuan dibuat­
nya laporan. Laporan yang dikategorikan berdasarkan 
penerima laporan merupakan pengelompokan yang 
lebih cenderung kepada laporan khusus yang ditujukan 
kepada pejabat atau kelompok orang atau organisasi 
tertentu. Hal ini akan menyebabkan beban pembuatan 
laporan oleh pihak yang melaporkan bertambah. Untuk 
itu pertimbangan efisiensi. dan cost benefit harus 
dilakukan. 

Tabel Klasifikasi Laporan 

Ditinjau dari segi desainnya, laporan dapat ditujukan 
untuk: 
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3. Menyampaikan informasikan tentang aktivitas di 
masa lalu, status ,sekarang dan proyeksi masa depan; 

4. Memberikan sinyal tenta.ng kejadian-kejadian 
penting, keserrlpatan/peluang, permasalahan, 
ataupun peringatan; 

5. Memicu tindakan; 
6. Mengkonfirmasi~an tindakan. 

Walaupu n laporan, hanya merupakan penyampaian 
informasi/berita, namun kata-kata dan kalimat di 
dalamnya diatur sedemikian rupa sehingga berita yang 
disampaikan cukup jelas, tegas, log is, obyektif dan ter­
atur urut-urutannya. 

Disamping penetapan satu atau beberapa tujuan dalam 
pembuatan laporan:diatas, perlu juga diidentifikasikan 
hal-hal yang merupakan jawaban dari berbagai per­
tanyaan kunci seputar laporan dan pelaporannya, yaitu: 
1. Siapa yang akan rnenerima laporan tersebut? 
2. Apa kegunaanny~? 
3. Seberapa rinci diperlukan? 
4. Apakah data/informasi sudah akurat dan obyektif? 
5. Kapan dan seberapa sering dibutuhkan? 
6. Bagaimana penyajiannya? 
7. Perancangan lapbran harus menjawab pertanyaan­

pertanyaan itu u'ntuk menyakinkan bahwa tujuan 
pelaporan dapat dicapai. 

H. Jenis- Jenis Lapora~ 
Pimpinan unit kerja/satuan kerja (satker) lingkup Kemen­
terian Pertanian, se.laku Kuasa Pengguna Anggaran/ 
barang berkewajiban menyusun dan menyampaikan 
laporan kinerja yang merupakan pertanggungjawaban 

I 

atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Anggaran 
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Pendapatan - dan Belanja-- Negara (APBN) lingkup 
Kementerian Pertanian baik dana dekonsentrasi maupun 
dana_ tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota. 
Jenis-jenis laporan kinerja terdiri dari laporan keuangan 
dan substansi t~knis kegiatan pad a_ unit Eselon I, Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) dan Dana Dekonsentrasi dan Tug as 
Pembantuan Dinas Provinsi/Kabupa,teil/Kota. 

Lapman tersebut, mencakup laporan keuangan dan 
substansi teknis kegiatan. 
1. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi 

anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan 
(CaLK), dan laporan barang milik negara (SABMN). 
Penyusunan dan penyampaian laporan lingkup 
Eselon I dengan mekani.sme Pimpinan Unit Eselon 
Kementerian Pertanian berkewajiban menyusun 
dan menyampaikan laporan keuangan setiap bulan, 
triwulan, semesteran, dan tahunan kepada Menteri 
Pertanian. 

2. Laporan substansi teknis kegiatan terdiri atas 
perkembangan pencapaian target/realisasi pe­
nyerapan d_ana, pencapaian target fisik, kendaia yang 
dihadapi, pemecahan permasalahan/kendala, saran 
tindak lanjut secara berkala serta laporan akhir, LAKIP 
dan laporan lainnya sesuai kebutuhan. Penanggung 
jawab program menetapkan jenis, bentuk dan 
periode waktu penyusunan dan pengiriman laporan 
dimaksud dan menyampaikan kepada atasan 
langsung dengan tembusan lnspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian, setiap bulan, triwulan, _ 
semesterari dan tahunan. 
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I. Laporan SPIP 
Agar laporan SPIP dapat lebih berguna sebagai umpan 
balik bagi pihak-pih~k yang berkepentingan, maka isi­
nya diseragamkan: tanpa mengabaikan keunikan 
masing-masing Unit kerja/satker. Format laporan SPIP 

· ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan 
cara penyajian yang dimuat dalam laporan SPIP 
sehingga memudahkan membandingkan ataupun 
evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan. 

Penanggungjawab ~PIP Pusat maupun daerah wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pe­
laksanaan SPIP di masing- masing unit kerjanya secara 
berkala sesuai dengan tahapan kegiatannya, yaitu: 
1. Laporan Triwula.n 

Laporan Triwulan menginformasikan perkembangan 
peiaksanaan, permasalahan, kendala dan solusi 
penyelesaiannya: serta tingkat keberhasilan yang 
telah dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan 
dalam tahun ang:garan. Laporan Triwulan disampai­
kan paling lamb~t tanggal 15 setiap bulan Maret, 
Juni, September, :dan Desember tahun berjalanan. 

2. Laporan Tahunan 
Laporan tahunan menginformasikan perkembangan 
pelaksanaan, permasalahan, kendala dan solusi 
penyelesaiannya serta tingkat keberhasilan yang 
telah dicapai dal~m pelaksanaan program/kegiatan 
dalam tahun anggaran. Laporan tahunan disampai­
kan paling Ia mba~ tanggal1 5 Januari tahun berikut-
nya. 

Laporan SPIP disampaikan melalui mekanisme pelapor­
an yang melibatkan.pihak yang berwenang membuat, 
menerima, dan pengguna laporan SPIP. I nstansi ber-
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wenang membuat laporan SPIP adalah Eselon I, Kepala 
UPT, Pejabat SKPD yang membidangi pertanian baik 
provinsi maupun kabupaten/kota. 

Laporan-laporan tersebut di~ampaikan secara berjenjang. 
mulai dari tingkat kabupateri/kota. dan provinsi yang 
ditujukan kepada : Unit Eselon I dengan tembusan 

. lnspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. 

*** 
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BAB IV 
PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Penilaian unsur informasi dan komunikasi dilakukan untuk 
mengukur tingkat efektivitas pemantauan yang dilakukan 
dan memberi keyakinan bahwa informasi dan komunikasi 
yang dilakukan oleh lnstansi Pemerintah telah dilakukan 
secara tepat dan memadai baik terhadap implementasi 
SPIP, penca.paian tujuan organisasi, keandalan laporan ke­
uangan, pengamanan aset negara dan peraturan per­
undang-undangan yang berlaku. 

A. Sarana dan Aspek Penilaian 
Sarana penilaian yang diperlukan dalam rangka kegiat­
an informasi dan komunikasi pemantauan pengendali­
an intern disajikan pada Tabel di bawah ini: 

Tabel Sarana Penilaian lnformasi dan Komunikasi 
Pengendalian Intern 

Tabel Saran a Penilaian jnformasi dan Komunikasi Pengendalian Intern 
No Unsur/Sub Unsur Aspek Penilaian Dokumen yang Diperlukan 

1. lnformasi a. Ada/tidaknya mekanisme atau prosedur informasi - Prosedur informasi 
secara tertulis di satker yang bersangkutan. - KAK!TOR untuk masing-

b. Kesesuaian mekanisme dengan format stan dar masing informasi 

suatu prosedur informasi yang telah ditetapkan. - Penetapan Tim/Petugas 

c. Efektifitas mekanisme/prosedur sebagai acuan pengelola infonnasi 

kegiatan informasi. - Kumpulan peraturan 

d. Ada/tidaknya KAK!TOR sebagai acuan dalam atau kriteria lainnya 

masing·masing kegiatan informasi. tentang informasi 

Susunan Tim dan Kompetensi Tim yang 
- Laporan informasi 

e. 
Laporan tindak lanjut 

membidangi/ mengelola lnformasi. -

f. Ketepatan waktu dalam penyampaian informasi. 
terhadap perbaikan 
sistem informasi 

g. Kesesuaian penggunaan kriteria, referensi, 
sumber data dalam informasi. 

h. Pembatasan ruang lingkup informasi dan 
komunikasi sesuai tahap kegiatan yang 
diinformasikan. 

i. Ketepatan penggunaan perangkat kelja 
pendukung dalam melakukan penilaian pada 
kegiatan informasi. 
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j. Ada tidaknya output laporan kegiatan informasi. 

k. Ada/tidaknya peny'!iian kondisi, kendala dan 
rekomendasi dalam laporan informasi. 

I. Penyajlan kondisi informasi yang ada 
dibandingkan dengan kriteria, referensi//iterature 
atau ketentuan terkait lainnya 

m. Ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaian 
informasi kepada pimpinan instansi a tau pemberi 
tugas 

n. Dokumentasi informasi untuk ~emudahkan 
pencarian ketika diperlukan 

0. Pemanfaatan informasi oleh pimpinan instansi 
pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya 

2. Komunikasi a. Ada/tidaknya mekanisme a tau prosedur Dokumen: 
komunikasi tertulis di unit kerja/satker yang - Prosedur dan 
bersangkutan. mekanisme komunikasi 

b. Kesesuaian mekanisme dengan format stan dar baik intern maupun 

suatu prosedur komunikasi. ekstemal. 

c. Efektifitas mekanisme/prosedur sebagai acuan - KAKffOR untuk 

komunikasi di satker. komunikasi. 

d. Ada/tidaknya KAKffOR sebagai acuan komunikasi - Penetapan Tim/Petugas 

di satker. yang menangani 

Ada/tidaknya sa luran komunikasi yangjelas di 
komunikasi 

e. 
Kumpulan Peraturan 

satker. -
(, Ada/tidaknya saluran komunikasi yang informal di 

atau kriteria tentang 
komunikasi yang efektif 

satker. dan efisien. 
g. Ada/tidaknyajaminan dari pimpinanjika terjadi 

adanya penyampaian informasi negatif ten tang 
perilaku yang tidak benar a tau penyimpangan di 
satker. 

h. Ada/tidaknya komunikasi dengan APIP di satker. 

i. Ada/tidaknya sa luran komunikasi yang terbuka 
dan efektif dalam meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 

j. Ada/tidaknya perangkat kerja pendukung dalam 
menampung keluhan dan pengaduan masyarakat. 

k. Ada/tidaknya prosedur dan mekanisme dalam 
menindaklanjuti rekomendasi APIP guna 
memperbaiki kelemahan yang terjadi. 

I. Ada/tidaknya mekanisme dan prosedur 
komunikasi dengan legislatif. Depkeu, media dan 
masyarakat, guna menyampaikan visi, misi, 
tujuan dan risiko. 

3. Bentuk dan sarana a. Ada/tidaknya bentuk/sarana komunikasi yang Dokumen: 
Komunikasi efektif. - Prosedur tertulis ten tang 

b. Ada/tidaknya bentuk tindakan komunikasi nyata informasi dan 

antara pimpinan dengan bawahan guna komunikasi. 

mendukung sistem pengendalian intern yang - LHP APIP dan BPK 
efektif. - Hasil pemantauan tindak 

c. Ada/tidaknya pengeloaan/ pengembangan lanjut terhadap 

(updating) sistem informasi untuk meningkatan rekomendasi APIP 

kegunaa.n dan keandalan komunikasi secara terus khususnya tentang 

menerus. Teknologi lnformasi (TI). 

d. Ada/tidaknya rencana strategis sistem informasi - Bukti·bukli pendukung 

secara menyeluruh. 

e. Ada/tidaknya mekanisme untuk mengidentifikasi 
berkembangnya kebutuhan informasi. 

f. Ada/tidaknya komitmen pimpinan satker untuk 
menindaklanjuti temuan hasil audit atau hasil 
reviewlainnya secara tuntas dan teoat waktu 
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g. Perbaikan/ pemantauan secara kontinu terhadap 
mutu, ketepatan waktu, akurasi, dan kemudahan 
akses informasi yang dikelola. 

h. Ada/tidaknya penyediaan dana dan SDM yang 
kompeten guna pengembangan teknologi 
informasi 

i. Pemantauan dan pelaporan secara berkala yanq 
dilakukan oleh satker terhadap temuan/ 

I rekomendasi yang bel urn tuntas khususnya untuk 
pengembangan teknologi informasi. 

B. Pelaksanaan Penilaian 
Penilaian dilakukan menurut 3 (tiga) sub unsur pada 
lingkup informasi dan komunikasi yang meliputi 
informasi, komunikasi serta bentuk dan sarana 
komunikasi. Masing-masing sub unsur diberi bobot 
tertentu berdasarkan justifikasi nilai penting 
(signifikansi) terhadap informasi dan komunikasi, yang 
jumlah seluruhnya 100%. Setiap sub unsur diuraikan 
dalam beberapa item penilaian dengan bobot yang 
ditentukan sesuai relevansinya dengan masing-masing 
sub unsur tersebut. Rincian lengkap pelaksanaan 
penilaian disajikan dalam label di bawah ini : 

label Pelaksanaan Penilaian lnformasi dan Komunikasi 
Pengendalian Intern-

NO. URAIAN VA TIDAK 

A. INFORMASI: 

1. Pimpinan lnstansi Pemerintah telah memiliki mekanismelprosedur tertulis 
mengenai informasi pada satker yang bersangkutan 

2. Mekanisme atau prosedur yang dibuat telah cukup operasional sebaga i acuan 
dalam penyampaian informasi lingkup satker, seperti memuat rencana evaluasi 
berkala, kriteria/persyarata n yang digunakan dalam penyusunan dan 
penyampaian informasi, metodologi, dan sebagainya 

3. Mekanisme/Prosedur telah digunakan dalam penyusunan/penyampaian informasi 
pada satker yang bersangkutan 

4. Penyusunan informasi menggunakan KAK/TOR yang dibuat khusus untuk masing· 
masing pemantauan yang dilakukan. 

5. Penyampaian informasi menggunakan KAKITOR yang dibuat khusus untuk masing-
masing pemantauan yang dilakukan. 

6. Pengelola informasi dilakukan oleh para personil yang kompe[en 

7. Pengelola informasi dilaksanakan secara periodik sesuai tahapan kegiatan atau 
jadwal waktu yang ditetapkan 

B. Pengelo/a informasi telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat 
sebagai dasar pelaksanaan pemantauan 

9. Ruang lingkup/frekuensi informasi telah mencakup pengendalian intern, 
keuangan, aset ncgara, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan atas pencapaian 
tujuan dan sasaran organisasi, dengan mcmperhatikan/ mempertimbangkan 
tahap kegiatan yang dipantau 
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10. Pengelolaan informasi menggunakan perangkat daftar periksa (check lis~. daftar 
kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan 

11. Pengelolaan informasi telah menghasilkan output berupa laporan 

12. Materl dalam laporan minimal menyajikan kondisi lapangan, kendala dan 
rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 

13. Pengelolaan informasi dilakukan dengan menganalisis hasil dibandingkan dengan 
kriteria yang sudah ditetapkan 

14. Hasil pengelolaan informasi dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan lnstansi 
Pemerintah atau pemberi tugas 

15. Hasil pengelolaan informasi didokumentasikan scbagaimana mestinya dapat 
dengan mudah didapat ketika diperlukan 

16. Kelemahan yang ditemukan selama pengelolaan informasi segera ditindaklanjuti 
oleh pimpinan lnstansi Pemerintah/pihak-pihak terkait lainnya 

17. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang 
bertanggungjawab atas fungsi tersebutlatasan langsungnya 

B. KOMUNIKASI: 

1. Pimpinan lnstansi Pemerintah telah memiliki mekanisme atau prosedur tertulis 
mengenai pelaksanaan komunikasi di lingkupsatker yang bersa.ngkutan 

2. · Mekanisme yang dibuat minimal telah memuat tahapan/waktu pelaksanaan, 
susunan personil pelaksana, metodologi, dan sebagainya 

3. Mekanisme/Prosedur telah digunakan sebagai acuan ~a lam kegiatan komunikasi 
lingkup satker terse but 

4. Pengelolaan komunikasi telah sesuai SOP untuk masing-masing kegiatan 

5. lnformasi/komuniasi telah dilakukan oleh personil yang kompeten, serta dipimpin 
oleh pejabatyang berwewenang/pengalaman memadai 

6. Pengeloia informasi/komunikasi evaluasi memahami secara memadai mengenai 
visi, misl. dan tujuan satker se~ta kegiatannya 

7. Pengelola informasi/komunikasi memahami bagaimana pengendalian intern 
lnstansi Pemerintah seharusnya bekerja/bagaimana implementasinya 

8. Evaluasi terhadap informasi dan i<omunikasi dilaksanakan secara periodik sesuai 
rencana dan luasnya program/ kegiatan yang dilaksanakan 

9. Evaluasi terhadap informasi/komunikasi dilakukan pada saat adanya kejadian 
misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran 
atau penciutan lnstansi Pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan 
informasi keuangan dan anggaran. 

10. Ruang lingkup informasi/komunikasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan 
pemantauan berkelanjutan. 

11. Frekuensi informasi/komunikasi di.dasarkan atas hasil penilaian risiko dan 
pemantauan berkelanjutan. ~ .. ~ 

12. Evaluasi informasi/komunikasi menggunakan perangkat daftar periksa (check list), 
daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat/dapat 
dipertanggungjawabkan. 

13. Evaluasi informasi/komunikasi telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang 
tepat sebagai dasar penilaian pelaksanaan evaluasi. 

14. Kcgiatan informasi/komunikasi telah menghasilkan output berupa laporan hasil 
kegiatan. 

15. Evaluasi informasilkomunikasi telah menilai keberhasilan atau kegagalan dalam 
mencapai t4iuan dan sasaran program/kegiatan. 

16. Evaluasi kegiatan informasi/komunikasi telah menyajikan ana/isis terhadap JE + 1T 

17. Dalam laporan evaluasi informasi/komunikasi disajikan kendala dan rekomendasi 
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 

18. Hasil evaluasi informasi/komunikasi didokumentasikan dengan baik sehingga 
dengan mudah didapat ketika diperlukan 

19. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi kegiatan informasilkomunikasi segera 
diselesaikan oleh pimpinan lnstansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya 

20. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada pihak yang 
bertanggungjaWab atas fungsi terse but dan atasan langsungnya. 

21. Hasil pelaksanaan evaluasi informasi/komunikasi segera dilaporkan kepada 
pimpinan lnstansi Pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya. 

C. BENTUK DAN SARAN A KOMUNIKASI : 

1. Satker telah memiliki mekanisme secara tertulis sebagai prosedur untuk 
pengembangan sistem infomasi dan komunikasi. 
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2. Mekanisme atau prosedur tersebut materinya telah cukup operasional untuk -· 
pengembangan sistem informasi/komunikasi. 

3. Mekanisme a tau prosedur tersebut telah digunakan secara optimal dalam 
mengembangkan sistem informasi/komunikasi pad a unit kerja/satker yang 
bersangkutan. 

4. Pimpinan satker telah menujuk Tim atau petugas khusus untuk memantau dan 
mengembangkan sistem informasi/komunikasi. 

5. Pimpinan satker telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Monev yang dilakukan 

oleh petugas/pengelola sistem informasi/komunikasi guna pengemb"ngannya. 

6. Tindakan korektif di bidang sis tern informasi/komunikasi dilaksanakan oleh 
Pimpinan satker dalamjangka waktu yang ditetapkan. 

7. Pimpinan satker telah menggunakan rekomendasi hasil monev sistem 
informasi/komunikasi a tau review lainnya untuk memperkuat terciptanya 
pengendalian intern 

8. Pimpinan satker telah mencegah teljadinya kesalahan yang berulang di bidang 
informasi/komunikasi. 

9. Pimpinan satker telah memantau tindak lanjut atas rekomendasi tim pengelola 
sistem informasi/komunikasi 

10. Pimpinan satker secara berkala melaporkan status pengembangan sistem 
informasi/komunikasi. 
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GAMBARAN UMUM 

A.Umum 
Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan 
masyarakat tercermin dari penetapan peraturan per­
undang-undangan yang mendukung penerapan 
prinsi.p-prinsip kepemerintahan yang baik dan 
peningkatan peranan daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang 
mendukung kepemerintahan yang baik terutama 
berupa Undang-Undang Nom or 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pfdana 
Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Selain itu dalam bidang keuangan telah d.itetapkan 
paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri 
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang­
undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2004 yang mendorong penerapan 
sistem administrasi keuangan negara yang berbasis ki­
nerja serta lebih transparan dan akuntabel. Sementara 
itu, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan peran­
an daerah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang per­
imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah yang. kemudian diu bah dengan 



Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang­
Undang Nomor 33 Tahun 2004. 

Terkait dengan keberadaan paket Undang-Undang 
Keuangan Negara di atas membawa implikasi: (a) per­
lunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih 
akuntabel dan transparan, (b) seluruh tingkat pimpinan 
perlu menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas 
seluruh kegiatan di masing-masing instansi, dan (c) 
penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi 
pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pe­
ngawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus 
dilaksanakan secara tertib, terkendali,·serta efektif dan 
efisien. 

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi 
keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan 
pada suatu instansi pemerintah dapat : mencapai 
tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan 
pengelolaan keuangan Negara secara andal, meng­
amankan aset negara dan mendorong ketaatan ter­
hadap peraturan peraturan perundang-undangan. 
Sistem dimaksud dikenal sebagai Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 

B. Tujuan 
1. Tujuan lnstruksi Umum (TIU) 

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan 
menjadi bagian ·integral dari kegiatan lnstansi 
Pemerintah. Tuntutan PP Nomor 60Tahun 2008 yang 
mengamanatkan pimpinan insfansi untuk ber­
tanggung jawab terhadap efektiVitas penyeleng­
garaan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan 
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masing-masing menjadikan substarisi · modul 
dirancang sedemikian rupa guna memberikan 
pembekalan yang memadai bagi pimpinan instansi 
serta pejabat berwenang lainnya agar dapat 
melaksanakan pembinaan atas periyelenggaraan 
SPIP dan meningkatkan efektivitas pengawasan 
dan pengendalian di lingkungan masing­
masing instansi. Tujuan lnstruksi Umum dari 
modul ini adalah setelah mempelajari materi ini 
peserta diharapkan mampu memahami konsepsi 
Sistem Pengendalian ·lnstansi Pemerintah (SPIP) 
khususnya Pemantauan Pengendalian Intern serta 
penerapannya dalam pembinaan penyelenggaraan 
SPIP di instansi pemerintah lingkup Kementerian 
Pertanian. 

2. Tujuan lnstruksi Khusus (TIK} 
Berdasarkan tujuan instruksi umum di atas, maka tu­
juan instruksi khusus dari modul ini adalah setelah 
mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu: 
a. Menjelaskan latar belakang Sistem Pengendalian 

Intern pemerintah (SPIP), pengertian dan konsep 
dasar pemantauan pengendalian intern; 

b. Menjelaskan sub unsur pemantauan pengendali­
·an intern, gambaran mengenai pemantauan ber­
kelanjutan, evaluasi terpisah dan Tindak Lanjut 
rekomendasi hasil audit dan review lainnya; 

c. Menjelaskan sarana dan komponen dari SPIP 
khususnya sub unsur pemantauan pengendalian 
intern; dan 

d. Melaksanakan prosedur dan metode pemantauan· 
· pengendalian inte~n serta rriemahami konsep 
penilaian pengendalian intern. 
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C. Deskripsi Singkat Struktur Modul 
Modul ini dibagi dalam beberapa bagian yang terdiri 
atas empat bahasan sebagai berikut: · 

Bagian A. Pendahuluan mencakup Latar Belakang, 
Tujuan, De.skripsi Sing kat Struktur Modul dan. 
Metodologi; 

Bagian B. Konsepsi :menjelaskan mengenai Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
beserta unsur-unsurnya serta Pemantauan 
Pengendalian Intern yang merupakan salah 
s.atu unsun dari SPIP; 

Bag ian C. Prosedur/Metode Pemantauan Pengendalian 
Intern menjabarkan mekanisme dalam melak­
sanakan pehlantauan pengendalian intern; dan 

Bag ian D. Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pemantauan 
Pengendalian Intern memuat sarana dan aspek 
yang dinilai serta cara pelaksanaan penilaian. 

D. Metodologi : 
Proses sosialisasi ~enggunakan pendekatan pem­
belajaran orang dewasa (andragogi). Dengan metode 
ini, peserta dipacu untuk berperan serta secara aktif 
melalui komunikasi dua arah. Metode pembelajaran ini 
menerapkan kombinasi proses belajar mengajar 
dengan cara cerar;t1ah, tanya jawab, dan diskusi 
pemecahan kasus. lnstruktur akan membantu peserta 
dalam memahami materi dengan metode ceramah dan 
pembahasan contoh kasus. Dalam proses ini peserta 
diberi kesempatan :untuk mengajukan tanya jawab. 
Agar proses pendalaman materi dapat berlangsung 
dengan lebih baik, dilakukan pula diskusi kelompok 
sehingga peserta benar-benar dapat secara aktif 
terlibat dalam proses belajar mengajar. 

*** 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern 
yang kelima atau terakhir. Pemantauan Sistem 
Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan 
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Tindak Lanjut atas 
rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pe­
mantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui 
kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, 
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang -terkait dalam 
pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan 
melalui 'penilaian sendiri, review, dan pengujian 
efektivitas SPIP yang dapat dilakukan oleh Aparat Peng­
awasan Intern Pemerintah atau pihak eksternal 
pemeri ntah dengan mengg u nakan daft a r uji pe­
ngendalian intern. Sedangkan Tindak Lanjut 
rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus 
segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan 
mekanisme penyelesaian reko!J1endasi hasil audit dan 
review lainnya yang ditetapkan. 

Yang dimaksud dengan "pemantauan berkelimjutan" 
adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian 
Intern secara terus menerus dan menyatu dalam 
kegiatan lnstansi Pemerintah. Yang dimaksud dengan 
"evaluasi terpisah" adalah penilaian atas mutu kinerja 
Sistem Pengendalian Intern dengan ruang lingkup dan 
frekuensi tertentu be"rdasarkan pada penHaian risiko 
dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelan]ut­
an. Evaluasi terpisah lnstansi Pemerintah dilakukan 
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dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi 
evaluasi, metodolo,gi, dan sumber daya. Dalam me­
lakukan evaluasi terpisah, apabila diperlukan, evaluator 
dapat menggunakan metode atau alat iain yang sesuai 
seperti pembandin.gan (benchmarking), kuisioner, 
bagan ar-us (flowch~rt), dan teknik kuanthatif. · 

Pada bag ian lain dal.am Peraturan Pemerintah tersebut 
juga dinyatakan bahwa evaluasi, dan pemantauan me­
rupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan 
penjaminan kualitas (quality assurance). Evaluasi 

! 

adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau 
norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor­
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ke­
gagalan suatli ke~iatan dalam mencapai tujuan. 
Sedangkan pemantauan adalah proses penilaian 
kemajuan suatu program atau kegiatan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam Kebijakan P~ngawasan Nasional Tahun 2007 
disebutkan bahwa pemantauan adalah monitoring 
yang dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh 
tahap pelaksanaan ,tugas pokok instansi pemerintah 
sejak tahap perenc~naan, sebagai salah satu bentuk 
pengarahan dan penjagaan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi instansi pemerintah, agar tetap ber­
jalan sesuai dengan, kebijakan, rencana, prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait 
dengan kegiatan ·pemantauan tersebut, aparat 
pengawasan intern pemerintah (APIP) memberikan 
saran/rekomendasi kepada pimpinan instansi peme­
rintah/unit kerja ya:ng bertanggungjawab, jika hasil 
monitoring menunju'kkan bahwa ada hal-hal yang perlu 
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dikoreksi untuk menjamin agar tujuan/sasaran 
program/kegiatan dapat dicapai secara efektif dan 
efisien. Saran/rekomendasi tersebut antara lain dapat 
berupa perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendali­
a n I n tern, m is a I n y a pen ye m p u rna a n k e bi j aka n, . 
pengorganisasian, perencanaan, prosedur, dan sistem 
pelaporan. 

Selain itu, untuk mencapai hasil pengawasan yang 
optimal dan memberikan nilai tambah bagi pe­
nyelenggaraan pemerintaha.n, setiap APIP wajib untuk 
memantau Tindak Lanjut dari rekomendasi hasil 
pengawasan intern, ekstern dan pengawasan 
masyarakat dan mendorong pimpinan instansi untuk 
memperhatikan dan meLaksanakan Tinda.k Lanjut 
terse but. Pemantauan Tindak Lmjutini perlu dilakukan 
untuk memastikan bahwa instansi pemerintah telah 
melaksanakan Tindak Lanjut sebagaimana mestinya. 
Apabila dari pemantauan Tindak Lanjut hasil· 
pengawasan tersebut ditemukan adanya rekomendasi 
yang tidak dilaksanakan, maka pimpinan instansi 
pemerintah dapat mengenakan sanksi kepada 
pimpinan unit kerja atau personil yang bertanggung­
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan sebagaimana disebutkan dalam SE Menneg 
PAN No. SE/02/M.PAN/01 I 2005 tanggal 7 Januari 2005. 

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat bahwa 
pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah serta 
Tindak Lanjut rekomendasi hasil audit yang ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 
mempunyai ruang lingkup terbatas yaitu hanya 
terhadap Sistem Pengendalia~ Intern. Namun dengan 
mengacu pada ketentuan lain pada PP tersebut 
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i 

terutama pada Bagi~n Kedua (Pasal48 hingga Pasal 58) 
I 

tentang Pengawas!an Intern at as Penyelenggaraan 
Tugas dan Fungsi: lnstansi Pemerintah dapat di­
simpulkan bahwa untuk Aparat Pengawasa·n Intern 

. . . I . . 

Pemerintah (APIP) pemantauan pengendalian intern 
yang dilakuka·n ole~ aparat pengawasan lebih meng-

. ' 

arah kepada penilaian terhadap akuntabilitas dan 
l 

kinerja instansi pernerintah termasuk program dan 
kegiatan yang dila~sanakannya. Meskipun demikian 
penilaian terhadap ~enyelenggaraan SPIP oleh instansi 
yang persangkutan: tetap menjadi fokus untuk tetap 
direview dan dievaluasi. 

B. Prosedur/Metode Pemantauan 
. 1 • 

Untuk dapat lebih m,emahami pemantauan pengendali-
an intern· secara lebjh holistik, berikut disajikan bag an 
hubungan antar sub sistem yang mendukung sub-sub 
u n s u r I i n g k up p em ant au a n pen g end a I ian i n tern 
sebagai berikut : 

Kebijakan, 

EVALUASI 
T~RPISAH 

~ROSES 

PEr.!ANTAUAN BERKELANJUTAN 

Berdasarkan gamb~r diatas terlihat bahwa kegiatan 
pemantauan berkel~njutan dapat dilakukan terhadap 

. keseluruhan tahapa~ kegiatan baik dalam tahap input 
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(persiapan dan perencanaan kegiatan), tahap proses 
(pelaksanaan kegiatan on-going), tahap output (hasil 
kegi~Han) maupun outcome (berfungsinya hasil 
kegiatan). Pemantauan terhadap tahap-tahap kegiatan 
tersebut dimaksudkan agar pelaksahaan kegiatan dapat 
sesuai dengan yang diharapkan dan hasil kegiatan 
dapat sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan 
pemantauan selalu menggunakan kriteria sebagai 
acuan untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan 
telah sesuai dengan yang direncanakan. Kriteria dalam 
pemantauan terhadap tahapan proses, output dan 
outcome, antara lain berupa Pedum, Juklak/Juknis, 
KAK/TOR dan proposal atau dokumen terkait dengan 
penganggaran/keuangan atau pengelolaan aset negara. 
Sedangkan evaluasi terpisah_senderung dilakukan pada 
tahap output atau outcome karena dari hasil evaluasi 
dapat disimpulkan keberhasilan/kegagalan pe­
laksanaan program atau kegiatan serta hal-hal yang 
menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan 
evaluasi pada prinsipnya membandingkan antara hasil 
yang diperoleh dengan kriteria yang ditetapkan yang 
dalam hal ini_ berupa indikator kinerja atau tujuan/ 
sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedum, 
Juklak/Juknis, dokumen perencanaah lain serta. 
dokumen keuangan atau dokumen pengeloaan aset 
negara. Selain hal diatas fokus evaluasi juga diarahkan 
pada penilaian 3E + 1T, yaitu terhadap efektivitas 
(pencapaian tujuan organisasi/program/kegaiatan), 
efisiensi (kesesuaian penggunaan sumber daya dengan 
hasil yang diperoleh), keekonomisan (kehemaatan 
peng-gunaan sumberdaya yang sewajarnya) serta 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

*** 
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BAB II 
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN 

Pemantauan berkelanjutan berdasarkan PP Nomor 60 
Tahun 2008 diartikan sebagai penilaian atas mutu kinerja 
Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan 
menyatu dalam kegiatan fnstansi Pemerintah. Sesuai 
pengertian ini terlihat bahwa ruang lingkup pemantauan 
berkelanjutan terbatas pad a penerapan SPI P. Namun, · 
dengan memperhatikan bahwa SPIP dimaksudkan untuk 
membedkan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, 
maka pemantauan berkelanjutan mencakup aspek­
aspek pen-capaian tujuan organisasi, keandalan 
laporan keuangan, pengamanan asset negara dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pada bagian lain dalam Peraturan Pemerintah tersebut 
dinyatakan bahwa, pemantauan adalah proses penilaian 
kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Demikian pula dalam 
Kebijakan Pengawasan Nasional Tahuri 2007 disebutkan 
bahwa pemantauan adalah monitoring yang dilakukan 
secara terus-menerus terhadap seluruh tahap pelaksanaan 
tugas pokok instansi pemerintah sejak tahap perencanaan, 
sebagai SC!Iah satu bentuk pengarahan dan penjagaan 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah, agar tetap berjalan sesuai dengan kebijakan, 
rencana, prosedur dan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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Dari penjelasan di atas!bahwa pemantauan berkelanjutan 
dapat dilaksanakan p~da berbagai tahap kegiatan sejak 
perencanaan hingga tahap akhir kegiatan. Aspek yang 
dipantau meliputi keandalan SPIP. dalam mendukung 
tupoksi dan kelancara;n pelaksanaan program/kegiatan 
serta pencapaian tuju!an organisasi, keandalan laporan 
keuangan, pengama:nan a set negara. dan ketaatan 
terhadap peraturan pe~undang-undangan. 

Kegiatan Pemantauan ~Hiaksanakan oleh unit kerja yang 
bersangkutan . sebagai ! implementasi dari built-in control 
pimpinan terhadap kebijakan/program/kegiatan yang 
dilaksanakannya, atau : oleh instansi lain dalam rangka 
pelaksanaan tupoksinJ~a seperti Setjen Kemtan dalam 
rangka pembinaan ad~inistrasi dan keuangan, atau oleh 
lnspektorat Jenderal selDagai salah satu aspek pengawasan 
fungsional. ' 

I 

Tahapan pemantauan rneliputi (a) pe.nyusunan kriteria, (b) 
pelaksanaan pemantauan, dan (c) perumusan 
rekomendasi. Penjelas~n untuk masing-masing tahapan 
tersebut sebagai berik~t: 

I 

A. Penyusunan Kriteri'a 
I 

1. Penyusunan kriteria 
Penyusunan kriteria menggunakan berbagai 
peratu ran peru nda ng-u nda ng an terka it seperti 
Undang-Undang,: Peraturan Pemerintah, dan turun­
an peraturan/kerentuan lainnya, serta dokumen 
yang dibuat seQagai acuan dalam pelaksanaan 
kegiatan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, 
Pedoman Umum;, Juklak/Juknis, Kerangka Acuan 
Kegiatan (KAK),l Term of Reference (TOR) atau 
proposal. Terkait: dengan pengelolaan anggar.an, 

. ' . 
dokumen yang diperlukan meliputi DIPA/POK/RKA-
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KL, Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Rencana 
Anggaran Biaya (RAB), atau dokumen keuangan lain 
yang dipersamakan sebagai kriteria tersebut. 

Untuk menjamin dokumen perenca·naan di atas 
dapat digunakan sebagai kriterialintuk pemantauan 
maka prasyarat yang harus ada adalah: penetapan 
tujuan dan sasaran yang jelas, penetapan 
program yang baik, dan penetapan indikator 
kinerja (input, output, outcome, benefit, impact) 
yang memadai (cukup). 

Penetapan tujuan dan sasaran diarahkan untuk 
jangka pendek dan jangka menengah dengan 
mempertimbangkan hasil analisis lingkungan 
internal dan eksternal, serta nilai-nilai yang dianut 
organisasi tersebut. Terkait dengan kegiatan yang 
bersifat multi years maka perlu ditetapkan tujuan/ 
sasaran antara dan tujuan/sasaran akhir, serta 
ditetapkan tahapan kegiatan dan target pencapaian 
tujuan/sasaran setiap tahunnya serta rencana 
pendanaan untuk tahun selanjutnya. Hal ini di­
perlukan mengingat bahwa banyak kegiatan yang 
bersifat multi years yang tidak berlanjut pada tahun 
berikutnya karena bergesernya skala prioritas 
kegiatan atau terkendala alokasi dana. 

Penataan program yang ba f'k d iarah kan untu k 
menentukan dan memprediksi tahap-tahap pe­
laksanaan program/kegiatan, serta meng­
indentifikasi hasil yang hendak dicapai. 

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk 
mengukur kinerja unit kerja dan mempunyai 
dimensi utama yaitu tingkat capaic:m tujuan/sasaran 
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serta tingkat ef;isiensi dan efektivitas program/ 
kegiatan dalam ~1encapai tujuan/sasaran tersebut. 
lndikator kiner.ja terdiri dari indikator input 
(masukan), indikator process (proses), indikator 
output (hasil), i ~d i k~tor outcome (manfaat), dan 
indikator impacit (dampak). lndikator masukan · 
mengukur jumla~h sumber daya seperti anggarari 
(dana), SDM, m~aterial dan masukan lain, yang· 
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. 
Dengan men inj~u distribusi sumber "<day a, suatu 
lembaga dapat m·enganalisis apakah alokasi sumber 

· daya yang dimilikli telah sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan.· 

lndikator prose~ menggambarkan perkembangan 
atau aktivitas yarg terjadi atau dilakukan selama 
pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya 
dalam proses me~golah masukan menjadi keluaran. 
indikator hasn digunakan untuk mengukur 
k e I u a r a n y a n g ~ i h a s i I k a n d a r i s u at u keg i at a n . 
Dengan memba(ldingkan output instansi dapat 
menganalisis seja~h mana kegiatan terlaksana sesuai 
dengan rencana. ~ndikator manfaat menggambar­
kan berfungsinya:dari keluaran suatu kegiatan. Pada 
umumnya para p:embuat kebijakan paling tertarik 
pada tolak ukur in:i dibandingkan dengan tolak ukur­
tolak ukur lainny:a. Namun, pengukuran indikator 
manfaat seringkali rancu dengan pengukuran 
indikator hasil dan indikator manfaat seringkali tidak 
mudah untuk diukur/dinilai dan memerlukan waktu 
yang tidak pende:k karena validitas dan reliabilitas­
nya tergantung pada skala penerapannya. lndikator 
dampak memperlihatkan pengaruh yang ditimbul­
kan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. 
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Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak 
juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu 
menengah atau jangka panjang. 

Setelah dilakukan penetapan indikator kinerja, 
disusun standar capaian pengukuran yang baik 
untuk setiap peri ode pengukuran, misalnya standar 
tahunan dan bulanan. Periodisasi ukuran standar ini 
disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan dan 
pengukuran yang akan dilakukan. Penetapan 
standar pengukuran memiliki kriteria : 
a. Dapat dicapai (attainable) 
b. Ekonomis 
c. Dapat diterapkan (applicable) 
d. Konsisten 
e. Menyeluruh (all-inclusive) 
f. Dapat dimengerti (understandable) 
g. Dapat diukur (measurable) 
h. Stabil, memiliki jangka waktu yang cukup untuk 

dapat memprediksi hasilnya. 
i. Dapat beradaptasi .dengan berbagai perubahan 

yang terjadi 
j. Legitimasi, secara resmi disetujui 
k. Seimbang, diterima sebagai dasar perbandingan 

oleh pihak yang berkaitan 

2. Pelaksanaan Pemantauan 
Sesuai ruang lingkupnya pelaksanaan pemantauan 
dilakukan sejak tahap perencanaan hingga. tahap 
akhir pelaksanaan kegiatan. Sedangkan fokus 
pemantauan meliputi keandalan SPIP, pencapaian 
tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, 
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Waktu peman-
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tauan dapat diteljltukan secara periodik berdasarkan 
periode waktu b:ulanan, triwuianarian, semesteran 
atau tahunan. 

·, 
\ 

Pemantauai1 terHadap keandalan SPIP dilaksanakan 
pad a a w..a I t a h u n an g g a r a n u n t u k men j a m in 
kelengkapan uhsur-unsur SPIP yang meliputi 
lingkungan lingkungan pengendalian, penilaian 
risiko, kegiatar) pengendalian, informasi dan 
komunikasi, dani pemantauan pengendalian intern 
telah dibuat sesu:ai dengan ketentuan yang berlaku. 
Selanjutnya, peniantauan dilakukan secara periodik 
setiap bulan untuk melihat apakah implementasi 
SPIP telah tepat ~an pembinaan terhadap penerap­
an SPIP telah dilakukan secara memadai. Kriteria 
yang digunakan :adalah dokumen SPIP yang telah 
dibuat oleh inst,ansi yang bersangkutan dengan 
menggunakan sarana yang tepat seperti laporan, 
rapat internal, m~dia komunikasi antar pegawai, dan 
media informasi fainnya. Pemantauan terhadap SPIP 
diharapkan dapar menjawab hal-hal antara lain : 

I . 

a. Pimpirian lnst~nsi Pemerintah memiliki strategi 
untuk mey~kinkan bahwa pemantauan 
berkelanjutan~ efektif, 

b. Pimpinan inst~nsi memiliki rencana review dan 
eval.uasi khusus terhadap strategi pemantauan 
secara berkala1 

. 

c. Struktur orgahisasi dan supervisi telah mem-, . 

bantu merigawasi fungsi pengendalian intern. 
d. Strategi pimpinan lnstansi Pemerintah me­

nyed ia ka n u m pan ba I i k rutin, pemantauan 
kinerja, dan m:engendalikan pencapaian tujuan, 

e. Pimpinan prog,ram atau operasional bertanggung 
jawab atas perigendalian intern dan pemantauan 
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efektiv_itas ~egiatan pengendalian sebagai bagian 
dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari. 

f. Pimpinan lnstansi Pemerintah mendorong 
pegawai untuk mengi·dehtifikasi kelemahan 
pengendai ian intern dan mel.aporkannya ke 
atasan langsungnya. 

g. Pegawai secara berkala diminta untuk 
menyatakan secara tegas apakah mereka sudah 
mematuhi kode etik atau peraturan sejenis 
mengenai perilaku yang dihar~pkan . 

h~ Pimpinan lnstansi Pemerintah mengambil 
langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi 
penyempurnaan pengendalian internal yang 
secara teratur diberikan oleh aparat pengawasan 
intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya. 

Pemantauan terhadap pencapaian tujuan organisasi 
dilaksanakan berdasarkan tahap kegiatan seperti 
perencanaan/persiapa·n, pelaksanaan kegiatan, dan 
tahap monev. Kriteria yang digunakan lebih 
didasarkan pada dokumen perencanaan seperti : 
Renstra, R~ncana Kinerja Tahunan (RKT), Pedum, 
Juklak/Jukns, KAK/TOR atau proposal kegiatan, serta 
dokumen keuangan terkait lainnya. Dalam me­
lakukan pemantauan terhadap pencapaian tujuan 
digunakan indikator kinerja da.n standar capaian 
kinerja yang telah terukur (kuantitatif), sehingga 
diharapkan dari hasil pemantauan ini diperoleh 
suatu simpulan bahwa pelaksanaan program/ 
kegiatan oleh lnstansi Pemerintah telah dilaksana­
kan sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan 
pimpinan dan sesuai· dengan tuga·s pokok dan 
fungsinya. Pemantauan terhadap pencapaian 
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tujuan organisasii diharapkan dapat menjawab hal­
hal antara lai·n : i 

a. Pelaksanaan:program/kegiatan telah sesliai 
dengan tahapan yang telah direncanakan pada 

~ . . 
awal tahun ar;ggaran. · 

b. Program/keg~atan telah mengh~silkan output 
yang sesuai d¢ngan yang ditetapkan dan output 
tersebut tel~h berfungsi atau dimanfaatkan · 
sesuai dengan tujuan kegiatannya. 

c. Pel a ksa naa n iprogra m/keg i at an tela h efektif 
I . 

(mencapai tuJuan dan sasaran yang ditetapkan) 
dan efisien (hemat dalam menggi.makan sumber-

·1 

daya yang di11[1iliki) serta ekono.mis (tepat meng-
. gunakan sumperdaya yang disediakan). 

d. Dalam melak~anakan program/kegiatan telah 
mengacu pada ketentuan dan peraturan per­
undang-undangan yang berlaku. 

Pemantauan terhadap laporan keuangan dan aset 
I . 

negara dilaksa~akan secara rutin setiap bulan 
dengan mengg:unakan sarana berupa laporan 
SistemAkuntansillnstansi (SAl) dan Sistem Akuntansi 
Barang Milik Neg~ua (SABMN). Pemantauan terhadap 
SAl dan SABMN. ;Ruang lingkup pemantauan tidak 
hanya terhadap fisik laporan akan tetapi terhadap 
kesesuaian transaksi dengan kebenaran bukti 

. pertanggungjawabannya. Pemantauan terhadap 
lapora n keuang;an dan a set neg a ra d i ha ra pka n 
daapat menjawab hal-hal antara lain : 
a. La pora n operasio na I sud a h teri ntegras i a tau 

direkonsiliasi ~engan data laporan keuangan 
b. Pimpinan lns~ansi Pemerintah memperhatikan 

kelemahan da;lam pertanggungjawaban anggar-
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an yang mengindi~asi~an adanya masalah · 
pengendalian intern _ 

c. Pegawai operasional menjamin keakuratan lapor­
an keuangan unit dan bertang.gung jawab jika 
ditemukan kesalahan. 

d. Tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, 
dan melindungi aset dan sumber daya lain di­
bebankan kepada orang yang ditugaskan, dan 
petugas yang ditugaskan telah mencek seca·ra 
berkala tingkat persediaan barang, perlengkap­
an, dan aset lainnya. 

3. Perumusan Rekomendasi 
Berdasarka~ hasil pemantauan yang dilaksanakan 
oleh tim atau personil.yang ditugaskan oleh 
pimpinan instansi diidentifikasi berbagai kelemahan 
yang d iju·mpa i baik dalam irn plementasi SPI P, 

· pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan 
keuangan dan pengelolaan asset negara. Pada 
prinsipnya, kelemahan terjadi sebagai akibat 
ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria yang 
ditetapkan: Selanjutnya, ditentukan penyebab atas 
terjadinya kelemahan tersebut dan dirumuskan 
rekomendasi untuk menghilangkan penyebab. Yang 
paring .penting dalam perumusan rekomendasi 
bahwa .rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti 
secara memadai oleh pimpinan instansi atau 
pimpinan program atau operasional terkait lainnya. 

Hasil pemantauan yang telah disusun lengkap 
dengan atributnya selanjutnya dibuat dalam bentuk 
laporan yang akan disampaikan segera kepada 
pimpinan instansi atau kepada pihak-pihak terkait 
lainnya. Kecepatan dan keakuratan penyampaian 
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laporan pemantauan merupakan kunci keberhasilan 
pemanfaatan hasil pemantauan untuk perbaikan/ 
penyempunaan implementasi SPIP dan pelaksanaan 
tupoksi instansL 

*** 
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BABIII 
EVALUASI TERPISAH 

Evaluasi terpisah, berdasarkan PP No.60 tahun 2008, adalah 
penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern 
dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan 
pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan 
yang berkelanjutan. Pada bagian lain dalam Peraturan 
Pemerintah tersebut juga dinyatakan bahwa evaluasi 
adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau 
norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor­
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan 
·penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa ruang lingkup 
evaluasi adalah penilaian terhadap mutu kinerja 
implementasi SPIP dan penilaian terhadap keberhasilan 
atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. 

Sarna seperti hal.nya dengan Pemantauan berkelanjutan 
dapat dilakukan oleh Tim Intern dari instansi pemerintah 
yang bersangkutan sebagai bagian dari aspek 
pengendalian pimpinan atau oleh aparat pengawasan 
internal/eksternal pemerintah sesuai dengan ruang 
lingkup pengawasan yang ditetapkan dalam Pasal 49 
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, yaitu : 
1. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu 
yang meliputi: (1) kegiatan.yang bersifat lintas sektoral; 
(2) kegiatan kebendaharaari umum negara berdasarkan 
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 
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Umu m Negara; da'n (3) kegiata n lain berd-asarkan 
! 

penugasan dari Pre~iden; 
2. lnspektorat Jend~ral atau nama lain yang secara · 

fungsional melaksanakan pengawasan . intern 
melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 
dalam rangka perlyelenggaraan tugas dan fungsi 
kementerian negara/lembaga yang didanai denga·n 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

3. lnspektorat Provinsi melakukari pengawasan terhadap 
seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tuga·s 

. . . I . . . . . . 

dan fungsi satuan k~rja·per~ngkat daerahprovihsi yang 
didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah provins_i; : · 

4. lnspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan 
t e r had a p · s e I u r J h keg i at a n d a I am r a n g ka 
penyelenggaraari·tugas dan fungsi satuan kerja· 

· perangkat qaerah kabupaten/kota yang didanai 
dengan Anggar.an.:Pendapatan dan Belanja Daerah 

I . 

kabupaten/kota. · 

Mengingat pe:laksana~n evaluasi merupakan penilaian 
terhadap mutu 'kine;~fa SPIP dan kebethasilan dari 
kegagalan suatu kegi~tan dalam mencapai tujuannya, 
maka evaluasi biasany~ dilaksanakan pada akhir periode 
kegiatan. Namun, mengingat bahwa evaluasi dilakukan 
dengan mempe.rhatikan penilaian analisis ri-siko dan 
efektifitas prosedur p~mantauan berkelanjutan. Artinya,· 
bilamana suatu kegiatan mempunyai tingkat risiko yang 
besar atau pemantau~n yang dilakukan oleh pimpinan 
instansi kurang mema~ai, maka frekuensi evaluasi dapat 
dilakukan lebih sering.; · · 

. . . 

Pad a prinsipnya pelak~anaan evaluasi tidak jauh berbeda 
dengan pemantauan b~rkelanjutan yaitu membandingkan 
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antara kondisi yang ada dengan standar, rencana, atau 
norma yang telah ditetapkan, sehingga tahapan kegiatan 
evaluasi meliputi : (a) penetapan norma, rencana, dan 
standar, (b) pelaksanaan · evaluasi (pengukuran 
keberhasilan/kegagalan), dan (c) perumusan rekomendasi 

1. Penetapan norma, rencana dan standar 
Ketiga hal tersebut merupakan kriteria yang akan 
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi. 
Norma dan standar yang digunakan adalah peraturan 
perundang-undangan terkait, sedangkan rencana 
meliputi dokumen perencanaan seperti Renstra, 
Rencana Kinerja Tahunan, Pedum, Juklak/Juknis, KAK/ 
TOR atau proposal kegiatan. Prosedur penetapan 
norma, rencana dan standar di atas mengikuti metode 
yang telah dijelaskan dalam bahasan meng·enai 
Pemantauan Berkelanjutan. 

2. Pelaksanaan Evaluasi 
Evaluasi yang dilaksanakan diarahkan pada penilaian 
terhadap 3E + 1T yaitu efektivitas, efisiensi, ekonomis 
dan ketaatan terhadap peraturan perundang­
undangan. 

Penilaian terhadap efektivitas menggunakan formula : 
Efektivitas = Output yang Dihasilkan = Outcome yang Dihasilkan 

Output yang Direncanakan Outcome yang Direncanakan 

Penjelasan : 
Output adalah basil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan, 
sedangkan outcome adalah menggambarkan berfungsinya output.· 
Outputatau outcome yang dihasilkan adalah wujud kondisi output 
dan outcome yang dihasilkan hingga saat evaluasi dilakukan, 
sedangkan output atau outcome yang direncanakan merupakan 
kriteria yang bersumber dari indikator kinerja yang telah ditetapkan 
dalarn dokumen perencanaan (Renstra, RKT, Pedum,Juklak/Juknis, 
dstnya). 
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Penilaian efektivitas dapat dilakukan pula terhadap pencapaian 
tujuan dan sasaran, baik yang penilaiannya dilakukan secara kualitatif 
maupun kuantitatif . 
. Ukuran efektivitas misalnya : o/o pembayaran tepat waktu, tingkat 
kepuasan pelanggan, kecepatan respon, tingkat keberhasilan (success 
rate). 

Penilaian terhadap efisiensi menggunakan formula : 
Efisiensi = Output yang Dihasilkan 

Input yang Digunakan 
Penjelasan : 

Efisiensi merupakan kemungkinan maksimum output yang diperoleh 
dari suatu input tertentu, a tau input yang sekecil-kecilanya (minimum 
untuk mencapai/memperoleh output tertentu. 
Ukuran efisiensi misalnya : pembayaran per bulan, jumlah kejadian 
yang dapat ditangani per tim 

Penilaian terhadap ekonomis menggunakan formula : 
Ekonomis =Input uang Digunakan 

Input yang Wajar 
Penjelasan : 

Input yang digunakan merupakan nilai sumberdaya yang digunakan 
untuk mendapat output tertentu, sedangkan input yang wajar adalah 
nilai sumberdaya yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan kondisi 
riil pada saat itu. 
Keekonomisan berkaitan dengan kondisi kemahalan harga yaitu 
bilamana terjadi perbedaan antara nilai input yang digunakan dengan 
nilai input yang wajar. 

Selain hal di atas, evaluasi yang dil·akukan terhadap 
pengendalian intern diarahkan pada hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian 

intern telah mernadai bagi lnstansi Pemerintah 
b. Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan 

dipertimbangkan sa at menentu kan ling kup dan 
frekuensi evaluasi terpisah 

c. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada saat adanya 
kejadian misalnya P.erubaha n be sa r da lam rencana 
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atau strategi manajemen, pemekaran atau 
penciutan lnstansi Pemerintah, atau perubahan 
operasional atau pemrosesan informasi keuangan 
dan anggaran 

d. Tim evaluasi menyusun suatu rencana evaluasi 
untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan tersebut 
secara terkoordinasi. Metodologi yang di­
pergunakan telah mencakup self assessment 
dengan menggunakan daftar periksa (check list), 
daftar kuesioner, atau perangkat lainnya, serta 
proses evaluasi didokumentasikan sebagaimana 
mestinya 

e. Evaluasi dilakukan oleh personil yang mempunyai 
keahlian tertentu dan dapat melibatkan aparat 
pengawasan intern pemerintah atau auditor 
eksternal 

f. Jika evaluasi dilakukan oleh pegawai lnstansi 
Pemerintah, maka harus dipimpin oleh seorang 
pejabat dengan kewewenangan, kemampuan, dan 
pengalaman memadai 

g. Tim evaluasi harus memahami secara memadai 
mengenai visi, misi, dan tujuan lnstansi Pemerintah 
serta kegiatannya, serta tim tersebut memahami 
bagaimana pengendalian intern lnstansi Pemerintah 
seharusnya berkerja dan bagaimana implementasi­
nya 

h. Jika evaluasi dilaksanakan oleh APIP, maka unit kerja 
tersebut harus memiliki sumber daya, kemampuan, 
dan independensi yang memadai 

i. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi ter­
pisah segera diselesaikan. 
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3. Perumusan Rekomendasi 
Dilakukan setelah dilakukan identifikasi hal-hal yang 
menjadi penyebab hakiki atas tidak tercapainya tujuan 
dan sa saran yang telah ditetapkan, atau penyebab atas 
timbulnya permasalahan, kendala atau hambatan atas 
kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dari identifikasi 

. . ' 

penyebab tersebut barulah dapat disusun rekomendasi 
kepada pihak-pihak terkait. Rekomendasi yang dibuat 
haruslah konstruk~if dan diarahkan untuk meng­
eliminasi penyebap yang paling mendasar, bukan 
penyebab sementara atau antara. Untuk itu, pembuatan 
rekomendasi sebaiknya dilakukan setelah melakukan 
diskusi atau mendengarkan masukan· dari pihak-pihak 
terkait. 

* * * 
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BABIV 
TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT 

A. Tindak Lanjut Hasil Audit 
Pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan 
Internal Pemerintah (APIP) bertujuan memberikan 
masukanmasukan terhadap auditan melalui 
rekomendasinya yang kontrukstif, karena itu 
penyelesaian tindaklanjut sesuai rekomendasi perlu 
dikendalikan oleh pimpinan agar kelemahan­
kelemahan yang ada data segera diperbaiki atau 
direview. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan 
APIP, pejabat Negara wajib menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan. 

Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit harus 
dilaksanakan instansi pemerintah sesuai UU No.15 
Tahun 2004 pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), pasal 26 ayat 
(2) serta SE Men neg PAN No. SE/02/M.PAN/01 /2005 
tanggal 7 Januari 2005.SE/02/M.PAN/01/2005, yang 
menyatakan bahwa pejabat Negara wajib menindak­
lanjuti Laporan Hasil Audit. Pejabat yang diketahui tidak. 
melaksanakan kewajiban ini akan menerima sanksi 
administrasi. Setiap orang yang tidak meinenuhi 
kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 
bulan dan/atau denda paling banyak RpSOO.OOO.OOO,OO 
(lima ratus juta rupiah). Pimpinan APIP ditugaskan 
untuk berkoordinasi dan melaporkan kepada aparat 
penegak hukum dan KPK terhadap adanya temuan 
kerugian keuangan Negara. 
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Hal-hal yang perlu mend a pat perhatian terkait dengan 
Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil audit sebagai 
berikut: 
1. lnstansi Pemerintah memiliki mekanisme untuk 

meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau 
review lainnya dengan segera 

2. Pimpinan lnstansi Pemerintah segera mereviewdan 
mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan 
review lainnya 

3. Pimpinan lnstansi Pemerintah menetapkan tindakan 
yang memadai untuk menindaklanjuti temuan dan 
rekomendasi 

4. Tindakan korektif dilaksanakari oleh Pimpinan 
lnstansi Pemerintah dalam jangka waktu yang di­
tetapkan 

5. Pimpinan lnstansi Pemerintah mempertimbangkan 
untuk melakukan konsultasi dengan auditor (seperti 
BPK, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan 
auditor eksternallainnya) dan pereview jika diyakini 
akan membantu dalam proses penyelesaian audit 

6. Pimpinan lnstansi Pemerintah tanggap terhadap 
temuan dan rekomendasi audit dan review lainnya 
guna memperkuat pengendalian intern 

7. Pimpinan lnstansi Pemerintah mengevaluasi temuan 
dan rekomendasi dan memutuskan tindakan yang 
layak untuk memperbaiki atau meningkatkan 
pengendalian intern 

8. lnstansi Pemerintah menindaklanjuti temuan dan 
rekomendasi audit dan reviewlainnya dengan tepat 

9. Penyebab yang diungkapkan dalam temuan atau 
rekomendasi diteliti oleh pimpinan lnstansi 
Pemerintah. Tindakan diambil untuk memperbaiki 
kondisi atau mengatasi penyebab terjadinya temuan 
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10.Pimpinan lnstansi Pemerintah dan auditor me­
mantau temuan audit dan review serta 
rekoniendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan 
yang diperlukan telah dilaksanakan 

11.Pimpinan I nstahsi Pemerintah secara berkala 
mendapat laporan status penyelesaian audit dan 
review sehingga pimpinan dapat meyakinkan 
kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap 
rekomendasi 

Untuk meyakinkan ·bahwa rekomendasi hasil 
pengawasan benar~benar ditindaklanjuti, hal-hal yang 
perlu dipertimbangkan oleh pimpinan sebagai beri~ut: 
1. Segera mereview dah mengevaluasi temuan audit, 

hasil penilaian, dan reviewlainnya yang menurijukan 
ad any a kelemaha n dan yang meng identifi kasi 
perlunya perbaikan. 

2. Menetapkan tindakan yang memadai untuk 
menindaklanjuti temuan dan rekomendasi. 

3. Melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan 
masalah yang menarik perhatian pimpinan lnstansi 
Pemerintah dilaksanakan dalam jangka waktu 
dit"etapkan. · 

4. Dalam hal terdapat ketidaksepakatan dengan 
temuan atau rekomendasi, pimpinan ll')stansi 
Pemeri ntah menyatakan bahwa temuan a tau 
rekomendasi tersebut tidak tepat atau tidak perlu 
ditindaklanjuti. 

5. Mempertimbangkan untu·k melakukan konsultasi 
derigan auditor (seperti BPK; aparat pengawasan 
intern pemerintah, dan auditor .eksternal lainnya) 
dan pereviewjika ·diyakini akc:ln membantu dalam 
proses penyelesaian audit. 
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6. Tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit 
dan review lainnya gun a memperkuat pengendalian 
intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah 
sebagai berikut : 
a. Tanggap terhadap temuan dan rekomendasi dan 

memutuskan tindakan yang layak untuk 
memperbaiki atau meningkatkan pengendalian. 

b. Melakukan pengendalian intern yang diperlukan, 
diikuti untuk memastikan penerapannya. 

7. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan 
review lainnya dengan tepat. Hal-hal yang perlu 
dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 
a. Masalah yang berkaitan dengan transaksi atau 

kejadian tertentu dikoreksi dengan segera. 
b. Penyebab yang diungkapkan dalam temuan atau 

rekomendasi diteliti oleh pimpinan lnstansi 
Pemerintah. 

c. Tindakan diambil untuk memperbaiki kondisi 
atau mengatasi penyebab terjadinya temuan. 

d. Memantau temuan audit dan review serta 
rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa 
tindakan yang diperlukari telah dilaksanakan. 

e. Secara berkala mendapat laporan status pe­
nyeleksian audit dan review sehingga pimpinan 
dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu 
penyelesaian setiap rekomendasi. 

Selain itu, untuk mencapai hasil pengawasan yang 
optimal dan memberikan nilai tambah bagi 
penyelenggaraan pemerintahan, setiap APIP wajib 
untuk memantau Tindak Lanjut dari rekomendasi hasil 
pengawasan intern, ekstern dan pengawasan 
masyarakat dan mendorong Pimpinan lnstansi untuk 
memperhatikan dan melaksanakan Tindak Lanjut 
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terse but. Pemantauan Tindak Lanjut ini perlu dilakukan 
untuk memastikan bahwa lnstansi Pemerintah telah 
melaksanakan Tindak Lanjut sebagaimana mestinya. 
Apabila dari pemantauan Tindak Lanj~t Hasil Pengawas­
an tersebut ditemukan a.danya rekomendasi yang tidak 
dilaksanakan, maka pimpinan lnstansi Pemerintah 
dapat mengenakan sanksi kepada pimpinan unit kerja 
atau personil yang bertanggungjawab sesuai dengan 
ketentu an peratura n peru nd ang-unda ngan yang 
berlaku. · 

Berdasarkan I nstruksi Presiden Nomor. 15 tahu n 1983 
tentang Pedoman Pengawasan, bahwa Tindak Lanjut 
Hasil Pengawasan fungsional, berupa : 
1. Tindakan Administratif 

Tindakan administrasif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang ke­
pegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil. 

Ada bebe.rapa persyaratan dalam menjatuhkan 
sanksi berdasarkan PP. 30 tahun 1980, antara lain 
harus dilengkapi dengan Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan (BAP). Apabila rekomendasi hasil 
pemeriksaan untuk menjatuhkan sanksi 
administratif PP. 30 tahun 1980 telah dilengkapi 
dengan BAP maka Pimpinan lnstansi segera meng­
t..isulkan untuk menjatuhkan sanksi pada pegawai 
yang dikenakan sanksi kepada pejabat sesuai 
ketentuan dengan mempertimbangkan berat 
ringannya sanksi yang akan dijatuhkan. Apabila 
rekomendasi hasil pemeriksaan belum dilengkapi, 
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maka Pimpinan lnstansi melakukan pembentukan 
tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
pegawai yang bersangkutan, dan hasil pemeriksaan 
dituangkan dalam BAP. 

2. Tindakan Tuntutan/Gugatan Perdata 
a. Penggantian Secara Damai 

Penggantian Secara Damai dilaksanakan apabila 
setelah ditemukannya kerugian Negara, langsung 
disetor ke Kas Negara tanpa melalui tuntutan. 
Penggantian secara damai dapat diangsur paling 
lama 2 tahun, dengan dilengkapi Surat Keterangan 
Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) oleh PNS yang 
berkewajiban mengganti Ke.rugian Negara 
tersebut. Didalam . SKTM tercantum jaminan 
yang setara dengan Nilai Kerugian Negara dan 
bermaterai. 

b. Tuntutan Ganti Rugi/Penyetoran Kembali 
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan ICW pasal 
74 ialah suatu proses yang dilakukan terhadap 
pegawai negeri bukan bendaharawan dengan 
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu 
kerugian yang diderita oleh Negara sebagai 
akibat langsung ataqpun tidak langsung dari 
suatu perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian 
dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. 

Sesuai dengan proses tuntutan dalam peradilan 
umum berdasarkan Hukum Perdata, maka 
dimungkinkan diusahakan untuk mendapatkan 
penggantian secara damai, dengan alasan 
Menteri/Ketua Lembaga Negara yang ber­
sangkutan sebagai penuntut dan sebagai pihak 
yang berkewajiban menjaga kepentingan 
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_k e u a n g a n Neg a r a, h a r us be r us a h a sed a pat 
mungkin untuk memperoleh penggantian atas 
kerugian yang diderita Negara itu dengan 
sepenuhnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya 
dan dengan jaminan yang sekuat-kuatnya. Untuk 
tertibnya penagihan dan memperoleh pembukti­
an yang cukup kuat, maka penyelesaiaan/ 
penggantian secara damai harus dilakukan 
dengan suatu Surat Keterangan Tanggung Jawab 
Mutlak (SKTM) dari yang bersangkutan. 

Sesuai dengan proses tuntutan dalam peradilan, 
proses tuntutan ganti rugi melalui tahap-tahap 
berikut: 
1) Pemberitahuan kepada pegawai negeri yang 

bersangkutan 
2) Surat Keputusan Pembebanan Tingkat 

Pertama 
3) Surat Keputusan Pembebanan Tingkat 

Banding, dan PelaksanaanSurat Keputusan 
Pembebanan Ganti Rugi. 

c. Tuntutan Perbendaharaan 
Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu 
tatacara perhitungan terhadap bendaharawan, 
jika dalam pengurusannya terjadi/terdapat 
kekurangan perbendaharaan. Penggantian 
kekurangan secara damai dimungkinkan 
sebelum dilaksanakannya tuntutan di peradilan. 
Apabila jumlah kekurangan perbendaharaan 
telah ditetapkan dan bendaharawan yang 
bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa 
ia bebas dari kesalahan, hendaknya diusahakan 
supaya bendaharawan mengganti kekurangan 
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tersebut secara damai, yakni tanpa suatu proses 
tuntutan perbendaharaan. Penyelesa·ian yang 
demikian tidak saja menguntungkan Negara 
(tidak perlu melakukan tuntutan) tetapi sering­
kali juga meringankan hukuman y2ng akan 
dijatuhkan oleh hakim pidana atau hukuman 
jabatan yang akan ditetapkan oleh atasannya. 

Adapun prosedurTuntutan Perbendaharaan Biasa 
adalah sebagai berikut: 
1) Pembebanan penggantian sementara dan 

tindakan-tindakan lainnya untuk menjamin 
kepentingan Negara. 

2) Tuntutan Tingkat Pertama 
3) Surat Keputusan Pembebanan Tingkat 

Banding 
4) Pelaksanaan dan Kekuatan keputusan Badan 

Pemeriksa Keuangan. 

3. Tindakan Pengaduan Tindak Pidana 
Dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat 
indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepala 
Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat 
indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi, dan 
lain-lainnya. Diantara jenis Tindak Lanjut yang dinilai 
paling lemah penanganannya adalah tindakan 
pengaduan tindak pidana umum ke Kepolisian dan 
tindak pidana khusus ke Kejaksaan. 

4. Tindakan Penyempurnaan Aparatur Pemerintah 
di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan 
Ketatalaksanaan 
Tindak Lanjut dimaksud dalam Pasal16 ayat (2) huruf 
d yang berhubungan dengan penyempurnaan 
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ketatalaksanaan yang harus ditetapkan/diatur 
dengan Keputusan . Menteri/Pimpinan Lembaga 

. Pemerintah Non Kementerian/Pimpinan lnstansi 
lainnya, dilakukan setelah berkonsultasi dengan 

· atau. mend a pat persetujuan Menteri Neg~ra 

Pendayagunaan Aparatur Negara. Tindak Lanjut 
jenis ini sangat terkait dengan perbaikan kinerja 
instansi, rekomendasi hasil pengawasan juga 
menyangkut masalah teknis. Tindak lanjut jenis ini 
juga kurang terperhatikan oleh petugas yang diberi 
wewenang untuk memonitor Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan. 

B. PenguatanEfektivitas SPI 
Seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Pertanian 

. bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan 
Sistem Pengendalian Intern di lingkungannya masing­
masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas 
Sistem Pengendalian lnterntersebutdilakukan pengawasan 
internal kementerian yang dilaksanakan oleh lnspektorat 
Jenderal Kementerian Pertanian. Pengawasan internal 
tersebut dilakukan melalui audit dan non audit, dan agar 
pelaksanaan pengawasan efektif harus didukung dengan 
auditor profesional yang mematuhi kode etik dan standar 
audit pemerintah. 

1. Jenis Pengawasan lnspektorat Jenderal 
Kementerian Pertanian 
lnspektorat Jenderal sebagai unsur pembantu 
pimpinan Kementerian Pertanian melakukan peng­
awasan intern melalui Audit dan Non Audit, sebagai 
berikut: 

. a. Audit 
Pengawasan melalui audit dilaksanakan secara 
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preventif dan represif. Secara preventif 
dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi · 
penyimpahgan dalam tahap awal suatu kegiatan. 
Audit bersifat represif, meliputi : 
1) Audit Perencanaan adalah audit dilaksana­

kan terhadap ·proses penyusunan rencana 
dengan menitikberatkan pada tahap penetap­
an pagu definitif. Substansi audit adalah 
kesesuaian antara rencana yang telah disusun 
dengan tugas pokok dan fungsi, kesesuaian 
jumlah penganggaran dengan unit biaya yang 
berlaku, serta kesesuaian rencana dengan 
kondisi di lapangan. 

2) Audit yang Bersifat Pengawalan adalah 
audit dengan pendekatan preventif yang 
d i i m pIe me n t as i k a n m u I a i d a r i t a h a p 
perencanaan, pelaksanaan dan pasca 
pelaksanaan. Pengawalan dilakukan secara 
berkelanjutan dimana setiap tahun akan 
dievaluasi dampak dari program/kegiatan 
serta setiap tahap pengawalan akan dilakukan 
evaluasi mengenai sejauh mana rekomendasi 
pengawalan yang telah dilaksanakan telah 
ditindaklanjuti. Pada hakekatnya merupakan 
upaya untuk mempercepat proses pencapaian 
tujuan dan sasaran dari suatu program atau 
keg iata n, seh i ngga terselengg·a ra sec a ra 
efektif, efisien, ekonomis, dan taat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

3) Kegiatan yang Bersifat lntelejen adalah 
kegiatan identifikasi, penyurupan, penyamar­
an, penelusuran secara rahasia untuk 

· mendapatkan data dan informasi · dalam 
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rangka tugas kedinasan. Kegiatan intelejensi 
dilaksanakan secara terkendali dengan satu 
komando penugasan. . 

4} Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit 
yang dilaksanakan atas perintah pimpinan 
Kementerian (Menteri Pertanian). Audit tujuan 
tertentu dilaksanakan. terhadap program dan 
kegiatan yang· strategis, dan berdampak ter­
hadap masyarakat luas. 

5) Review Laporan Keuangan adalah prosedur 
· penelusuran angka-angka dalam laporan 
keuangan, permintaan keterangan, prosedur 
analitik yang menjadi dasar niemadai bagi 
APIP untuk me.~berikan keyakinan terbatas 
bahwa tidak ada modifikasi material yang harus 
dilakukan atas laporan keuangan agar laporan 
keuangan sesuai SAP. lnspektorat Jenderal 
secara fungsional melaksanakan pengawasan 
intern melakukan review atas laporan keuangan, 
sebelum disampaikan kepada Menteri Per­
tanian. 

Sedangkan audit yang bersifat represif (post 
·audit) adalah audit yangdilakukan ketika periode 
kegiatan sedang berlangsung atau sudah selesai. 
Audit bersifat represif meliputi: 
1) Audit Kinerja, adalah audit yang menilai 

terhadap operasi suatu organisasi atau audit 
atas pengelolaan keuangan Negara dan 
pelaksanaan tugas dan fungsi lnstansi 
Pemerintah atau Satker apakah dapat berjalan . 
dengan efisien, ekonomis, dan efektif. 

2) Audit Khusus adalah audit yang dilakukan 
atas lingkup audit yang bersifat khusus. Audit 
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khusus dapat dilaksanakan untuk menilai 
kasus tid~k lancarnya pelaksanaan pem­
bangunari atau digunakan untuk meng­
ungkap kecurangan. 

3) Audit Pendalaman Hasil Pemeriksaan 
adalah audit yang dilaksanakan terhadap hasil 
audit yang belum tuntas atau belum selesai. 
Dalam pelaksanaan audit dimungkinkan 
adanya keterbatasan dana atau waktu, 
sehingga. pelaksanaan audit dapat di­
berhentik~n sementara untuk dilanjutkan 
pada wakty lain. Namun demikian hasil audit 
tetap dibuat laporan. 

4) Audit Sanggahan LHP adalah audit 
d i Ia ksa n aka n a pabi Ia ada sangga han da ri 
obyek audit (Auditan) terhadap isi Laporan 
Hasil Pengawasan. Sanggahan yang diterima 
oleh lnspektorat Jenderal dilakukan analisis 
secara men;dalam, apabila terbukti sanggahan 
mengandung kebenaran maka wajib dilak­
sanakan audit kembali untuk menindaklanjuti 
sanggahan' tersebut. 

b. Non Audit 
Pengawasan dapat dilaksanakan melalui Non 
Audit, meliputi konsultasi, sosialisasi, dan 
evaluasi. 
1) Kegiatan konsultasi dimaksudkan untuk 

memberikan masukan-masukan dalam rangka 
membantu: mencari solusi dalam melaksana­
kan tugas kedinasan. 

2) Sosialisasi' dimaksudkan untuk menyebar,. 
luaskan kebijakan-kebijakan pengawasan, 
termasuk didalamnya peraturan perundang-
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undangan. Pemahaman peraturan perundang­
undangan menjadi sangat peming · dalam 
tingkatan manajemen manapun. Dengan me­
mahami peraturan perundangan yang ada 
akan menimbulkan ketaatan dail ketertiban 
sehingga akan terhindar dari penyimpangan­
penyimpangan yang tidak kita harapkan. 
Karenanya sosialisasi ini harus secara kontinyu 
dan konsisten dilaksanakan lnspektorat Jen­
deral, sehingga dapat memperkuat Sistem 
Pengendalian Intern Lingkup Kementerian 
Pertanian yang ada. 

3) Evaluasi 
Hasil pemeriksaan saja belum cukup 
untuk memberikan penguatan terhadap 
Sistem Pengendalian Intern yang ada, 
sebab belum seluruh instansi dan Satker 
lingkup Kementerian Pertanian dapat di­
lakukan pemeriksaan. Disamping itu, objek 
pemeriksaan adalah Satker, sehingga 
rekomendasi-rekomendasi yang diberikan 
masih terbatas pad a kegiatan Satker. Rencana 
Strategis instansi dan capaian-capaian 
kinerja program belum tercakup dalam 
pemeriksaan kinerja, karena itu perlu adanya 
evaluasi program dan kegiatan strategis agar 
lnspektorat Jenderal dapat memberikan 
masukan-masukan strategis untukpenguatan 
sistem pengendalian ling-kup Eselon I, baik 
sistem pengendalian pada seluruh jajaran 
struktural lingkup Eselon yang ada maupun 
pada tingkat Satker. Selama ini lnspektorat 
Jenderal telah melaksanakan evaluasi 
program dan kegiatan strategis setiap 
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semester dan disampaikan kepada Eselon I 
masing-masing. 

2. Aktivitas Menyikapi Pengawasan 
Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa pengawasan 
lnspektorat Jenderal adalah bertujuan untuk 
menguatkan efektivitas penyelenggaraan SPI, maka 
pelaksanaan pengawasan harus berjalan Ia ncar dan 
hasil pengawasan harus dapat memberi masukan­
masukan substansial bagi organisasi. Pengawasan 
merupakan salah satu dari fungsi manajemen, 
karena itu pimpinan organisasi harus menyikapi 
positif terhadap pelaksanaan pengawasan, dan 
harus disadari bahwa organisasi tanpa pengawasan 
tidak dapat dijamin keberhasilannya dalam 
mencapai tujuan. 

Ada dua faktor yang berpengaruh terhadap 
kelancaran jalannya pelaksanaan pengawasan. 
Pertama berasal dari pihak pengawas sendiri dan 
kedua berasal dari pihak yang diperiksa. Dari pihak 
pengawas ada beberapa faktor yang dapa~_ 

mempengaruhi pelaksanaan dan hasil pengawasan, 
antara lain kemampuan auditor, kepatuhan terhadap 
standar dan kode etik pengawasan serta sarana 
penunjangnya. 

Dari pihak yang diperiksa (auditan), beberapa faktor 
yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
pengawasan dan hasil pengawasan antara lain : 
sikap penerimaan pelaksanaan pengawasan, 
penyediaan data yang dibutuhkan dalam proses 
pemeriksaan, konsult.asi aktif dalam rangka ana lisa 
resiko, klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan, 
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menanggapi hasil pemeriksaan serta menindak­
lanjuti hasil pemeriksaan. 
a. Sikap penerimaan terhadap pelaksanaan 

pemeriksaan 
Harus disadari oleh seluruh jajaran pimpinan 
b a h w a k o n t r o I a d a I a h s a Ia h s at u f u n g s i 
manajemen, karena keberhasilan manajemen 
tidak mung kin tercapai tanpa kontrol. Kehadiran 

· pengawasan harus disambut baik oleh 
ma najemen, denga n harapa n rekomendas i 
rekomendasi konstruktif dapat diperoleh untuk 
memperbaiki m.anajemen yang ada. Dalam hal ini 
pihak manajemen harus memberikan informasi­
informasi terkait dengan hambatan-hambatan 
yang dialaminya dalam proses pelaksanaan 
pekerjaan, potensi masalah apa yang akan timbul 
pada kegiatankegiatan strategis yang menjadi 
tanggung jawabnya. Pelaksanaan pemeriksaan 
diarahkan kepada. hal-hal tersebut, demi 
terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien. 

b. Penyediaan data yang dibutuhkan untuk 
pemeriksaan 
Dokumen dan data yang ada pada manajemen 
pada dasarnya adalah merupakan wujud 
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, 
dokumen data tersebut sebagai bahan laporan 
manajemen kepada jenjang lebih tinggi maupun 
kepada aparatur pengawasan fungsional secara 
resmi. Untuk itu dokumen dan data tidak perlu 
untuk disembunyikan. Pemeriksaan sesuai 
standar harus membuat perencanaan strategis 
pemeriksaan, artinya kegiatan-kegiatan strategis 
harus diperiksa dengan harapan dapat 
memberikan perbaikan-perbaikan · konkret 
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terhadap masalah yang ada sehingga sasaran 
kegiatan tercapai. Dengan demikian dokumen 
dan data ·harus tertata dengan tertib, sehingga 
dapat dievaluasi secara mudah dan obyektif 
dalam proses pemeriksaan. 

c. Konsultasi aktif dalam rangka analisa risiko 
Umumnya banyak pihak yang menghindar 
dengan ·adanya pemeriksaan, khawatir mend a pat 
masalah dalam pelaksanaan pekerjaannya. Hal 
demikian sebenarnya akan menimbulkan 
persoalan baru, karena akan menghambat proses 
klarifikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan, 
sehingga temuan hasil peme-riksaan kurang 
tuntas. Seharusnya penanggungjawab kegia~an 
konsultasi aktif dengan pemeriksa, untuk 
mencari solusi permasalahan-permasalahan yang 
telah ditemukan serta untuk mencari 
tindakantindakan pengendalian terhadap 
potensi masalah yang akan terjadi. Pihak 
pemeriksaan dengan teknik pemeriksaan yang 
dimilikinya pasti mempunyai cara tersendiri yang 
obyektif dalam melihat dan menganalisis 
persoalan yang ada, karena itu keberadaan 
pemeriksa sebaiknya dimanfaatkan semaksimal 
mungkin untuk bersama-sama menganalisis. 
risikci yang ada. 

d. Klariffkasi 
Sesuai dengan standar audit setiap temuan hasil 
pemeriksaan diwajibkan untuk diklarifikasikan. 
Klarifikasi ini tidak hanya terbatas pada temuan 
hasii' pemeriksaan, melainkan terhadap seluruh 
unsur temuan yang menyangkut kondisi, kriteria 
yang dipakai, sebab terjadinya masalah, akibat 
yang ditimbulkan serta rekomendasi yang 
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diberikan. Klarifikasi ini Mutlak dilaksanakan, 
karena tanpa klarifikasi hasil pemeriksaan tidak 
dapat ditindaklanjuti sehingga akan terjadi 
pemborosan terhadap biaya pemeriksaan. 
Klarifikasi ini qilaksanakan sebelum proses 
pemeriksaan selesai, hasilnya dituangkan dalam 
laporan hasil pemeriksaan. Klarifikasi yang 
dilaksanakan setelah laporan hasil pemeriksaan 
adalah sia-sia, karena laporan hasil pemeriksaan 
adalah dianggap final. Apabila masih terjadi 
perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan 
pihak yang diperiksa, terkait dengan temuan 
yang substansial dan material maka kewenangan 
memutuskan adalah penegak hukum. 

e. Tanggapan 
Tanggapan dari pihak yang diperiksa (auditan), 
adalah salah satu bentuk klarifikasi tertulis, 
karena itu wajib pula untuk dilaksanakan oleh 
pihak yang diperiksa. Pemeriksa akan menilai 
tanggapan ini, selanjutnya pemeriksa akan 
menyesuaikan laporan hasil pemeriksaan dengan 
tanggapan tersebut. Tanggapan yang diberikan 
setelah laporan hasil pemeriksaan disusun maka 
tanggapan tersebut terlambat, karena apabila 
tanggapan tersebut dianggap benar, maka 
proses pembetulannya melibatkan banyak pihak 
terutama yang terkait dengan penyetoran 
kerugian Negara. 

* * * 
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BABV 
PENILAIAN TERHADAP PELAKSANAAN 
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN 

Penilaian terhadap unsur pemantauan pengendalian 
intern dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas 
pemantauan yang dilakukan dan memberi keyakinan 
bahwa pemantauan yang dilakukan oleh lnstansi 
Pemerintah telah dilakukan secara tepat dan memadai baik 
terhadap implementasi SPIP, pencapaian tujuan organisasi, 
keandalari laporan keuangan, pengamanan aset negara 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

A. Sarana dan Aspek Penilaian 
Sarana penilaian yang diperlukan dalam rangka kegiat­
an pemantauan pengendalian intern disajikan pada 
tabel di bawah ini : 

No Unsur/Sub Aspek Penilaian Dokumen yang 

Unsur Diperlukan 

1. Pemantauan a. Ada/tidaknya mekanisme atau prosedur - Prosedur 

Berkelanjutan Pemantauan Berkelanjutan secara tertulis pemantauan 
di instansi ybs - KAK/TOR untuk 

· b. Kesesuaian mekanisme dengan format masing-masing 

stan dar suatu prosedur Pemantauan 

c. Efektifitas mekanisme/prosedur sebagai - Penetapan 

acuan kegiatan Tim/Petugas 

d. Ada/tidaknya KAK/TOR sebagai acuan 
Pemantau 

dalam masirig-masing pemantauan - Kumpulan 

e. Susunan Tim dan Kompetensi Tim 
Peraturan atau 

Pemantau 
kriteria lainnya 

- Laporan Hasil 
f. Ketepatan waktu pemantauan dengan Pemantauan 

kebutuhan pelaksanaan kegiatan - Laporan Tindak 
g. Kesesuaian penggunaan kriteria, referensi, Lanjut hasil 

sumber data dalam pelaksanaan Pemantauan 
pemantauan 

h. Pembatasan ruang lingkup pemantauan 
sesuai tahap kegiatan yang dipantau 

i. Ketepatan penggunaan perangkat kerja 
pendukung dalam melakukan penilaian 
pada kegiatan pemantauan 
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2. 

j. Ada tidaknya outrut laporan hasil 
pemantauan 

k. Ada/tidaknya penyajian kondisi, kendala 
dan rekomendasi dalam laporan hasil 
pemantauan 

I. Penyajian kondisi telah dibandingkan 
dengan kriteria, referensi/literatur atau 
ketentuan terkait lainnya 

m. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil 

pemantauan dan penyampaiannya kepada 

pimpinan instansi atau pemberi tugas 

n. Pendokumentasian hasil pemantauan untuk 
memudahkan pencarian ketika diperlukan 

o. Pemanfaatan laporan hasil pemantauan 
oleh pimpinan instansi pemerintah atau 
pihak-pihak terkait lainnya 

Evaluasi a. Ada/tidaknya mekanisme atau prosedur Dokumen: 
Terpisah Evaluasi tertulis di instansi ybs - Prosedur Evaluasi 

1--+--=------11-b-.-K-es_e_s_u_a_i a_n_m_e_k-an_i_s_m_e_d_e_n.:..g_a_n_f_o-rm_a_t --1 - KAK/TOR untuk 

standar suatu prosedur masing-masing 

c. Efektifitas mekanisme/prosedur sebagai Evaluasi 
acuan kegiatan - Penetapan 

~-t------------r--------~-----------------------1 nm/Petugas 
d. Ada/tidaknya KAK/TOR sebagai acuan 

dalam masing-rnasing evaluasi Evaluator 
~--+------t---'-~--:..c...=---"-----'------1 - Kumpulan 

e. Susunan Tim dan Kompetensi Tim Evaluator Peraturan atau 

f. Ketepatan waktu evaluasi dengan kriteria lainnya 

1---t-------t--k_e_b_ut_u_h_a_n-'p_e_l_a k_s_a_n_a_a_n_k_e.=.g_ia_ta_n ____ -i _ Laporan H asil 

g. Kesesuaian penggunaan kriteria, referensi, Evaluasi 

t---t-------t--s_u m_b_e_r_d_a_ta_d_al_a_m....:...p_el_a_k_sa_n_a_a_n_e_v_a_lu_a_s_i ---! _ Lap ora n Tindak 

h. Pembatasan ruang lingkup evaluasi sesuai Lanjut hasil 
kebutuhan Evaluasi 

i. Ketepatan penggunaan perangkat kerja 
pendukung dalam melakukan penilaian 
pad a kegiatan evaluasi 

j. Ada tidaknya output laporan hasil evaluasi 

k. Ada/tidaknya penyajian kondisi, kendala 
dan rekomendasi dalam laporan hasil 
evaluasi 

I. Penyajian kondisi telah dibandingkan 
dengan kriteria, referensi/literatur atau 
ketentuan terkait lainnya 

m. Ketepatan waktu penyelesaian hasil 
evaluasi dan penyampaiannya kepada 
pimpinan instansi atau pemberi tugas 

n. Pendokumentasian hasil evaluasi untuk 
memudahkan pencarian ketika diperlukan 

o. Pemanfaatan laporan hasil evaluasi oleh 
pimpinan instansi pemerintah atau pihak­
pihak terkait lainnya 
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3. Tindak Lanjut a. Ada/tidaknya mekanisme atau prosedur Dokumen: 
at as mengenai Tindak Lanjut hasil audit dan - Prosedur Tertulis 
Rekomendasi hasil review lainnya Tindak Lanjut 
Hasil Audit - LHP APIP dan BPK 

b. Kesesuaian mekanisme dengan format - Hasil Pemantauan 
standar suatu prosedur 

c. Efektifitas mekanisme/prosedur sebagai Tindak Lanjut 
I 

acuan kegiatan - Bukti-bukti 

d. Penetapan Tim/Petugas pemantau pendukung 

penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit atau 
Hasil Review Lainnya 

e. Komitmen pimpinan instansi untuk 
menindaklanjuti temuan hasil audit atau 
hasil review lainnya secara tuntas dan tepat 
waktu 

f. Perbaikan pengendalian intern yang 
dilakukan oleh pimpinan instansi 
berdasarkan hasil audit a tau hasil review 
lainnya 

g. Upaya pencegahan oleh pimpinan instansi 
atas kesalahan atau temuan yang sam a 
berulang terjadi pada tahun berikutnya 

h. Pemantauan dan pelaporan secara berkala 
yang clilakukan oleh instansi terhadap 
temuan/ rekomendasi yang bel urn tuntas 
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B. Pelaksanaan Penilaian 
Penilaian dllakukan berdasarkan 3 sub unsur lingkup 
p em a n t"au a n p e n g en d a I i a n i n tern y a n g me I i put i 
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan 
Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil audit. Masing­
masing sub unsur diberi bobot tertentu berdasarkan 
justifikasi nilai penting (signifikansi) terhadap 
pemantauan pengendalian intern, yang jumlah 
seluruhnya 100%. Setiap sub unsur diuraikan dalam 
beberapa item penilaian dengan bobot yang 
ditentukan sesuai relevansinya dengan masing-masing 
sub unsur tersebut. Rincian lengkap pelaksanaan 
penilaian disajikan dalam tabel di bawah ini: 

NO. URAIAN VA TIDAK 

A. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN: 

1. Pimpinan lnstansi Pemerintah telah memiliki 
mekanisme/prosedur tertulis mengenai pelaksanaan 
pemantauan berkelanjutan pada instansi pemerintah yang 
bersangkutan 

2. Mekanisme atau prosedur yang dibuat telah cukup 
operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi 
lingkup instansi pemerintah terse but, seperti memuat 
rencana evaluasi berkala, kriteria/ persya rat an yang 
digunakan dalam pemantauan, metodologi, dsb. 

3. Mekanisme/Prosedur telah digunakan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan pemantauan lingkup lnstansi Pemerintah yang 
bersangkutan 

4. Pemantauan didukung dengan KAK/TOR yang dibuat khusus 
untuk masing-masing pemantauan yang dilakukan. 

5. Pemantauan dilakukan oleh para personil yang kompeten 

6. Pemantauan dilaksanakan secara periodik sesuai tahapan 

kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan 

7. Pemantauan telah menggunakan kriteria atau persyaratan 
yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pemantauan 

8. Ruang lingkup dan frekuensi pemantauan telah mencakup 
pengendalian intern, keuangan, aset negara, pelaksanaan 
kegiatan dan pemantauan at as pencapaian tujuan dan 
sasaran o~ganisasi, dengan memperhatikan/ 
mempertimbangkan tahap kegiatan yang dipantau. 

9. Pemantauan menggunakan perangkat daftar periksa (check 
list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
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10. Kegiatan pemantauan telah menghasilkan output berupa 
laporan hasil pemantauan 

11. Materi dalam laporan minimal menyajikan kondisi lapangan, 
kendala dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan 
yang dihadapi 

12. Pemantauan dilakukan dengan menganalisis hasil 
pemantauan dibandingkan dengan kriteria yang sudah 
ditetapkan. 

13. Hasil pelaksanaan pemantauan segera dilaporkan tepat 
waktu kepada pimpinan lnstansi Pemerintah atau pemberi I 
tugas 

14. Hasil pemantauan didokumentasikan sebagaimana 
mestinyaldapat dengan mudah didapat ketika diperlukan 

15. Kelemahan yang ditemukan selama pemar]tauan segera 
ditindaklanjuti oleh pimpinan lnstansi Pemerintahlpihak" 
pihak terkait lainnya 

16. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada· 
pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebutlatasan 1 

langsungnya. 

B. EVALUASI TERPISAH: 

1. Pimpinan lnstansi Pemerintah telah memiliki mekanisme 
at au prosedur tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi 
lingkup instansi pemerintah yang bersangkutan 

2. Mekanisme yang dibuat minimal telah memuat tahapan dan 
waktu pelaksanaan evaluasi, susunan personil pelaksana, 
metodologi, dsb. 

3. MekanismeiProsedur telah digunakan sebagai acuan dalam 
kegiatan evaluasi lingkup instansi pemerintah tersebut 

4. Evaluasi menggunakan KAKITOR yang dibuat khusus untuk 
masing-masing kegiatan evaluasi yang dilakukan. 

5. Tim evaluasi dilakukan oleh personil yang 
kompetenldipimpin oleh pejabat yang berkewenangan dan 
pengalaman memadai 

6. Tim evaluasi memahami secara memadai mengenai visi, misi, 
dan tujuan lnstansi Pemerintah serta kegiatannya. 

7. Tim evaluasi memahami bagaimana pengendalian intern 
lnstansi Pemerintah seharusnya bekerja dan bagaimana 
implementasinya. 

8. Evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai rencana 
programlkegiatan yang dilaksanakan 

9. Evaluasi dilaksanakan secara periodik sesuai luasnya program 
I kegiatan yang dilaksanakan 

10. Evaluasi dilakukan pad a sa at adanya kejadian misalnya 
perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, 
pemekaran a tau penciutan lnstansi Pemerintah, a tau 
perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan 
dan anggaran. 

11. Ruang lingkup I frekuensi evaluasi didasarkan atas hasil 
penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan 
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12. Evaluasi menggunakan perangkat daftar periksa (check list), 
daftar kuesioner, atau perangkat lainnya. yang tepat/dapat 
dipertanggungjawabkan. 

13. Evaluasi telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang 
tepat sebagai dasar penilaian pelaksanaan evaluasi 

14. Kegiatan evaluasi telah menghasilkan output berupa laporan 
hasil pemantauan 

15. Evaiuasi menilai keberhasilan atau kegagalan dalam 
mencapai tujuan/sasaran program/kegiatan. 

16. Evaluasi menyajikan analisis terhadap 3E + 1 T 

17. Dalam laporan evaluasi disajikan kendala untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi 

18. Dalam laporan evaluasi disajikan rekomendasi untuk 
mengatasi permasalahan yang dihadapi 

19. Hasil evaluasi didokumentasikan dengan baik sehingga 
dengan mudah didapat ketika diperlukan 

20. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi segera 
diselesaikan oleh pimpinan lnstansi Pemerintah dan .pihak-
pihak terkait lainnya 

21. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada 
pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut/atasan 
langsungnya. 

22. Hasil pelaksanaan evaluasi segera dilaporkan kepada 
pimpinan lnstansi Pemerintah a tau pihak-pihak terkait 
lainnya 

c. PENYElESAIAN AUDIT : 

1. 'lnstansi Pemerintah telah memiliki mekanisme secara tertulis 
sebagai prosedur untuk menindaklanjuti temuan hasil audit 
atau review lainnya 

2. Mekanisme atau prosedur tersebut materinya telah cukup 
operasional untuk menindaklanjuti temuan hasil audit atau 
review lainnya 

3. Mekanisme atau prosedur tersebut telah digunakan secara 
optimal dalam menindaklanjuti temuan hasil audit a tau 
review lainnya 

4. Pimpinan instansi telah menujuk Tim atau petugas khusus 
untuk memantau penyelesaian tindak lajut hasil audit dan 
hasil review lainnya 

5. Pimpinari lnstansi Pemerintah telah menindaklanjuti seluruh 
temuan dan rekomendasi hasil audit dan review lainnya 

6. Tindakan korektif dilaksanakan oleh Pimpinan lnstansi 
Pemerintah dalam jangka waktu yang ditetapkan 

7. Pimpinan lnstansi Pemerintah telah menggunakan 
rekomendasi hasil audit a tau review lainnya guna 
memperkuat pengendalian intern 

8. Pimpinan lnstansi Pemerintah telah mencegah terjadinya 
temuan yang sam a berulang terjadi pada tahun berikutnya 

9. Pimpinan lnstansi Pemerintah telah memantau Tindak Lanjut 
atas temuan hasil audit/review/rekomendasinya 
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.110. Pimpinan lnstansi Pemerintah secara berkala melaporkan 
status penyelesaian audit dan review kepada pimpinan 
sehingga dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu 
penyelesaian setiap rekomendasi 

*** 
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